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ANALISIS EKONOMI ALAT PENANGKAPAN IKAN ARAD DI PANTAI UTARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 
An Economic Analysis of ‘Arad’ Fishing Gear In the Northern Coastal of Central Java Province 


Benny Osta Nababan, Tridoyo Kusumastanto, Luky Adrianto, dan Achmad Fahrudin 


ABSTRAK 


Arad termasuk dalam kelompok alat penangkapan 
ikan yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 2/ 
Permen-Kp/2015 tentang larangan penggunaan alat 
penangkapan ikan pukat hela (traw/s) dan pukat tarik 
(seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara 
Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji secara ekonomi alat penangkapan ikan arad 
dengan yang dikombinasikan dengan alat penangkapan 
ikan lainnya di Pantai Utara Jawa Tengah. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara 
kepada nelayan arad yang menggunakan kapal 
berukuran kurang dari 10 GT dengan menggunakan 
panduan wawancara serta pengamatan lapangan. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan ke instansi 
pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa 
Tengah dan BPS. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis kelayakan usaha. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa sebagian nelayan arad memiliki alat 
penangkap ikan lain seperti sudu, gillnet dan trammel 
net. Penggunaan alat penangkapan ikan berdasarkan 
musim ikan, seperti musim cumi, teri, kakap, belanak, 
kembung dan lainnya. Penelitian ini mengelompokkan 
nelayan berdasarkan jumlah alat penangkapan ikan 
yang dimiliki yaitu satu alat penangkapan ikan (arad), 
dua alat penangkapan ikan (arad dan sudu), tiga alat 
penangkapan ikan (arad, trammel net dan gillnet). 
Nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan tambahan 
selain arad memperoleh keuntungan yang lebih tinggi 
dibandingkan hanya memiliki satu alat penangkapan ikan 
(arad). Kombinasi alat penangkapan ikan yang ramah 
lingkungan adalah menggunakan 3 alat penangkapan 
ikan yaitu arad disertai dengan gillnet dan trammel net 
sesuai musim ikan memberikan manfaat ekonomi yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan arad 
sepanjang tahun. 


Kata Kunci: alat penangkapan ikan 'arad'; analisis 
ekonomi; keberlanjutan; sumber daya 
ikan; kesejahteraan nelayan; Jawa 
Tengah 


ABSTRACT 


Arad is an abandoned fishing gear based on the 
Regulation ofthe Minister of Maritime Affairs and Fisheries 
of the Republic of Indonesia Number 2 / Permen-Kp / 
2015 concerning the prohibition on the use of trawls and 
seine nets in the territory of the Republic of Indonesia 
fisheries management. This study aimed at economic 
analysis of Arad capture fisheries (1 tool) compared with 
the capture using combination of Arad and other fishing 
equipment on the North Coast of Central Java. The study 
used primary and secondary data that were collected 
in the North Coast of Central Java. Primary data were 
collected through interviews and observation with 
Arad fishers working on boat under 10 GT. Secondary 
data were collected from government agencies such 
as Marine and Fisheries Agency of Central Java and 
Statistics Indonesia. The results showed that some of the 
Arad fishers had other fishing gear such as blade, gillnet 
and trammel net. The use of fishing gear depended 
on fish season, such as squid, anchovies, snapper, 
mullet, bloating and others. This study classified fishers 
based on the number of fishing gear that fisher's had, 
namely, one fishing gear (arad), two fishing gear (arad 
and blade), three fishing gear (arad, trammel net and 
gillnet). Fishers having additional fishing gear get higher 
profits compared to those having only one fishing gear 
(ARAD). The use of 3 fishing gear namely arad, gillnet 
and trammel net according to fish season provides higher 
economic benefits compared to Arad only throughout the 
year. 


Keywords: arad”, economic analysis; sustainability; 
fish resources; the welfare of fishermen; 
Jawa Tengah 


NILAI PENTING DAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA ZONASI 
KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO 


Important Value and National Strategic For Zoning Plan of Komodo National Park 


Suraji, Syofyan Hasan, Suharyanto, Yonvitner, Sonny Koeshendrajana, Didit Eko Prasetiyo, 
Arief Widianto, dan Agus Dermawan 


ABSTRAK 


Kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya 
merupakan salah satu kawasan strategis nasional. 
Penetapan kawasan ini dikarenakan kawasan Taman 
Nasional Komodo dan sekitarnya yang terletak di 
Pulau Flores dan Pulau Sumbawa memiliki potensi dan 
nilai penting strategis untuk dikembangkan sebagai 
penggerak ekonomi nasional berbasis perlindungan 
keanekaragaman hayati. Penelitian bertujuan untuk 
mengkaji nilai penting dan strategis nasional rencana 
zonasi kawasan strategis Taman Nasional Komodo. 
Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian 
ini. Metode penentuan nilai penting dan strategis 
nasional yang diwujudkan dalam struktur dan pola 
ruang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 
(RZ KSN) menggunakan teknik analisis multikriteria 
yang terdiri dari kebijakan yang bersifat mutlak, scoring/ 
pembobotan dan kesepakatan para pihak. Hasil analisis 
pola ruang laut bernilai penting dan strategis nasional, 
terdiri dari: Kawasan Pemanfaatan Umum (Pariwisata, 
Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Energi) 
dan Kawasan Konservasi yang berupa Kawasan 
Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
dan Taman Nasional Komodo yang merupakan inti 
dari KSN Taman Nasional Komodo serta Alur Laut. 
Analisis Nilai Penting dan Strategis Nasional yang telah 
dilakukan menghasilkan Perencanaan Ruang Laut 
yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan kawasan yang 
dikembangkan untuk perlindungan dan pelestarian 
Taman Nasional Komodo dan konservasi perairan; dan 
(ii) kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan 
Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip 
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil 
Kajian direkomendasikan menjadi bahan utama dalam 
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan 
pengaturannya dapat dilaksanakan dalam satu ketetapan 
berupa Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang 
dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Taman 
Nasional Komodo. 


Kata Kunci: Nilai Penting; Strategis Nasional; 
Kawasan; Taman Nasional; Komodo 


ABSTRACT 


The Komodo National Park area and its 
surroundings are some of the national strategic areas. 
The designation of this area is due to its location on 
Flores Island and Sumbawa Island which have potential 
and importance value to encourage national economy 
based on biodiversity protection. The research aimed to 
examine the national strategic and important value of the 
zoning plan of the Komodo National Park strategic area. 
Primary and secondary data were used in this study. The 
method to determine national strategic and important 
value is embodied in the spatial structure and pattern of 
the National Strategic Area Zoning Plan (RZ KSN). Itused 
a multi criteria analysis technique consisting of absolute 
policies, scoring/weighting, and agreement of the parties. 
The results of the analysis of marine space pattern for 
national strategic and important value consisted of 
public areas (tourism, ports, fisheries ports, and energy 
management) and conservation areas including marine 
conservation areas for coastal and small Islands, and 
Komodo National Park which are the core of the National 
Strategic Area, and the Sea Lanes. The analysis of 
national important and strategic values suggested marine 
spatial planning that aims to: (i) develop protection and 
conservation of the Komodo National Park and marine 
conservation areas, and (ii) establish competitive region 
based on management of sustainable marine resources 
and tourism for the welfare of the community. The 
results of the Study are recommended to be the main 
ideas in the drafting of the presidential regulation and its 
arrangements can be carried out in one stipulation in the 
form of a Presidential Regulation on Spatial Planning and 
Zoning Plans for the Strategic National Area of Komodo 
National Park. 


Keywords: Important Value; National Strategic; Area; 
National Park; Komodo 


DAMPAK EKONOMI WISATA BAHARI DI KABUPATEN ALOR 
An Economic Impact of Marine Tourism in the Alor Regency 


Umi Muawanah, Riesti Triyanti, Permana Ari Soejarwo 


ABSTRAK 


Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten 
di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi 
obyek wisata alam yang beragam, termasuk wisata 
alam bahari yang dapat mendukung perekonomian 
masyarakat Alor. Jumlah wisatawan yang mengunjungi 
kabupaten Alor pada tahun 2017 mengalami 
peningkatan sekitar 56% dari tahun sebelumnya. Dilihat 
dari banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi 
Kabupaten Alor, maka diperlukan adanya penelitian 
terkait dengan pengaruh obyek wisata terhadap 
perekonomian masyarakat Alor. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis dampak ekonomi langsung kegiatan 
wisata, dampak tidak langsung, serta dampak ekonomi 
lanjutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
multplier effect dengan menggunakan. data primer dan 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan 
kuesioner terstruktur dan wawancara responden, terdiri 
dari 50 wisatawan, 21 pengusaha bidang wisata bahari 
dan 11 tenaga kerja/karyawan dari unit usaha terkait 
wisata bahari. Lokasi penelitian yaitu Daerah Kalabahi, 
ibukota Kabupaten Alor sebagai sentra wisata bahari. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak ekonomi 
langsung yang diperoleh dari kegiatan wisatawan di 
Kalabahi sebesar Rp480.000.000 per tahun dan dampak 
ekonomi tidak langsung yang diperoleh dari kegiatan 
wisatawan di Kalabahi sebesar Rp201.600.019 per 
tahun, serta dampak ekonomi lanjutan kegiatan wisata 
bahari di Kalabahi sebesar Rp20.250.000 per tahun. Nilai 
Keynesian Income Multiplier yang diperoleh sebesar 
1,72 yang artinya setiap terjadi peningkatan pengeluaran 
wisatawan sebesar 1 rupiah, maka akan berdampak 
terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja dan 
para pemilik unit usaha di lokasi wisata diduga sebesar 
1,72 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan wisata 
bahari di Kabupaten Alor memberikan dampak ekonomi 
positif dan cukup besar terhadap masyarakat Kabupaten 
Alor. Ke depannya, pemerintah Alor maupun pengusaha 
ekowisata bahari perlu membuat paket tour wisata di 
Alor untuk meningkatkan lamanya tinggal di Alor dan 
meningkatkan dampak ekonomi ke masyarakat lokal 
Alor. 


Kata Kunci: wisata bahari; Kabupaten Alor; dampak 
langsung; dampak tidak langsung; dan 
efek penggandaan 


ABSTRACT 


Alor Regency is one of regency in East Nusa 
Tenggara Province. It offers a variety of natural tourist 
attraction including marine tourism which might support 
the economy of the people of Alor. The number of tourists 
visiting Alor Regency in 2017 has increased by around 
56% from the previous year. Considering the large number 
of tourists visiting Alor Regency, research is needed to 
estimate the impact of marine tourism activities on the 
economy of Alor community. This study aimed to analyze 
the direct, indirect, and continued economic impacts. 
This study used a multiplier effect analysis to analyze 
primary and secondary data. Data were collected by 
structured questionnaires and interview with 50 tourists, 
21 entrepreneurs of marine tourism, and 11 workers of 
business units on marine tourism. Research location is 
located in Kalabahi Region, the capital of Alor Regency 
as a marine tourism center. The analysis showed that the 
direct economic impact from tourist activities in Kalabahi 
amounted to IDR.480,000,000 per year and the indirect 
economic impacts from tourist activities in Kalabahi 
amounted to IDR 201,600,019 per year, as well as the 
continued economic impact of marine tourism activities 
in Kalabahi amounted to IDR 20,250,000 per year. The 
Keynesian Income Multiplier is 1.72, which means that if 
there is an increase in tourist spending by 1 IDR, it will 
have an impact on increasing labor income and business 
unit owners in tourist sites at about 1.72 IDR. This shows 
that marine tourism activities in Alor Regency have a 
positive and significant economic impact on the people 
of Alor Regency. In the future, it is necessary for Alor 
government and marine ecotourism entrepreneurs to 
create tour packages in Alor to increase the length of stay 
in Alor. Therefore, it will increase the economic impact of 
marine tourisme on the economy of the local community 
in Kalabahi, Alor. 


Keywords: marine tourism; Alor Regency; direct 
impact; indirect impact; and multiplier effect 


ANALISIS DAMPAK MINAPOLITAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI 
(STUDI KASUS: DESA TEMBOKREJO DAN KEDUNGREJO) 


Analysis of Minapolitan Impact on the Community Welfare in Muncar Subdistrict Banyuwangi 
Regency (Case Study: Tembokrejo and Kedungrejo Villages) 


Sri Rahayu Budiani, Putri Kartika Sari, Muthia Hasna Thifaltanti, Regina Lexi Narulita, Reviana Latifah, 
Prameswari Budi Kusumaningrum, Nourma Linda Isnastuti, Rivan Agung Triawan, Dicky Satria Dwiputra 


ABSTRAK 


Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 
ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan diharapkan 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di 
dalam kawasan maupun daerah sekitarnya. Masyarakat 
Desa Kedungrejo dan Tembokrejo mayoritas bekerja 
pada sektor perikanan, sehingga diasumsikan memiliki 
dampak langsung dari kebijakan minapolitan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi 
sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Muncar 
sebelum dan sesudah adanya program minapolitan 
serta mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat 
berdasarkan kondisi sosial ekonomi tersebut. Penelitian 
dilakukan pada 23 hingga 27 September 2018 dengan 
menggunakan metode kualitatif dari hasil wawancara 
terhadap beberapa pelaku industri, perangkat desa, 
kepala TPI, dan beberapa nelayan. Analisis dilakukan 
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kegiatan perindustrian dan sarana prasarana 
yang menunjang kegiatan perikanan sudah ada sejak 
tahun 1990-an. Aspek sumberdaya manusia dari 
segi pendidikan tidak mempengaruhi perkembangan 
tingkat produksi ikan, sehingga dengan ditetapkannya 
Kecamatan Muncar sebagai kawasan minapolitan 
tidak memberikan pengaruh secara signifikan baik 
kepada kondisi sosial-ekonomi maupun kesejahteraan 
masyarakat. Rekomendasi yang perlu diterapkan untuk 
pengembangan program minapolitan di Kecamatan 
Muncar dapat dilakukan melalui peningkatan 
sumberdaya manusia seperti penetapan sekolah yang 
berisi pembelajaran mengenai perikanan dan kelautan, 
serta peningkatan infrastruktur pendukung. Kedua 
aspek tersebut perlu ditunjang oleh aspek komitmen 
daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2010 tentang 


Minapolitan. 

Kata Kunci: Perubahan kondisi sosial-ekonomi; 
kesejahteraan masyarakat; tingkat 
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ABSTRACT 


Muncar Subdistrict was designated as a 
Minapolitan area to improve the welfare of the community 
both within and surrounding areas. It is assumed that 
Minapolitan policy gives a direct impact on the major 
livelihood of Kedungrejo and Tambakrejo people in 
fisheries sector. This study aims to measure the social 
and economic changes of Muncar community before and 
after the Minapolitan program as well as to measure the 
level of the community welfare based on these socio- 
economic conditions. The study was conducted on 23 
to 27 September 2018 based on interviews with industry 
players, village officials, heads of fish markets and fishers. 
Data were analyzed using descriptive qualitative method. 
The results showed that fisheries industry and its facilities 
have been existed since 1990s. The education level of its 
community does not affect the fish production. It means 
that Minapolitan program has not given significant impact 
to the socio-economic condition and community welfare. 
Itis recommended to improve the capacity of community 
through learning material at school concerning fisheries 
management and marine affairs as well as to increase 
the supporting infrastructure. These two aspects should 
be encouraged by regional commitment based on 
Regulation of Minister of Marine Affairs and No: PER. 12/ 
MEN/2010 regarding Minapolitan. 


Keywords:.changes in socio-economic conditions; 
fish production's level; minapolitan; Muncar 
subdistrict; public welfare 


KINERJA EKSPOR UDANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2009-2017: 
PENDEKATAN MODEL CONSTANT MARKET SHARE (CMS) 
Export Performance of Indonesian Shrimp In the United States During 2009-2017 
by Using Constant Market Share Model 


Siti Sahatul Fatimah, Sri Marwanti dan Suprapti Supardi 


ABSTRAK 


Ekspor merupakan salah satu parameter yang 
sangat penting untuk diperhatikan, agar suatu negara 
dapat mengetahui seberapa besar pertumbuhan 
ekonominya. Udang merupakan salah satu komoditas 
ekspor yang memiliki peranan penting dalam kontribusi 
ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji kinerja ekspor komoditas udang Indonesia di 
Amerika Serikat tahun 2009-2017. Komoditas udang 
yang diteliti dikelompokkan lebih spesifik menjadi tiga 
jenis produk, yaitu udang beku, udang segar dan udang 
olahan. Metode analisis adalah Constant Market Share 
(CMS) digunakan dalam penelitian ini. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 
dari tahun 2009 hingga tahun 2017 yang diperoleh dari 
United Nations Commodity Trade Statistics Division 
(UN Comtrade) dan International Trade Center (ITC:). 
Rata-rata pertumbuhan ekspor udang Indonesia secara 
umum lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan 
ekspor udang dunia. Kinerja ekspor udang beku lebih 
baik dibanding udang segar dan udang olahan, dilihat 
dari aspek efek komposisi produk dan dan efek daya 
saing, namun dari aspek efek distribusi udang beku 
dan udang segar kalah dibanding dengan udang 
olahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa udang beku 
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk 
dikembangkan, walaupun dari aspek distribusi masih 
lemah (ditunjukkan dengan nilai yang bertanda negatif). 
Hasil CMS menunjukkan bahwa ekspor udang Indonesia 
masih berfokus pada udang beku saja, dan kurang 
memprioritaskan udang segar dan udang olahan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi 
baik dari sisi produksi, distribusi dan mutu produk untuk 
meningkatkan kinerja produk terutama di udang segar 
maupun olahan. 


Kata Kunci: constant market share; kinerja ekspor; 
udang beku; udang segar; udang olahan 


ABSTRACT 


Export is an important sector to calculate the 
economic growth of the country. Shrimp is one of 
main commodity that gives significant contribution 
to Indonesia economic. The research was aimed 
at analyzing the export performance of Indonesian shrimp 
in the United States during 2009-2017. Specifically, 
the shrimps were grouped into three categories, frozen 
shrimp, fresh shrimp, and processed shrimp. Constant 
Market Share (CMS) approach was used in this study. 
This study used secondary data from 2009 to 2017 that 
were collected from the United Nations Commodity Trade 
Statistics Division (UN Comtrade) and International 
Trade Center (ITC). The average growth of Indonesia 
shrimp was higher than the average growth of the world 
shrimp exports. The result of CMS suggested that 
export performance of frozen shrimp was better than the 
fresh shrimp and processed shrimp based on product 
composition and competitiveness effect. However, 
processed shrimp was better than frozen shrimp and 
fresh shrimp in terms of distribution effect. The result 
showed that Indonesia shrimp exports were still focused 
only on frozen shrimp rather than fresh shrimp and 
processed shrimp. Frozen shrimp had a great potential 
of development despite of its poor distribution (negative 
value). This phenomenon suggested a necessary 
evaluation on the production, distribution, and product 
quality to improve the product performance especially on 
fresh shrimp and processed shrimp.. 


Keywords: constant market share; 
performance; frozen shrimp; 
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ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR INDUSTRI TUNA DI INDONESIA 
Structure, Conduct and Performance Analysis of Tuna Industries in Indonesia 


Freshty Yulia Arthatiani, Estu Sri Luhur, Siti Hajar Suryawati dan Tikkyrino Kurniawan 


ABSTRAK 


Tuna merupakan komoditas ekspor perikanan 
utama di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) ekspor tuna Indonesia mengalami tren 
pertumbuhan nilai ekspor yang melambat dari tahun 2012 
hingga 2018. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 
mengenai struktur perilaku dan kinerja pemasaran 
industri tuna di Indonesia yang diharapkan dapat 
mendukung kinerja ekspor tuna Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dan BPS serta data primer 
bersumber dari pelaku usaha tuna. Metode penelitian 
yang digunakan adalah analisis struktur pasar dengan 
perhitungan konsentrasi pasar dan hambatan masuk 
pasar, serta perilaku pasar yang dianalisis secara 
deskriptif selain itu kinerja pasar dianalisis menggunakan 
perhitungan variabel price cost margin (PCM) dan 
efisiensi internal (Xeff). Hasil analisis struktur pasar 
menunjukkan bahwa komoditas tuna memiliki struktur 
pasar oligopoli, meskipun untuk komoditas tuna olahan 
dapat dikategorikan oligopoli ketat cenderung monopoli. 
Analisis perilaku pasar menunjukkan bahwa penentuan 
harga tuna ekspor dilakukan oleh buyer dan promosi 
dilakukan melalui ajang pameran perdagangan serta 
pengiriman sampel kepada calon buyer. Perhitungan 
indikator kinerja pasar menunjukkan bahwa kinerja 
pemasaran tuna beku lebih baik dibandingkan tuna 
olahan. Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah 
dengan kebijakan mempermudah investasi sehingga 
meningkatkan jumlah pelaku usaha dan menurunkan 
tingkat persaingan. Selain itu perlu pengawasan oleh 
komite persaingan usaha terutama pada komoditas 
tuna olahan untuk menghindari kecenderungan 
monopoli bahan baku. Peningkatan daya saing dari 
tuna Indonesia perlu juga dilakukan agar lebih berperan 
dalam menentukan harga di pasar ekspor. Kinerja pasar 
dapat ditingkatkan melalui penghematan biaya input atau 
peningkatan volume output untuk meningkatkan nilai 
efisiensi internal. 
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ABSTRACT 


Tuna is a major fishery export commodity in 
Indonesia, although based on data from the Central 
Bureau Statistics Indonesian tuna exports experience 
a slowing trend in the value of exports from 2012 to 
2018. Therefore it is necessary to analyze the structure, 
conduct and performance from of the tuna industry . This 
study uses secondary data from the Ministry of Maritime 
Affairs and Fisheries and Central Bureau of Statistics 
while primary data sourced from tuna entrepreneurs. 
The research method used is the analysis of market 
structure by calculating market concentration and 
barriers to market entry, as well as market conducts 
analyzed descriptively. In addition, market performance 
is analyzed using the calculation of price cost margin 
(PCM) and internal efficiency (Xeff). The results of 
the market structure analysis show that tuna has an 
oligopoly market structure. Analysis of market conduct 
shows that the determination of the price of export tuna 
is carried out by the buyer and promotion is carried 
out through a trade exhibition and sending samples 
to prospective buyers. The calculation of market 
performance indicators shows that the marketing 
performance of frozen tuna is better than processed tuna. 
The recommended policy are to facilitate investment to 
reducing the level of competition. In addition it needs 
supervision by the business competition committee, 
especially on processed tuna commodities. Increasing 
the competitiveness of Indonesian tuna also needs to 
be done to be more instrumental in determining prices in 
the export market. Market performance can be improved 
through saving input costs or increasing output volume. 


Keywords: structure; conduct; performance; tuna; 
marketing 


KINERJA DAN PROSPEK USAHA PEMBENIHAN IKAN PAPUYU (Anabas testudineus) 
DI KALIMANTAN SELATAN 
Business Performance and Prospect of Papuyu Fish Hatchery (Anabas testudineus) 
in South Kalimantan 


Rina Mustika, Leila Aryani Sofia, Erma Agusliani, Muhammad 


ABSTRAK 


Pemenuhan ketersediaan ikan papuyu untuk 
konsumsi masih mengandalkan hasil tangkapan, oleh 
karena itu saat ini dikembangkan usaha budidaya ikan 
papuyu untuk pemenuhan ketersediaan konsumsi selain 
dari hasil tangkapan. Budi daya ikan papuyu perlu 
didukung oleh pemenuhan benih yang berkualitas dari 
segi teknis dan ekonomis. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui jumlah permintaan aktual dan prediksi 
permintaan benih ikan papuyu pada 5 tahun ke depan, 
profit usaha pembenihan ikan papuyu dan mengetahui 
daerah serta sistem pemasaran benih ikan papuyu. 
Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di balai 
pembenihan ikan di 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Selatan. Pengambilan data primer dilakukan dengan 
metode survei dengan teknik wawancara yang dibantu 
panduan pertanyaan terstruktur. Analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif, analisis tren eksponensial, 
analisis profit dan Revenue Cost Ratio (RC-Ratio) serta 
analisis sistem dan saluran pemasaran. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa total permintaan benih papuyu 
pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 996.168 ekor, 
dan dalam periode 5 tahun ke depan permintaan benih 
diperkirakan akan terus meningkatkan hingga mencapai 
7.081.448 ekor; keuntungan usaha pembenihan ikan 
papuyu sebesar Rp28.758.233,67. Berdasarkan hasil 
perhitungan RC-Ratio sebesar 2,49 nilai Payback Period 
0,71 tahun dan Break Event Point (BEP) produksi 
sebesar 64.139 ekor dan BEP harga sebesar Rp120,26 
maka usaha pembenihan ikan papuyu dinyatakan 
menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. 
Daerah pemasaran benih ikan papuyu yang disuplai dari 
balai benih ikan di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Selatan meliputi wilayah Kalimantan 
Selatan dan Kalimatan Tengah. Sistem pemasaran yang 
digunakan adalah sistem pemasaran langsung dari balai 
benih ke konsumen (pembudidaya ikan papuyu). 


Kata Kunci: prospek; trend permintaan; kelayakan 
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ABSTRACT 


The Papuyu demand for consumption was still 
depended on fish caught. This condition lead to the 
development of papuyu fish farming business to meet 
the consumption need other than wild caught. Papuyu 
fish farming should be necessarily supported by technical 
and economical quality of the seeds. This research aims 
to estimate the actual demand as well as to forecast the 
future demand of papuyu seeds, especially in the next 
5 years. In addition, this study would also analyse the 
business profit, area of hatchery unit, and marketing 
system of papuyu fish. Research area was purposely 
selected at the fish hatchery in 4 districts in South 
Kalimantan Province. Primary data were collected through 
survey method with structured questionnaires interviews. 
Descriptive analysis, exponential trend analysis, profit 
analysis and RCR, and system and marketing channels 
analysis were used in the study. The results described 
the total demand for papuyu seeds in 2018 is estimated 
to reach 996,168 while in the next 5 years the demand 
for the seeds is expected to increase to 7,081,448 
fingerlings; The profit of the papuyu fish hatchery is Idr 
28,758,233.67. The RC ratio of 2.49, the value of the 
Payback Period is 0.71 years, and Break Event Point 
(BEP) of production is 64,139 fingerlings and BEP price 
is Idr 120.26 per fingerling. Therefore, the business of 
papuyu fish hatchery is claimed to be profitable and 
feasible. The marketing areas of papuyu fish seeds 
produced by the fish hatchery units in 4 districs in South 
Kalimantan Province covering South Kalimantan and 
Central Kalimantan directly from the hatchery centers to 
consumers (papuyu fish farmers). 


Keywords: prospects; demand trends; feasibility; 
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POTENSI PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT ADAT 
SEBAGAI KEGIATAN EKONOMI KREATIF DI KAMPUNG MALAUMKARTA, PAPUA BARAT 


Potency of Indigenous Community Based Marine Ecotourism Development as a Creative 
Economic Activity in Malaumkarta Village, West Papua 


Riesti Triyanti, Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, dan Tommi Febrian 


ABSTRAK 


Kawasan pesisir Kampung  Malaumkarta 
memiliki alam dan budaya yang berpotensi tinggi untuk 
dikembangkan sebagai destinasi baru ekowisata bahari 
di Provinsi Papua Barat, selain Raja Ampat. Namun, 
permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya 
dukungan yang maksimal dari pemerintah dalam 
menyediakan fasilitas penunjang dan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia terkait pengetahuan tentang teknik 
pengemasan budaya menjadi produk kreatif. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaan potensi 
alam dan budaya terkait pengembangan ekowisata 
bahari, menganalisis daya dukung lingkungan kawasan 
wisata Kampung Malaumkarta, dan mengestimasi nilai 
efek pengganda yang diperoleh dari kegiatan ekowisata 
bahari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara 
wawancara mendalam dan dengan bantuan kuesioner 
terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif, analisis daya dukung, dan analisis efek 
pengganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya 
dukung efektif kawasan Kampung Malaumkarta sebesar 
57 pengunjung per hari, dengan nilai efek pengganda 
sebesar 1,14-1,64. Potensi kawasan pesisir Kampung 
Malaumkarta yang sangat beragam baik dari alam 
maupun budaya, dapat memberikan dampak ekonomi 
secara langsung, tidak langsung, dan lanjutan sebesar 
Rp5.179.031.667 per tahun. Besarnya dampak ekonomi 
kawasan pesisir Malaumkarta dapat dijadikan dasar untuk 
merumuskan konsep pengembangan ekowisata bahari 
yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung 
efektif, dengan cara membuat Standar Operasional 
Prosedur manajemen ekowisata bahari yang melibatkan 
seluruh stakeholders, dengan pendekatan promosi 3A 
(atraksi, akses, dan akomodasi). 


Kata Kunci: potensi; ekowisata bahari; masyarakat 
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ABSTRACT 


The coastal area of Malaumkarta Village has 
natural and cultural potential to be developed as a new 
destination for marine ecotourism in the West Papua 
Province, in addition to Raja Ampat However, the 
problems exist since there is less facilities and human 
resources knowledgeable about cultural transforming 
into creative products. The aims of this study were to 
identify the natural and cultural potential in association 
with the development of marine ecotourism, to analyze 
environmental support of tourist area of Malaumkarta, 
and to estimate the value of multiplier effect of marine 
ecotourism activities. This research used mix method 
approach. Data were collected by in-depth interviews 
and structured questionnaires. The data were analyzed 
using descriptive, carrying capacity, and multiplier effect 
analysis. The results showed that the effective carrying 
capacity of Kampung Malaumkarta was 57 visitors per 
day, with a multiplier effect value of 1.14-1.64. The 
potential of the coastal area in Kampung Malaumkarta 
which is very diverse both in nature and culture, can 
provide direct, indirect, and continued economic 
impacts of IDR 5,2 billion per year. The magnitude of 
the economic impact of the Malaumkarta can be used 
as a basis for formulating the concept of sustainable 
marine ecotourism development by taking into account 
the effective carrying capacity, by making a Standard 
Operating Procedure for marine ecotourism management 
involving all stakeholders, with a 3A promotion approach 
(attractions, access, and accommodation). 


Keywords: potency; marine ecotourisme; indigenous 
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RISIKO SOSIAL PENERTIBAN KERAMBA JARING APUNG DI WADUK 
Jatiluhur Social Risk of Floating Cages Control Program in the Jatiluhur Reservoir 


Nendah Kurniasari, Tenny Apriliani, Sonny Koeshendrajana dan Rizki Aprilian Wijaya 


ABSTRAK 


Eksekusi peraturan presiden Nomor 15/2018 di 
Waduk Jatiluhur melalui penertiban Keramba Jaring 
Apung (KJA) tidak hanya akan merubah tatanan ekonomi 
namun juga memiliki risiko sosial bagi masyarakat 
pemanfaat sumber daya perikanan waduk baik pemanfaat 
langsung maupun tidak langsung. Makalah ini bertujuan 
untuk menganalisis risiko sosial yang akan muncul 
akibat penertiban KJA tersebut. Penelitian dilakukan 
di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa program penertiban 
KJA di Waduk Jatiluhur akan menghasilkan berbagai 
risiko sosial. Risiko sosial yang terjadi berupa culture 
shock masyarakat akibat perubahan pola kehidupan, 
kohesifitas masyarakat menurun sehingga rentan 
terhadap konflik horizontal, hilangnya jaminan sosial, 
dan berbagai permasalahan demografi. Permasalahan 
demografi meliputi meningkatnya angka pengangguran, 
meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya 
angka kriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa migrasi 
masyarakat keluar daerah. Salah satu alternatif yang 
dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan 
risiko sosial dapat dimulai dari menghilangkan 
sumber risiko dengan cara meningkatkan kapasitas 
masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru, 
sosialisasi kebijakan agar masyarakat paham maksud 
dan tujuan kebijakan, menyediakan fasilitasi berupa 
rubrik konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan 
sosial masyarakat terdampak. Selain itu perlu juga 
memperbaiki faktor katalis risiko berupa perbaikan 
kebijakan dengan mempertimbangkan sumber-sumber 
risiko berupa kondisi masyarakat, relasi usaha, dan 
historis pembangunan waduk dilihat dari aspek sosial. 
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ABSTRACT 


As the implementation of Presidential Regulation 
No. 15/2018, the floating nets control in Jatiluhur 
Reservoir resulted not only in economic disorder but 
also in social risks forthe direct and indirect beneficiaries 
of the reservoir. This paper aims to analyze the social 
risks as the result of the floating net control. The study 
was conducted in Purwakarta Regency in 2018 using 
gualitative descriptive methods. The Floating Nets 
Control Program in Jatiluhur Reservoir caused a variety 
of social risks. The social risks were culture shock 
due to life changes, decreased community cohesion 
that vulnerable to conflict, loss of social benefit, and 
demographic issues. The demographic issues included 
increased number of unemployment, dropouts, crimes, 
and migration to outside the region. Some alternative 
solutions to eliminate these social risks are eliminating 
the risk sources by increasing community capacity to 
create new jobs, educating community regarding the 
objectives of the policies, providing consultation services 
to help people with solution of these social problems. In 
addition, it is necessary to fix the risk catalyst factor with 
policy improvement that consider community condition, 
business relation, and social aspect of historical reservoir 
development. 


Keywords: Jatiluhur Reservoir; fish cultured; floating 
cage; social risk 
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PERSEPSI NELAYAN TERHADAP TEMPAT PEMASARAN IKAN HIGIENIS DI 
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 


Fishers Perception on Hygienic Fish Market at Cilacap fishing port 


Muhammad Rizqi Hasani, Djoko Suprapto, Dian Wijayanto 


ABSTRAK 
Kualitas hasil perikanan dipengaruhi oleh 
kondisi tempat pemasaran ikan di pelabuhan 


perikanan. Penunjang utama keberhasilan peningkatan 
mutu di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) yaitu 
dengan membuat konsep pemasaran ikan higienis, 
salah satunya di PPS Cilacap. Pembangunan tempat 
pemasaran ikan (TPI) higienis PPS Cilacap ini dilandasi 
oleh Keputusan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap 
(DJPT)no7 tahun2017 tentangpetunjukteknis TPIhigienis 


di pelabuhan perikanan. Tujuan penelitian 
adalah mengkaji dan mendeskripsikan persepsi 
penguna jasa terhadap penerapan tempat 


pemasaran ikan higienis dengan metode analisis 
bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa persepsi pengguna jasa terhadap tempat 
pemasaran ikan higienis di PPS Cilacap dari aspekfasilitas 
mayoritas penerapan tinggi yaitu nilainya di atas 146,67, 
akan tetapi kondisi (lantai, ventilasi, fasilitas/peralatan 
penunjang pemasaran higienis) beberapa dinilai rendah 
yaitu kurang dari 93,33 dan fasilitas seperti roller conveyor, 
cool box, mesin penghancur es (ice crusher) tidak terdapat 
di PPS Cilacap. Aktivitas bongkar dan pengangkutan 
juga memiliki rata-rata persepsi dalam penerapan 
tinggi yaitu nilainya diatas 146,67. Penanganan ikan di 
TPI higienis PPS Cilacap tidak dilakukan pelelangan, 
tidak dilakukan pensotiran di meja sortir dan pelabelan. 
Partisipasi nelayan dalam pemasaran menjadi berkurang 
akibat tidak diadakannya pelelangan. Oleh karena itu 
perlu dilakukan perbaikan penerapan, baik fasilitas 
yang sudah mulai mengalami kerusakan, serta perlunya 
penambahan fasilitas untuk memperlancar aktivitas. 


Kata Kunci: persepsi nelayan: pemasaran ikan; TPI 
higienis, kondisi fasilitas, penerapan 
higienitas 


xii 


ABSTRACT 


The quality of fisheries products subject to 
condition of the fish market. The key concept of fish 
quality at Cilacap was fishing port due to the existence 
of hygienic fish market. Decision Letter of the Director 
General of Capture Fisheries No.7/2017 regarding the 
technical guidelines for hygienic fish market at the fishing 
port has been the basis of the development of hygienic 
fishing port in Cilacap. This study aimed to asses and 
describe public perception on the hygienic fish market 
using a descriptive method. The study showed that public 
perception on hygienic fish market at Cilacap fishing 
port was above 146.67 in terms of its facilities. The 
condition of some facilities (flooring, ventilation, facilities 
or other equipment that support hygienic marketing) were 
classified under 93.33, while some equipment such as 
roller conveyor, cool box, ice crusher were not available 
at Cilacap fishing port. Unloading and transportation 
presented a high average perception in the application 
above 146.67. There are no auction, sorting on the 
sorting table, and labelling in the fish handling at hygienic 
fishing port since there is no auction Cilacap. There was 
a decreased participation of fishers in fish marketing. 
Therefore, it is necessary to improve application of 
hygienic fish handling by repairing the damaged facilities 
and establishing more additional equipment. 


Keywords: Perception; Fish Marketing; Application 
of Hygiene 
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ABSTRAK 


Arad termasuk dalam kelompok alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 2/Permen-Kp/2015 tentang larangan 
penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (traw/s) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan 
perikanan negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ekonomi alat 
penangkapan ikan arad dengan yang dikombinasikan dengan alat penangkapan ikan lainnya di Pantai 
Utara Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
primer dilakukan melalui wawancara kepada nelayan arad yang menggunakan kapal berukuran kurang 
dari 10 GT dengan menggunakan panduan wawancara serta pengamatan lapangan. Pengumpulan 
data sekunder dilakukan ke instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah 
dan BPS. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan usaha. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa sebagian nelayan arad memiliki alat penangkap ikan lain seperti sudu, gillnet dan 
trammel net. Penggunaan alat penangkapan ikan berdasarkan musim ikan, seperti musim cumi, teri, 
kakap, belanak, kembung dan lainnya. Penelitian ini mengelompokkan nelayan berdasarkan jumlah 
alat penangkapan ikan yang dimiliki yaitu satu alat penangkapan ikan (arad), dua alat penangkapan ikan 
(arad dan sudu), tiga alat penangkapan ikan (arad, trammel net dan gillnet). Nelayan yang memiliki alat 
penangkapan ikan tambahan selain arad memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan hanya 
memiliki satu alat penangkapan ikan (arad). Kombinasi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan 
adalah menggunakan 3 alat penangkapan ikan yaitu arad, gillnet dan trammel net sesuai musim ikan 
memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan arad sepanjang 
tahun. 


Kata Kunci: alat penangkapan ikan 'arad'; analisis ekonomi, keberlanjutan: sumber daya ikan, 
kesejahteraan nelayan: Jawa Tengah 


ABSTRACT 


Arad is an abandoned fishing gear based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs 
and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 / Permen-Kp / 2015 concerning the prohibition on 
the use of trawls and seine nets in the territory of the Republic of Indonesia fisheries management. This 
study aimed at economic analysis of Arad capture fisheries (1 tool) compared with the capture using 
combination of Arad and other fishing eguipment on the North Coast of Central Java. The study used 
primary and secondary data that were collected in the North Coast of Central Java. Primary data were 
collected through interviews and observation with Arad fishers working on boat under 10 GT. Secondary 
data were collected from government agencies such as Marine and Fisheries Agency of Central Java 
and Statistics Indonesia. The results showed that some of the Arad fishers had other fishing gear such 
as blade, gillnet and trammel net. The use of fishing gear depended on fish season, such as sguid, 
anchovies, snapper, mullet, bloating and others. This study classified fishers based on the number of 
fishing gear that fisher's had, namely, one fishing gear (arad), two fishing gear (arad and blade), three 
fishing gear (arad, trammel net and gillnet). Fishers having additional fishing gear get higher profits 
compared to those having only one fishing gear (ARAD). The use of 3 fishing gear namely arad, gillnet 
and trammel net according to fish season provides higher economic benefits compared to Arad only 
throughout the year. 


Keywords: 'arad', economic analysis: sustainability, fish resources: the welfare of fisher's, 
Jawa Tengah 
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PENDAHULUAN 


Perairan Laut Utara Jawa merupakan salah 
satu sumber daya yang bersifat common pool 
resource sehingga dalam pemanfaatannya tidak 
terdapat hak kepemilikan yang teridentifikasi secara 
jelas. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap 
di Laut Jawa telah terindikasi mengalami fenomena 
tragedy of the common (Mc Elroy, 1991a) karena 
dalam pemanfaatannya telah melebihi kapasitas 
sumber daya perikanan akibat banyaknya armada 
penangkapan, dan juga pelarangan penggunaan 
trawl tahun 1980 semakin memberikan tekanan 
yang signifikan (Mc Elroy, 1991b). Fauzi & Anna 
(2010) mengkaji mengenai daerah pesisir Laut 
Utara Jawa yang telah mengalami kondisi tekanan 
sumber daya yang cukup besar akibat banyaknya 
armada penangkapan. Kajian tersebut dilakukan 
dengan membandingkan keadaan perikanan 
sebelum era 1999 yang berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi terhadap 
penurunan stok sumber daya ikan, lalu diterapkan 
penghapusan alat penangkapan ikan pukat 
harimau (trawl) untuk kelestarian sumber daya 
ikan. Namun setelah era 1999 dengan sistem 
pemerintahan yang bersifat desentralitatif justru 
menambah  rumitnya permasalahan, melalui 
otonomi daerah, semakin diberi peluang untuk 
mengeksploitasi sumber daya melalui perizinan. 
Kondisi yang telah dikaji tersebut, diperburuk dengan 
bertambahnya penggunaaan alat penangkapan 
ikan kurang ramah lingkungan dan tidak adanya 
kontrol sumber daya ikan yang sesuai. Seiring 
dengan perkembangan zaman, penggunaan 


alat penangkapan ikan yang dimodifikasi dan 
berteknologi canggih juga semakin berkembang. 
Akibatnya pemanfaatan Laut Utara Jawa tidak 
terkendali dan berakibat terjadi pemanfaatan 
berlebih. Dampak dalam jangka panjang yaitu 
deplesi sumber daya yang menuju tingkat over 
eksploitasi sumber daya dan akan mempengaruhi 
aktivitas serta pendapatan nelayan pesisir Laut 
Utara Jawa. 


Potensi sumber daya ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 sebesar 
1.341.632 ton/tahun. Potensi ikan terbesar adalah 
ikan demersal sebesar 657.525 ton/tahun dengan 
jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 
sebesar 226.020 (80% dari potensi) sedangkan 
tingkat pemanfaatan sebesar 0,83 yang artinya 
sudah di atas JTB. Secara rinci estimasi potensi, 
jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan 
tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP 
712 disajikan dalam Tabel 1. Tingkat pemanfaatan 
sumber daya perikanan di WPP 712 menunjukkan 
telah terjadi eksploitasi secara berlebihan sehingga 
upaya penangkapan harus dikurangi, tingkat 
pemanfaatan dari 0,8 sampai 1 menunjukkan 
eksploitasi telah dilakukan secara penuh dimana 
upaya penangkapan dipertahankan dengan 
pengawasan yang ketat dan tingkat pemanfaatan 
dibawah 0,8 menunjukkan eksploitasi masih 
rendah atau moderate dimana upaya penangkapan 
masih dapat ditambah. Tingkat pemanfaaatan over 
eskploitasi antara lain perikanan pelagis besar, 
udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan 
cumi-cumi (KKP, 2016). 


Tabel 1. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan 


Sumber daya Ikan di WPP 712. 


Table 1. Estimation of Potential, Allowable Catch and Exploitation Rate of Fish in WPP 712. 


No Jenis Perikanan/ Potensi/ Potential JTB/ Allowable Tingkat Pemanfaatan/ 
Fisheries Type (ton/tahun) catch (ton/tahun) Exploitation Rate 

1  Pelagis kecil/ Small pelagic 364,663.00 291,730.00 0.38 

2  Pelagis besar/ Large pelagic 72,812.00 58,250.00 0.63 

3 Ikan Demersal/Demersal 657,525.00 526,020.00 0.83 

4 Ikan Karang/Reef fish 29,951.00 23,961.00 1.22 

5 Udang Penaeid/Shrimp 57,963.00 46,372.00 1.11 

6 Lobster/ Lobster 989.00 791.00 1.36 

7  Kepiting/Crab 7,664.00 6,131.00 0.70 

8 Rajungan/ Small crap 23,508.00 18,806.00 0.65 

9  Cumi-cumi/Squid 126,554.00 101,244.00 2.02 

Jumlah/Total 1,341,632.00 1,073,305.00 


Sumber : KKP (2016)/Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2012) 


Analisis Ekonomi Alat Penangkapan Ikan Arad di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah .................................. (Nababan., et al) 


Beberapa alat penangkapan ikan yang sering 
digunakan di daerah Laut Utara Jawa misalnya 
payang (large net), dogol, jaring arad, pukat 
pantai (beach seine), jaring insang hanyut (drift gill 
net), jaring klitik (entangled gill net), insang tetap 
(set gill net), cantrang (demersal danish seine), 
pancing dan perangkap (trap). Jenis armada yang 
banyak digunakan nelayan di perairan Laut Utara 
Jawa adalah motor tempel, kapal motor dan kapal 
besar (Diniah, 2008). Pengawasan yang ketat 
terhadap peningkatan upaya penangkapan salah 
satunya dengan pelarangan alat penangkapan 
ikan arad yang diindikasikan sebagai trawl dan 
spesies targetnya adalah ikan demersal. Penelitian 
yang dilakukan Rowandi (2011), alat penangkapan 
ikan arad merupakan pukat hela, dapat berupa 
beam trawl (pukat hela dasar berpalang) maupun 
otter trawl (pukat hela dasar berpapan). Pukat 
hela baik beam trawl maupun otter trawl 
merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP, 2015; 2016). Berkaitan dengan keluarnya 
regulasi tersebut maka setiap penggunaan alat 
penangkapan ikan perikanan yang dilarang menjadi 
kategori perikanan ilegal. Hal ini sebagaimana 
diungkapkan Xue (2003) dan Balton (2004), 
bahwa illegal fishing mengakibatkan kerusakan 
sumber daya ikan dan hilangnya potensi ekonomi 
masyarakat nelayan. Implikasi jangka panjang 
dari pelarangan alat penangkapan ikan ilegal 
diasumsikan akan membuat nelayan kembali 
sejahtera karena ikan-ikan lebih banyak lagi yang 
dapat tertangkap. 


Ermawati & Zuliyati (2015), mengungkapkan 
bahwa pelarangan pukat hela dan pukat 
tarik mengakibatkan pengangguran, penurunan 
kesejahteraan, dan kejahatan. Selain itu, Sukandar 
et al. (2015) menyatakan bahwa larangan pukat 
hela dan pukat tarik di Pantai Utara Jawa telah 
mengakibatkan penurunan hasil tangkapan 
sebesar 30%. Penelitian yang dilakukan oleh 
Nababan, Kusumastanto, Adrianto & Fahrudin 
(2020a) mengungkapkan penolakan terhadap 
PerMen KP 71/2016 oleh para nelayan pukat 
tarik (cantrang) terjadi karena berdampak pada 
penurunan kesejahteraan nelayan. Perikanan 
demersal merupakan perikanan yang berumur 
pendek yang jika tidak dimanfaatkan akan mati 
secara alamiah (Budiman 2006; Ernawati 2007). 
Sumber daya perikanan termasuk dalam ketegori 
sumber daya yang dapat diperbaharui (pulih), 
dimana ketersediaan sumber daya di masa yang 
akan datang sangat tergantung pada tingkat 


pemanfaatan yang dilakukan saat ini (Rees 1990). 
Menurut Haynes, Geen & Wilks (1986), pengelolaan 
sumber daya perikanan dapat meningkatkan 
benefit bagi pelaku perikanan melalui tiga cara. 
Pertama, meningkatkan output dengan mengelola 
stok ikan pada kondisi maksimum penangkapan 
dalam jangka panjang, kedua menurunkan 
biaya per unit penangkapan dengan mengurangi 
persaingan antar pelaku penangkapan ikan, 
ketiga, meningkatkan keuntungan per unit output 
yang dihasilkan. Oleh karena itu, perikanan tetap 
harus dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal 
karena jika dibiarkan maka perikanan yang 
mati secara alamiah menjadi biaya korbanan 
terhadap suatu aset yang hilang. Analisis jangka 
panjang seperti NPV, Net B/C dan IRR dapat 
digunakan untuk mengetahui benefit dan biaya 
pemanfaatan sumber daya perikanan. Analisis 
tersebut memberikan gambaran tentang manfaat 
yang diperoleh dalam ekpsloitasi sumber daya 
perikanan, sehingga dapat ditarik kesimpulan 
apakah eksploitasi tersebut memberikan manfaat 
yang optimal. 


METODOLOGI 


Penelitian dilakukan di Pantai Utara Jawa 
Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam 
wilayah pengelolaan perikanan 712. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Analisis ekonomi 
dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 pendekatan 
analisis yakni analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh 
gambaran tentang usaha sedangkan analisis 
kuantitatif meliputi analisis kelayakan usaha dengan 
menggunakan perhitungan kriteria-kriteria investasi 
yaitu Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost 
Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR) 
(Gittinger, 1986). 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa 
Tengah yang meliputi kabupaten-kabupaten 
pesisir pantai utara Jawa. Pemilihan lokasi ini 
karena banyaknya nelayan yang mengoperasikan 
alat penangkapan ikan arad seperti Kabupaten 
Demak, Rembang dan Kendal. Perbedaan 
kelompok alat penangkapan ikan tidak dibedakan 
berdasarkan lokasi. Setiap lokasi memiliki dua 
atau tiga kelompok tersebut. Penelitian dilakukan 
mulai bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 
2019. 
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Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Data yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Jumlah populasi nelayan arad tidak diketahui 
dengan pasti, karena alat penangkapan ikan 
tersebut merupakan alat penangkapan ikan 
yang dilarang berdasarkan peraturan menteri 
Kelautan dan Perikanan. Data primer diperoleh 
dari hasil diskusi kelompok terfokus (Focus 
Group Discussion/FGD) dengan perwakilan nelayan 
yang berasal dari Kabupaten Demak, Rembang 
dan Kendal. Pengumpulan data primer juga 
dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 
tokoh kunci seperti ketua kelompok nelayan, 
dan stakeholder terkait. Peserta FGD adalah 
perwakilan nelayan yang melakukan penangkapan 
ikan di Pantai Utara Jawa dengan menggunakan 
alat penangkapan ikan arad dan alat penangkapan 
ikan modifikasi arad, serta nelayan yang memiliki 
alat penangkapan ikan tambahan selain arad. 
Total jumlah responden dalam penelitian adalah 
32 orang yang merupakan informan kunci 
(key person) tersebar di 3 kabupaten tersebut. 
Data sekunder yang digunakan berasal dari 
pelabuhan perikanan, Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 


Metode Analisis Data 


Metode analisis data terkait dengan analisis 
ekonomi yang dilakukan melalui 2 pendekatan 
analisis yakni analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh 
gambaran tentang usaha penangkapan sedangkan 
analisis kuantitatif meliputi analisis kelayakan 
usaha dengan menggunakan perhitungan kriteria- 
kriteria investasi yaitu Net Present Value (NPV), 
Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of 
Return (IRR) (Gittinger, 1986). 


Penghitungan analisis aspek finansial 
memerlukan kriteria investasi yang dapat 
digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya 
suatu usaha. Kriteria investasi yang digunakan 
yaitu Net Present Value (NPV), Net Benefit 
Cost Ratio (Net B/C), dan Internal Rate of 
Return (IRR). Analisis kelayakan investasi 
dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun aliran 
tunai diskontokan (discounted cashflow) karena 
adanya pengaruh waktu terhadap nilai uang atau 
semua biaya dan manfaat yang akan datang harus 
diperhitungkan. 


a). Net Present Value (NPV) 


Net Present Value dapat diartikan sebagai 
nilai sekarang dari arus pendapatan yang 
ditimbulkan oleh investasi. NPV menunjukkan 
keuntungan yang akan diperoleh selama umur 
investasi atau merupakan jumlah nilai penerimaaan 
arus tunai pada waktu sekarang dikurangi dengan 
biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu. 
Rumus yang digunakan dalam perhitungan NPV 
adalah sebagai berikut: 


NPV A setan (1) 
La ti) 
Keterangan/Remaks 


B, = Penerimaan tahun ke-t (Rp)/Benefit year t (IDR) 
C, = Biaya tahun ke-t (Rp)/Cost year t (IDR) 

n 3 Umur proyek (Tahun)/Time period (Year) 

i = Tingkat suku bunga(%)/Discount rate (%) 

t = Periode (Tahun)/Period (Year) 


Dalam metode NPV terdapat tiga penilaian 
investasi, yaitu : 


1. NPV 20 layak! feasible: berarti secara finansial 
usaha layak untuk dilaksanakan karena 
manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya. 


2. NPV - 0 impas/ break even, berarti secara 
finansial usaha berada pada kondisi break 
even karena manfaat yang diperoleh sama 
dengan biaya yang dikeluarkan. 


3. NPV s Otidak layak/ not feasible, berarti secara 
finansial usaha tersebut tidak layak untuk 
dilaksanakan, hal ini dikarenakan manfaat 
yang diperoleh lebih kecil dari biaya/tidak 
cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan. 


b). Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 


Net B/C ratio merupakan angka 
perbandingan antara nilai kini arus manfaat dibagi 
dengan nilai sekarang arus biaya. Angka tersebut 
menunjukkan tingkat besarnya tambahan manfaat 
pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan 
uang. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan 
ukuran Net B/C ratio dari manfaat proyek adalah 
memilih semua proyek yang nilai Net B/C rasionya 
sebesar satu atau lebih jika manfaat didiskontokan 
pada tingkat biaya opportunity capital, tetapi jika 
nilai Net B/C < 1, maka proyek tersebut tidak layak 
untuk dilaksanakan (Gittinger, 1986). Rumus yang 
digunakan sebagai berikut: 
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y BTC. ntuk B, =C, >0 
a A AA A pai (2) 
pe B 0, <0 
t-0 (1 + i) i i 
Keterangan/Remaks 
Net B/C - Nilai rasio penerimaan-biaya/Benefit-cost ratio 
Bt = Penerimaan pada tahun ke t/ Benefit year t 
C, = Biaya tahun ke-t (Rp)/Cost year t (IDR) 
n = Umur proyek (Tahun)/Time period (Year) 
i = Tingkat suku bunga(%)/Discount rate (%) 
t = Periode (Tahun)/Period (Year) 


c). Internal Rate of Return (IRR) 


Internal Rate Return adalah nilai discount 
rate yang membuat NPV dari suatu proyek/ 
usaha sama dengan nol. Internal Rate of Return 
adalah tingkat rata-rata keuntungan intern tahunan 
dinyatakan dalam satuan persen. Jika diperoleh 
nilai IRR lebih besar dari tingkat diskonto 
yang berlaku, maka proyek/usaha layak untuk 
dilaksanakan. Sebaliknya jika nilai IRR lebih kecil 
dari tingkat diskonto yang berlaku maka proyek/ 
usaha tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. 
Rumus yang digunakan dalam menghitung IRR 
adalah sebagai berikut: 

BF NPV, E MI 3 
IRR - i4 + PV, Neva ÈT (3) 
Keterangan/Remaks 
NPV, = NPV yang bernilai positif (Rp)/Positive NPV (IDR) 
NPV, - NPV yang bernilai negatif/ Negative NPV (Rupiah) 
i; = Tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif 

(%)/ Discount rate at positive NPV(%) 
=Tingkatbungayang menghasilkan NPV negatif (%)/ 

Discount rate at negative NPV (%) 


L 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Perikanan di Jawa Tengah 


Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 
5% # LS — 8% 30 LS dan 108% 30' BT - 111° 30' 
BT, memiliki wilayah seluas 32.284,268 km2 atau 
sekitar 23,97% luas wilayah Pulau Jawa. Potensi 
geografis sumber daya Kelautan dan Perikanan di 
Jawa Tengah meliputi 8 buah pulau dan 37 buah 
pulau-pulau kecil, yang tersebar di Laut Jawa 
sebanyak 35 Pulau dan 10 pulau di Samudera 
Hindia yaitu Pulau Nusakambangan. Dari 45 buah 
pulau tersebut, hanya 30 buah yang memiliki nama 
sedangkan 15 buah pulau belum diberikan nama. 


Di samping itu, Jawa Tengah memiliki panjang 
garis pantai 791,76 km yang terdiri dari pantai 
utara 289,07 km, dan pantai selatan 502,69 km. 
(DKP Jawa Tengah, 2017). Provinsi Jawa Tengah 
diapit oleh tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur 
di sebelah timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah 
barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) di sebelah selatan. Di sepanjang pantai utara 
Jawa Tengah terletak beberapa kabupaten/kota 
dari bagian timur hingga barat adalah Kabupaten 
Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, 
Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten 
Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, 
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, 
Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten 
Brebes. Kondisi pantai utara Jawa Tengah yang 
landai dan perairan yang relatif tenang menjadikan 
pantai utara Jawa Tengah sebagai daerah yang 
memiliki cukup banyak sentra nelayan dan 
penangkapan ikan terutama dengan skala kecil dan 
menengah, namun saat ini kondisinya sudah padat 
tangkap. Kondisi ini terlihat dari rata-rata tingkat 
pemanfaatan sumber daya perikanan laut di Laut 
Jawa sebesar 99% (KKP, 2013). 


Perikanan tangkap Provinsi Jawa Tengah 
terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan 
tangkap perairan umum yang mempunyai 
potensi untuk dikembangkan. Potensi perikanan 
tangkap laut yang tersebar di perairan Jawa 
Tengah sekitar 1.873.530 ton/tahun meliputi 
Laut Jawa sekitar 796.640 ton/ tahun dan 
Samudera Indonesia sekitar 1.076.890 ton/tahun 
(Naya, Wijayanto & Sardiyatmo, 2017). 


Ditinjau dari ukuran armada penangkapan 
ikan yang digunakan oleh nelayan di Jawa Tengah 
bagian utara didominasi oleh armada motor tempel 
yang berukuran kurang dari 5 GT (Tabel 2) dan 
jumlah terbanyak berikutnya ukuran 5-10 GT. 
Kapal penangkapan ikan dengan bobot mati lebih 
dari 30 GT hanya sebagian kecil dari jumlah kapal 
di Jawa Tengah (Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Jawa Tengah, 2016). Jumlah kapal 
perikanan terbesar di Kabupaten Rembang. 
Tempat berlabuh kapal yang berukuran lebih 
dari 30 GT hanya di PPN Pekalongan dan PPP 
Klidang Lor (Triarso, 2012). Alat penangkapan 
ikan yang digunakan nelayan dengan ukuran 
kapal kurang dari 5 GT antara lain dogol, payang, 
cantrang dan arad. Pada tahun 2016, 25% dari 
total unit alat penangkapan ikan di Jawa Tengah 
terdiri dari alat penangkapan ikan yang tergolong 
pukat tarik. Target utama tangkapan pukat tarik 
adalah udang dan ikan demersal. Habitat udang 
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adalah daerah estuaria yang memiliki banyak 
masukan massa air tawar dan air laut atau sangat 
dipengaruhi oleh proses pasang-surut dengan 
tipe substrat terdiri dari lumpur dan pasir serta 
banyak serasah (Hedianto, Purnamaningtyas & 
Riswanto, 2014). Habitat tersebut tidak jauh dari 
pantai, jadi untuk melakukan penangkapan udang, 
nelayan tidak memerlukan armada penangkapan 
yang besar karena fishing ground dekat. Tingginya 
jumlah armada penangkapan di daerah estuaria 
menyebabkan padatnya penangkapan ikan di 
perairan pantai. 


Produksi perikanan di Jawa Tengah 
didominasi oleh perikanan pelagis kecil dan 
demersal. Total produksi pada tahun 2017 adalah 
319 ribu ton (Tabel 3). Berdasarkan pada Tabel 1, 


jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di 
WPP 712 adalah 785 ribu ton, dengan demikian 
Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan ikan di 
WPP 712 sebesar 40,6% dari jumlah tangkapan 
yang diperbolehkan (JTB). Produksi ikan tertinggi 
berasal dari Kota Tegal, hal ini disebabkan 
karena banyaknya kapal perikanan yang 
berukuran lebih dari 10 GT yang mendaratkan 
ikan hasil tangkapan. Produksi ikan demersal 
107.276 ton pada tahun 2017. 


Karakteristik Perikanan Jaring Arad 


Menurut Indrawasih & Wahyono (2009), 
alat penangkapan ikan arad merupakan jenis alat 
penangkapan ikan yang tidak ada penggantinya 
bagi nelayan pantura karena biaya pembuatan 


Tabel 2. Jumlah Kapal Perikanan menurut Ukuran di Provinsi Jawa Tengah, 2017. 
Table 2. Number of Fishing Vessel by Tonase in Central Java, 2017. 


Motor Tempel/ 


Kabupaten/ Kota/ Outboard Motor Boat (GT) 


Kapal Motor/Motor Boat (GT) 


Regency. <5 5-10 10-30 <5 5410 10-30 30-50 50-100 100-200 
Brebes 1,216 443 211 1 148 144 
Tegal 612 108 
Kota Tegal 165 157 485 88 45 
Pemalang 654 444 156 186 2 
Pekalongan 325 10 28 30 5 
Kota Pekalongan 83 139 3 33 3 
Batang 511 141 48 8 9 
Kendal 883 311 418 26 
Kota Semarang 978 30 
Demak 2,416 246 175 2 
Jepara 2,156 504 108 699 2 
Pati 1,374 20 329 78 186 32 
Rembang 2,646 157 709 236 


Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, 2018/ 
Source: Fisheries and Maritime Agency of Central Java, 2018 


Tabel 3. Jumlah Produksi menurut Kelompok Jenis Ikan di Jawa Tengah, 2017. 
Table 3. Total Fish Production by Group of Fish in Central Java, 2017. 


Binatang Berkulit 


Kabupaten/ Kota Seluruh Ikan/ Pelagis Kecil!  Pelagis Besar  Demersal/ Ikan Karang/ oras Hard 
Regency All fish Small Pelagic Large Pelagic  Demersal Reef Fish Skinned Animals 

Brebes 8,518 6,694 19 1,665 33 1 
Tegal 1,457 1,053 1 104 299 
Kota Tegal 77,559 33,176 5,579 27,349 3,211 34 
Pemalang 29,184 13,068 1,451 12,503 535 1,169 
Pekalongan 5,257 2,526 385 2,059 126 
Kota Pekalongan 19,872 16,252 2,865 622 10 
Batang 27,281 8,658 1,988 15,472 10 205 
Kendal 1,472 10,088 46 400 
Kota Semarang 353 256 0 90 6 
Demak 16,424 7,659 459 1,596 6,263 
Jepara 7,804 62 47 7,686 3 
Pati 54,489 42,149 1,691 8,679 1,804 44 
Rembang 70,037 29,157 5,932 29,052 4,521 201 

Jumlah/Total 319,706 170,799 20,462 107,276 10,113 8,361 


Analisis Ekonomi Alat Penangkapan Ikan Arad di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah .................................. (Nababan., et al) 


arad lebih murah dan tingkat kemampuannya 
untuk menjaring udang dan ikan-ikan demersal. 
Nababan, Solihin & Christian (2018) menyatakan 
produktivitas alat penangkapan ikan dilarang 
ini (arad) memiliki nilai di atas 50 kg per setting 
dibandingkan alat penangkapan ikan ramah 
lingkungan yang berkisar 2 kg per setting sampai 
20 kg per setting. Komposisi hasil tangkapan 
jaring arad di PPN Pekalongan berdasarkan jenis 
hasil tangkapannya didominasi oleh ikan petek 
(Leiognathus spp.) 13%, cumi-cumi (Loligo spp.) 
12%, dan kuniran (Upeneus spp.) 11%, selanjutnya 
ikan kurisi (Nemipterus spp.) 6%, ikan beloso 
(Saurida spp.) 5%, Pari (Dasyatis sp.) dan belong 
(Priacanthus) 4% (Triharyuni & Trihargiyatno, 2012). 


Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan 
oleh para nelayan Jawa Tengah adalah pukat 
tarik, pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, 
jaring angkat, pancing, alat pengumpul, dan alat 
penangkapan ikan lainnya. Arad merupakan alat 
penangkapan ikan yang termasuk dalam kelompok 
pukat tarik seperti cantrang dan dogol. Jaring arad 
pada prinsipnya terdiri atas bagian kantong (cod 
end), badan (body), dan sayap (wing). Dimensi 
jaring arad di Asem Doyong secara umum memiliki 
panjang head rope 14 m dan ground rope 17 m. 
Panjang sayap 7 m dengan besar mata jaring 
(mesh size) 2 inci. Panjang badan jaring 7 m, besar 
mata jaring terdiri atas 2, 1 3/4; 1,5; 1 1/4; dan 1 
inci. Panjang kantong jaring 2 m mesh size 3/4 inci. 
Panjang tali selambar (warp) berkisar 150-200 m. 
Otter board terbuat dari papan berukuran 0,8x0,5 
m (Ernawati & Sumiono, 2010). Spesifikasi perahu 
dan alat penangkapan ikan arad di Tambak Lorok 
memiliki ukuran perahu 4-8 GT dengan kekuatan 
mesin 20 hingga 48 PK. Ukuran panjang kapal 8 
m, lebar 2,5 m dan kedalaman 1,3 m. Mesh size 
kantong rata-rata 24,5 mm atau 1 inch, mesh size 
badan 31,75 mm atau 1,25 inch sedangkan mesh 
size sayap sebesar 2 inch (Septiana, Saputra & 
Gofur, 2019). Berdasarkan hasil penelitian (Ernawati 
& Sumiono, 2010) dan (Septiana et al., 2019) serta 
hasil wawancara dengan nelayan Demak dan 
Kendal tidak terdapat perbedaan yang mencolok 
dalam penggunaan armada penangkapan pada 
tahun 2010 dan 2019, begitu juga dengan mesh 
size jaring yang digunakan. 


Rata-rata laju tangkap trawl pada musim 
barat adalah 61,6 kg/jam (Ernawati, 2007). Jumlah 
hasil tangkapan tertinggi pada kedalaman 20-30 m 
yaitu 168,8 kg/jam dan tangkapan terendah pada 
kedalaman 41-50 m yaitu 39,2 kg/jam. Komposisi 


hasil tangkapan dominan adalah Leiognathidae, 
Synodontidae, Nemipteridae, dan Mullidae 
(Ernawati, 2007). Rata-rata hasil tangkapan jaring 
arad 123,14 kg/ trip yang didominansi oleh hasil 
tangkapan sampingan yaitu kelompok ikan 58,7%, 
non ikan 28,0%, dan udang sebagai sasaran 
utama hanya 13,2% (Ernawati & Sumiono, 2010). 
Komposisi hasil tangkapan kelompok ikan per jenis 
didominansi oleh ikan beloso (Saurida spp.) 16%, 
simping (Amusium pleuronectes) 11,8%, blekutak 
(Sephia spp.) 11,5%, dan petek (Leiognathus spp.) 
9,1% (Ernawati & Sumiono, 2010). 


Laju tangkap rata-rata kapal arad yang 
berbasis di Pekalongan tahun 1999-2006 sebesar 
441,3 kg/ trip. Rata-rata komposisi hasil tangkapan 
kapal arad tahun 2003-2006 didominasi oleh ikan 
petek (Leiognathus spp.) dengan persentase 
sebesar 13% kemudian cumi-cumi (Loligo spp.) 
12%, dan kuniran (Upeneus spp.) 11% (Triharyuni 
& Trihargiyatno, 2012) 


Hasil tangkapan jaring arad terdiri dari 4 
kelompok yaitu Krustacea, Moluska, Ikan dan 
Echinodermata. Krustasea meliputi kepiting (Scilla 
spp.), udang krosok (Metapenaeus lysianassa), 
udang ronggeng (Orastoquila oratoria), udang 
windu (Penaeus monodon), udang putih (Penaeus 
merguiensis), udang barat (Metapenaeus dobsoni), 
udang merah (Parapenaeus sp.), kelompok 
udang kecil, dan rajungan kecil. Moluska meliputi 
cumi-cumi (Loligo sp.), kerang darah (Anadara 
granosa), Sotong (Sepiela sp.), kelompok kerang 
kecil, keong, dan cumi - cumi kecil. Ikan meliputi 
barakuda (Sphyraena jello), bawal putih (pampus 
argentus), belanak (Valamugil speigieri), beloso 
(Sauridatumbil), giligan (Penna microdon), kembung 
(Rastrelliger kanagurta), peperek (Leiognathus 
sp.), tenggiri (Sromberomus commerson), teri 
(Stolephorus indicus), tigawaja (Nibea albifora). 
Echinodermata berupa kelompok bintang laut kecil 
(Septiana et al., 2019). 


Ditinjau dari komposisi hasil tangkapan 
arad dari tahun 2007 (Ernawati, 2007), tahun 
2010 (Ernawati & Sumiono, 2010) dan tahun 
2019 (Septiana et al., 2019) terlihat, komposisi 
hasil tangkapan mengalami perubahan. Jenis 
ikan yang ditangkap mengalami peningkatan 
seperti kembung, tenggiri, bawal dan tigawaja. 
Volume hasil tangkapan cumi-cumi mengalami 
peningkatan. Perubahan jenis ikan hasil tangkapan 
ini disebabkan karena adanya modifikasi terhadap 
alat penangkapan ikan arad yang digunakan. Arad 
yang umum digunakan saat ini dikenal dengan 
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nama arad barongan dengan target hasil tangkapan 
bukan lagi udang, melainkan ikan demersal dan 
ikan pelagis yang berenang di kolom air dekat 
dengan permukaan. 


Analisis Ekonomi Jaring Arad 


Para nelayan arad yang masih beroperasi 
di perairan Jawa Tengah berharap Kementerian 
Kelautan dan Perikanan tidak melarang arad 
namun pembatasan seperti jumlah arad yang 
beroperasi, hari melaut, musim, atau wilayah 
penangkapan. Alasannya adalah saat penegakkan 
hukum dilakukan, nelayan mengalami ketakutan 
mengoperasikan arad, namun ikan dasar 
(demersal) di laut menjadi banyak sehingga kalau 
tidak ditangkap ikan-ikannya akan mati sendiri baik 
oleh predator alami maupun keterbatasan ruang/ 
kapasitas. Hal ini sama seperti yang disampaikan 
oleh Haynes et al. (1986), perikanan tetap harus 
dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal karena 
jika dibiarkan maka perikanan yang mati secara 
alamiah menjadi biaya korbanan terhadap suatu 
aset yang hilang. Stok ikan harus dipertahankan 
pada tingkat yang berkelanjutan secara biologis 
(https: //sustainabledevelopment.un.org/sdg14). 
Hal ini juga menunjukkan bahwa sumber daya 
ikan dapat dimanfaatkan sampai pada tingkat 
maximum sustainable yield (MSY) dan bukan tanpa 
pemanfaatan. 


Analisis ekonomi perikanan skala kecil di 
Jawa Tengah dengan menganalisis usaha perikanan 
menggunakan alat penangkapan ikan arad dan 
alat penangkapan ikan lainnya yang digunakan. 
Penggunaan jaring arad oleh nelayan Jawa Tengah 
tersebar di Kabupaten Rembang, Jepara, Kendal, 
Batang, Tegal, Kebumen, Pati, Demak, Pemalang, 
Pekalongan dan Brebes (Indrawasih & Wahyono, 
2009). 


Perahu yang digunakan nelayan rata-rata 
panjang 6,3 — 7,1 m, lebar 0,9 — 3,0 m, ke dalaman 
lambung 0,8 — 1,0 m, bobot 3,5 — 4,0 GT , dengan 
mesin 16 — 20 PK, jaring arad panjang 20-21,5 
m, lebar 8-10 m mesh size jaring 1,9-2,5 cm, 
penangkapan hanya dilakukan 6-8 jam per hari 
atau biasa disebut one day fishing. Mayoritas 
tingkat pendidikan nelayannya tamat SD (+ 81 Sh), 
yang tidak tamat SD (+ 9 Yo), SMP (+ 9 Yo), dan 
SLTA (+ 1%), dan bekerja sebagai nelayan rata-rata 
sudah 18 tahun (Sulistyowati, 2017). 


Pada penelitian ini dibedakan nelayan 
menggunakan 1 jenis alat penangkapan ikan 
(arad), 2 jenis alat penangkapan ikan (arad dan 


sudu) dan 3 jenis alat penangkapan ikan (arad, 
trammel net dan gillnet). Alat penangkapan ikan 
utama yang digunakan adalah arad, yang lainnya 
sudu dan gillnet. Alat penangkapan ikan arad 
yang digunakan oleh nelayan Jawa Tengah dapat 
menangkap ikan demersal, ikan pelagis, udang 
dan cumi-cumi. Jenis alat penangkapan ikan ini 
juga telah mengalami modifikasi dari bentuk arad 
yang semula diperkenalkan. Alat ini merupakan 
pukat tarik dengan bukaan mulut yang sangat 
besar sehingga dapat menangkap semua jenis ikan 
yang dilewati. Penggunaan ini dibantu dengan 
mesin penarik sehingga dapat dioperasikan 
oleh 1 orang. Penangkapan dilakukan sepanjang 
tahun dengan lokasi penangkapan tidak jauh dari 
pantai. 


Nelayan skala kecil di Pantai Utara Jawa 
Tengah sebagian besar menggunakan alat 
penangkapan ikan arad sebagai alat penangkapan 
ikan utama dalam melakukan usaha penangkapan. 
Nelayan skala kecil adalah nelayan yang melakukan 
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan 
kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan 
kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 
(sepuluh) gros ton (GT). Investasi yang diperlukan 
nelayan dengan menggunakan alat penangkapan 
ikan arad antara lain, kapal, mesin dan alat 
penangkapan ikan. Kapal yang digunakan oleh 
nelayan berkekuatan kurang dari 5 GT dengan 
ukuran panjang berkisar 6-8 meter, lebar 1,5 meter 
dan kedalaman 1 meter. Mesin yang digunakan 
oleh nelayan berkisar 2 sampai 4 unit dengan 
kekuatan 16 dan 23 PK. Penggunaan jumlah mesin 
sesuai dengan kemampuan investasi yang dapat 
dilakukan oleh nelayan. Dengan menggunakan 
mesin lebih banyak maka nelayan dapat sampai 
ke lokasi penangkapan (fishing ground) lebih 
cepat, sedangkan pemilihan lokasi penangkapan 
berdasarkan pengalaman dan informasi keberadaan 
ikan dari aktivitas penangkapan sebelumnya. 


Alat penangkapan ikan arad yang digunakan 
oleh nelayan merupakan alat penangkapan ikan 
yang diwarisi dari orang tua dengan melakukan 
modifikasi sesuai dengan perkembangan 
ketersediaan ikan yang dapat ditangkap. Alat 
penangkapan ikan arad yang berkembang saat 
ini yaitu arad dengan target tangkapan ikan 
demersal, cumi-cumi, kembung dan teri. 
Ketika musim teri, maka nelayan memberikan 
jaring tambahan di dalam arad supaya dapat 
menangkap teri yang mempunyai ukuran lebih kecil 
dibandingkan ikan target. 


Analisis Ekonomi Alat Penangkapan Ikan Arad di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah .................................. (Nababan., et al) 


Total biaya investasi awal yang diperlukan 
oleh nelayan dengan menggunakan 1 jenis alat 
penangkapan ikan adalah Rp38.000.000 dengan 
menggunakan 3 mesin berkekuatan 23 PK. Nelayan 
yang memiliki 2 jenis alat penangkapan ikan 
memerlukan investasi Rp39.500.000 dan nelayan 
dengan 3 alat penangkapan ikan memerlukan 
investasi Rp40.700.000 Jumlah investasi ini 
dapat lebih rendah ketika nelayan menggunakan 
jumlah mesin lebih sedikit dan dapat lebih tinggi 
ketika menggunakan mesin lebih banyak. Biaya 
operasional yang terbesar yang diperlukan nelayan 
yaitu untuk bahan bakar (solar). Biaya operasional 
lainnya yaitu biaya untuk pembelian oli, ransum 
dan perbaikan jaring. Oli yang digunakan oleh 
nelayan pada umumnya oli curah sedangkan oli 
untuk penambahan yang diberikan setiap 3 trip 
menggunakan oli bekas yang telah didaur ulang. 
Alat penangkapan ikan yang digunakan berupa 
jaring yang sangat rentan terhadap kerusakan, 
sehingga diperlukan biaya untuk perbaikan jaring. 
Kalau jaring arad sudah rusak parah, maka harus 
segera diganti. Nelayan memilih jaring arad 
sebagai alat penangkapan ikanan utama, karena 
harga alat penangkapan ikan tersebut lebih murah 
dibandingkan alat penangkapan ikan lainnya. 


Total biaya operasional penangkapan 
selama 1 tahun dengan menggunakan 1 alat 
penangkapan ikan yaitu Rp103.138.000, dengan 
menggunakan 2 alat penangkapan ikan yaitu 


Rp117.258.000 dan dengan menggunakan 
3 alat penangkapan ikan Rp69.179.000. 
Biaya operasional yang tertinggi adalah 


penangkapan dengan menggunakan 2 jenis 
alat penangkapan ikan yaitu arad dan sudu. 
Pengoperasian kedua jenis alat penangkapan ikan 
yang digunakan memerlukan daya mesin, dimana 
arad dengan cara menarik dan sudu dengan cara 
mendorong. Dengan penggunaan mesin yang 
secara terus-terus memerlukan bahan bakar 
yang lebih banyak, sehingga biaya operasional 
menjadi lebih tinggi. Biaya operasional yang 
terendah adalah pengoperasian 3 alat penangkapan 
ikan yaitu arad, trammel net dan gillnet. Alat 
penangkapan ikan gillnet yang digunakan alat alat 
penangkapan ikan, daya mesin hanya digunakan 
untuk menuju lokasi pemasangan gillnet dan 
kembali ke lokasi pendararan. Penggunaan alat 
penangkapan ikan gillnet selama 3 bulan dalam satu 
tahun atau tergantung musim ikan kakap. Dengan 
demikian total bahan bakar yang diperlukan lebih 
sedikit dan biaya operasional per tahun menjadi 
lebih rendah. 


Penerimaan diperoleh dari penjualan ikan 
hasil tangkapan. Hasil tangkapan utama arad 
adalah udang krosok, cumi, rajungan, kembung 
dan beberapa jenis ikan lainnya. Hasil tangkapan 
menggunakan alat penangkapan ikan sudu yaitu 
udang krosok, teri dan beberapa jenis ikan lainnya. 
Hasil tangkapan menggunakan trammel net yaitu 
tigawaja, belanak dan jenis ikan lainnya. Hasil 
tangkapan menggunakan gillnet yaitu kakap, ekor 
kuning dan beberapajenis lainnya. Total penerimaan 
tertinggi dalam satu tahunnya adalah nelayan 
dengan menggunakan 2 jenis alat penangkapan 
ikan yaitu Rp206.700.000. Pengoperasian arad 
dilakukan selama 9 bulan dan sudu selama 3 
bulan. Sedangkan total penerimaan yang terendah 
adalah nelayan dengan mengoperasikan 3 jenis 
alat penangkapan ikan. Rendahnya penerimaan 
nelayan dengan 3 jenis alat penangkapan ikan 
karena waktu operasi penangkapan yang lebih 
sedikit. Nelayan ini melakukan operasi penangkapan 
ketika telah tiba musim ikan sesuai dengan jenis 
alat penangkapan ikan yang digunakan. Nelayan 
dengan menggunakan 1 alat penangkapan ikan 
melakukan operasional penangkapan penangkapan 
sepanjang tahun dan beristirahat selama 2 sampai 
5 hari dalam sebulan. 


Keuntungan diperoleh dari penerimaan 
dikurangi dengan biaya operasional dan biaya 
tetap. Biaya tetap terdiri dari penyusutan kapal, 
mesin dan penyusutan alat penangkapan ikan 
dalam hal ini penggantian alat penangkapan ikan. 
Keuntungan tertinggi diperoleh oleh nelayan dengan 
menggunakan 2 jenis alat penangkapan ikan. 
Biaya, penerimaan dan keuntungan penangkapan 
ikan menggunakan jumlah alat penangkapan ikan 
yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4. 


Rasio 
merupakan 


penerimaan dan biaya (R/C) 
perbandingan total penerimaan 
dengan total biaya (biaya operasional dan 
biaya tetap). Nilai R/C yang tertinggi adalah 
operasional penangkapan dengan menggunakan 
3 alat penangkapan ikan yaitu 1,76. Nilai 
ini menunjukkan bahwa dengan total biaya 
Rp1.000 dapat memberikan penerimaan Rp1.760. 
Nilai R/C dengan 1 alat penangkapan ikan 
pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan 
nilai R/C hasil penelitian Sulistyowati (2017) 
yaitu 1,47. Hal ini disebabkan karena perbedaan 
jumlah bahan bakar yang digunakan. Sebaliknya 
hasil penelitian Trisbiantoro, Hartini & Sumaryam 
(2017) menunjukkan nilai R/C penangkapan 
menggunakan alat penangkapan ikan gillnet 


J. Sosek KP Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 1-14 


Tabel 4. Biaya, Penerimaan dan Keuntungan Berdasarkan Jumlah Alat penangkapan ikan di 


Jawa Tengah, 2019 


Table 4. Cost, Revenue and Profit Base on Number of Fishing Gear in Central Java, 2019. 


Jenis Alat Penangkapan Ikan/ Type of Fishing Gear 


Keterangan/Item Arad/Shrimo Traw}  Atad/ Shrimp Trawl Arad/Shrimp Trawl, 
p dan Sudu/Trawl Trammel Net dan Gillnet 

Biaya Investasi/ 38,000,000 39,500,000 40,700,000 
Investment cost 

Biaya operasional/ 103,138,000 117,258,000 69,179,000 
Operational cost 

Penerimaan/ Revenue 140,800,000 206,700,000 122,000,000 
Keuntungan/ Profit 32,362,000 84,142,000 47,521,000 

di Kota Surabaya adalah 2,62. Nilai R/C yang dengan menggunakan 2 jenis alat penangkapan 


lebih tinggi dibandingkan nilai R/C hasil penelitian 
ini disebabkan karena harga ikan dalam penelitian 
ini yang dijual lebih rendah. 


Payback periode (PP) adalah waktu yang 
diperlukan untuk mengembalikan biaya investasi 
dari sejumlah keuntungan yang diterima. Nilai PP 
yang semakin kecil menunjukkan penggunaan 
waktu yang rendah untuk mengembalikan biaya 
investasi. Nilai PP=1 adalah diperlukan waktu 
selama 1 tahun atau 12 bulan untuk dapat 
mengembalikan biaya investasi dari sejumlah 
keuntungan yang diterima. Dengan perbedaan 
penggunaan alat penangkapan ikan, waktu yang 
terlama dalam pengembalian investasi adalah 
operasi penangkapan menggunakan 1 jenis alat 
penangkapan ikan. 


Tingkat pengembalian investasi 
dari keuntungan yang diperoleh (return on 
investment-ROI) merupakan perbandingan 
keuntungan terhadap total investasi. Nilai 1 
menunjukkan keuntungan dalam satu tahun dapat 
membayar seluruh investasi yang dikeluarkan. 
Nilai lebih dari satu menunjukkan bahwa 
keuntungan yang diperoleh dalam satu tahun 
lebih tinggi dari investasi yang dikeluarkan begitu 
juga sebaliknya. Pada penelitian ini, operasi 
penangkapan dengan menggunakan 1 alat 
penangkapan ikan diperoleh nilai ROI lebih kecil 
dari 1, sedangkan yang lainnya lebih dari 1. 
Nilai ROI ini berbanding terbalik dengan nilai PP. 
Nilai PP yang tinggi, maka nilai ROI akan rendah. 


Nilai bersih saat ini (Net Present Value- 
NPV) merupakan total keuntungan selama umur 
proyek yang telah dikalikan dengan discount 
factor. Keuntungan yang akan diterima pada 
masa yang akan datang didiskonto menjadi nilai 
keuntungan saat ini, operasi penangkapan ikan 
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ikan memberikan nilai NPV yang paling tinggi 
dibandingkan dengan menggunakan 1 atau 3 
alat penangkapan ikan. Tingginya nilai NPV 
tersebut disebabkan karena produktivitas alat 
penangkapan ikan sudu lebih tinggi dibandingkan 
trammel net dan gillnet yang dikombinasikan dalam 
penggunaan 3 alat penangkapan ikan. Net B/C 
merupakan perbandingan NPV yang bernilai positif 
dengan NPV bernilai negatif. Nilai NPV positif 
menggambarkan benefit bersih yang diperoleh, 
sedangkan NPV negatif menggambarkan biaya 
bersih yang dikeluarkan. 


Interest rate of return (IRR) adalah metode 
perhitungan investasi dengan menghitung tingkat 
bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan 
dimasa datang. Nilai IRR usaha penangkapan ikan 
menggunakan alat penangkapan ikan arad dan alat 
penangkapan ikan pendampingnya lebih tinggi 
dibandingkan tingkat suku bunga yang berlaku 
saat ini. 


Berdasarkan nilai NPV, Net B/C dan IRR 
menunjukkan bahwa ketiga kelompok nelayan 
dengan menggunakan alat penangkapan ikan 
arad sebagai alat penangkapan ikan utama layak 
untuk dijalankan. Tingkat kelayakan yang lebih 
tinggi adalah usaha dengan mengoperasikan 
2 alat penangkapan ikan yaitu arad dan sudu. 
Secara ekonomi kedua alat penangkapan ikan 
tersebut memberikan manfaat yang lebih tinggi, 
tetapi dilihat dari karakteristik alat penangkapan 
ikan yang digunakan tidak baik untuk lingkungan. 
Alat penangkapan ikan arad dioperasikan dengan 
cara ditarik menggunakan perahu, sedangkan sudu 
dioperasikan dengan cara didorong. Kedua jenis 
alat penangkapan ikan ini tidak ramah lingkungan. 
Alat penangkapan ikan ikan dikatakan tidak ramah 


Analisis Ekonomi Alat Penangkapan Ikan Arad di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah .................................. (Nababan., et al) 


Tabel 5. Perbandingan Ekonomi Dengan Penggunaan 1 Alat penangkapan ikan (Arad), 2 Alat 
Penangkapan ikan (Arad dan Sudu) dan 3 Alat penangkapan ikan (Arad, Trammel net dan 


Gillnet). 


Table 5. Economic Comparison With The Use of 1 Fishing Gear (Arad), 2 Fishing Gear (Arad and 
Sudu) and 3 Fishing Gear (Arad, Trammel net And Gillnet). 


Jenis Alat Penangkapan Ikan / Type of Fishing Gear 


Keterangan/ Item Arad/Shrimp Arad/ Shrimp Trawl Arad/ Shrimp Trawl, 
Trawl dan Sudu/ Trawl Trammel Net dan Gillnet 
R/C (Revenue per cost ratio) 1.30 1.69 1.76 
PP (Payback Period) 1.17 0.47 0.86 
ROI (return on investment) 0.85 2:13 1.17 
NPV (Net Present Value) 101,377,450 297,291,361 150,037,895 
Net B/C (Net Benefit-cost ratio) 3.67 8.53 4.69 
IRR (Internal Rate of Return) 94% 225% 123% 


lingkungan apabila alat penangkapan ikan tersebut 
merusak habitat, tidak selektif, menghasilkan ikan 
yang bermutu rendah, alat penangkapan ikan tidak 
aman bagi keanekaragaman hayati, dan hasil 
tangkapan sampingan yang tinggi. 


Usaha penangkapan ikan dengan 
menggunakan arad yang dikombinasikan dengan 
trammel net dan gillnet dapat mengurangi 
operasional alat penangkapan ikan arad 
sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. 
Pada musim ikan kakap, nelayan menggunakan 
gillnet yang tergolong alat penangkapan ikan 
ramah lingkungan. Waktu penggunaan gillnet 
selama 2-3 bulan dalam satu tahun. Usaha 
penangkapan ikan dengan hanya menggunakan 
alat penangkapan ikan arad saja kurang layak 
dibandingkan dengan menggunakan tambahan 
alat penangkapan ikan. Hal ini disebabkan, 
karena terjadi perubahan musim ikan, dan pada 
musim tertentu tidak efisien jika ditangkap dengan 
alat penangkapan ikan arad. Sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Suharno & Widayati 
(2016), peningkatan efisiensi penangkapan 
ikan menggunakan gillnet perlu penambahan 
input bahan bakar, input alat penangkapan 
ikan dan perahu. Penambahan input dilakukan 
untuk menjangkau fishing ground yang belum 
overfishing. Penelitian Laela, Nababan & 
Kusumastanto (2018) menyatakan penurunan 
pendapatan nelayan di desa Karangreja, Cirebon 
karena pelarangan arad dengan menggantikan 
alat penangkapan ikan gillnet millenium dan 
bubu. Hasil analisis usaha nelayan sebelum 
kebijakan pelarangan arad dinilai layak akan 
tetapi setelah pelarangan arad usaha nelayan 
menjadi tidak layak. Kerugian pendapatan per trip 


saat mengoperasikan gillnet millenium sebesar 
Rp197.000/usaha/trip dan bubu sebesar Rp442.000/ 
usaha/trip. Usaha nelayan perikanan tangkap arad 
di Desa Karangreja sudah memberikan dampak 
ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat 
disekitar Desa Karangreja, namun sebaliknya 
pada saat pengoperasian alat penangkapan ikan 
pengganti. Hal ini yang menyebabkan nelayan 
arad enggan beralih menggunakan alat 
penangkapan ikan pengganti, karena pendapatan 
yang diterima jauh dari sebelum pelarangan. 


Penelitian Nababan, Kusumastanto, Adrianto 
& Fahrudin (2020b) juga menyatakan ikan-ikan 
demersal merupakan perikanan berumur 


pendek, yang jika tidak dimanfaatkan maka ikan 
demersal akan mengalami kematian alami. Hal ini 
mengakibatkan opportunity cost terhadap sumber 
daya ikan demersal yang artinya biaya korbanan 
akibat hilangnya sumber daya ikan demersal yang 
tidak termanfaatkan karena nelayan mengalami 
kerugian akibat sumber daya ikan demersal 
mengalami kematian alamiah karena pelarangan 
penangkapan dengan arad. Menurut nelayan 
sampai saat ini belum ada alat penangkapan 
ikan yang efektif menangkap ikan-ikan dasar 
(demersal) selain alat penangkapan ikan arad, 
karena alat penangkapan ikan pengganti seperti 
gillnet untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil 
dan bubu merupakan alat penangkapan ikan 
pasif yang menangkap. Penelitian ini mencoba 
melakukan kombinasi dari beberapa alat 
penangkapan ikan supaya nelayan tidak terus 
menerus mengoperasikan alat penangkapan 
ikan yang tidak ramah lingkungan seperti arad, 
namun juga tidak menurunkan kesejahteraan 
nelayan secara drastis. Hasil analisis ekonomi 
pada nelayan yang hanya menggunakan arad 


11 


J. Sosek KP Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 1-14 


saja sepanjang tahun maka kesejahteraannya 
lebih rendah jika dibandingkan dengan melakukan 
kombinasi menggunakan arad, trammelnet / 
gillnet. Penggunaan arad hanya dilakukan pada 
musim banyaknya ikan-ikan demersal dan beralih 
menggunakan alat penangkapan ikan tramelnet / 
gillnet saat musim ikan pelagis atau menurunnya 
tangkapan ikan demersal. Hal ini merupakan trade 
off kebijakan, dimana jika pelarangan secara penuh 
maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan 
berjalan karena tidak ada nelayan yang mengalami 
penurunan kesejahteraan. Para nelayan lebih 
setuju dengan pembatasan alat penangkapan ikan 
arad bukan dengan pelarangan. Pembatasan ini 
yaitu alat penangkapan ikan arad tetap diijinkan 
beroperasi pada saat musim ikan demersal dan 
menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah 
lingkungan (tramelnet/gillnet) pada saat musim 
ikan pelagis. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Komposisi ikan hasil tangkapan nelayan 
menggunakan alat penangkapan ikan arad di 
Jawa Tengah mengalami perubahan, yang semula 
menangkap udang dan ikan demersal menjadi 
menangkap ikan demersal dan ikan pelagis kecil. 
Penangkapan ikan dengan hanya menggunakan 
jaring arad sepanjang tahun memberikan manfaat 
ekonomi yang lebih rendah dibandingkan 
menggunakan beberapa jenis alat penangkapan 
ikan. Dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan 
ikan, nelayan arad membeli alat penangkapan 
ikan lain seperti sudu. Secara ekonomi, manfaat 
yang diterima oleh nelayan dengan 2 jenis alat 
penangkapan ikan (arad dan sudu) paling tinggi, 
namun secara ekologi, kedua alat penangkapan 
ikan tersebut merupakan alat penangkapan 
ikan pukat tarik dan pukat hela yang tidak 
ramah lingkungan (jenis alat penangkapan ikan 
yang dilarang berdasarkan Permen KP no 2 
tahun 2015). 


Nelayan yang menggunakan alat 
penangkapan ikan arad, trammel net dan gillnet 
(kombinasi 3 alat penangkapan ikan) memperoleh 
manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan 
nelayan yang hanya memiliki arad saja. Hal ini 
disebabkan karena penggunaan biaya operasional 
yang lebih rendah. Nelayan yang menggunakan 
ketiga alat ini menggunakan jenis alat penangkapan 
ikan sesuai dengan musim ikan: saat musim 


kakap dan kembung maka nelayan menggunakan 
gillnet, saat musim belanak dan tigawaja maka 
nelayan menggunakan trammel net, dan saat musim 
rebon, cumi dan teri maka nelayan menggunakan 
arad. Kendala yang dihadapi oleh nelayan 
dengan 3 jenis alat penangkapan ikan ini adalah 
tingginya biaya investasi untuk pembelian alat 
penangkapan ikan. Kombinasi ketiga alat ini 
(arad, gillnet dan trammel net) mengurangi 
dampak penangkapan oleh arad setiap musim 
sepanjang tahun. 


Rekomendasi Kebijakan 


Pukat tarik berdasarkan PerMen KP 71/2016 
terkategori dilarang namun pada kenyataannya 
di lapang sampai saat ini masih beroperasi. 
Permasalahan sehingga pelarangan arad 
tidak dapat dilaksanakan oleh nelayan karena 
menurunnya kesejahteraan nelayan. Penelitian 
ini mencoba melakukan kombinasi dari beberapa 
alat penangkapan ikan supaya nelayan tidak terus 
menerus mengoperasikan alat penangkapan ikan 
yang tidak ramah lingkungan seperti arad, namun 
juga tidak menurunkan kesejahteraan nelayan 
secara drastis. Hasil analisis ekonomi pada nelayan 
yang hanya menggunakan arad saja sepanjang 
tahun maka kesejahteraannya lebih rendah jika 
dibandingkan dengan melakukan kombinasi 
menggunakan arad, gillnet dan  trammelnet. 
Hal ini merupakan trade off kebijakan, dimana 
jika pelarangan secara penuh maka pelaksanaan 
kebijakan tersebut tidak akan berjalan karena 
tidak ada nelayan yang bersedia mengalami 
penurunan kesejahteraan. Dalam hal ini, 
pelarangan alat penangkapan ikan sepenuhnya 
bukan menjadi solusi karena akan meningkatkan 
kelestarian ikan namun akan menurunkan 
kesejahteraan nelayan. Nelayan lebih setuju 
dengan pembatasan yang akan menjembatani 
kelestarian dan kesejahteraan. Nelayan dengan 
menggunakan alat penangkapan ikan arad yang 
dikombinasikan dengan alat penangkapan ikan 
gillnet / trammel net memperoleh manfaat ekonomi 
yang lebih tinggi sekaligus lebih ramah lingkungan. 
Dalam hal ini, nelayan dapat mengurangi 
intensitas penangkapan menggunakan arad 
dengan mengganti penggunaan gillnet/ trammel 
net pada musim penangkapan tertentu dengan 
biaya operasional yang lebih murah dan ikan 
hasil tangkapan bernilai lebih tinggi. Kombinasi 
penggunaan alat penangkapan ikan ini akan 
menjadi titik tengah antara kelestarian sumber 
daya ikan dan kesejahteraan nelayan. 
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ABSTRAK 


Kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan strategis 
nasional. Penetapan kawasan ini dikarenakan kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya 
yang terletak di Pulau Flores dan Pulau Sumbawa memiliki potensi dan nilai penting strategis untuk 
dikembangkan sebagai penggerak ekonomi nasional berbasis perlindungan keanekaragaman hayati. 
Penelitian bertujuan untuk mengkaji nilai penting dan strategis nasional rencana zonasi kawasan 
strategis Taman Nasional Komodo. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode 
penentuan nilai penting dan strategis nasional yang diwujudkan dalam struktur dan pola ruang Rencana 
Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) menggunakan teknik analisis multikriteria yang terdiri 
dari kebijakan yang bersifat mutlak, scoring/pembobotan dan kesepakatan para pihak. Hasil analisis 
pola ruang laut bernilai penting dan strategis nasional, terdiri dari: Kawasan Pemanfaatan Umum 
(Pariwisata, Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Energi) dan Kawasan Konservasi yang 
berupa Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Taman Nasional Komodo 
yang merupakan inti dari KSN Taman Nasional Komodo serta Alur Laut. Analisis Nilai Penting dan 
Strategis Nasional yang telah dilakukan menghasilkan Perencanaan Ruang Laut yang bertujuan untuk: 
(i) mewujudkan kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional 
Komodo dan konservasi perairan: dan (ii) kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber 
Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil 
Kajian direkomendasikan menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan 
pengaturannya dapat dilaksanakan dalam satu ketetapan berupa Peraturan Presiden tentang Rencana 
Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Komodo. 


Kata Kunci: nilai penting: strategis nasional, kawasan, taman nasional, komodo 


ABSTRACT 


The Komodo National Park area and its surroundings are some of the national strategic areas. The 
designation of this area is due to its location on Flores Island and Sumbawa Island which have potential 
and importance value to encourage national economy based on biodiversity protection. The research 
aimed to examine the national strategic and important value of the zoning plan of the Komodo National 
Park strategic area. Primary and secondary data were used in this study. The method to determine 
national strategic and important value is embodied in the spatial structure and pattern of the National 
Strategic Area Zoning Plan (RZ KSN). It used a multi criteria analysis technique consisting of absolute 
policies, scoring/weighting, and agreement of the parties. The results of the analysis of marine space 
pattern for national strategic and important value consisted of public areas (tourism, ports, fisheries ports, 
and energy management) and conservation areas including marine conservation areas for coastal and 
small Islands, and Komodo National Park which are the core of the National Strategic Area, and the Sea 
Lanes. The analysis of national important and strategic values suggested marine spatial planning that 
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aims to: (i) develop protection and conservation of the Komodo National Park and marine conservation 
areas; and (ii) establish competitive region based on management of sustainable marine resources and 
tourism for the welfare of the community. The results of the Study are recommended to be the main ideas 
in the drafting of the presidential regulation and its arrangements can be carried out in one stipulation 
in the form of a Presidential Regulation on Spatial Planning and Zoning Plans for the Strategic National 


Area of Komodo National Park. 


Keywords: important value; national strategic; area; national park; komodo 


PENDAHULUAN 


Kawasan Taman Nasional Komodo dan 
sekitarnya merupakan salah satu kawasan strategis 
nasional (KSN) yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah No 13 tahun 2017 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan kawasan 
ini dikarenakan karena kawasan Taman Nasional 
Komodo dan sekitarnya yang terletak di Pulau 
Flores dan Pulau Sumbawa memiliki potensi dan 
nilai penting strategis untuk dikembangkan sebagai 
penggerak ekonomi nasional dan perlindungan 
keanekaragaman hayati. Pengembangan kawasan 
yang merupakan aglomarasi kekayaan alam dan 
sosial budaya yang berada di Kabupaten Manggarai 
Barat dan Kabupaten Bima ini diharapkan dapat 
memberikan sejumlah informasi dasar yang 
berguna untuk proses penataan dan pengelolaan 
kawasan pantai dan pesisir sebagai bagian dari 
Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu 
(Integrated Coastal Zone Management//ICZM). 


Taman Nasional Komodo merupakan satu 
dari tujuh keajaiban dunia yang memiliki daya 
tarik tersendiri dengan adanya hewan reptil 
raksasa Komodo (Varanus komodoensis) serta 
keindahan bentang alam pulau-pulau kecil dan 
keanekaragaman hayati bawah laut menjadikan 
kawasan ini sebagai magnet pariwisata dunia. 
Peningkatan kunjungan wisatawan dapat menjadi 
salah satu ancaman terhadap kelestarian dan 
keanekaragaman sumber daya kawasan Taman 
Nasional komodo, sehingga perlu dilakukan 
penataan alokasiruanglautuntuk melindungi sumber 
daya dan lingkungan laut, serta memanfaatkan 
potensi sumber daya perairan di KSN Kawasan 
Taman Nasional Komodo. 


Sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Kelautan Pasal 42, serta arahan kebijakan 
maritim dan kelautan sebagaimana tercantum 
dalam RPJMN 2015-2019, maka perlu disusun 
Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang 
diawali dengan kajian Identifikasi nilai penting 
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dan strategis nasional. Metode baru yang 
dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(Kementerian Pariwisata, 2018b) ini menjadi salah 
satu bagian penting dalam penyusunan dokumen 
rencana zonasi (RZ), yang diwujudkan dalam 
pola ruang laut rencana zonasi kawasan strategis 
nasional. Dokumen final RZ KSN merupakan 
materi teknis pokok dalam penyusunan Peraturan 
Presiden tersebut. 


Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) 
Mengidentifikasi isu strategis dan kondisi potensi 
sumber daya perairan Kawasan Strategis 
Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo; (2) 
Menentukan nilai penting dan strategis nasional 
sebagai landasan penetapan alokasi ruang laut; 
dan (3) formulasi tujuan, kebijakan dan strategi 
dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 
Kawasan Taman 


METODOLOGI 
Penelitan ini merupakan penelitian 
kualitatif-sosial deskriptif yang menyajikan 


sebagian tahapan dalam penyusunan rencana 
zonasi kawasan strategis nasional kawasan 
Taman Nasional Komodo. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilaksanakan di kawasan strategis 
nasional (KSN) Kawasan Taman Nasional Komodo 
yang mencakup wilayah Kabupaten Manggarai 
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai 
dengan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Wilayah perencanaan seluas 971.768 Ha, 
yang meliputi sebagian perairan Laut Sawu dan 
Laut Flores. Waktu penelitian dilaksanakan selama 
8 (delapan) Bulan, dimulai pada Bulan Mei 2018 
sampai dengan bulan Desember 2018. 


Batas wilayah perencanaan RZ KSN Kawasan 
TN Komodo adalah dari batas wilayah administrasi 
kecamatan pesisir sampai batas 12 mil ke arah laut 
yang diukur dari garis pantai, dengan batas-batas 
yang mencakup bagian wilayah sebagai berikut: 


Nilai Penting Dan Strategis Nasional Rencana Zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo ................................. (Suraji., et al) 


(1) Sebelah utara: 12 mil dari garis pantai 
Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Komodo. 
(2) Sebelah timur: Perairan Laut Flores. (3) Sebelah 
selatan: Perairan Selat Sumba, dan (4) Sebelah 
barat: Pesisir di Kecamatan Sape dan Kecamatan 
Lambu (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
2018a). Deliniasi batas wilayah perencanaan 
disajikan dalam Peta Lokasi Penelitian (Wilayah 
Perencanaan RZ KSN Komodo) sebagaimana 
Gambar 1. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Jenis Data Berupa Data Sekunder dan Data 
Primer. Jenis dan Metode pengambilan data, terdiri 
dari: 


a. Studi dokumen perencanaan ruang, dilakukan 
sebagai langkah awal atau referensi untuk 
pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
sinkronisasi tata ruang. Diantaranya referensi 
terkait: Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (Perda No.12 Tahun 
2017); Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Perda No.4 Tahun 
2017); Dokumen Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) 
Kawasan Taman Nasional Komodo; Dokumen 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Manggarai Barat. 


b. Data sekunder yang meliputi: (1). peta dasar, 
yang berupa: garis pantai; bathimetri; dan 
batas wilayah Laut. (2). data tematik, yang 
berupa: sistem jaringan prasarana Laut atau 
utilitas Laut; bangunan dan instalasi di Laut; 
oseanografi; ekosistem pesisir dan pulau-pulau 
kecil; wilayah pertahanan Laut; sumber daya 
ikan; dan pemanfaatan ruang Laut yang telah 
ada dan rencana pemanfaatan. Pengumpulan 
data sekunder diperoleh dari instansi terkait, 
seperti instansi pemerintah, dunia usaha, 
akademisi, dan perwakilan masyarakat. 


c. Data primer (Groundcheck Lapangan), meliputi: 


(1) Observasi dan pengumpulan data isu-isu 
yang bernilai penting dan strategis nasional; 
(2) Pengumpulan data pemanfaatan perairan 
laut (eksisting) dan infrastruktur. Hasil analisis 
citra satelit digunakan untuk groundcheck guna 
mengetahuijenis pemanfaatanwilayahlautyang 
ada di Kawasan TN Komodo; (3) Pengumpulan 
data struktur jaringan; (4) Groundcheck lokasi 
yang bernilai penting dan strategis nasional, 
untuk mengetahui lokasi dan sebarannya 
dilakukan groundcheck dengan menggunakan 
GPS, serta: (5) Pengumpulan data soial 
ekonomi dan perikanan, yang meliputi: a) 
demografi, meliputi: jumlah penduduk, gender, 
tenaga kerja, jumlah nelayan dan pembudidaya 
ikan, mata pencaharian, pendidikan; b) sosial, 
meliputi: wilayah masyarakat hukum adat 
(lokasi, batas dan karakteristik), wilayah 
penangkapan ikan secara tradisional (lokasi, 


SELAT SUMBA 


SÓ E 


Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Wilayah Perencanaan RZ KSN Komodo). 
Figure 1. Map of Research Location (Planning Area of RZ KSN Komodo). 
Sumber: KKP (2018a)/Source: KKP (2018a) 
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batas, dan karakteristik), kelembagaan; c) 
budaya, meliputi: kondisi dan karakteristik 
masyarakat setempat termasuk agama, tempat 
suci dan kegiatan peribadatannya, aktifitas/ 
ritual keagamaan, kearifan lokal, dan situs 
cagar budaya, dan; d) ekonomis, meliputi: 
pendapatan perkapita, pola pergerakan 
ekonomi wilayah, angkatan kerja dan tingkat 
pengangguran tenaga kerja, pendapatan 
di sektor perikanan, produksi perikanan, 
pendapatan rata-rata dan pengeluaran, serta 
komoditas unggulan. 


Pengambilan dan pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara terstruktur 
maupun wawancara mendalam, observasi 
(pengamatan langsung) dan diskusi dengan 
kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group 
Discussion). 


Metode Analisis 


Data sekunder dan data primer hasil 
groundcheck kemudian diolah untuk dituangkan 
dalam bentuk peta-peta tematik, tabular atau 
numerik. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif menggunakan teknik analisis multikriteria 
yang terdiri dari kebijakan yang bersifat mutlak, 
scoring/pembobotan dan kesepakatan para pihak. 
Tahapan analisis yang dilakukan, meliputi: 


1). Analisis spasial dan non spasial 


Analisis spasial dan non spasial dilakukan 
terhadap keseluruhan wilayah perencanaan RZ 
KSN untuk menentukan scenario kawasan/zona 
dan kompatibilitas antar kawasan/zona. 


Analisis Spasial (analisis kesesuaian 
perairan) meliputi kegiatan sebagai berikut: 


-  Mendeliniasi masing-masing parameter peta- 
peta tematik berdasarkan kriteria kesesuaian 
zona tertentu 


- Melakukan tumpeng susun/overlay untuk 
menghasilkan peta-peta kesesuaian terhadap 
masing-masing zona 

- Masing-masing peta-peta kesesuaian zona 
tersebut selanjutnya ditumpang susun/ overlay 
sehingga menghasilkan peta multi kesesuaian 


Analisis non spasial, meliputi analisis 
terhadap kebijakan (RPJMN, RTRL, RTRWN, 
Rencana Induk Sektoral, dan kebijakan lainnya), 
analisis sosial budaya, analisis ekonomi wilayah, 
analisis pengembangan wilayah, serta analisis isu 
dan permasalahan. 


18 


2). Penentuan rencana alokasi ruang pada zona 
strategis nasional (analisis nilai penting dan 
strategis nasional) 


Analisis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, 
yaitu: 


a. Identifikasi dan analisis kepentingan nasional 
yang bersifat mutlak 


Metode ini dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi kegiatan bernilai penting dan 
strategis nasional yang telah memiliki ketetapan 
atau bersifat mutlak dilaksanakan pada kawasan 
tertentu dan merupakan kebijakan strategis 
nasional, seperti proyek strategis nasional, 
kepentingan pertahanan dan keamanan, minyak 
dan gas, pelabuhan, rencana tata ruang laut 
nasional, rencana tata ruang wilayah nasional, 
rencana pembangunan jangka menengah 
nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan 
strategis pengembangan pariwisata nasional, dan 
kebijakan yang bersifat ketetapan nasional lainnya. 
Astuti, Budisusanto, Pratomo dan Sidqi (2018) 
menempatkan kesesuaian peraturan perundang- 
undangan pada tahapan penarikan kesimpulan 
dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut, apakah 
sesuai atau tidak sesuai dengan rencana zonasi 
dan Undang-Undang yang berlaku. 


b. Analisis skoring 


Penentuan/Skoring Nilai Penting dan 
Strategis Nasional berdasarkan metode yang 
dikembangkan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (2018) sebagaimana matrik skoring nilai 
penting dan strategis nasional yang disajikan pada 
Tabel 1. 


Pemberian nilai/skor (scoring) pada alokasi 
ruang laut yang sesuai dengan setiap kriteria dari 
kedua sudut pandang kawasan bernilai strategis 
penting adalah O (tidak sesuai) dan 1 (sesuai). 
Atas dasar nilai/skor yang diberikan untuk setiap 
kriteria, selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai/ 
skor total untuk seluruh kriteria dari kedua sudut 
pandang kawasan sebagaimana diringkaskan 
dalam matriks, dengan kelas bobot nilai strategis 
nasional. 


3). Tahapan analisis keserasian peruntukan ruang 
pada Kawasan Strategis Nasional 


Analisis ini dilakukan untuk penentuan 
arahan alokasi ruang diluar Zona strategis nasional, 
yaitu dilakukan dengan analisis keserasian antara 
rencana alokasi ruang di Zona strategis nasional dan 
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Tabel 1. Skoring Nilai Penting dan Strategis Nasional. 
Table 1. Scoring of Important National Strategic Values. 


Dampak terhadap 
Kepentingan Kawasan/ 
Impact on Area Interests 


1. Kedaulatan, Pertahanan Lokal/local, 
dan Keamanan/ sovereignty, 
defense and security, 

2. Pertumbuhan Ekonomi/ 
economic growth 

3. Sosial dan Budaya/social and 
culture 

4. Pendayagunaan Sumberdaya 
Alam dan/atau Teknologi 
Tinggi/ Utilization of natural 
resources and high technology 

5. Fungsi dan Daya Dukung 
Lingkungan Hidup/ Functions 
and carrying capacity of the 
environment 


> AIN: 


Sebaran Dampak kawasan/ 
Distribution Impact Area 


Regional/regional, 
Nasional/national, 
Internasional/international. 


Kelas Bobot Strategis Nasional/ 
Class Score of National Strategic 


1. Kurang penting/Less important (1 — 3); 
2. Penting/important (4 — 6); 
3. Sangat Penting/very important (7 — 9). 


arahan alokasi ruang diluar zona strategis nasional 
(RZWP-3-K). Analisis dilakukan berdasarkan 
matriks kompatibilitas antar zona. Analisis ini 
dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan, 
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, 
serta untuk memastikan agar pengaturan ruang 
di dalam wilayah perencanaan mendukung fungsi 
KSN. 


4). Proses penyepakatan alokasi ruang 


Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang, 
mencapai kesepakatan terhadap draft RZ KSN, 
diantaranya terhadap rencana alokasi ruang 
pada zona strategis nasional dan arahan 
alokasi ruang di luar zona strategis nasional. 
Penyepakatan alokasi ruang ini melibatkan 
para pemangku kepentingan, yaitu: Instansi 
pemerintah, LSM, akademisi, swasta, kelompok 
masyarakat dan kelompok pemangku kepetingan 


yang terkait lainnya. Kegiatan ini dilakukan 
ditingkat pusat dan daerah/tapak. Metode 
pembahasan dilakukan melalui konsultasi 


publik dan diskusi kelompok terpumpun (Focus 
Group Discussion/FGD) 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 
(RZ KSN) TN Komodo mencakup wilayah perairan 
yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan 
wilayah daratan yang diatur dalam Rencana Tata 
Ruang (RTR) KSN Kawasan TN Komodo. 


Identifikasi Isu Strategis 


Isu-isu strategis yang berkembang 
berdasarkan hasil konsultasi publik pada umumnya 
terkait dengan pemanfaatan potensi sumber daya. 
Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi dan 
analisis. Isu-isu Strategis dikelompokkan dalam 3 
(tiga) kelompok isu, antara lain: (1) isu daya dukung 
lingkungan hidup; (2) isu sosial dan ekonomi, dan; 
(3) isu regulasi dan kebijakan. 


(1) Isu daya dukung lingkungan hidup. Penetapan 
TN Komodo dan Labuhan Bajo sebagai salah 
satu kawasan strategis pariwisata nasional 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 
Tahun 2011 dengan target 500.000 wisatawan/ 
tahun berpotensi mengakibatkan degradasi 
lingkungan dan melebihi daya dukung wisata 
di Kawasan TN Komodo (Yuneni, 2017). 
Degradasi lingkungan juga terjadi akibat 
pencemaran perairan yang disebabkan oleh 
aktivitas di wilayah hulu, limbah industri 
(asap pabrik, logam berat), limbah pertanian 
(penggunaan macam pupuk TSP, Urea, 
sianida), limbah sampah organik/anorganik 
yang dibuang diperairan dari kapal penumpang, 
kargo serta limbah rumah tangga seperti 
sampah plastik, kaleng bekas, deterjen dan 
limbah sisa makanan dari hotel). Isu lainnya, 
terkait penangkapan tidak ramah setasea 
(alat tangkap yang tidak sesuai walaupun 
diijinkan seperti jaring insang dan rawai (The 
Nature Conservancy Indonesia Coastal & 
Marine Program, 2001), penangkapan yang 
merusak seperti bom, potassium dan Tuba, 
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IUU Fishing), penangkapan yang tidak sesuai 
dengan perijinan (alat, armada dan lokasi). 
EAFM Indikator untuk kesesuaian fungsi 
dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan 
dokumen legal dan indikator sertifikasi awak 
kapal perikanan sesuai dengan peraturan, pada 
tingkat kabupaten hampir tidak didapatkan 
informasi dan data karena mayoritas kapal yang 
digunakan nelayan di bawah 10 GT (Bessie & 
Dewi, 2016). Daya dukung lingkungan hidup 
perlu mendapat perhatian, sebab TN Komodo 
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 
Di samping itu, wilayah perairan merupakan 
jalur migrasi biota laut (Kahn dalam The Nature 
Conservancy Indonesia Coastal & Marine 
Program, 2001), serta adanya pencadangan 
kawasan konservasi perairan Pulau Banta dan 
Pulau Kelapa. 

Isu sosial dan ekonomi. Pembangunan dan 
investasi swasta di Kawasan TN Komodo, 
termasuk pengembangan wisata kapal wisata 
(Yacht) Asing (Kementerian Pariwisata, 2018b) 
dan rencana pengembangan di kawasan 
pesisir Labuhan Bajo merupakan isu utama 
dari aspek sosial-ekonomi. Isu sosial dan 
ekonomi lainnya, diantaranya aksesibilitas dan 
konektivitas kawasan Labuan Bajo, dengan 
adanya rencana pengembangan Bandar 
Udara. Strategi yang sesuai dengan posisi 
Bandar Udara Komodo Labuan Bajo adalah 
strategi agresif yang mendukung pertumbuhan 
bandar udara (Subekti & Winahyu, 2015), 
rencana pemindahan lokasi pelabuhan umum 
dan pelabuhan perikanan di kawasan pesisir 
Labuhan Bajo (Kementerian Perhubungan, 
2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
2018c), dan kebutuhan penyediaan energi 
dan tenaga listrik (Kementerian ESDM, 2018). 
Adanya konflik antara masyarakat adat dengan 
pengelola Kawasan TN Komodo merupakan 
isu sosial yang perlu mendapat perhatian. 

Isu regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang 
mengatur wilayah di lingkup TN Komodo saat ini 
belum mencakup perairan sekitar sebagai satu 
kesatuan ekosistem. Kebijakan yang mengatur 
wilayah di lingkup TN Komodo saat ini belum 
memuat alternatif pengalihan beban kawasan 
TN Komodo ke kawasan sekitar, maka perlu 
adanya strategi pengendalian yang mencakup 
kegiatan yang berkembang pesat dan 
menimbulkan ancaman degradasi lingkungan, 
dan strategi pengalihan yang berupa pengalihan 
sebagian beban kegiatan dari TN Komodo ke 
kawasan di sekitar TN Komodo yang memiliki 


potensi tinggi yang belum optimal. Strategi ini 
harus masuk ke dalam peraturan perundangan 
yang memayungi kegiatan pemanfaatan di 
wilayah tersebut, termasuk adanya Badan 
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan 
Bajo Flores (Peraturan Presiden republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018). Kebijakan 
yang mengatur wilayah di lingkup TN Komodo 
saat ini tidak memiliki instrumen hukum dalam 
memberikan izin yang menjadi kewenangan 
pusat di wilayah perairan TN Komodo 
sebagaimana amanat Undang-Undang No 32 
Tahun 2014 tentang Kelautan. Isu regulasi dan 
kebijakan lainnya, diantaranya telah terdapat 
beberapa peraturan yang memuat kegiatan di 
wilayah TN Komodo dan sekitarnya, namun 
bersifat parsial dan sektoral, serta peraturan 
perundangan yang ditetapkan Kementerian/ 
Lembaga saat ini kurang mengikat secara 


komprehensif. 
Identifikasi Kondisi Potensi Sumber daya 
Perairan 


Kondisi dan potensi sumber daya alam 
kawasan strategis nasional kawasan Taman 
Nasional Komodo diidentifikasi dan dan 
dideskripsikan, antara lain: 


1). Keadaan oseanografi 


Perairan pesisir NTT secara umum memiliki 
batimetri/kedalaman yang bervariasi, dari yang 
dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 m 
seperti peraian di selatan Lembata dan tenggara 
Alor. Perairan yang berada di hadapan daratan 
sampai 4 mil sebagian besar merupakan perairan 
dangkal dan semakin dalam pada jarak antara 4-12 
mil, kecuali pada wilayah tertentu yang berdekatan 
dengan pulau-pulau lainnya. Perairan Selat Sape 
tergolong dangkal dan sangat landai, maksimum 
kedalaman di Teluk Sape adalah 70 m. Perairan 
Teluk Labuhan Bajo, Teluk Slawi Pulau Komodo dan 
sekitarnya merupakan perairan dangkal dengan 
rentang kedalaman kurang dari 200 m. Kecepatan 
arus dalam KSN TN Komodo diantaranya: Arus 
Barat — Pasang: 0,1 -0,2 meter/detik; Arus Barat — 
Surut: 0,05 — 0,2 meter/detik; Arus Timur - Pasang: 
0,05 — 0,25 meter/detik; dan Arus Timur — Surut: 
0,05 — 0,55 meter/detik. Tinggi Gelombang Musim 
timur di sekitar Kawasan TN Komodo adalah 0,7 
- 1,2 meter, sedangkan Tinggi Gelombang Musim 
barat adalah 0,7 — 1,6 meter. Adapun substrat 
dasar laut wilayah perairan KSN Taman Nasional 
Komodo terdiri dari 5 jenis sedimentasi dasar 
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laut, yakni meliputi batu keras dan kerikil, koral, 
lempung, pasir dan lanau, serta selut gampingan. 
Adapun jenis yang mendominasi adalah lempung. 


2). Potensi Ekosistem Pesisir 


Keanekaragaman hayati terumbu karang 
di wilayah TN Komodo memiliki 385 jenis karang 
dan 40 dive site yang mempesona. Selain itu, di 
wilayah TN Komodo memiliki 23 jenis mangrove 
dan potensi ekosistem penting lainnya berupa 
padang lamun. Luas potensi ekosistem pesisir 
KSN TN Komodo sebagaimana disajikan pada 
Tabel 2. 


3). Potensi Daerah Penangkapan Ikan 


Tabel 2. Luas Potensi Ekosistem Pesisir KSN 
TN Komodo. 

Table 2. Area of potential Ecosystem of KSN 
Komodo National Park. 


No Ekosistem/Ecosystem Luas Tutupan/ 


Coverage Area (Ha) 


1 Mangrove/Mangrove 2,096.20 
2 Lamun/Seagrass 3,250.26 
3 Terumbu Karang/ 5,029.54 


Coral Reef 
Sumber: KKP, 2018/Source: KKP, 2018 


a. Daerah Penangkapan Ikan Pelagis. Potensi 
perikanan tangkap pelagis dalam kawasan TN 
Komodo paling tinggi berada di perairan utara, 
tingkat potensi penangkapan ikan pelagis 
sedang berada di selatan perairan Gili Motang, 
sedangkan tingkat potensi penangkapan ikan 


pelagis rendah berada disekitar perairan Teluk 
Sape. 


b. Daerah Penangkapan Ikan Demersal. Potensi 
perikanan tangkap demersal dalam kawasan 
TN Komodo tersebar luas di perairan utara TN 
Komodo dan perairan disekitar Teluk Sape. 
Ikan demersal yang berada di sekitar kawasan 
TN Komodo diantaranya adalah gurita, lobster, 
cumi-cumi, dan kepiting. 


4). Potensi Daerah Tujuan Wisata Selam 


Daerah tujuan wisata laut paling banyak 
tersebar di dalam kawasan taman nasional komodo, 
dimana wisata yang banyak diminati adalah wisata 
selam, karena TN Komodo memiliki potensi alam 
bawah laut yang indah untuk dikunjungi wisatawan, 
selain itu beberapa spot wisata dalam TN Komodo 
merupakan titik temu beberapa biota dilindungi 
seperti pari manta, hiu, dan penyu. Hasil analisis 
potensi disajikan dalam peta daerah tujuan wisata 
laut (titik penyelaman) di wilayah perencanaan RZ 
KSN Komodo sebagaimana pada Gambar 2. 


5). Kawasan Konservasi dan Biota Dilindungi 


Kawasan konservasi yang berada didalam 
wilayah KSN kawasan TN Komodo diantaranya 
adalah: (a) Kawasan Konservasi Perairan Daerah 
Pulau Banta yang telah ditetapkan oleh SK 
Gubernur NTB No 523-505 tanggal 25 Mei 2016; 
(b) Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan 
Daerah Pulau Kelapa yang telah dialokasikan dalam 
dokumen Perda RZ WP3K NTB; (c) Pencadangan 
Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau 


Gambar 2. Peta Tujuan Wisata (Titik Selam) di Wilayah Perencanaan RZ KSN Komodo. 
Figure 2. Map of Tourism Destination (Dive Spot) in Planning Area of RZ KSN Komodo. 
Sumber: KKP (2018a)/Source: KKP (2018a) 
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Longos yang telah dialokasikan dalam dokumen 
Perda RZ WP3K NTT, dan (d) Taman Nasional 
Komodo yang telah ditetapkan oleh Keputusan 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/ 
KPTS-11/2000. Sedangkan jenis biota dilindungi 
yang tersebar didalam wilayah KSN kawasan TN 
Komodo diantaranya Pari Manta, Hiu, dan Penyu. 
Hasil overlay Peta kawasan konservasi di wilayah 
perencanaan RZ KSN Komodo sebagaimana 
disajikan pada Gambar 3. 


6). Daerah Rawan Tsunami 


Bencana alam merupakan fenomena alam 
yang memberikan dampak negatif bagi segenap 
kehidupan. Antisipasi dini terhadap bencana 
alam (mitigasi bencana) sangat diperlukan untuk 
memperkecil dampak negatif dari bencana tersebut. 
KSN Taman Nasional Komodo rawan terhadap 
bencana alam, terutama tsunami sebagaimana 
disajikan pada Gambar 4. 


7). Kegiatan Pemanfaatan Perairan Pesisir 


a. Pemanfaatan eksisting. Perairan pesisir dan 
seluruh sumber dayanya sejauh 12 mil yang 
dalam hal ini adalah perairan pesisir di Kawasan 
Strategis Nasional TN Komodo, selama ini 
telah dimanfaatkan oleh masyarakat, birokrat, 
dan pengusaha (investor). Pemanfaatan yang 
dilakukan oleh manusia untuk kepentingan 
konservasi (biologi, ekologi), ekonomi, sosial- 
budaya, teknologi, dan hukum. 


b. Sunyowati (2008) menyatakan bahwa beragam 
karakteristik pemanfaatan ruang laut, membawa 
dampak munculnya isu dan permasalahan yang 
terkait penataan ruang jika tidak dikelola secara 
terkoordinasi dan terpadu. Berdasarkan skala 
waktu pemanfaatan, pemanfaatan perairan 
dapat dibedakan atas pemanfaatan menetap 
dan pemanfaatan tidak menetap. Pemanfaatan 
menetap yaitu pemanfaatan perairan yang 
telah memiliki ijin dan/atau penetapan atau 


Gambar 3. Peta Kawasan Konservasi di Wilayah Perencanaan RZ KSN Komodo. 
Figure 3. Map of Conservation Area in Planning Area of RZ KSN Komodo. 
Sumber: KKP (2018a)/Source: KKP (2018a) 


Gambar 4. Peta Resiko Bencana Tsunami di Wilayah Perencanaan RZ KSN Komodo. 
Figure 4. Map of Tsunami Disaster Risk in Planning Area of RZ KSN Komodo. 
Sumber: KKP (2018a)/Source: KKP (2018a) 
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tidak memiliki ijin yang berlangsung secara 
terus menerus pada suatu lokasi tertentu atau 
tidak berpindah-pindah. Pemanfaatan perairan 
menetap, antara lain kawasan konservasi, 
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan 
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan 
(DLKp/ DLKr), budidaya laut, bagan tancap, 
sarana navigasi pelayaran, dan sarana maritim 
lainnya. Sedangkan pemanfaatan tidak menetap 
yaitu pemanfaatan perairan tidak secara terus 
menerus di suatu lokasi, seperti penangkapan 
ikan dan wisata bahari. Hasil analisis tumpang 
susun terhadap kegiatan pemanfaatan 
perairan pesisir eksisting disajikan dalam peta 
pemanfaatan eksisting di wilayah perencanaan 
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RZ KSN Komodo sebagaimana Gambar 5. 


c. Kawasan Konservasi (Taman Nasional Komodo). 


Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
172/Kpts-11/2000 tanggal 29 Juni 2000 dengan 
total luas 173.300 Ha dimana luas wilayah 
perairan sebesar 114.801 Ha dan wilayah 
daratan sebesar 58.499 Ha. Zonasi TN Komodo 
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam Nomor SK.21/IV-SET/2012 tentang 
Zonasi Taman Nasional Komodo (Kementerian 
Kehutanan, 2012). Peta Rencana Zonasi 
TN Komodo sebagaimana disajikan pada 
Gambar 6. 


LAUT FLORES 


Pa a 


Gambar 5. Peta Pemanfaatan Eksisting di Wilayah Perencanaan RZ KSN Komodo. 
Figure 5. Map of Existing Utilization in Planning Area of RZ KSN Komodo. 
Sumber: KKP (2018a)/Source: KKP (2018a) 


PETA ZONASI 


Gambar 6. Peta Rencana Zonasi TN Komodo. 
Figure 6. Map of Komodo National Park Zoning Plan. 
Sumber: Kementerian Kehutanan (2012)/Source: Ministry of Forestry (2012) 
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d. Perikanan Budidaya Laut. Kegiatan perikanan 
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budidaya Provinsi NTT termasuk di Kabupaten 
Manggarai Barat, pada umumnya terdiri 
dari: rumput laut, mutiara, ikan hias dengan 
potensi investasi yang cukup besar. Adanya 
wilayah kelautan yang cukup luas merupakan 
modal utama untuk pengembangan budidaya 
perikanan laut, khususnya untuk jenis ikan 
hidup, diantaranya kerapu tercatat produksinya 
mencapai 3 ton pada tahun 2014 (Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, 2015). Produksi rumput laut Kabupaten 
Manggarai Barat pada tahun 2014 sebesar 
157,7 ton dan berdasarkan data c menunjukkan 
peningkatan produksi. Walaupun kontribusinya 
sangat kecil terhadap produksi rumput laut 
Provinsi NTT. Bupati Manggarai Barat telah 
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 
Tahun 2018 tentang Ketentuan Pemanfaatan 
Ruang dan Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang 
Labuan Bajo. Produksi rumput laut per tahun 
Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi NTT 
disajikan pada Gambar 7. 


. Perikanan Tangkap. Perairan di Manggarai 


Barat, khususnya di Selat Molo dikenal memiliki 
arus laut yang kuat, yang disebabkan oleh 
perubahan arus harian antara kawasan lautan 
lepas (Lautan Hindia) dan laut pedalaman 
seperti di kawasan Kepulauan Komodo-Rinca 
dan Laut Flores. 


Kecamatan Komodo merupakan kecamatan 
dengan produksi ikan tertinggi. Hal ini 
dikarenakan kecamatan ini memiliki luasan 
areal penangkapan yang paling besar diantara 
ketiga kecamatan lainnya. Selain disebabkan 
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oleh luasan areal kecamatan, jumlah nelayan 
di kecamatan Komodo terbanyak di Kabupaten 
Manggarai Barat. 


Praktek penangkapan ikan tidak ramah 
lingkungan masih dijumpai di wilayah ini. 
Upaya peningkatan intensitas patroli diperlukan 
untuk mengurangi praktek penangkapan ikan 
yang merusak, seperti penggunaan bahan 
peledak dan potassium serta peningkatan 
pemasangan mooring buoy secara permanen. 
(Sartin, Amkieltiela & Khaifin, 2017). Selain itu, 
kerentanan sumber daya perikanan tangkap 
juga dapat disebabkan oleh alat tangkap yang 
digunakan. Menurut Penelitian Yonvitner, Boer, 
Akmal & Andi (2018), alat tangkap yang 
berpotensi menyebabkan kerentanan menurut 
tropik level terbesar adalah Denish Seine dan 
Encircling gillnet. Sedangkan berdasarkan hasil 
tangkapan dari penelitiannya yang dilakukan 
di Banten, alat yang berpotensi menyebabkan 
kerusakan adalah gillnet dan pancing. Jumlah 
Nelayan di Kabupaten Manggarai Barat yang 
dirinci menurut jenis nelayan sebagaimana 
disajikan pada Tabel 3. 


Jumlah nelayan penuh terbanyak di 


Kabupaten Manggarai Barat berturut-turut adalah 
Kecamatan Komodo, Boleng, 
dan Macang Pacar. Kondisi ini berbeda dengan 
jumlah nelayan sambilan utama terbanyak ada di 
Kecamatan Boleng, diikuti Kecamatan Komodo dan 
terkecil adalah Kecamatan Macang Pacar. Data 
sebaran nelayan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan penetapan 
dengan kajian peforma perikanan khususnya 
domain sosial dan ekonomi. 
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Gambar 7. Produksi Rumput Laut Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi NTT 2012-2016. 
Figure 7. Production of Seaweed in West Manggarai Regency and NTT Province 2012-2016. 
Sumber: BPS Provinsi NTT/Source: BPS NTT Province 
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Tabel 3. Jumlah Nelayan di Kabupaten Manggarai Barat yang Dirinci Menurut Jenis Nelayan 


Tahun 2015. 


Table 3. Number of Fishers in West Manggarai Regency Detailed by Type of Fishers in Year 2015. 


Nelayan Sambilan 


Kecamatan; NEM Fishers Mai part-time Fishers Adanan Total (orang! 
(orang/ people) (orang/people) Fisher (orang/people) people) 
Komodo 6,962 290 1.=,720 8,972 
Boleng 756 315 34 1,105 
Lembor Selatan 431 - 50 481 
Macang Pancar 395 170 15 580 
Jumlah/Total 8,544 775 1,819 11,138 


Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015/Source: Capture Fisheries Statistic, 2015 


f. Pariwisata. Sektor pariwisata di Provinsi NTT 
didominasi oleh wisata alam terutama wisata 
bahari mulai dari kawasan kepulauan, pantai 
serta keanekaragaman dan keunikan ekologi 
laut yang ada di dalamnya, selain itu juga 
kekayaan alam daratan serta panorama alam 
yang indah. Adapun kawasan wisata bahari 
yang ada di wilayah TN Komodo adalah 
Kawasan TNK di Komodo terletak di 
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai 
Barat. Di lokasi ini banyak ditemukan ikan 
pelagis besar dan demersal, dan di daratnya 
lebih mempesona karena dapat bertemu 
dengan komodo yang merupakan ikon 
NTT. Selain itu, menurut Kurniawati (2016) 
aktivitas lainnya selain komodo sebagai obyek 
utama juga sangat berperan penting dalam 
memberikan pengalaman bagi wisatawan. 
Secara keseluruhan peran obyek wisata tersebut 
telah mampu membantu wilayah Kabupaten 
Manggarai Barat di dalam meningkatkan 
perekonomian daerah (Hironimus, Rijanta 
dan Iskandar, 2019). Penelitian Moi (2017) 
menunjukkan bahwa meningkatnya wisatawan 
yang masuk ke dalam destinasi wisata di 
Labuan Bajo, diikuti dengan meningkatnya lama 
tinggal wisatawan yang kemudian berujung 
dengan memberikan dampak pada kenaikan 
PAD dan pendapatan masyarakat dari sektor 
pariwisata. 


g. Pelabuhan. Sumber daya buatan yang terdapat 
di Kawasan Strategis Nasional TN Komodo 
berupa infrastruktur perhubungan laut yang 
terdiri dari pelabungan laut yang terdiri dari 
Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan. 
Persebaran pelabuhan di Kabupaten 
Manggarai Barat sebagaimana disajikan pada 
Tabel 4. 


h. Alur Pelayaran. Alur pelayaran yang berada 
didalam kawasan TN Komodo terdiri dari 
alur pelayaran angkutan komersil (Pelni), 
angkutan laut perintis, dan alur komersil 
ASDP. Alur pelayaran tesebut merupakan alur 
penyeberangan antar provinsi. Hasil analisis 
overlay alur pelayaran pada KSN kawasan TN 
Komodo disajikan pada peta alur pelayaran 
sebagaimana Gambar 8. 


Penentuan Nilai Penting dan Strategis Nasional 


Kegiatan bernilai penting dan strategis 
nasional/Obyek Vital Nasional adalah kawasan/ 
lokasi,  bangunan/instalasi dan/atau usaha 
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, 
kepentingan negara dan/atau sumber 
pendapatan negara yang bersifat strategis. Hasil 
penilaian Obyek strategis nasional/proyek strategis 
nasional/kegiatan strategis di KSN Kawasan Taman 
Nasional Komodo, sebagaimana disajikan pada 
Tabel 5. 


Tabel 4. Persebaran Pelabuhan di Kabupaten Manggarai Barat, 2017. 
Table 4. Port Distribution in West Manggarai Regency, 2017. 


No Nama Lokasi Pelabuhan/ 


Jenis Pelabuhan/ 


Hirarki Klasifikasi/ 


Name Location of Port Type of Port Hierarchy Classification 
1 Labuan Bajo Pelabuhan Umum/Public Port PP 
2 Komodo Pelabuhan Umum/Public Port PR 
3 Nangalili Pelabuhan Umum/Public Port PL 
4 Rinca Pelabuhan Umum/Public Port PL 
5 Bari Pelabuhan Umum/Public Port PL 
6 PP. Labuan Bajo Pelabuhan Perikanan/Fishing Port PPI 


Sumber: RIPN, Kementerian Perhubungan (2017), data diolah/ Source: RIPN, Ministry of Transportation (2017), data processed 
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Gambar 8. Alur Pelayaran di Wilayah Perencanaan RZ KSN Komodo. 


Figure 8. Shipping Lanes in Planning Area of RZ KSN Komodo. 


Tabel 5. Skoring Nilai Penting dan Strategis Nasional pada KSN Kawasan Taman Nasional Komodo. 


Sumber: KKP (2018a)/Source: KKP (2018a) 


Table 5. Scoring of Important National Strategic Values in the KSN Komodo National Park Area. 


Kriteria/Criteria Bobot Nilai 

ER A Total Strategis 

Dampak/Impact  Sebaran/Distribution ora Nasional/ 

E Nilai/ 
Potensi/Potency Ti Score of 
otal : 
abcde a b c d Value Natonal 
Strategic 
Value 

Pelabuhan Labuan Bajo/ 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Sangat Penting/ 

Port of Labuan Bajo very important 
Perikanan Tangkap/ LT ANA 1 7 Sangat Penting/ 

Capture Fisheries very important 
Perikanan Budidaya/ 1.1 0101 1 1 7 Sangat penting/ 

Mariculture very important 
Taman Nasional Komodo/ T -Toi 1 1 1 1 9 Sangat Penting/ 

Komodo National Park very important 
Kawasan Konservasi Perairan/ 1.1 1011 1 1 1 9 Sangat Penting/ 

Marine Conservation Area very important 
Energi Arus Laut/ 1.1 1011 1 7 Sangat penting/ 

Sea Currents Energy very important 
Alur Pelayaran/ 1.1 101 a 1 1 8 Sangat penting/ 

Sea Lanes very important 
Labuh Jangkar/ 1.1 1011 1 1 8 Sangat penting/ 

Anchorage very important 
Pariwisata Prioritas/ LT AA 1 1 1 9 Sangat Penting/ 

Tourism Priority very important 
Palapa Ring (Kabel Bawah Laut)/ LM AA 1 1 8 Sangat penting/ 

Palapa Ring (Submarine Cable) very important 

Keterangan/Remaks 
DAMPAK/IMPACT : 


SEBARAN/Distribution: 


a) Kedaulatan, pertahanan dan kemanan negara/ 
National sovereignty, defense and security 


a) Lokal/local 
b) Regional/regional 


Kelas Bobot Strategis Nasional/ 
Class Score of National Strategic: 
Total Nilai dibuat tiga selang kelas 


b) Pertumbuhan ekonomi/economic growth 

c) Sosial Budaya/Social Culture 

d) Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi/ 
Utilization of natural resources and high technology 

e) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup/ 
Functions and carrying capacity of the environment 

(ada/exist=1; tidak ada/not exist=0) 


Total Value Ranked Three Classes: 

- Kurang penting/Less important (1 - 3); 
- Penting/important (4 - 6); 

- Sangat Penting/very important (7 - 9). 


c) Nasional/national 

d) Internasional/international 
(ada/exist=1; tidak ada/not 
exist=0) 
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Upaya penting dalam penyusunan RZ KSN 
adalah mengalokasikan ruang laut yang mempunyai 
bobot sangat penting pada wilayah perencanaan 
melalui dua mekanisme pokok, yaitu: (a) Mekanisme 
teknis, dan; (b) Mekanisme sosial. Mekanisme teknis 
dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan 
teknis-ekologis sebagai hasil dari identifikasi dan 
kajian potensi dan kondisi sumber daya alam 
dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di 
kawasan strategis nasional (KSN). Sementara itu 
mekanisme sosial dilakukan dengan pertimbangan- 
pertimbangan sosial dan ekonomi sebagai hasil 
dari identifikasi dan kajian potensi sosial-ekonomi 
dan kelembagaan, serta mempertimbangkan hasil 
kesepakatan. Dengan demikian mekanisme teknis 
dan sosial harus digunakan secara bersama-sama 
kerena pentingnya implementasi rencana zonasi 
tersebut bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan 
strategis nasional (KSN). 


Mekanisme sosial perlu dilakukan atas 
dasar fakta bahwa masyarakat yang selama ini 
memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan 
pulau-pulau kecil (perikanan misalnya) tidak sedikit 
yang berdasarkan pada adanya hak ulayat laut. 
Dalam hak ulayat tersebut umumnya tergambar 
jelas batas-batas kewenangan suatu kelompok 
masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya 
perikanan dimaksud. Adanya hak-hak ulayat 
tersebut tidak bisa diabaikan demi alasan teknis, 
karena justru hal ini dapat berpotensi menjadi 
sumber konflik dalam pengelolaan sumber daya 
alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Adanya konflik 
ini menjadikan penetapan zonasi tidak bisa berjalan 
secara efektif. 


Oleh karena itu pengalokasian ruang 
laut bernilai sangat penting pada KSN harus 
memperhatikan kepentingan dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses  penetapannya. 
Mujio, Adrianto, Soewardi & Wardiatno (2016) 
menyatakan bahwa semakin banyak stakeholder 
dan semakin beragam latar belakang pendidikan 
dan profesinya akan mempertajam dalam analisis 
pemetaan konflik. Dengan adanya partisipasi 
masyarakat tentunya akan semakin mendekatkan 
upaya menemukan titik temu antara kepentingan 
teknis-ekologis yang dilakukan suprastruktur 
dengan kepentingan sosial yang dilakukan 
masyarakat. 


Berdasarkan hasil skoring terhadap kegiatan 
yang bernilai penting dan strategis nasional, 
apabila masih terdapat konflik pemanfaatan 
ruang, misalnya berupa kepentingan kewenangan, 


maka dilakukan dengan cara pengambilan 
keputusan bersama antar pemangku kepentingan. 
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian dan dengan 
memperhatikan keberadaan Objek Vital Nasional/ 
keberadaan Proyek Strategis Nasional yang ada di 
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan TN 
Komodo, Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan 
Bernilai Penting dan Strategis Nasional, terdiri 
atas: (1) Kawasan Pemanfaatan Umum seluas 
24.167,24 Ha (2,5%), terdiri dari Zona Pariwisata, 
Zona Pelabuhan, Zona Pelabuhan Perikanan, 
dan Zona Pengelolaan Energi; (2) Kawasan 
Konservasi seluas 24.167,24 Ha (25,1%) yang 
berupa Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil dan Taman Nasional 
Komodo yang merupakan inti dari KSN Taman 
Nasional Komodo, dan; (3) Alur Laut. Sedangkan 
Rencana Pola Ruang Laut untuk Arahan 
Alokasi Ruang RZWP-3K berupa perairan seluas 
466.911,08 Ha (48%) diatur lebih lanjut dalam 
RZWP-3-K Provinsi NTT dan RZWP-3-K Provinsi 


NTB yang diarahkan untuk alokasi kegiatan 
utama pariwisata, perikanan dan hutan 
mangrove. 


Rencana alokasi ruang RZ KSN di perairan 
ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi 
ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. 
Alokasi Ruang Rencana Zonasi Kawasan Strategis 
Nasional, terdiri dari: 1) Struktur Ruang Laut 
yang merupakan susunan pusat pertumbuhan 
kelautan dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, 
dan 2) Pola Ruang Laut adalah distribusi 
peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan 
wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya 
untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan 
konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis 
nasional tertentu. 


Rencana Struktur Ruang Laut. 


Berupa sistem jaringan sarana dan 
prasarana kelautan dan perikanan dan sistem 
jaringan transportasi laut. Hal ini sejalan dengan 
arahan perencanaan ruang laut yang tertuang di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. 


Sistem jaringan prasarana dan sarana 
laut didalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) 
Kawasan TN Komodo berupa: (a). Alur pelayaran 
yang terdiri alur pelayaran nasional, alur pelayaran 
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regional, alur pelayaran lokal, dan alur pelayaran 
khusus; (b). Alur pipa bawah laut yang terletak 
di Perairan Sekitar Sape yang berfungsi untuk 
menunjang kegiatan PLTMG Bima 2; dan (c). Kabel 
bawah laut yang terdiri dari kabel telekomunikasi 
dan kabel serat optik. 


Sistem jaringan transportasi laut berupa 


tatanan  kepelabuhanan nasional. Tatanan 
kepelabuhanan nasional dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 


undangan. Tatanan kepelabuhanan yang ada 
didalam perencanaan KSN Kawasan TN Komodo 
terdiri atas: (a) Pelabuhan Pengumpul Labuan 
Bajo; (b) Pelabuhan Pengumpan Regional 
Sape; (c) Pelabuhan Perikanan (Pangkalan 
Pendaratan Ikan Labuan Bajo), dan; (d) Pelabuhan 
Penyeberangan Sape. Hasil analisis disajikan 
dalam Peta rencana struktur ruang laut RZ 
KSN Kawasan TN Komodo sebagaimana pada 
Gambar 9. 


Rencana Pola Ruang Laut. 


Berupa Kawasan Pemanfaatan Umum, 
Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis 
Nasional Tertentu dan Alur Laut dijabarkan ke 
dalam zona dan arahan pemanfaatan untuk 
setiap zona pada masing-masing kawasan 
yang dikhususkan terhadap ruang laut yang memiliki 
nilai penting dan strategis untuk kepentingan 
nasional. Rencana pola ruang laut pada RZ 
KSN terdiri dari: Pola Ruang Laut untuk untuk 
kegiatan bernilai penting dan strategis nasional, 


dan arahan alokasi ruang untuk RZWP3K. Hasil 
analisis pola ruang laut yang telah diuraikan di atas 
disajikan dalam Peta Rencana Pola Ruang Laut 
RZ KSN Kawasan TN Komodo sebagaimana pada 
Gambar 10. 


Nilai Penting dan Strategis Nasional 
yang telah dituangkan dalam Rencana Zonasi 
Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Taman 
Nasional Komodo menjadi data dukung utama 
dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 
Taman Nasional Komodo secara komprehensif, 
holistik, dan terpadu. Komprehensif dengan 
memperhatikan aspek fisik, lingkungan, 
sosial, ekonomi, dan budaya. Holistik dengan 
memperhatikan satu kesatuan wilayah perencanaan 
pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh 
dengan menekankan saling keterkaitan antar 
komponen yang ada di dalamnya. Terpadu dengan 
memperhatikan keterpaduan wilayah, sektor dan 
ekosistem. 


Nilai penting dan Strategis Nasional 
yang telah dituangkan dalam Rencana Zonasi 
Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Taman 
Nasional Komodo tersebut diharapkan dapat 
mengoptimalkan potensi pengembangan 
perairan, dan memberikan kepastian hukum serta 
meminimalkan  permasalahan/konflik  pemanfa 


atan kawasan perairan di KSN Kawasan Taman 
Nasional Komodo dan sekitarnya. 


Gambar 9. Peta Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSN Kawasan TN Komodo. 
Figure 9. Map of Marine Spatial Structure Plan of RZ KSN Komodo National Park. 
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Gambar 10. Peta Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN Kawasan TN Komodo. 


Figure 10. Map of Marine Spatial Pattern Plan of RZ KSN Komodo National Park. 


Formulasi Tujuan, Kebijakan dan Strategi 


Alokasi ruang yang terdiri dari struktur dan 
pola ruang laut disusun dengan pertimbangan 
Nilai Penting dan Strategis Nasional serta isu-isu 
pengelolaan yang telah dikemukakan telah 
disepakati oleh para pemangku kepentingan 
melalui berbagai forum diskusi kelompok terfokus 
maupun konsultasi publik. Forum tersebut telah 
merumuskan tujuan pengelolaan RZ KSN Kawasan 
TN Komodo sebagai berikut: Mewujudkan Kawasan 
Taman Nasional Komodo yang berkualitas dan 
dinamis dalam rangka menjamin kelestarian 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 
berbasis pariwisata berskala dunia yang memiliki 
keterpaduan dalam pengelolaan Sumber Daya 
Kelautan yang optimal dan berkelanjutan. 
Secara ekologis bertujuan untuk melindungi, 
melestarikan dan memanfaatkan (konservasi) 
sumberdaya di lingkungan Taman Nasional dan 
lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil agar 
terjamin keberadaan dan keberlanjutannya. 
Secara ekonomis bertujuan untuk: (1) Mewujudkan 
kawasan destinasi pariwisata berkelas dunia dan 
mensejahterakan masyarakat; (2) Mengembangkan 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selaras 
dengan perwujudan kawasan sebagai destinasi 
pariwisata, dan; (3) Mendorong inisiatif masyarakat 
dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif. 
Adapun tujuan sosial budaya dirumuskan 
sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas 


SDM untuk berperan serta dalam pengelolaan 
lingkungan dan kegiatan ekonomi kreatif, dan; 
(2) Mempertahankan kearifan lokal dan nilai-nilai 
sosial budaya dalam pengelolaan KSN Kawasan 
TN Komodo. Sedangkan tujuan kelembagaan 
yaitu: menciptakan keharmonisan dan sinergi 
serta memperkuat kapasitas kelembagaan antar 
pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, 
dunia usaha). 


Kebijakan perencanaan ruang KSN Kawasan 
TN Komodo dilaksanakan dalam kerangka 
pengembangan struktur ruang dan pola ruang RZ 
KSN Kawasan TN Komodo untuk mencapai tujuan 
penataan ruang KSN Kawasan TN Komodo, yang 
dijabarkan dalam strategi antara lain: 


(1) Mengembangkan dan mengelola kawasan 
Taman Nasional Komodo secara efektif 
melalui kemitraan pemerintah, masyarakat, 
dan dunia usaha serta mengembangkan 
jejaring kawasan konservasi baik jejaring 
lokal, regional maupun global; 


(2) Mengembangkan teknik dan upaya-upaya 
rehabilitasi, restorasi dan pemulihan 
kerusakan sumberdaya di Kawasan 
TN Komodo melalui partisipasi masyarakat, 
dunia usaha dan lembaga non-pemerintah; 


(3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 
pencemaran dan kerusakan sumber 
daya di kawasan TN Komodo serta 
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lingkungan dengan meningkatkan kapasitas 
aparatur dan melibatkan kelompok-kelompok 
masyarakat; 


(4) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat 
terhadap permodalan usaha, sarana produksi, 
informasi dan pemasaran 


(5) Menciptakan iklim investasi yang kondusif 
dengan melengkapi perangkat kebijakan dan 
regulasi, sistem perizinan yang cepat dan 
transparan, insentif dan dukungan keamanan. 


Pelaksanaan Strategi dilaksanakan dalam 
program-program dan dituangkan dalam rincian 
indikasi program utama pemanfaatan ruang 
laut yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
Rancangan Peraturan Presiden. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Kondisi dan potensi sumberdaya alam 
kawasan strategis nasional kawasan Taman 
Nasional Komodo yang meliputi Keadaan 
Oseanografi, Potensi Ekosistem Pesisir, Potensi 
Daerah Penangkapan Ikan, Potensi Daerah Tujuan 
Wisata Selam, Kawasan Konservasi dan Biota 
Dilindungi, Daerah Rawan Tsunami, dan Kegiatan 
Pemanfaatan Perairan Pesisir memiliki nilai 
penting dan strategis dalam tata kelola kawasan 
strategis nasional yang dapat dirumuskan 
dalam perencanaan ruang laut dalam 
menjawab keberlanjutan fungsi konservasi dan 
keanekaragaman hayati Kawasan Taman Nasional 
Komodo 


Pengambilan keputusan bersama antar 
pemangku kepentingan terhadap hasil analisis 
kesesuaian dan analisis skoring terhadap kegiatan 
yang bernilai penting dan strategis nasional 
yang memiliki bobot sangat penting (7-9) dapat 
digunakan untuk mencegah konflik pemanfaatan 
ruang dalam menetapkan rencana alokasi ruang 
laut dengan tetap memperhatikan kepentingan 
strategis nasional. Rencana alokasi ruang laut 
di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan 
TN Komodo, terdiri atas: (1). Kawasan 
Pemanfaatan Umum, terdiri dari Zona Pariwisata, 
Zona Pelabuhan, Zona Pelabuhan Perikanan, 
dan Zona Pengelolaan Energi, (2). Kawasan 
Konservasi yang berupa Kawasan Konservasi 
Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan 
Taman Nasional Komodo yang merupakan inti 
dari KSN Taman Nasional Komodo, dan; (3) 
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Alur Laut. 


Analisis Nilai Penting dan Strategis Nasional 
yang telah dilakukan menghasilkan Perencanaan 
Ruang Laut yang bertujuan untuk mewujudkan 
kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan 
dan pelestarian Taman Nasional Komodo dan 
konservasi perairan, dan kawasan yang berdaya 
saing berbasis pengelolaan sumber daya kelautan 
dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk 
kesejahteraan masyarakat. 


Rekomendasi Kebijakan 


Proses penentuan dan pengambilan 
keputusan yang melibatkan para pihak dalam 
menetapkan alokasi ruang laut untuk kegiatan 
bernilai penting dan strategis nasional dapat 
direkomendasikan sebagai pembelajaran, 
sehingga tidak menyisakan persoalan atau konflik 
sosial maupun tumpang tindih kewenangan 
dalam pemanfaatan ruang laut. Pembangunan 
di kawasan TN Komodo dapat mengacu pada 
rencana tata ruang dan rencana zonasi KSN, 
sehingga perencanaan pembangunan dapat ditata 
secara seimbang, tidak melampaui daya dukung 
dan daya tampung, serta kegiatan konservasi dan 
ekonomi berjalan sinergis. 


Hasil kajian nilai penting dan strategis 
nasional, berupa Dokumen RZ KSN Kawasan 
Taman Nasional Komodo direkomendasikan 
menjadi bahan utama dalam penyusunan 
Rancangan peraturan presiden, serta mendorong 
komitmen pemangku kepentingan untuk 
bersama-sama menyusun indikasi program 
pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun 
di kawasan strategis nasional tersebut. 
Mengingat kondisi, potensi dan issue yang 
berkembang di kawasan taman nasional komodo 
merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak 
dapat dipisahkan antara daratan dan perairan, 
maka pengaturan dalam peraturan presiden 
dapat dilaksanakan dalam satu ketetapan berupa 
Peraturan Presiden tentang Rencana Tata 
Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis 
Nasional Taman Nasional Komodo. 
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ABSTRAK 


Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki 
potensi obyek wisata alam yang beragam, termasuk wisata alam bahari yang dapat mendukung 
perekonomian masyarakat Alor. Jumlah wisatawan yang mengunjungi kabupaten Alor pada tahun 2017 
mengalami peningkatan sekitar 56% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan 
yang mengunjungi Kabupaten Alor, maka diperlukan adanya penelitian terkait dengan pengaruh obyek 
wisata terhadap perekonomian masyarakat Alor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak 
ekonomi langsung kegiatan wisata, dampak tidak langsung, serta dampak ekonomi lanjutan. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis multplier effect dengan menggunakan. data primer dan sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan kuesioner terstruktur dan wawancara responden, terdiri 
dari 50 wisatawan, 21 pengusaha bidang wisata bahari dan 11 tenaga kerja/karyawan dari unit usaha 
terkait wisata bahari. Lokasi penelitian yaitu Daerah Kalabahi, ibukota Kabupaten Alor sebagai sentra 
wisata bahari. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak ekonomi langsung yang diperoleh dari 
kegiatan wisatawan di Kalabahi sebesar Rp480.000.000 per tahun dan dampak ekonomi tidak langsung 
yang diperoleh dari kegiatan wisatawan di Kalabahi sebesar Rp201.600.019 per tahun, serta dampak 
ekonomi lanjutan kegiatan wisata bahari di Kalabahi sebesar Rp20.250.000 per tahun. Nilai Keynesian 
Income Multiplier yang diperoleh sebesar 1,72 yang artinya setiap terjadi peningkatan pengeluaran 
wisatawan sebesar 1 rupiah, maka akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja 
dan para pemilik unit usaha di lokasi wisata diduga sebesar 1,72 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa 
kegiatan wisata bahari di Kabupaten Alor memberikan dampak ekonomi positif dan cukup besar terhadap 
masyarakat Kabupaten Alor. Ke depannya, pemerintah Alor maupun pengusaha ekowisata bahari perlu 
membuat paket tour wisata di Alor untuk meningkatkan lamanya tinggal di Alor dan meningkatkan 
dampak ekonomi ke masyarakat lokal Alor. 


Kata Kunci: wisata bahari; Kabupaten Alor, dampak langsung: dampak tidak langsung, dan efek 
penggandaan 


ABSTRACT 


Alor Regency is one of regency in East Nusa Tenggara Province. It offers a variety of natural 
tourist attraction including marine tourism which might support the economy of the people of Alor. The 
number of tourists visiting Alor Regency in 2017 has increased by around 56% from the previous year. 
Considering the large number of tourists visiting Alor Regency, research is needed to estimate the impact 
of marine tourism activities on the economy of Alor community. This study aimed to analyze the direct, 
indirect, and continued economic impacts. This study used a multiplier effect analysis to analyze primary 
and secondary data. Data were collected by structured guestionnaires and interview with 50 tourists, 
21 entrepreneurs of marine tourism, and 11 workers of business units on marine tourism. The research 
was located in Kalabahi, the capital of Alor Regency as a marine tourism center. The analysis showed 
that the direct economic impact from tourist activities in Kalabahi amounted to IDR.480,000,000 per year 
and the indirect economic impacts from tourist activities in Kalabahi amounted to IDR 201,600,019 per 
year, as well as the continued economic impact of marine tourism activities in Kalabahi amounted to IDR 
20,250,000 per year. The Keynesian Income Multiplier is 1.72, which means that if there is an increase in 
tourist spending by 1 IDR, it will have an impact on increasing labor income and business unit owners in 
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tourist sites at about 1.72 IDR. This shows that marine tourism activities in Alor Regency have a positive 
and significant economic impact on the people of Alor Regency. In the future, it is necessary for Alor 
government and marine ecotourism entrepreneurs to create tour packages in Alor to increase the length 
of stay in Alor. Therefore, it will increase the economic impact of marine tourisme on the economy of the 


local community in Kalabahi, Alor. 


Keywords: marine tourism; Alor Regency; direct impact; indirect impact; and multiplier effect 


PENDAHULUAN 


Kabupaten Alor merupakan wilayah yang 
secara geografis terletak pada 8*6' LS - 8*36' LS dan 
123*48' BT — 25°48’ BT, sebelah utara berbatasan 
dengan Laut Flores Selatan berbatasan dengan 
Selat Ombay dan Timor Leste, sebelah Timur 
berbatasan dengan pulau-pulau Maluku dan bagian 
barat berbatasan dengan Selat Lembata. Luas 
Kabupaten ini mencapai 13.638,26 km? dengan 
wilayah laut lebih luas daripada wilayah darat 
yaitu 10.773,62 km? atau sekitar 79% sedangkan 
wilayah darat mempunyai luas 2.864,64 km atau 
sekitar 21% pada tahun 2009. 


Kabupaten Alor memiliki objek wisata 
yang sangat beragam baik alam maupun budaya 
masyarakatnya. Alor juga memiliki potensi 
arkeologi yang unik (Rema & Prihatmoko, 2016). 
Wisata alam tidak hanya wilayah daratan dengan 
suasana pegunungan yang sejuk dan memikat, 
namun juga wisata bahari yang sangat indah. 
Wisata bahari yang dimiliki alor sangat beragam, 
mulai dari wisata pesisir, wisata bawah laut, serta 
wisata komoditas laut yang langka. Terkait wisata 
budaya, Alor terkenal dengan keberagaman suku 
yang memiliki kekhasan tersendiri baik suku 
pengunungan maupun suku-suku di wilayah 
pesisir. Salah satu suku tersebut disebut suku 
Makassar yang merupakan suku migran dari 
Sulawesi Selatan (Patji, 2009). Menurut data dari 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2018), 
Kabupaten Alor memiliki 21 daya tarik wisata alam 
dan sebagian merupakan wisata bahari . 


Jumlah wisatawan domestik yang 
mengunjungi Kabupaten Alor pada tahun 2017 
sebanyak 4051 orang, hal ini menunjukkan 
terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya 
sebesar 2289 orang. Peningkatan jumlah ini 
juga terjadi pada wisatawan mancanegara yang 
sebelumnya berjumlah 27 orang, pada tahun 2017 
sebanyak 94 orang (BPS Provinsi NTT, 2018). 
Adanya tingkat antusiasme wisatawan terhadap 
potensi wisata yang ada akan memengaruhi 
perekonomian di Kabupaten Alor. 
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Pariwisata bahari akan memberikan manfaat 
positif secara ekonomi seperti wisata bahari di 
Lamongan dan kadang mampu memberikan 
manfaat perbaikan ekosistem seperti wisata 
snorkeling di Karimunjawa (Efrilingga (2014); 
Priyanto & Par (2016). Dampak positif dari 
keberadaan Wisata Bahari Lamongan adalah: 
(1) Meningkatkan keterampilan penduduk 
masyarakat; (2) Munculnya transformasi struktur 
mata pencaharian; (3) Meningkatkan Pendapatan; 
(4) Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan; 
(5) Mendorong aktivitas berwirausaha. Hal 
ini tampaknya terjadi di Kabupaten Alor dari 
maraknya wisata bahari di sana. Akan tetapi, 
tidak jarang wisata bahari juga memberikan 
dampak negatif seperti penurusan kualitas 
ekosistem laut seperti ekowisata di Nusa Penida 
(Jubaedah & Anas, 2019). Pariwisata bahari 
di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida 
berdampak pada penurunan luasan tutupan karang 
keras sebesar 4,0%. Demikian juga persentase 
penutupan karang hidup relatif mengalami 
penurunan sebesar 2,7 pada tahun 2017 (Jubaedah 
& Anas, 2019). 


Alor adalah pulau kecil yang memiliki potensi 
wisata yang besar. . Ekowisata menekankan pada 
wisata berbasis lingkungan dan berdasarkan 
kapasitas daya tampung lingkungan, merupakan 
kebalikan dari mass tourism. Kesejahteraan 
masyarakat sekitar tempat wisata akan meningkat 
apabila jumlah wisata yang tidak banyak 
tersebut tinggal lebih lama di masyarakat dan 
bertransaksi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi 
lokal yang sudah ada di masyakarat (Yasa, 2015). 
Penelitian ini bertujuan memperkirakan dampak 
ekonomi yang diberikan oleh sektor pariwisata di 
Kabupaten Alor, terutama di pusat wisata bahari 
yaitu Kalabahi. 


Ekowisata termasuk dalam kategori pariwisata 
alternatif. Bentuk produk pariwisata alternatif yang 
dapat dikembangkan seperti; pariwisata budaya 
(cultural tourism), pariwisata bahari (marine 
tourism), pariwisata petualangan (adventure 
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tourism), pariwisata agro (agrotourism), pariwisata 
pedesaan (village tourism), pariwisata gastronomi 
(cultinary tourism), ekowisata (ecotourism), wisata 
perdesaan (village tourism) (Subadra & Nadra, 
2012). 


Potensi Ekowisata Kabupaten Alor sangat 
besar dan memungkinkan untuk dikembangkan, 
oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian yang 
bertujuan menganalisa dampak ekonomi wisata 
bahari di Kabupaten Alor. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui jenis potensi wisata bahari yang 
ada di Kabupaten Alor serta dampak ekonomi 
wisata bahari terhadap unit kegiatan usaha di 
Kabupaten Alor. 


METODOLOGI 


Lokasi dan waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Desa Kabola, 
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 
bulan Juni-Juli 2019. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan sekunder sesuai dengan tujuan 
penelitian. Data primer berupa merupakan data 
ekonomi yang ditanyakan kepada respondent 
di lokasi penelitian. Adapun data sekunder 
berupa data jumlah wisatawan dari BPS Provinsi 
NTT tahun 2018. 


24* 00 
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PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ALOR 


Sel 


(Muawanah., et al) 


Teknik pengumpulan data primer dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu: 


1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara 
dengan menggunakan alat bantu berupa 
kuesioner. Wawancara terstruktur dilakukan 
dalam pengumpulan data ekonomi meliputi 
demografi, aktifitas ekonomi (penerimaan, 
upah tenaga kerja dan pengeluaran) kepada 
responden. Responden survei meliputi 
wisatawan, unit usaha sektor wisata bahari 
dan tenaga kerja sektor wista bahari. 
Pengambilan data bisa dengan menggunakan 
tenaga enumerator. 


2. Wawancara mendalam, yaitu wawancara 
yang dilakukan melalui tahap muka antara 
peneliti dan responden, bersifat diskusi antar 
pribadi secara intensif dan mendalam tentang 
suatu topik. Alat bantu yang dipakai peneliti 
berupa topik data. 


3. Focus Group Discussion (FGD). Pengambilan 
data dilakukan melalui diskusi kelompok yang 
dihadiri oleh berbagai stakeholders (Dinas 
Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (WWF 
Indonesia), Agen tur, Dewan Perwakilan 
Masyarakat, Universitas Tribuana Kalabahi, 
dan Pemilik resort. 


data dilakukan 
langsung dan 


4. Observasi. 
dengan 


Pengambilan 
pengamatan 


24:40 124*50" 


Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Alor. 
Figure 1. Map of the District of Alor. 


Sumber: alorkab.go.id/ Source: alorkab.go.id 


35 


J. Sosek KP Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 33-46 


pencatatan secara sistematis terhadap objek 
yang diteliti dalam penentuan potensi wisata 
bahari berbasis potensi alam dan potensi 
budaya bahari. 


Survei dan analisa dipusatkan di Kalabahi 
sebagai pusat wisata bahari di Alor. Identifikasi 
jumlah responden berdasarkan jumlah wisatawan, 
jumlah unit usaha sektor wisata bahari dan tenaga 
kerja di unit-unit usaha pariwisata bahari. Jumlah 
responden dalam survei dampak ekonomi adalah 
50 wisatawan, 21 pemilik usaha sektor wisata 
bahari dan 11 tenaga kerja sektor wisata bahari. 
Responden yang diwawancarai adalah yang 
bersedia dan berada di lokasi. 


Metode Analisis 


Analisis efek pengganda Output (Multiplier Effect) 


Untuk mengestimasi nilai ekonomi yang 
dibangkitkan oleh model ekonomi kreatif wisata 
bahari berbasis budaya bahari dan kearifan 
lokal, maka digunakan analisis Multiplier Effect 
(Pengganda Output) (Frechtling and Horvath, 1999). 
Pengganda output yaitu dampak peningkatan 
permintaan akhir suatu sektor di suatu wilayah. 
Pengganda output sederhana adalah kenaikan 
permintaan akhir suatu sektor dalam perekonomian 
suatu wilayah terhadap kenaikan output sektor yang 
lain baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pengganda output total yaitu dampak kenaikan 
permintaan akhir suatu sektor dalam perekonomian 
suatu wilayah terhadap kenaikan output sektor 
yang lain baik langsung maupun tidak langsung 
dan dampak induksinya. Pada sektor wisata, efek 
pengganda wisata menunjukkan total peningkatan 
ouput, peningkatan penambahan pendapatan 
pelaku wisata melalui interlink dalam ekonomi 
kewilayahan karena peningkatan pengeluaran 
wisata (Frechtling & Horvath, 1999). 


Pendekatan dalam perkiraan kontribusi 
ekonomi sektor pariwisata biasanya menggunakan 
analisis input-output untuk memperkirakan dampak 
ekonomi dari total pengeluaran wisatawan. Di 
Amerika, Australia dan Inggris, metode yang paling 
sering dipakai adalah metode Computable General 
Equilibrium (CGE) model and Money Generation 
Model (MGM) (Kumar 8 Hussain, 2014). Selain 
itu, model lain dapat digunakan seperti model 
Keynesian, model berdasarkan nilai expor, dan 
model ad-hoc. Dampak dari pengeluaran dalam 
bentuk penjualan, pendapatan, jumlah pekerjaan dan 
pajak penghasilan. Dalam kajian ini, menggunakan 
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model Dampak Ekonomi dengan Keynesian 
Model META (2001), untuk mengestimasi dampak 
ekonomi sektor wisata bahari. 


Dampak ekonomi ini dapat diukur dengan 
menggunakan efek pengganda atau multiplier 
effect dari arus uang yang terjadi. Konsep multiplier 
effect ini sudah banyak dikenal dan digunakan 
untuk mengukur dampak ekonomi pada bidang 
pariwisata (Hughes, 1994). Berdasarkan META 
(2001), pengukuran dampak ekonomi terdiri 
dari tiga dampak, yaitu dampak langsung, tidak 
langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsung 
terjadi apabila spending wisatawan langsung 
masuk ke kawasan wisata, sedangkan dampak 
tidak langsung berupa pengeluaran pihak pengelola 
untuk membayar upah tenaga kerja. Dampak 
lanjutan berupa perubahan aktivitas ekonomi di 
lokasi wisata dari pembelanjaan tenaga kerja 
tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. 


Menurut Vanhove (2005), analisis dilakukan 
untuk setiap kelompok pelaku kegiatan wisata 
seperti kelompok unit usaha lokal penyedia barang 
dan jasa pendukung kegiatan wisata, diantaranya 
adalah unit usaha lokal yang menyediakan barang 
dan jasa untuk kegiatan wisata serta tenaga kerja 
lokal yang berperan dalam menyediakan kebutuhan 
barang dan jasa pendukung kegiatan wisata. 
Berdasarkan Marine Ecotourism for Atlantic Area 
(2001), pengukuran dampak ekonomi terhadap 
masyarakatlokal dapat dilakukan menggunakan dua 
tipe pengganda diantaranya adalah Keynesian Local 
Income Multiplier Effect yang dapat menunjukkan 
estimasi besaran pengeluaran pengunjung yang 
berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 
masyarakat lokal serta Ratio Income Multiplier 
yang dapat menunjukkan estimasi besaran 
dampak langsung yang dirasakan dari pengeluaran 
pengunjung terhadap perekonomian lokal. Income 
Multiplier didefinisikan juga sebagai hasil bagi dari 
perubahan dalam keseimbangan Produk Domestik 
Bruto (PDB) dengan perubahan pengeluaran awal 
(Beckenstein, Appleyard & Christmann, 2008). 
Melalui multiplier effect-nya, pariwisata dapat dan 
mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 
penciptaan lapangan kerja (Kurniasari et al., 2018). 
Struktur masyarakat pesisir umumnya berupa 
gabungan dari karakteristik masyarakat perkotaan 
dan pedesaan, namun masih tetap memiliki jiwa 
kebersamaan. Berbeda dengan itu, menurut data 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia/PPN B (2003) bahwa Alor 
memiliki aneka ragam bahasa lokal mencapai 19 
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etnolinguistik, kesenian tradisional, upacara adat 
dan kearifan lokal, tak heran jika perkampungan 
tradisional di Kabupaten Alor juga menjadi daerah 
tujuan wisata. Masyarakat pesisir Alor juga memiliki 
sifat yang khas terutama yang berkaitan dengan 
sifat usaha dibidang kelautan dan perikanan itu 
sendiri (Wahyudin, 2015). 


Pengukuran dampak ekonomi 
dalam penelitian meliputi dua kelompok, 
yaitu: 1) survei terhadap unit usaha penyedia barang 
dan jasa dan 2) survei terhadap tenaga kerja pada 
unit usaha di kawasan wana wisata. Survei terhadap 
unit usaha merupakan dampak langsung. 
Dampak terhadap unit usaha membutuhkan 
informasi terkait (1) proporsi perputaran uang 
yang berasal dari pengeluaran pengunjung ke 
unit usaha tersebut, (2) proporsi dari perputaran 
arus uang terhadap tenaga kerja lokal, 
supplier, dan pajak, dan (3) tipe dan kuantitas 
bahan baku yang dibutuhkan. 


Kelompok kedua adalah tenaga 
kerja lokal pada unit usaha lokal penyedia 
barang dan jasa untuk kegiatan wisata bahari. 
Tenaga kerja adalah dampak tidak langsung. 
Informasi terkait dengan dampak ekonomi adalah 
(1) jumlah tenaga kerja yang terdapat pada 
kawasan wisata, (2) jumlah jam kerja dan tingkat 
upah, (3) proporsi dari pengeluaran sehari- 
hari pekerja yang dilakukan di dalam dan di 
luar wilayah kawasan wisata, dan (4) kondisi 
pekerjaan sebelum bekerja di unit usaha saat ini. 
Estimasi terhadap unit usaha yang memberikan 
nilai dampak ekonomi terhadap manfaat 
dan biaya masyarakat lokal dan penyediaan 
barang dan jasa yang diperlukan pengunjung. 
Pengukuran dampak ekonomi lokal kegiatan 
pariwisata melalui dua tipe efek pengganda, 
yaitu (META, 2001): 


1). Keynesian Income Multiplier (KIM) adalah 
perubahan unit pengeluaran wisatawan 
memberikan perubahan padatingkat pendapatan 
masyarakat lokal. Secara matematis ditulis: 


KIM = D+N+U 


2). Income Multiplier Ratio adalah efek multiplier 
yang menggambarkan seberapa besar dampak 
terhadap perekonomian lokal. Multiplier ini telah 
memasukkan dampak lanjutan dan dampak 
tidak langsung. 


Ratio Income MultiplierTipe I, secara matematis 
ditulis: 


D+N (2) 
RIM == ea 
D 


Ratio Income MultiplierTipe II, secara matematis 
ditulis: 


D+N+U 
RIM = ii (3) 
D 

Keterangan/Remarks: : 

D = Pendapatan lokal yang diterima secara 
langsung dari E (Rp)/ Local income received 
directly from E (IDR); 

N = Pendapatan lokal yang diterima secara tidak 
langsung dari E (Rp)/ Local income received 
indirectly from E (IDR); 

E = Tambahan pengeluaran wisatawan (Rp) 
Additional tourist expenses (IDR; 

U = Pendapatan lokal yang diterima secara 
lanjutan dari E (Rp)/ Local income received 
further from E (IDR). 

DETL = (PPTK + PDTK + PNUU) se (4) 

Keterangan/Remarks: : 

PPTK = Populasitenaga kerja (orang)/ Laborpopulation 

(People) 


PDTK - Pendapatan tenaga kerja (Rp/tahun)/ Labor 
income (IDR/year) 


PNUU - Pengeluaran unit usaha di kawasan wisata 
(Rp/tahun)/ Expenditures of business units in 
tourist areas (IDR/year) 


DETL - Dampak ekonomi tidak langsung / Indirect 
economic impact 


Multiplier effect memiliki kriteria-kriteria, 
sebagai berikut: 


e Jika nilai koefisien multiplier tersebut kurang 
atau sama dengan nol (< 0),maka aktivitas 
wisata belum mampu memberikan dampak 
ekonomi terhadap kawasan wisata; 


e Jika nilai koefisien multiplier diantara nol dan 
satu (0 £ RIM £ 1), maka aktivitas wisata 
memberikan nilai dampak ekonomi yang 
rendah, 


e Jika nilai koefisien multiplier tersebut lebih 
atau sama dengan satu (2 1), maka aktivitas 
wisata mampu memberikan dampak ekonomi 
terhadap kawasan wisata. 


e Putra, Wijayanti & Prasetyo (2017) 
menyebutkan bahwa Keynesian Income 
Multiplier merupakan metode terbaik dalam 


merefleksikan keseluruhan dampak dari 
pengeluaran dari kegiatan ekowisata 
bahari terhadap aktifitas ekonomi di wilayah 
tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Potensi Wisata Bahari dan Aktivitas Ekonomi 
Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Kelautan dan 
Perikanan 


Potensi wisata bahari meliputi bentangan 
alam dan budaya bahari yang sudah mulai 
dikembangkan atau akan dikembangkan sebagai 
produk atau jasa dalam pengembangan wisata 
bahari. Berikut adalah lokasi potensi wisata bahari 
dan aktivitas ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal 
kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten 
Alor: 


1. Pantai Mali 


Pantai Mali terletak di Desa Kabola 
Kecamatan Tanjung Mutiara. Objek wisata yang 
terdapat di pantai ini adalah hamparan pasir putih, 
tempat perisitirahatan berupa gazebo-gazebo 
dengan pepohonan yang cukup rindang. Dari 
pantai ini akan terlihat Pulau Sika dimana di 
perairan antara Pantai Mali dan Pulau Sika terdapat 
dugong yang jinak. Dugong yang diberi nama 
mawar ini dapat dilihat dan berinteraksi dengan 
pengunjung. Pantai Mali juga menjadi tempat 
utama festival Panggil Dugong yang menjadi 
agenda wisata tahunan Pulau Alor. Pantai ini 
dikelola oleh Dinas Pariwisata, namun ketika 
penelitian berlangsung kondisinya masih 
memerlukan banyak perbaikan. 


2. Pantai Mailmol 


Lain halnya dengan Pantai Mali, Pantai 
Mailmol dikelola oleh perorangan. Pantai Mailmol 
ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah 
yang dikelola sebagai objek wisata private artinya 


a. Suasana Pantai Mailmol/Condition at Mailmol Beach 


hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk, 
dan daerah wisata umum yaitu siapa pun bisa 
mengakses daerah wisata tersebut. Adapun Pantai 
Mailmol ditunjukkan oleh Gambar 2. 


3. Pantai Buiko 


Pantai Buiko terletak satu garis dengan 
Pantai Mali dan Mailmol. Di Pantai ini wisatawan 
dapat menikmati suasana hutan mangrove dan 
pesisir pantai yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. 


4. Pantai Pantai Pasir Tiga Warna 


Pantai ini terdapat di Kecamatan Pantar 
yang lebih dikenal dengan Pantai Puntaru. 
Warna yang terpancar di pantai ini adalah hitam 
bercampur merah, kuning, biru, dan putih. Pantai 
ini menghadap selat Ombay. Hal yang membuatnya 
sangat indah karena pantai ini berada di bawah 
kaki Gunung Sirung 


5. Pantai Sebanjar 


Pantai Sebanjar berjarak kurang lebih 20 
km dari Kota Kalabahi. Di pantai ini wisatawan 
dapat menikmati keindahan pantai yang dipenuhi 
dengan serpihan batu karang, air laut yang bersih, 
juga dapat menikmati keindahan terumbu karang 
dengan ikan-ikan hias yang beragam. Selain itu, 
pengunjung dapat bersantai di gajebo-gajebo 
yang tersedia di tepi pantai, atau bersantai sambil 
menikmati kopi dan makanan ringan di cafe yang 
ditata secara kreatif oleh pengelola wilayah ini. 
Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi 
menginap di pinggir pantai, disediakan juga 
cottage yang terawat dengan fasilitas yang cukup 
memadai. Suasana Pantai Sebanjar ditunjukkan 
oleh Gambar 3 


Gambar 2. Suasana Pantai Mailmol. 
Figure 2. The Conditions of Mailmol Beach. 
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a. Suasana Pantai Sebanjar/Conditions of 


Sebanjar Beach Sebanjar Beach 


b. Fasilitas di Pantai Sebanjar/Facilities at 


pa er PMENEMUKAN 


c. Suasana sekitar pantai/Conditions around 
Sebanjar Beach 


Gambar 3. Suasana Pantai Sebanjar. 
Figure 3. The Conditions of Sebanjar Beach. 


6. Taman Laut Alor 


Alor terkenal dengan pemandangan alam 
bawah laut terindah di dunia setelah Karibia. 
Taman laut ini kaya dengan berbagai biota laut 
yang sangat beragam. Taman Laut alor tersebar 
dibeberapa titik diantaranya di Pulau Pantar, Pulau 
Ternate, Alor Kecil, Pulau Buaya, dan bagian 
Selatan Alor. 


7. Pantai Batu Putih 


Pantai Batu Putih berada di Desa Alila 
Timur Kecamatan Kabola yang bisa ditempuh 
sekitar 30 menit dari Kalabahi. Penamaan Pantai 
Batu Putih diambil dari keberadaan tebing-tebing 
berwarna putih di daerah tersebut. Aktivitas yang 
dapat dilakukan di daerah ini adalah berenang, 
snorkling, diving, berkeliling laut dengan memakai 
perahu, dan berisitirahan di bawah tebing-tebing 
yang indah. Pantai Batu Putih merupakan salah 
satu pantai kebanggaan warga Alor, tak heran jika 
pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan baik di 
hari libur maupun hari biasa. 


8. Fenomena Air Laut Dingin 


Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata 
Alor (2019) perairan di sekitar Pulau Alor tidak 
hanya cantik tapi juga memiliki keunikan dari 
fenomena alam. Sekira dua kali dalam setahun, di 
perairan Alor terjadi fenomena yang disebut arus 
dingin di Selat Kumbang, yang terletak antara Desa 
Alor Kecil dan Pulau Kepa. Arus yang membawa air 
bersuhu dingin bergerak melalui perairan tersebut 
sekitar Bulan Mei dan September selama 2-3 
hari berturut-turut. Fenomena ini ditandai dengan 


datangnya gerombolan ikan ke pinggir pantai dan 
pergerakan lumba-lumba dan burung pemakan 
ikan secara besar-besaran. Ikan-ikan terdampar 
yang jumlahnya terbilang banyak akan ditangkap 
masyarakat menggunakan alat-alat sederhana, 
seperti serok bahkan gayung. Untuk sampai ke 
Alor Kecil dapat menggunakan transportasi umum 
jurusan Alor Kecil dari ibukota Kalabahi, waktu 
tempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. 


Keberagaman suku, agama dan sumber 
daya menjadi faktor pembentuk keberagaman 
budaya dan pola kehidupan masyarakat di Alor, 
tak terkecuali pada masyarakat pesisirnya. Budaya 
masyarakat pesisir Alor kental dengan perpaduan 
dari budaya lokal yang banyak dipengaruhi budaya 
darat dengan budaya dari luar yaitu dari para 
pendatang baik nelayan maupun para pedagang. 
Selain itu, sejarah dan legenda yang dimiliki 
oleh masyarakat alor memiliki pesona tersendiri. 
Budaya, sejarah dan legenda tersebut dapat 
menjadi sumber ide bagi penciptaan produk-produk 
kreatif. Berdasarkan keunikan-keunikan yang ada, 
pantai-pantai yang ada di Alor berpotensi untuk 
dikembangkan lebih optimal untuk mendukung 
percepatan ekonomi kabupaten Alor. 


Estimasi Dampak Ekonomi untuk Wisata Bahari 
di Alor 


Pariwisata memberikan keuntungan 
berupa dampak positif dan negatif bagi suatu 
daerah (Mathieson & Wall, 1982). Pariwisata 
juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 
meningkatkan pendapatan usaha masyarakat 
(Aryunda, 2011). Rahma & Handayani (2013) telah 
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mengkaji tentang dampak dari aktivitas pariwisata 
di Kabupaten Kudus terhadap pendapatan 
perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata. 
Penerima manfaat dari efek langsung dan tidak 
langsung menghabiskan pendapatan mereka yang 
meningkat untuk konsumsi atau barang investasi 
(Khan, Phang & Toh, 1995). Dampak pariwisata 
dilihat dari besarnya nilai pengganda (turn over 
atau multiplierr effect) yang dapat dilihat dari nilai 
coefficient of multiplier sebagai akibat pengaruh 
jumlah pengeluaran wisatawan di lokasi wisata 
(Mulyadi & Santoso, 2013). Pengukuran dampak 
ekonomi dari kegiatan pariwisata di Kabola, Alor 
dilakukan dengan analisis multiplier effect. Analisis 
dilakukan untuk mengestimasi dampak langsung, 
dampak tidak langsung dan dampak lanjutan dari 
kegiatan pariwisata di Kabola, Alor. 


Sebelum menganalisis dampak ekonomi dari 
suatu kegiatan wisata, diperlukan analisis terlebih 
dahulu terkait dengan karakteristik sosial ekonomi 
dari wisatawan, unit usaha dan tenaga kerja yang 
terlibat dalam kegiatan wisata tersebut. Adapun 
uraian dari beberapa karakteristik tersebut seperti 
dibawah ini: 


Karakteristik Sosial Ekonomi Wisatawan 


Karakteristik sosial ekonomi wisatawan 
dilihat dari umur, pendidikan terakhir, jenis 
pekerjaan, pendapatan per bulan, asal daerah, 
cara kedatangan wisatawan, dan jumlah 
rombongan. Berdasarkan umur, wisatawan yang 
datang ke kawasan wisata bahari di Kelurahan 
Kabola berusia 19-57 tahun, dengan rata-rata usia 
wisatawan berusia 32 tahun. Hal ini terjadi karena 
wisatawan yang datang didominasi oleh PNS dan 
wirausahawan, yang membutuhkan penyegaran 
(refreshing) saat weekend (sabtu-minggu) maupun 
hari-hari libur. Pada tahun 2018, wisatawan yang 
mengunjungi Kabupaten Alor sebanyak 18.145 
orang, dimana 80% didominasi oleh wisatawan 
lokal dan 20% dari wisatawan manca negara (BPS 
NTT, 2018). Adapun wisatawan didominasi oleh 
wisatawan lokal yang berasal dari Kalabahi (Ibu 
Kota Kabupaten Alor) dan kecamatan lain di 
sekitarnya. Berdasarkan pekerjaan sebanyak 6% 
adalah mahasiswa, 34% adalah PNS, 1% adalah TNI/ 
Polri, 14% adalah Pegawai swasta, 20% wiraswasta, 
dan pekerjaan lainnya sebesar 23%. Berdasarkan 
pendapatan wisatawan rata-rata pendapatan 
perbulan wisatawan adalah Rp2.772.000 per 
bulan. Berdasarkan cara kedatangan wisatawan 
ke kawasan wisata bahari di Kabola umumnya 
bersama keluarga atau rombongan, dengan 
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jumlah rombongan sebanyak 9 orang. Jumlah 
pengeluaran wisatawan untuk melakukan kegiatan 
wisata bahari di Kabola berasal dari 43,96% 
transportasi (taksi dan angkutan darat lainnya), 
4,51% berasal dari tiket masuk (khusus Pantai 
Mali), 10,73% berasal dari konsumsi, 32,48% 
berasal dari biaya wisata di kawasan (sewa motor, 
sewa lopo-lopo, sewa ban), 8,32% dari biaya 
lainnya (parkir, toilet, dan lain-lain). 


Karakteristik Sosial Ekonomi Unit Usaha 


Sebanyak 100% unit usaha skala kecil yang 
ada di Kelurahan Kabola merupakan penduduk asli 
yang ikut memanfaatkan peluang usaha seiring 
berkembangnya kegiatan wisata bahari di Kabola. 
Jenis usaha yang dimiliki masyarakat yang ada 
di kawasan wisata bahari di Kabola, diantaranya 
adalah warung kelontong, pedagang kaki lima 
penjual makanan kecil, sewa alat, sewa lopo-lopo, 
jasa wisata, pedagang keliling, dan unit campuran 
(homestay dan cafe). Unit usaha ini potensial untuk 
dikembangkan karena jumlah total unit usaha baru 
24 unit. 


Karakteristik Sosial Ekonomi Tenaga Kerja 


Kelurahan Kabola merupakan salah satu 
kawasan wisata bahari di Kabupaten Alor yang 
saat ini sedang di kembangkan untuk obyek 
pariwisata (pembangunan infrastruktur). Saat ini, 
tenaga kerja yang terlibat di kawasan wisata di 
Kabola adalah 61% masyarakat lokal dari Kalabahi 
dan Kecamatan Kabola dan 39% berasal dari luar 
kecamatan dan kabupaten (Kec. Mataru, Kec. 
Pantar Timur, maupun dari Batam). Jenis pekerjaan 
yang dilakukan yaitu karyawan cafe, penjaga tiket, 
security, tenaga latihan, dan instruktur diving. 
Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh tenaga 
kerja lokal dengan semakin berkembangnya 
kegiatan wisata bahari di Kabola adalah peningkatan 
pendapatan, peningkatan pengetahuan, dan 
ketersediaan lapangan pekerjaan. Rata-rata 
pendapatan per bulan yang diterima oleh tenaga 
kerja di kawasan wisata bahari Kelurahan Kabola 
berkisar Rp200.000 — Rp1.500.000 per bulan, 
dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp1.143.308 
per bulan dibawah UMK Kabupaten Alor pada tahun 
2019 sebesar Rp1.793.298 per bulan. 


Analisis Dampak Ekonomi Kegiatan Wisata 


Analisis dampak ekonomi dapat melacak 
aliran pengeluaran oleh pengunjung dalam ekonomi 
lokal untuk memperkirakan kontribusi wisata atau 
taman nasional terhadap penjualan, pendapatan, 


Dampak Ekonomi Wisata Bahari di Kabupaten Alor .................. 


dan pekerjaan di daerah tersebut (Stynes, Propst, 
Chang & Sun, 2000). Adanya kegiatan wisata bahari 
di Kabola akan menimbulkan dampak terhadap 
masyarakat sekitar. Dampak yang muncul dari 
suatu kegiatan wisata, yaitu munculnya dampak 
ekonomi. Dampak ekonomi tersebut dapat bersifat 
positif dan negatif. Dampak positif yang muncul dari 
adanya dampak ekonomi dapat bersifat langsung 
(direct). Selain dampak positif langsung yang 
muncul, ada dampak lain yang akan timbul, seperti 
dampak tidak langsung (indirect impact). Dampak 
tidak langsung berupa aktivitas ekonomi lokal dari 
suatu pembelanjaan unit usaha penerima dampak 
langsung dan dampak lanjutan (induced impact). 
Dampak lanjutan ini dapat diartikan sebagai 
aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan 
pendapatan masyarakat lokal. Dampak ekonomi 
yang ditimbulkan dari kegiatan wisata pada 
dasarnya dilihat dari keseluruhan pengeluaran 
wisatawan untuk akomodasi, konsumsi (baik 
konsumsi dari rumah maupun di lokasi wisata), 
biaya perjalanan ke lokasi wisata, pembelian 
souvenir, serta pengeluaran lainnya. Keseluruhan 
dari biaya pengeluaran wisatawan akan diestimasi 
dari jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan 
dengan rata-ratapengeluaran dalam satu kali 
kunjungan wisata. 


Dampak ekonomi langsung dari kegiatan 
wisata bahari yang ada di Kabola berasal dari 
aktivitas ekonomi yang terjadi antara wisatawan 
dengan masyarakat lokal yang memiliki unit usaha 
di lokasi wisata tersebut. Keberadaan unit usaha 
di suatu lokasi wisata membantu para wisatawan 
untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 
melakukan kegiatan wisata. Rata-rata pengeluaran 
wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata 
pantai di Kabola sebesar Rp461.771,-. Biaya 


is (Muawanah., et al) 


tersebut terdiri dari biaya bersih berupa pengeluaran 
wisatawan yang secara langsung masuk ke lokasi 
wisata selama berwisata antara lain digunakan 
untuk konsumsi di lokasi, penginapan, dan 
kebutuhan lainnya. Dampak ekonomi langsung 
yang diperoleh dari kegiatan wisatawan di Kabola 
sebesar Rp480.000.000 per tahun (Tabel 1). 


Dampak ekonomi tidak langsung (indirect 
impact) berasal dari pengeluaran pelaku usaha 
yang berada di Kabola, sedangkan proporsi 
pendapatan pelaku usaha saat weekday 
dibandingkan dengan weekend adalah 29%:71%. 
Sebagian besar pengeluaran unit usaha digunakan 
untuk biaya rumah tangga dan biaya operasional 
unit usaha, seperti untuk pembelian bahan baku, 
pemeliharaan alat, upah tenaga kerja, dan lainnya. 
Pada umumnya pelaku usaha tidak mengeluarkan 
biaya sewa (tempat usaha adalah milik pribadi). 
Untuk upah tenaga kerja memiliki proporsi paling 
besar yaitu sebanyak 36%, biaya pemeliharaan 
alat sebesar 25%, biaya operasional sebesar 15%, 
biaya rumah tangga sebesar 9%, biaya pembelian 
bahan baku sebesar 4%, dan retribusi/pajak 1%. 
Jumlah tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan 
wisata di Kabola masih minim yaitu 29 orang. 
Dampak ekonomi tidak langsung dapat dihitung 
melalui pendapatan yang diperoleh tenaga kerja 
lokal. Rata-rata pendapatan tenaga kerja perbulan 
sebesar Rp1.142.308,- per bulan. Total pendapatan 
yang paling tinggi adalah karyawan cafe sebesar 
Rp1.500.000,- per bulan baik sebagai security, 
kasir, maupun pelayan. Total pendapatan paling 
kecil adalah pedagang keliling dan pedagang 
kaki lima makanan sebesar Rp200.000-400.000 
per bulan. Dampak ekonomi tidak langsung yang 
diperoleh dari kegiatan wisatawan di Kabola 
sebesar Rp201.600.019 per tahun (Tabel 2). 


Tabel 1. Dampak Ekonomi Langsung Kegiatan Wisata di Kabola, Kabupaten Alor Tahun 2019. 
Tabel 1. Direct Economic Impacts of Tourism Activities in Kabola, Alor Regency in 2019. 


Jumlah Populasi/ 


Rata-rata Pendapatan 
(Rp/tahun/unit)IAverage 


Dampak Ekonomi 
Langsung (Rp)/ Direct 


Jenis Usaha/ Type of Business Total Pak Income (IDR/tahun/unit) Economic Impact (IDR) 
(b) (e=a*b) 

Warung kelontong/Grocery store 2 36,000,000 72,000,000 
PKL makanan/Street food vendors 8 18,000,000 144,000,000 
Sewa Alat Selam/Scuba Dive 3 12,000,000 36,000,000 
equipment rental 

Jasa usaha wisata lokal/Local travel 1 18,000,000 18,000,000 
business services 

Pedagang keliling/Peddler 18,000,000 90,000,000 
Unit usaha campuran/Mix business unit 24,000,000 180,000,000 
Jumlah/tahun (c) /Totallyear (c) 540,000,000 
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Tabel 2. Dampak Ekonomi Tidak Langsung Kegiatan Wisata di Kabola, Kabupaten Alor Tahun 2019. 
Table 2. Indirect Economic Impacts of Tourism Activities in Kabola, Alor Regency in 2019. 


Jenis Usaha/ Type of Business PPTK PDTK PNUU DETL 

Warung kelontong/Grocery store 2 12,000,000 2,400,000 19,200,000 
PKL makanan/Street food vendors 5 6,000,000 1,200,000 7,200,005 
Sewa alat /Equipment rental 3 7,200,000 2,400,000 9,600,003 
Jasa usaha wisata/Travel business service 1 8,400,000 2,400,000 10,800,001 
Pedagang keliling/Peddler 5 6,000,000 2,400,000 8,400,005 
Unit usaha campuran/Mix business unit 5 6,000,000 2,400,000 8,400,005 
Total (A) 63,600,019 
Tenaga kerja/ Labor 

Warung makan/Restaurant 2 24,000,000 9,000,000 30,000,000 
Petugas kebersihan/Cleaning service 2 24,000,000 6,000,000 36,000,000 
Jasa usaha wisata/Travel business service 3 24,000,000 6,000,000 54,000,000 
Penjaga toilet/Toilet guards 1 24,000,000 6,000,000 18,000,000 
Total (B) 138,000,000 
Keseluruhan (A+B)/ Total (A + B) 201,600,019 

Keterangan/Remarks: 


PPTK : Populasi tenaga kerja (orang)/ Labor population (people) 


PDTK : Pendapatan tenaga kerja (Rp/tahun)/ Labor income (IDR/year) 
PNUU : Pengeluaran unit usaha di kawasan wisata (Rp/tahun)/ Expenditures of business units in tourist areas (IDR/ year) 


DETL : Dampak ekonomi tidak langsung / Indirect economic impact 


Dampak ekonomi lanjutan (induced impact) 
merupakan dampak ekonomi yang diperoleh 
berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan 
oleh tenaga kerja lokal yang berada di kawasan 
wisata Kabola. Menurut Putra, Wijayanti, & 
Prasetyo (2019) dampak lanjutan yaitu perubahan 
dalam kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari 
pengeluaran rumah tangga dari pendapatan 
yang diperoleh baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Jenis pengeluaran yang 
dikeluarkan tenaga kerja lokal antara lain 
digunakan untuk biaya konsumsi, biaya sekolah 
anak, biaya listrik, biaya kebutuhan sehari-hari, 
biaya transportasi, biaya barang tahan lama, biaya 
beli pakaian, biaya kesehatan, dan biaya lainnya. 
Sebagian besar pengeluaran tenaga kerja lokal 


sebesar 79%, dan non pangan sebesar 21%. 
Dampak lanjutan melihat pengeluaran tenaga 
kerja yang dibelanjakan di unit usaha yang berada 
di Kabola. Dampak lanjutan dari pengeluaran 
tenaga kerja ini akan diterima oleh unit usaha 
dan sebagian pendapatan yang diterima unit 
usaha digunakan untuk membeli bahan baku. 
Dampak lanjutan berupa pengeluaran tenaga 
kerja lokal yang kembali berputar di tingkat 
ekonomi lokal. Sebagian besar pendapatan yang 
mereka dapatkan, mereka belanjakan di unit-unit 
usaha, seperti, kios warung dan warung makan 
guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 
konsumsi. Secara tidak langsung unit usaha yang 
berada di Kabola selain menerima pendapatan 
dari pengeluaran wisatawan yang datang, unit 


di di kawasan wisata Kabola digunakan untuk usaha inipun menerima pendapatan dari 
biaya kebutuhan sehari-hari (pengeluaran pangan) pengeluaran tenaga kerja. 
Tabel 3. Dampak Ekonomi Lanjutan Kegiatan Wisata di Kabola, Kabupaten Alor Tahun 2019. 
Table 3. Induced Economic Impacts of Tourism Activities in Kabola, Alor Regency in 2019. 
Tenaga kerja/ labor JTKL TPTK PPKW DMEL 

Warung makan/Restaurant 2 9,000,000 37.50% 6,750,000 
Petugas kebersihan/Cleaning service 5 6,000,000 25.00% 7,500,000 
Jasa usaha wisata/ Travel business services 3 6,000,000 25.00% 4,500,000 
Penjaga toilet/ Toilet guards 1 6,000,000 25.00% 1,500,000 

Total Per Tahun/ Total Per Year 20,250,000 


Keterangan/Remarks: 
JTKL: 


Jumlah tenaga kerja lokal (orang)/Number of local labor (people) 


TPTK : Total pengeluaran tenaga kerja (Rp/tahun) Total labor expenditure (IDR/year) 
PPKW : Proporsi Pengeluaran di Kawasan wisata (%)/Proportion of expenditures in tourist areas (%) 
DMEL : Dampak ekonomi lanjutan (Rp) (JTKL*TPTK*PPKW)/ Induced economic Impacts (IDR) 
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Secara umum, seluruh keperluan atau 
kebutuhan tenaga kerja didapat dari dalam lokasi 
Kabola dan Kalabahi. Oleh karena itu, jika dilihat 
dari sumber daya alamnya Kabola memiliki sumber 
daya alam yang masih mencukupi karena hampir 
seluruh kebutuhan dan keperluannya ada di dalam 
daerah. Dampak ekonomi lanjutan kegiatan wisata 
bahari di Kabola sebesar Rp20.250.000 per tahun 
dapat dilihat pada Tabel 3. 


Nilai Efek Pengganda (Multiplier Effect) 


Dampak ekonomi dari pengeluaran 
wisatawan yang terjadi di Kabola dapat diukur 
dengan menggunakan nilai efek pengganda atau 
multiplier effect dari aliran uang yang terjadi. Efek 
pengganda dapat dilihat dari jumlah pengeluaran 
wisatawan selama melakukan wisata di Kabola. 
Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai 
Keynesian Income Multiplier sebesar 1,72 yang 
artinya setiap terjadi peningkatan pengeluaran 
wisatawan sebesar 1 rupiah, maka akan berdampak 
terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja 
dan para pemilik unit usaha di lokasi wisata diduga 
sebesar 1,72 rupiah dapat dilihat pada Tabel 4. 


Nilai Ratio Income Multiplier Tipe | yang 
telah didapatkan sebesar 1,04 yang artinya apabila 
terjadi peningkatan sebesar 1 rupiah terhadap 
pemilik unit usaha, maka akan berdampak 
terhadap peningkatan pendapatan tenaga 
kerja lokal diduga sebesar 1,04 rupiah (berupa 


Pads (Muawanah., et al) 


pendapatan bersih unit usaha dan upah tenaga 
kerja), selanjutnya nilai yang diperoleh dari Ratio 
Income Multiplier Tipe Il sebesar 1,08 yang 
artinya apabila terjadi peningkatan sebesar 1 
rupiah terhadap pendapatan pemilik unit usaha, 
maka akan berdampak terhadap peningkatan 
pada dampak langsung, tidak langsung, dan 
lanjutan (berupa pendapatan pemilik unit usaha, 
tenaga kerja,serta pengeluaran untuk konsumsi 
di tingkat lokal) yang diduga sebesar 1,08 rupiah. 
Arti dari nilai RIM tersebut juga diungkapkan oleh 
Saiful, Hesti & Muhammad, 2019 dalam 
penelitiannya tentang dampak ekonomi dari wisata 
bahari Pantai Jangka, Bireuen, Aceh. 


Dampak ekonomi ini sedikit lebih rendah 
dibanding kegiatan ekowisata lain seperti 
Ekowisata Hiu Paus di Gorontalo (Wolok, 
2016) dan wisata bahari di Kepulauan Seribu 
(Aryunda, 2011), serta wisata bahari di Pulau 
Tidung (Dritasto & Anggaeni, 2013). Dampak 
ekonomi seperti wisata bahari di daerah lain 
seperti di Aceh dalam penelitian (Saiful et al., 
2019) juga menunjukkan nilai RIM dan KIM >1 
yang artinya kegiatan wisata bahari tersebut 
memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat 
setempat. Ekowisata Hiu paus di Gorontalo 
mencapai nilai Rasio Income Multiplier effect type 
II sebesar 1,97. Hal ini dikarenakan ekowisata 
Hiu Paus sudah lama dan lebih berkembang 
dibandingkan ekowisata Dugong di Alor. 


Tabel 4. Nilai Pengganda dari Arus Perputaran Uang di Kabola, Kabupaten Alor Tahun 2019. 
Table 4. Multiplier Effect of the Money Circulation in Alor Regency in 2019. 


No. Kriteria/Criteria Multiplier 


Nilai (Rp)/ 


Value (IDR) Keterangan/Remaks 


1. Pengeluaran wisata di lokasi wisata per tahun (E)/ 
Tourism expenses at tourist sites per year 

2. Dampak langsung pertahun (D)/ direct impact per 
year 

3. Dampak tidak langsung per tahun (N)/ indirect 
impact per year 


4. Dampak lanjutan per tahun (U)/ induced impact per 


year 
5. Keynensian Income Multiplier ((D+N+U)/E) 


6. Ratio Income Multiplier Tipe | (D+N/D) 


3,600,000,000 
5,760,000,000 
201,600,019 
243,000,000 


1.72 Dampak ekonomi yang terjadi 
dikatakan telah memberikan 
dampak ekonomi terhadap 
kegiatan wisata karena nilai 
Keynesian income multiplier, 
Ratio Income Multiplier Tipe | 
dan Ratio Income Multiplier Tipe 
ll adalah lebih besar atau sama 
dengan satu (21) 

1.04 


7 Ratio Income Multiplier Tipe II (D+N+U/D) 


1.08 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak 
ekonomi langsung yang diperoleh dari kegiatan 
wisatawan di Kabola sebesar Rp480.000.000 
per tahun dan dampak ekonomi tidak langsung 
yang diperoleh dari kegiatan wisatawan di Kabola 
sebesar Rp201.600.019 per tahun, serta dampak 
ekonomi lanjutan kegiatan wisata bahari di Kabola 
sebesar Rp20.250.000 per tahun. Berdasarkan 
hasil analisis didapatkan nilai Keynesian Income 
Multiplier sebesar 1,72 yang artinya setiap terjadi 
peningkatan pengeluaran wisatawan sebesar 
1 rupiah, maka akan berdampak terhadap 
peningkatan pendapatan tenaga kerja dan para 
pemilik unit usaha di lokasi wisata diduga sebesar 
1,72 rupiah dan nilai Ratio Income Multiplier Tipe 
| sebesar 1,04 serta nilai Ratio Income Multiplier 
Tipe ll sebesar 1,08, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan wisata yang ada di Kabupaten 
Alor memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat 
Kabupaten Alor. 


Multiplier Income ekowisata di Alor cukup 
tinggi walaupun secara magnitude jumlah wisata 
tidak sebanyak wisatawan di tempat lain seperti 
Bali dan Lombok. Saat ini, pemasaran ekowisata 
di Alor sudah dibantu oleh jaringan agen-agen tour 
dan keberadaan Lembaga Swadaya Masyarat 
(LSM) yang membantu konservasi alam di Alor 
seperti WWF Indonesia. 


Rekomendasi Kebijakan 


Semakin lama wisatawan menghabiskan 
waktu untuk berwisata, maka akan semakin banyak 
transaksi ekonomi yang dilakukan di daerah tersebut 
dan perputaran uang akan menjadi lebih lama, 
sehingga dampak ekonomi yang didapat dari nilai 
RIM dan KIM juga akan meningkat. Oleh sebab itu, 
perlu adanya peningkatan fasilitas wisata seperti 
tour package yang tidak hanya menyediakan paket 
wisata saja namun juga menawarkan paket edukasi 
untuk anak-anak yang sedang libur sekolah. Hal 
ini dapat berbentuk camping, atau sekolah alam 
dalam jangka waktu yang lebih lama. 


Sertifikasi dan training terhadap para pelaku 
usaha kegiatan wisata seperti tour guide, koki 
restoran, dan lain-lain penting untuk dilakukan 
untuk meningkatkan nilai tambah servis yang 
dihasilkan dan akhirnya peningkatan nilai dampak 
ekonomi dan multiplier effect dari kegiatan wisata 
bahari di Kabupaten Alor. 
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Diversifikasi tempat ekowisata di Alor juga 
perlu dilakukan untuk meningkatkan length of stay 
dari para wisatawan dan peningkatan dampak 
ekonomi ke masyarakat lokal. Hal ini dapat 
dilakukan melalui pemasaran dalam bentuk tour 
package maupun pengenalan tempat-tempat baru 
sewaktu acara ALOR EXPO yang digelar tiap tahun 
oleh Pemerintah Kabupaten Alor. 
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ABSTRAK 


Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan 
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di dalam kawasan maupun daerah 
sekitarnya. Masyarakat Desa Kedungrejo dan Tembokrejo mayoritas bekerja pada sektor perikanan, 
sehingga diasumsikan memiliki dampak langsung dari kebijakan minapolitan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Muncar sebelum dan 
sesudah adanya program minapolitan serta mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan 
kondisi sosial ekonomi tersebut. Penelitian dilakukan pada 23 hingga 27 September 2018 dengan 
menggunakan metode kualitatif dari hasil wawancara terhadap beberapa pelaku industri, perangkat 
desa, kepala TPI, dan beberapa nelayan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kegiatan perindustrian dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan perikanan 
sudah ada sejak tahun 1990-an. Aspek sumberdaya manusia dari segi pendidikan tidak mempengaruhi 
perkembangan tingkat produksi ikan, sehingga dengan ditetapkannya Kecamatan Muncar sebagai 
kawasan minapolitan tidak memberikan pengaruh secara signifikan baik kepada kondisi sosial-ekonomi 
maupun kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi yang perlu diterapkan untuk pengembangan program 
minapolitan di Kecamatan Muncar dapat dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia seperti 
penetapan sekolah yang berisi pembelajaran mengenai perikanan dan kelautan, serta peningkatan 
infrastruktur pendukung. Kedua aspek tersebut perlu ditunjang oleh aspek komitmen daerah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. 


Kata Kunci: Perubahan kondisi sosial-ekonomi: kesejahteraan masyarakat, tingkat produksi 
ikan, minapolitan; Kecamatan Muncar 


ABSTRACT 


Muncar Subdistrict was designated as a Minapolitan area to improve the welfare of the 
community both within and surrounding areas. lt is assumed that Minapolitan policy gives a direct impact 
on the major livelihood of Kedungrejo and Tambakrejo people in fisheries sector. This study aims to 
measure the social and economic changes of Muncar community before and after the Minapolitan 
program as well as to measure the level of the community welfare based on these socio-economic 
conditions. The study was conducted on 23 to 27 September 2018 based on interviews with industry 
players, village officials, heads of fish markets and fishers. Data were analyzed using descriptive 
qualitative method. The results showed that fisheries industry and its facilities have been existed since 
1990s. The education level of its community does not affect the fish production. It means that Minapolitan 
program has not given significant impact to the socio-economic condition and community welfare. It is 
recommended to improve the capacity of community through learning material at school concerning 
fisheries management and marine affairs as well as to increase the supporting infrastructure. These two 
aspects should be encouraged by regional commitment based on Regulation of Minister of Marine Affairs 
and No: PER. 12/MEN/2010 regarding Minapolitan. 


Keywords: changes in socio-economic conditions; fish production's level; minapolitan; Muncar 
subdistrict; public welfare 
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PENDAHULUAN 


Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki wilayah perairan lebih luas dibandingkan 
dengan wilayah daratannya, yaitu sekitar 70% 
atau kurang lebih 5,3 juta km? (Susmiyati, Hairan 
& Asbudi, 2013; Munaf & Windari, 2015). Kondisi 
geografis tersebut mendukung perairan Indonesia 
sebagai negara dengan potensi sumber daya laut 
yang melimpah untuk dimanfaatkan, salah satunya 
sumber daya perikanan. Perikanan berkontribusi 
dalam pertumbuhan ekonomi negara, seperti 
memiliki peranan penting dalam sumber devisa 
negara, penyokong penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), ataupun berperan dalam 
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). 
Subsektor perikanan pada tahun 2016 berkontribusi 
19 persen dalam PDB dan berada pada peringkat 
ketiga terbesar dalam PDB untuk lapangan usaha 
pertanian, kehutanan, dan perikanan (Badan Pusat 
Statistik, 2017b). 


Salah satu kebijakan pemerintah yang 
diimplementasikan untuk memanfaatkan potensi 
perikanan dan kelautan secara optimal untuk 
mencapai kesejahteraan nelayan (nelayan budidaya 
dan nelayan penangkap ikan) di berbagai daerah, 
yaitu berupa pengembangan kawasan minapolitan 
(Kamuli, 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, 
minapolitan merupakan konsepsi pembangunan 
ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan 
yang mengusung prinsip terintegrasi, efisien, 
berkualitas, dan percepatan. Adanya kebijakan atau 
program minapolitan yang merupakan pilihan dan 
tanggung jawab pemerintah, diharapkan mampu 
memberdayakan masyarakat baik secara individu 
maupun kelompok, menyokong roda perekonomian, 
terutama dalam bidang perikanan, memberdayakan 
masyarakat terutama masyarakat nelayan untuk 
mengurangi kemiskinan, dan menjadi salah satu 
sarana untuk menjaga kelestarian sumber daya 
laut (Kamuli, 2014). 


Konsep dari Minapolitan harus dilaksanakan 
sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk 
meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas 
untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan 
ekonomi daerah.Sumber daya sektor perikanan 
memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama 
perekonomian nasional, akan tetapi pengelolaannya 
yang belum maksimal menjadikan potensi tersebut 
belum dapat secara optimal dimanfaatkan sebagai 
penggerak perekonomian nasional. Orientasi 
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pembangunan dari daratan kelautan perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut agar dapat mendukung 
terlaksananya konsep Minapolitan (Agustine, 
2017).Perubahan orientasi pembangunan yang 
masih cenderung pada pembangunan daratan 
ke pembangunan sektor kelautan perlu dilakukan 
untuk menguatkan peran sektor kelautan dan 
perikanan sebagai penggerak dari pertumbuhan 
perekonomian nasional (Salim, 2013). 


Kawasan minapolitan yang saat ini 
dikembangkan salah satunya berada di 
Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar yang 
dikhususkan sebagai kawasan pengembangan 
zona inti minapolitan (Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012). Kecamatan 
Muncar memiliki Pelabuhan Perikanan Pantai 
(PPP) yang menjadi pelabuhan perikanan tangkap 
terbesar kedua di Indonesia (setelah Bagansiapiapi) 
dan terbesar di Jawa Timur (Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, 2017). 
Penetapan Kecamatan Muncar sebagai kawasan 
minapolitan diharapkan mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. 
Kondisi nelayan yang tercermin melalui 
masyarakat pesisir merupakan hal mendasar 
dalam memanfaatkan potensi perikanan (Kamuli, 
2014). Oleh karena itu, kondisi sosial ekonomi 
masyarakat berperan penting sebagai salah 
satu indikator keberhasilan program minapolitan, 
terutama di Kecamatan Muncar yang ditetapkan 
sebagai kawasan minapolitan sejak tahun 2012. 


Penetapan Kecamatan Muncar sebagai 
kawasan  minapolitan diasumsikan mampu 
memberikan perubahan positif bagi pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 
Muncar, khususnya bagi Desa Kedungrejo dan 
Desa Tembokrejo sebagai daerah penelitian yang 
dianggap menjadi daerah yang mengalami dampak 
signifikan terhadap penetapan kawasan minapolitan. 
Hal tersebut dikarenakan kedua daerah tersebut 
memiliki penduduk yang mayoritas bekerja di sektor 
perikanan. Dengan demikian, perlu dilakukannya 
penelitian mengenai dampak penetapan kawasan 
minapolitan terhadap kesejahteraan masyarakat 
yang dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi 
di Kecamatan Muncar (Desa Kedungrejo dan 
Desa Tembokrejo). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perubahan kondisi sosial dan 
ekonomi masyarakat Kecamatan Muncar sebelum 
dan sesudah adanya program minapolitan serta 
mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat 
Kecamatan Muncar berdasarkan kondisi sosial 
ekonomi tersebut. 
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METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan pada 23 hingga 27 
September 2018 di Desa Tegalrejo dan Kedungrejo, 
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, 
Jawa Timur (Gambar 1). Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2017), 
33% pekerjaan utama di Desa Kedungrejo dan 
40% pekerjaan utama di Desa Tembokrejo berada 
di sektor perikanan. Berdasarkan data tersebut, 
diketahui bahwa Desa Kedungrejo dan Desa 
Tembokrejo merupakan desa dengan pekerjaan 
pada sektor perikanan terbesar di Kecamatan 
Muncar. Desa Kedungrejo telah dikenal sebagai 
kawasan industri perikanan sebelum ditetapkannya 
Kecamatan Muncar sebagai Kawasan Minapolitan, 
sementara Desa Tembokrejo dipilih karena 
sebagian besar penduduk di desa ini bekerja 
sebagai nelayan dan bekerja dalam industri rumah 
tangga pengolahan ikan hasil tangkap. 
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Gambar 1. Peta Daerah Kajian (Desa Tembokrejo 
dan Desa Kedungrejo). 

Figure 1. Map of Research Area (Tembokrejo 
and Kedungrejo Village). 


Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018/ 
Source:Geospatial Information Agency BIG), 2018 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Desain penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif menurut Ibrahim (2015) untuk mengetahui 
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang 
terlibat langsung dalam kegiatan perikanan, 
selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif.Jenis data yang digunakan 
yaitu data sekunder.Penelitian ini mengkaji 
tentang kesejahteraan masyarakat yang berada 
pada kawasan minapolitan. Sementara konsep 
kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu dari Badan Pusat Statistik (2015) yang 
meliputi berbagai aspek. Aspek yang digunakan 
untuk menentukan kesejahteraan masyarakat 
Desa Tembokrejo dan Desa Kedungrejo dalam 
penelitian ini adalah aspek sosial dan ekonomi 
sebagai indikator untuk mengetahui dampak dari 
adanya program minapolitan. Aspek sosial yang 
digunakan diantaranya adalah tingkat pendidikan 
nelayan dan buruh pabrik, sedangkan aspek 
ekonomi yang digunakan diantaranya adalah 
sarana dan prasarana seperti pasar ikan dan 
industri, pendapatan, serta penyerapan tenaga 
kerja dari kegiatan perikanan di lokasi kajian. 


Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan eksplorasi melalui wawancara mendalam 
(in depth interview) yang menyesuaikan panduan 
oleh Ibrahim (2015), pada beberapa pihak 
meliputi Kepala Seksi Operasional Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Pelabuhan dan Pengelolaan 
Sumber daya Kelautan dan Perikanan Muncar, 
perangkat Desa  Tembokrejo dan Desa 
Kedungrejo, kepala Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) Brak Kalimoro di Kedungrejo dan kepala 
TPI Satelit di Tembokrejo, pelaku industri 
perikanan, dan nelayan setempat. Sarana dan 
prasarana dalam kegiatan perikanan. Pertanyaan 
umum dalam wawancara meliputi pengetahuan 
tentang minapolitan dan perbedaan sebelum 
dan sesudah adanya minapolitan, kendala dalam 
perikanan, siapa saja pelaku dalam perikanan, 
serta keterlibatan pemerintah dalam mengenalkan 
minapolitan ditanyakan kepada semua informan 
untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang 
yang berbeda. Sementara pertanyaan tambahan 
yang diajukan kepada pelaku perikanan adalah 
sebagai berikut. 


a). Buruh pabrik dan distributor ikan 
1. Jenis produksi pabrik 
2. Asal suplai ikan 
3. Tujuan lokasi pemasaran 
4. Modal 
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5. Tenaga kerja (asal, pendidikan, pendapatan) 
G. Limbah 


b). Nelayan 


1. Perbedaan produksi ikan 

Jenis ikan yang ditangkap 

Perbedaan harga ikan 

Tujuan penjualan ikan dan integrasi dengan 

industri setempat 

5. Ketercukupan 
nelayan 

6. Tingkat pendidikan dan asal nelayan 

7. Modal penangkapan ikan 


SPN 


pendapatan dari hasil 


Pengumpulan data sekunder juga dilakukan 
untuk mendukung analisis dari hasil wawancara 
yang telah dilakukan. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 


1. Data pekerjaan utama menurut sektor Desa 
Kedungrejo tahun 2015 


2. Data pekerjaan utama menurut sektor Desa 
Tembokrejo tahun 2015 


3. Data produksi ikan di Kecamatan Muncar 
tahun 2008-2015 


Metode Analisis 


Pengolahan data dilakukan dengan membuat 
transkrip wawancara mendalam ke dalam Microsoft 
Word. Analisis terhadap transkrip wawancara 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dan bersifat 
subjektif yang merujuk pada Bastian, Winardi, & 
Fatmawati (2018): sedangkan data sekunder diolah 
dengan membuattabel untuk mengetahui perubahan 
atau dinamika dari tahun ke tahun. Analisis kondisi 
sosial dan ekonomi dilakukan untuk mengetahui 
perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat perikanan di Desa Kedungrejo dan 
Desa Tembokrejo sebelum dan setelah penetapan 
Kawasan Minapolitan. Analisis kondisi sosial yang 
dibandingkan yaitu pada indikator pendidikan antar 
Desa Kedungrejo dan Desa Tembokrejo, sedangkan 
analisis kondisi ekonomi yang dibandingkan adalah 
indikator sarana prasarana, pendapatan per kapita, 
dan penyerapan tenaga kerja di Desa Kedungrejo 
dan Desa Tembokrejo. Kesejahteraan masyarakat 
dilihat dari indikator-indikator yang diturunkan dari 
aspek sosial-ekonomi di Desa Kedungrejo dan 
Tembokrejo. Pengambilan kesimpulan dari transkrip 
dengan mengacu pada Bastian et al. (2018). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kesejahteraan masyarakat menurut Badan 
Pusat Statistik (2017a) dapat ditinjau dari berbagai 
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indikator, diantaranya diturunkan dari aspek sosial 
dan ekonomi masyarakat. Program minapolitan 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir melalui upaya meningkatkan 
produksi perikanan, produktivitas kerja masyarakat 
nelayan salah satunya dengan pemberian asuransi 
keselamatan kerja, kualitas kesejahteraan 
masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah. 
Contoh nyata program minapolitan yang telah 
diterapkan di Kawasan Minapolitan Muncar 
diantaranya adalah pembangunan pelabuhan 
pendaratan ikan (PPI) di Desa Kedungrejo 
pada 2012. Akan tetapi, fasilitas tersebut tidak 
diiringi dengan peningkatan fasilitas lain yang 
mendukung program minapolitan, seperti 
peningkatan kualitas kapal atau pengadaan alat 
tangkap ikan yang memadai. Kondisi tersebut 
merupakan salah satu akibat tidak efektifnya 
program minapolitan yang diterapkan di Kawasan 
Minapolitan Muncar. 


Aspek Sosial Masyarakat 


Program Minapolitan merupakan kegiatan 
yang kompleks dan tidak hanya terfokus pada 
usaha kegiatan perikanan, namun aspek sosial 
masyarakat juga perlu diperhatikan sebagai salah 
satu pemegang kendali aktivitas minapolitan. 
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 
beberapa informan baik di Desa Tembokrejo 
maupun Desa Kedungrejo, masyarakat yang 
bekerja sebagai buruh pabrik sebagian besar 
merupakan tamatan SLTA sederajat. Hal tersebut 
karena pabrik membutuhkan sumber daya 
manusia yang mempunyai skill tertentu sehingga 
buruh dengan pendidikan yang tinggi dianggap 
lebih mempunyai skill yang mumpuni daripada 
yang berpendidikan rendah. Sementara itu, 
masyarakat yang bermatapencaharian sebagai 
nelayan cenderung hanya tamatan SD hingga 
SLTP sederajat, bahkan ada yang tidak 
mengenyam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan 
adanya tradisi keluarga yang lebih memilih bekerja 
menjadi nelayan daripada bersekolah karena 
dapat menghasilkan uang dan bisa langsung 
membantu perekonomian keluarga. Sejalan 
dengan penelitian Wiratama (2016) yang 
memaparkan bahwa bagi masyarakat desa yang 
penting seorang anak mempunyai kemampuan 
bertani atau bersawah dan berkebun. Pola 
pemikiran tersebut perlu mendapat perhatian 
karena apabila terus berlanjut maka tingkat 
pendidikan keluarga nelayan tidak akan meningkat. 
Kondisi dari tingkat pendidikan penduduk Desa 
Tembokrejo disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tembokrejo Tahun 2012-2017. 
Table 1. Education Level of Tembokrejo Village in 2012-2017. 


Tahun/Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Tamat SD/Graduated from 4.283 14.116 4.283 6.582 3.629 6.311 
Elementary School 
Tamat SMP/Graduated from Junior 8.770 5.128 8.770 6.582 6.582 6.432 
High School 
Tamat SMA/Graduated from Senior 6.647 3.078 6.647 7.831 5.831 8.917 


High School 


Sumber: Profil Desa Tembokrejo, 2018/Source: Village Profile of Tembokrejo, 2018 


Struktur sosial nelayan yang diketahui 
berdasarkan hasil wawancara serta sejalan 
dengan penelitian Saleha (2013) yaitu nelayan 
diklasifikasikan menjadi nelayan pemilik kapal dan 
nelayan buruh (pekerja). Nelayan pemilik kapal 
sebagai strata pertama merupakan nelayan yang 
mempunyai kepemilikan aset berupa kapal dan 
peralatan tangkap, tetapi umumnya membutuhkan 
pinjaman modal karena tidak cukup kebutuhan 
finansialnya untuk melakukan operasional melaut. 
Pinjaman modal didapatkan dari Koperasi Unit 
Desa (KUD) yang ada di Muncar. Nelayan buruh 
sebagai strata kedua merupakan nelayan yang ikut 
bekerja pada nelayan pemilik kapal. Nelayan buruh 
hanya memiliki modal tenaga, namun tidak memiliki 
modal dari segi finansial, alat tangkap ikan ataupun 
kapal. Apabila telah selesai melaut, nelayan pemilik 
kapal dan nelayan buruh akan melakukan proses 
pembagian hasil tangkapan sesuai kesepakatan. 


Pola kerja atau aktivitas penangkapan 
rata-rata dilakukan dengan cara bermalam 3-5 
hari di laut, meskipun ada sebagian nelayan 
yang hanya melaut dalam satu hari. Pembagian 
hasil berbanding lurus dengan pola kerja, karena 
penghasilan akan didapatkan sesuai dengan 
aktivitas penangkapan ikan. Intensitas ikan yang 
didapat akan lebih besar apabila penangkapan 
ikan lebih sering, meskipun sumberdaya yang ada 
penuh dengan ketidakpastian. 


Tingkat pendidikan nelayan yang rendah 
berpengaruh terhadap penerimaan program- 
program yang diimplementasikan oleh pemerintah. 
Hasil wawancara dengan salah satu anak ketua 
kelompok nelayan di Desa Kedungrejo menyatakan 
bahwa masih banyak nelayan yang tidak 
menjalankan program-program yang diarahkan 
oleh pemerintah karena ketidakpahaman nelayan 
mengenai program-program tersebut, salah 
satunya program Minapolitan yang dicanangkan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 


Indonesia. Salah satu kondisi nyata yang ditemukan 
di lapangan, yaitu kegiatan pembangunan dan 
pengembangan kawasan Minapolitan Muncar 
yang dianggap masih di bawah target. Sebagian 
besar masyarakat nelayan hanya mengandalkan 
sosialisasi-sosialisasi dari pemerintah tanpa 
adanya inovasi yang ingin dikembangkan untuk 
meningkatkan produktivitas aktivitas minapolitan. 


Struktur sosial yang ada pada kelompok 
nelayan Muncar bersifat struktur sosial terbuka. 
Struktur sosial terbuka memungkinkan terjadinya 
mobilitas vertikal baik berupa naik maupun turun. 
Nelayan buruh naik strata sosialnya menjadi nelayan 
pemilik kapal karena modal telah mencukupi 
untuk membeli kapal sehingga beroperasi secara 
mandiri, ataupun nelayan pemilik kapal yang turun 
strata menjadi nelayan buruh karena asetnya 
dijual. Budaya statis seperti nelayan buruh akan 
terus menjadi nelayan buruh, atau nelayan pemilik 
kapal akan selalu menjadi nelayan pemilik kapal, 
tidak terjadi di Kecamatan Muncar karena struktur 
sosial bersifat fleksibel dalam memberikan ruang 
gerak bagi mobilitas nelayan yang berakitivitas. 


Berdasarkan hasil observasi di lapangan 
dapat diketahui bahwa adanya program minapolitan 
belum memberikan dampak positif yang nyata 
terhadap tingkat pendidikan masyarakat Desa 
Kedungrejo dan Desa Tembokrejo. Kondisi 
sebelum adanya minapolitan maupun setelah 
adanya minapolitan, tingkat pendidikan masyarakat 
tidak banyak berubah. Kondisi yang demikian 
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah 
untuk terus memberikan sosialisasi mengenai 
pentingnya pendidikan atau pembuatan sekolah 
yang berbasis pengetahuan ilmu manajemen 
perikanan dan kelautan agar setelah lulus dari 
sekolah menengah atau sekolah kejuruan dapat 
diaplikasikan langsung saat melaut. Tingkat 
pendidikan mampu menjadi akselerator dalam 
berjalannya program minapolitan karena dengan 
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pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam bekerja sehingga 
produktivitas meningkat dan pada akhirnya program 
minapolitan dapat berjalan dengan baik. 


1. Aspek Ekonomi Masyarakat Sarana dan 
Prasarana 


Sarana dan prasarana berupa industri 
pengolahan dan pasar ikan atau Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) yang ada di Desa Kedungrejo dan Desa 
Tembokrejo. Desa Kedungrejo memiliki satu TPI, 
yaitu TPI Brak Kalimoro (Gambar 2), sedangkan 
Desa Tambakrejo memiliki satu TPI juga, yaitu 
TPI Satelit (Gambar 3). TPI yang ada di lokasi 
kajian telah ada sejak era 1990-an, sehingga 
menunjukkan bahwa sarana dan prasarana telah 
ada jauh sebelum adanya program minapolitan 
yang dimulai pada tahun 2013. Fasilitas-fasilitas 
lain yang menunjang kegiatan perikanan seperti 
rumah sewa untuk pengolahan ikan kering, 
freezer, timbangan, box, dan alat tangkap ikan 
telah diberikan oleh pemerintah sebelum adanya 
program  minapolitan. Keberadaan industri 
pengolahan ikan juga sudah ada sebelum adanya 
program Minapolitan diterapkan. 


Gambar2. TPI Brak, Kalimoro, Desa Kedungrejo. 
Figure 2. TPI Brak on Kalimoro, Kedungrejo 
Village. 


Kondisi sarana prasarana di Desa Kedungrejo 
dan Desa Tambakrejo sebelum dan sesudah 
kebijakan minapolitan tidak mengalami perubahan 
yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
bantuan pemerintah yang sudah ada dari sebelum 
adanya program minapolitan, seperti bantuan yang 
diusulkan melalui proposal. Dampak kebijakan 
minapolitan terhadap sarana prasarana di Desa 
Kedungrejo hanya terwujud dengan dibangunnya 
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa Kedungrejo 
pada tahun 2012. 


52 


A 


| uiy miii N 


— e = . ln 


Gambar 3. TPI Satelit Desa Tembokrejo. 
Figure 3. TPI Satelit on Tembokrejo Village. 


Pendapatan 


Pendapatan per kapita penduduk Desa 
Kedungrejo dan Tembokrejo pada tahun 2011 
hingga 2017 seperti pada Tabel 2 menunjukkan 
bahwa pendapatan per kapita Desa Tembokrejo 
cenderung konstan dan hanya mengalami kenaikan 
yang tidak signifikan pada tahun 2015. Sementara 
itu, pendapatan per kapita Desa Kedungrejo 
mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 
2013 dan penurunan yang cukup signifikan pada 
tahun 2017. Hal tersebut dapat menunjukkan Desa 
Kedungrejo sangat dipengaruhi oleh penetapan 
Kecamatan Muncar sebagai kawasan minapolitan 
pada tahun 2012. Adanya sistem regulasi yang 
baru dan ditetapkannya Muncar sebagai kawasan 
prioritas perikanan secara tidak langsung dapat 
berpengaruh terhadap supply chain ataupun 
kegiatan perekonimian yang meliputi proses 
produksi, konsumsi, dan distribusi. 


Pendapatan masyarakat di Desa Kedungrejo 
dan Tembokrejo dipengaruhi jenis pekerjaannya. 
Berdasarkan hasil wawancara, buruh pabrik memiliki 
pendapatan yang bergantung dengan banyaknya 
proses industri perikanan yang dikerjakan. Semakin 
sedikit ikan yang dapat dijadikan input, maka proses 
akan semakin jarang dan pendapatan akan semakin 
kecil. Sebaliknya, jika industri mendapatkan banyak 
input ikan, maka proses yang berlangsung akan 
semakin banyak dan pendapatan yang didapat 
buruh semakin besar. Sama halnya dengan buruh 
pabrik, pedagang ikan juga bergantung dengan 
banyaknya ikan yang didapat nelayan. Semakin 
banyak ikan maka pendapatan akan semakin besar, 
karena ikan yang dijual akan semakin banyak pula. 
Jika nelayan Muncar hanya mendapat sedikit ikan, 
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maka pedagang ikan mengambil ikan dari daerah 
lain dan membutuhkan modal yang lebih banyak. 
Maka dari itu, keuntungan pedagang ikan akan 
semakin kecil apabila ikan yang ditangkap nelayan 
Muncar semakin sedikit. Keterbatasan kemampuan 
modal usaha menjadi salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi kesejahteraan nelayan (Kusnadi, 
2002 dalam Rosni, 2017). Pendapatan nelayan 
juga sangat bergantung terhadap produksi ikan, 
menurunnya produksi ikan tangkap menyebabkan 


pendapatan, meskipun hanya pada Desa 
Kedungrejo. Peningkatan tersebut didukung 
oleh sarana prasarana yang berubah berupa 
penambahan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa 
Kedungrejo. 


Penyerapan Tenaga Kerja 


Tenaga kerja yang ada di Desa Kedungrejo 
dan Desa Tembokrejo dibagi menjadi buruh, 
nelayan, pedagang ikan, pengelola ikan asin 


pendapatan nelayan rendah. ataupun pemilik UMKM. Tenaga kerja yang ada 


di kedua desa ini tidak hanya berasal dari desa 
tersebut, melainkan terdapat pula banyak tenaga 
kerja yang berasal dari luar desa bahkan dari luar 
Kecamatan Muncar. Berdasarkan hasil wawancara, 
informan menyebutkan bahwa buruh pabrik yang 
datang untuk bekerja biasanya menunggu dipanggil 


Pendapatan per kapita Desa Kedungrejo 
pada tahun 2013 mengalami peningkatan 
secara ekstrim, yaitu dari Rp800,000.00 menjadi 
Rp5,750,000.00 per kapita. Penetapan kawasan 
minapolitan pada Kecamatan Muncar di tahun 
2012 menghasilkan dampak positif pada indicator 


Tabel 2. Pendapatan Per Kapita dari Sektor Perikanan di Desa Kedungrejo dan Desa Tembokrejo 
Tahun 2011-2017. 

Table 2. Per Capita Income of Fishery Sector in Kedungrejo Village and Tembokrejo Village in 
2011-2017. 


Pendapatan Perkapita Desa 
Kedungrejo/Per Capita Income of 
Kedungrejo Village 


Pendapatan Perkapita Desa 
Tembokrejo/Per Capita Income of 
Tembokrejo Village 


Tahun/Year 


2011 Rp800,000.00 Rp800,000.00 
2012 Rp800,000.00 Rp850,000.00 
2013 Rp5,750,000.00 Rp850,000.00 
2014 TA Rp850,000.00 
2015 TA Rp1,000,000.00 
2016 Rp5,750,000.00 Rp1,000,000.00 
2017 Rp2,100,000.00 Rp1,000,000.00 


Sumber: Profil Desa Kedungrejo dan Tembokrejo Tahun 2012-2018/ 
Source: Village Profile Kedungrejo and Tembokrejo Village in 2012-2018 


Tabel 3. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor (Perikanan). 
Table 3. Structure of Livelihoods by Sector (Fishery). 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
a. Desa Kedungrejo/ 
Kedungrejo Village 
1 Nelayan/Fisher's 6,392 6,392 11,057 TA TA 11,057 8,057 
2 Pemilik usaha perikanan/ 63 63 219 TA TA 219 219 
Owner of fisheries business 
3 Buruh usaha perikanan/ 6,329 6,329 4,448 TA TA 4,448 4,448 
Fisheries workers 
b. Desa Tembokrejo/ 
Tembokrejo Village 
1 Nelayan/Fisher's 4,095 16,170 16,170 3,785 4,000 4,000 4,000 
2 Pemilik usaha perikanan/ 375 4,899 4,899 1,157 1,540 1,540 1,540 
Owner of fisheries business 
3 Buruh usaha perikanan/ 7,000 11,271 11,271 2,413 12,500 12,500 12,500 


Fisheries workers 
Sumber: Profil Desa Kedungrejo dan Tembokrejo Tahun 2011-2017/ 
Source: Village Profile Kedungrejo and Tembokrejo Village in 2011-2017 
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oleh pabrik. Hal ini karena tidak setiap saat input 
ikan untuk produksi pabrik ada, sehingga apabila 
input ikan tersedia, maka buruh akan dipanggil 
untuk bekerja. Kondisi struktur mata pencaharian 
berdasarkan sektor perikanan di Desa Kedungrejo 
dan Tembokrejo dapat dilihat pada Tabel 3, 
sedangkan kondisi perikanan di pelabuhan dan 
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 
Muncar dapat dilihat pada Tabel 4. 


Adanya penurunan produksi ikan tangkap 
yang tentunya merugikan banyak pihak, terutama 
para nelayan dan industri. Penurunan produksi ikan 
menjadikan buruh pabrik banyak yang menganggur 
dikarenakan industri tersebut akan berhenti bekerja 
apabila input ikan kurang, sehingga banyak terjadi 
alih profesi terutama buruh pabrik menjadi buruh 
bangunan, petani bahkan merantau ke luar kota. 
Industri pengolahan sangat memerlukan ikan dalam 
jumlah yang banyak sebagai input dari produksi. 
Menurunnya jumlah produksi ikan dari Kecamatan 
Muncar membuat banyak industri menggunakan 
ikan impor sebagai input produksi. Hal tersebut 
turut memberikan kerugian bagi nelayan setempat 
yang tentunya tidak bisa memasok ikan bagi 
industri lagi. 


Dampak program minapolitan terhadap 
kesejahteraan masyarakat dalam segi penyerapan 
tenaga kerja juga belum memiliki dampak yang 
positif. Jumlah nelayan terus mengalami penurunan 
dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan 
tersebut berkaitan dengan jumlah produksi ikan 
yang terus menurun pula. Jumlah nelayan yang 
semakin menurun diakibatkan oleh musim paceklik. 
Musim panceklik yang berkepanjangan akibat 
perubahan iklim membuat nelayan kehilangan 
mata pencaharian. Angin dan gelombang tinggi 
yang tidak terprediksi sering menyebabkan nelayan 
tidak melaut. Buruknya iklim juga berpengaruh 
pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan 
sosial rumah tangga nelayan (Fatimah, Sunartomo, 
& Mustapit, 2014). 


Berdasarkan hasil tinjauan dari aspek sosial 
maupun ekonomi, dapat dikatakan bahwa adanya 


program minapolitan terhadap kesejahteraan 
masyarakat yang ditinjau dari berbagai indikator 
tersebut masih belum memberikan dampak yang 
positif. Hal ini karena, salah satu tujuan dari 
adanya program Minapolitan tidak terwujud karena 
produksi dan produktivitas perikanan tidak berhasil 
meningkat. Selain itu, salah satu karakteristik 
kawasan minapolitan adalah memberikan dampak 
positif bagi daerah sekitarnya, namun karakteristik 
tersebut belum terwujud secara konsisten karena 
banyak nelayan yang beralih profesi akibat 
berkurangnya produksi ikan. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada perubahan yang signifikan pada kondisi sosial 
dan kondisi ekonomi masyarakat Muncar antara 
sebelum dan setelah ditetapkannya Kecamatan 
Muncar sebagai Kawasan Minapolitan. Kondisi 
sosial dilihat dari pendidikan, tidak mengalami 
perubahan secara signifikan baik sebelum maupun 
sesudah minapolitan. Kondisi ekonomi dilihat dari 
sarana prasarana, pendapatan, dan penyerapan 
tenaga kerja. Sarana prasarana yang berubah 
hanya Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa 
Kedungrejo yaitu tepat sebelum adanya penetapan 
Kawasan Minapolitan, sedangkan industri tidak 
berubah secara signifikan karena sudah terbangun 
sejak tahun 1990-an. Pendapatan tidak menentu 
serta menurunnya produksi ikan, diikuti dengan 
jumlah nelayan yang semakin sedikit dan beralih 
profesi ke sektor lain. 


Kesejahteraan masyarakat dilihat dari 
indikator-indikator yang diturunkan dari aspek 
sosial-ekonomi di Desa Kedungrejo dan Tembokrejo 
masih belum dipengaruhi secara positif oleh adanya 
program Minapolitan. Hal ini menunjukkan bahwa 
program Minapolitan di Kecamatan Muncar sejak 
pertama kali diresmikan belum mencapai target 
untuk menyejahterakan masyarakat khususnya 
masyarakat yang bekerja pada sektor perikanan. 


Tabel 4. Data Perikanan di Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar 


Tahun 2008-2017. 


Table 4. Fisheries Data in Ports and Marine Resources and Fisheries of Muncar in 2008-2017. 


Mata Pencaharian 


2008 2009 2010 2011 


2012 2013 2014 2015 2016 2017 


Pedagang Ikan/Fish seller 109 111 102 


Pengelola Ikan Asin/Salted fish seller 53 24 


65 84 70 75 76 75 72 
52 47 45 45 45 34 52 


Sumber: Data UPT P2SKP Muncar, 2018/Source: Data from UPT P2SKP at Muncar, 2018 
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Rekomendasi Kebijakan 


Rekomendasi yang diperlukan untuk 
perbaikan dan pengembangan program 
minapolitan dapat dikonsentrasikan melalui tiga 
aspek, yaitu sumberdaya manusia, infrastruktur 
pendukung, dan komitmen daerah. Peningkatan 
sumberdaya manusia untuk mengembangkan 
program minapolitan dapat dilakukan dengan 
menerapkan sekolah perikanan. Sekolah perikanan 
mampu menjadi sebuah akselerator bagi pemuda 
di Kecamatan Muncar dalam meningkatkan 
kemampuan dan wawasan dalam bidang perikanan 
sebelum terlibat langsung dalam lingkungan 
kerja bidang perikanan di Kecamatan Muncar. 
Melalui sekolah perikanan, mampu membantu 
dalam mengembangkan program minapolitan di 
Kecamatan Muncar. 


Selain sumberdaya manusia, pengembangan 
program minapolitan juga perlu dilakukan melalui 
peningkatan infrastruktur pendukung. Infrastruktur 
pendukung yang mampu membantu dalam 
peningkatan produksi dan pengolahan ikan 
di Kecamatan Muncar, seperti pembangunan 
pelabuhan, rehabilitasi pasar, dan teknologi industri. 
Infrastruktur pendukung ini juga diharapkan mampu 
memperbaiki pengolahan komoditas unggulan di 
Kecamatan Muncar, yaitu ikan lemuru sehingga 
produksi yang dihasilkan juga akan meningkat dan 
memiliki kualitas yang baik. Fasilitas pendukung 
juga diharapkan mampu meningkatkan branding 
dan pemasaran dari hasil pengolahan komoditas 
unggulan. 


Komitmen daerah dapat diterapkan melalui 
peran pemerintah daerah yang perlu terlibat 
secara langsung dalam pengembangan program 
minapolitan di Kecamatan Muncar. Hal-hal yang 


perlu dilakukan adalah membuat kebijakan- 
kebijakan terkait pengembangan program 
minapolitan, sosialisasi kepada masyarakat, 


dan kegiatan lainnya yang pada akhirnya juga 
perlu melakukan proses monitoring dan evaluasi 
terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan 
sehingga program minapolitan di Kecamatan 
Muncar dapat terus berkembang dan berlangsung 
secara berkelanjutan. 
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ABSTRAK 


Ekspor merupakan salah satu parameter yang sangat penting untuk diperhatikan, agar suatu 
negara dapat mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonominya. Udang merupakan salah satu 
komoditas ekspor yang memiliki peranan penting dalam kontribusi ekonomi Indonesia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji kinerja ekspor komoditas udang Indonesia di Amerika Serikat tahun 2009- 
2017. Komoditas udang yang diteliti dikelompokkan lebih spesifik menjadi tiga jenis produk, yaitu 
udang beku, udang segar dan udang olahan. Metode analisis adalah Constant Market Share (CMS) 
digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 
tahun 2009 hingga tahun 2017 yang diperoleh dari United Nations Commodity Trade Statistics Division 
(UN Comtrade) dan International Trade Center (ITC:).Rata-rata pertumbuhan ekspor udang Indonesia 
secara umum lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekspor udang dunia. Kinerja ekspor udang 
beku lebih baik dibanding udang segar dan udang olahan, dilihat dari aspek efek komposisi produk dan 
dan efek daya saing, namun dari aspek efek distribusi udang beku dan udang segar kalah dibanding 
dengan udang olahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa udang beku Indonesia memiliki potensi yang 
sangat besar untuk dikembangkan, walaupun dari aspek distribusi masih lemah (ditunjukkan dengan 
nilai yang bertanda negatif). Hasil CMS menunjukkan bahwa ekspor udang Indonesia masih berfokus 
pada udang beku saja, dan kurang memprioritaskan udang segar dan udang olahan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi baik dari sisi produksi, distribusi dan mutu produk untuk 
meningkatkan kinerja produk terutama di udang segar maupun olahan. 


Kata Kunci: constant market share; kinerja ekspor; udang beku; udang segar; udang olahan 


ABSTRACT 


Export is an important sector to calculate the economic growth of the country. Shrimp is one of 
main commodity that gives significant contribution to Indonesia economic. The research was aimed 
at analyzing the export performance of Indonesian shrimp in the United States during 2009-2017. 
Specifically, the shrimps were grouped into three categories, frozen shrimp, fresh shrimp, and processed 
shrimp. Constant Market Share (CMS) approach was used in this study. This study used secondary 
data from 2009 to 2017 that were collected from the United Nations Commodity Trade Statistics Division 
(UN Comtrade) and International Trade Center (ITC). The average growth of Indonesia shrimp was 
higher than the average growth of the world shrimp exports. The result of CMS suggested that export 
performance of frozen shrimp was better than the fresh shrimp and processed shrimp based on product 
composition and competitiveness effect. However, processed shrimp was better than frozen shrimp 
and fresh shrimp in terms of distribution effect. The result showed that Indonesia shrimp exports were 
still focused only on frozen shrimp rather than fresh shrimp and processed shrimp. Frozen shrimp had 
a great potential of development despite of its poor distribution (negative value). This phenomenon 
suggested a necessary evaluation on the production, distribution, and product quality to improve the 
product performance especially on fresh shrimp and processed shrimp. 


Keywords: constant market share; export performance; frozen shrimp; fresh shrimp; processed 
shrimp 
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PENDAHULUAN 


Sektor perikanan telah memberikan 
kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia. 
Menurut Pusat Data, Statistik, dan Informasi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016) 
pada tahun 2014, sektor perikanan menyumbang 
sebesar 3,25 persen terhadap PDB nasional. 
Ekspor perikanan merupakan salah satu kegiatan 
ekonomi perikanan yang juga turut andil dalam 
kontribusi PDB. Udang merupakan komoditas 
unggulan ekspor perikanan yang memiliki peran 
penting di sektor perikanan. Indonesia sebagai 
salah satu negara eksportir utama udang dunia, 
juga diimbangi dengan produksi udang dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga 
Indonesia memiliki peluang yang besar untuk 
terus meningkatkan kinerja ekspornya. Udang 
merupakan salah satu komoditas ekspor andalan 
Indonesia yang berkontribusi dalam perolehan 
devisa, sehingga perkembangan ekspor udang 
Indonesia perlu dikaji lebih dalam agar di masa 
yang akan datang dapat menguasai permintaan 
pasar dunia, khususnya di Amerika Serikat yang 
merupakan pasar udang terbesar dunia. Komoditas 
udang yang biasa dipasarkan di pasar internasional 
berupa udang beku, segar dan diawetkan/olahan. 


Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(2018) memaparkan bahwa nilai ekspor udang 
Indonesia masih kalah dengan eksportir-eksportir 
udang lainnya, selain itu menurut data Food and 
Agriculture (FAO) (2018) bahwa volume ekspor 
udang Indonesia dari tahun 2016 ke tahun 2017 
mengalami penurunan sebesar -6,1 persen. 
Pertumbuhan volume ekspor udang Indonesia pada 
periode 2016-2017 masih jauh dari pertumbuhan 
volume ekspor negara-negara eksportir lainnya. 
Pada periode tersebut India menempati negara 
eksportir udang dengan pertumbuhan volume 
ekspor udang tertinggi yaitu 31,4 persen, disusul 
oleh Vietnam yakni sebesar 24,7 persen. Ekuador 
menempati posisi ketiga dengan pertumbuhan 
volume ekspor udang sebesar 18,0 persen, 
kemudian disusul Argentina dengan pertumbuhan 
sebesar 14,7 persen. China dan Thailand juga 
mengalami penurunan pertumbuhan volume 
ekspor udang yaitu masing-masing sebesar -4,1 
persen dan -0,8 persen FAO (2018). 


Berdasarkan data FAO (2018) mengenai 
pertumbuhan volume ekspor udang, Indonesia 
memiliki angka penurunan yang cukup besar 
dibanding negara-negara eksportir lainnya 
yang sebagian besar mengalami peningkatan 
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volume ekspor. Upaya untuk mempertahankan 
dan meningkatkan peranan komoditas udang 
sebagai komoditas ekspor yang berperan besar 
dalam sektor perikanan dan menyumbang devisa 
negara, maka perlu adanya analisis kinerja ekspor 
udang Indonesia di Amerika Serikat yang meliputi 
pertumbuhan ekspor udang Indonesia, komposisi 
masing-masing produk, distribusinya dan daya saing 
dari masing-masing produk udang Indonesia yang 
diekspor ke Amerika Serkat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui jenis produk udang yang memiliki 
potensi besar dalam ekspor, kemudian melakukan 
evaluasi terhadap produk yang kurang potensial 
dengan cara analisis deskriptif berdasarkan 
pustaka-pustaka yang ada. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu menganalisis pertumbuhan ekspor, 
komposisi, distribusi dan daya saing masing- 
masing produk udang yakni udang beku, segar dan 
olahan kemudian dijelaskan secara deskriptif dan 
diperkuat oleh teori dan pustaka yang ada. 


METODOLOGI 


Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode 
deskriptif menjelaskan hasil penelitian melalui 
deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai informasi terkait, serta diperkuat 
dengan literatur. Tiga penyebab ekspor suatu 
negara bisa meningkat lebih cepat (atau lebih 
lambat) dibandingkan dengan rata-rata ekspor 
dunia (Basri & Munandar, 2010) : 


1. Efek komposisi komoditas. Ekspor mungkin 
terkonsentrasi pada komoditas-komoditas 
yang permintaannya relatif elastis atau 
inelastis terhadap pendapatan. Hal ini sejalan 
dengan Engel's Effects. 


2. Efek distribusi pasar. Ekspor mungkin terarah 
ke pasar-pasar yang berkembang lebih pesat 
(lebih lambat) dibandingkan dengan rata-rata 
dunia. 


3. Efek daya saing. Ekspor mungkin lebih 
dapat (kurang dapat) bersaing dengan 
negara-negara pengekspor lain, baik karena 
pertumbuhan produktivitasnya lebih tinggi 
(lebih rendah) atau karena undervaluation 
(overvaluation) mata uang domestik. 


Waktu Penelitian 


Penelitian ini telah dilakukan pada Desember 
2018 - Januari 2019. Penelitian ini mengkaji kinerja 
ekspor udang ke Amerika Serikat. Amerika Serikat 
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dipilih karena negara tersebut merupakan pasar 
udang terbesar dunia. Produk udang dispesifikkan 
ke dalam tiga kelompok yaitu udang beku, udang 
segar dan udang olahan. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa jenis data tahunan (sekunder), yaitu dari 
tahun 2009 hingga tahun 2017. Data-data yang 
digunakan antara lain, nilai ekspor udang beku, 
udang segar dan udang olahan Indonesia ke 
Amerika Serikat, total nilai ekspor udang Indonesia, 
nilai ekspor udang beku, udang segar dan udang 
olahan dunia ke Amerika Serikat, total nilai 
ekspor udang dunia. Adapun kode-kode HS yang 
digunakan untuk tiga jenis produk udang tersebut 
berdasarkan ITC terupdate (Tabel 1). Data-data 
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari United Nations Commodity Trade Statistics 
Division (UN Comtrade: https://comtrade.un.org/ 
data/) dan International Trade Center (ITC: https:// 
www.trademap.org/Index.aspx). 


Metode Analisis 


Metode analisis yang digunakan pada 


terkait dengan pertumbuhan relatifnya (Sekakela, 
2016). Model CMS sering digunakan untuk 
mengetahui performa dan perkembangan ekspor 
dan sering digunakan dalam penelitian pada 
perkembangan ekspor (Batista, 2008; Fagerberg 
& Sollie, 2006). Inti dari analisis CMS adalah 
untuk mengetahui apakah fluktuasi volume ekspor 
suatu negara disebabkan oleh perubahan pangsa 
pasarnya sendiri (perubahan daya saing produk) 
atau oleh ekspansi atau penyusutan dari total 
pasar impor (Wang, Zheng, Pei & Jin, 2017). Tiga 
komponen kinerja ekspor yang diidentifikasi dalam 
CMS antara lain: ukuran pengaruh pasar, pengaruh 
komposisi pasar, dan efek kompetisi (Huang, 2014; 
Ongsritrakul & Hubbard, 1996; Simonis, 2000; 
Singh & Dey, 2011). Mengacu pada formulasi 
umum seperti yang digunakan oleh Tyres, Philips 
& Lim (1985) dalam Widodo et al. (2008), model 
CMS dapat dituliskan sebagai berikut: 


Er -E (t-1)-- 
E e TE 


(Pertumbuhan standar/ 
Standart growth) 


Y (i- DE pi (Pengaruh komposisi 
i 


penelitian ini yaitu Constant Market Share (CMS). id Es ON Ms Ma 
Kalkulasi CMS dalam penelitian ini menggunakan (1) 
software Microsoft Office: Excel 2007. Analisis EY tu BE eni o 
CMS mengasumsikan bahwa keuntungan maupun ij (Pengaruh distribusi pasar/ 
kerugian dari pangsa pasar dalam suatu negara E a Distribution effect) 
Tabel 1. Kode HS Udang yang di Ekspor. 
Table 1. Shrimp export by HS Code. 
Revisi Kode HS/ 
Kode HS / HS Rincian/Detail HS Code Revision (ITC) 
Code (Kemendag) 
2012 2017 
Udang kecil dan udang biasa, termasuk 
yang berkulit, dimasak dengan dikukus atau 030616 030616 
030613 dengan direbus dalam air, beku/Small shrimp and 030617 030617 
ordinary shrimp, including skinned ones, cooked 
with steamed or boiled in water, frozen 
Udang kecil dan udang biasa, hidup, segar, 
dingin atau dalam air garam, atau dimasak 
dengan dikukus atau direbus dalam air, tidak 030626 030635 
030623 beku/ Small shrimp and ordinary, live, fresh, cold 030627 030695 
or brine shrimp, or cooked by steaming or boiling 030636 
in water, not frozen 
Udang kecil dan udang biasa (dioleh atau 
: E ; 5 160521 160521 
160520 diawetkan)/ Small shrimp and ordinary shrimp 160529 160529 


(processed or preserved) 


Sumber: Kementerian Perdagangan (2011), International Trade Center (2018)/ 
Source: Ministry of Trade (2011), International Trade Center (2018) 
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È È (En Eno 8y Egg) (Pengaruh daya 
rd: saing/ Competitive 


effect) 
E «1 

Wo.. -W (4 
W (+1) 

i Wei-W (t-1)i 

i= 

W (t-1)i 

A Woi- W eni 
W ci 

Keterangan/Remaks: 

En = Nilai total ekspor Indonesia untuk seluruh 
produk udang tahun ke-t/ The total value of 
Indonesian exports for all year-round shrimp 
products 

E, = Nilai total ekspor Indonesia untuk seluruh 


produk udang tahun sebelumnya/ The total 
value of Indonesian exports for all shrimp 
products the previous year 


E = Nilai total ekspor Indonesia tahun t untuk produk 
udang x (jenis produk udang tertentu)/ Value of 
Indonesia's total exports in year t for shrimp 
products x (certain types of shrimp products) 


E, = Nilai total seluruh ekspor komoditas udang 
Indonesia tahun ke-t ke negara tujuan j/ Total 
value of all Indonesian shrimp commodity 
exports in year t to destination country j 


= Nilai total ekspor Indonesia tahun t untuk jenis 
produk udang x ke negara j/ Value of total 
Indonesian exports in year t for the type of 
shrimp product x to country j 

W, = Nilai total ekspor standar (dunia atau negara- 

negara pengekspor terntentu) untuk seluruh 

produk udang tahun ke-t/ The value of the total 

export standard (worid or certain exporting 

countries) for all year-round shrimp products 


Wen - Nilai total ekspor standar (dunia atau 
negara-negara pengekspor terntentu) tahun 
sebelumnya Total export standard value (world 
or certain exporting countries) year t for shrimp 
product, the previous year 


W,. = Nilai total ekspor standar (dunia atau negara- 
negara pengekspor terntentu) tahun t untuk 
produk udang x (jenis produk udang tertentu)/ 
Total export standard value (worid or certain 
exporting countries) year t for shrimp product x 
(certain types of Shrimp products) 


W,. = Nilai total ekspor standar dunia tahun t untuk 
produk udang x (jenis produk udang tertentu) 
ke negara j/ Value of total world export standard 
year t for shrimp product x (certain types of 
shrimp products) to country j 


g = Pertumbuhan standar/ Standart growth 


9; = Pertumbuhan standar produk udang x (jenis 
produk udang tertentu)/ Standart growth for 


Es 
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shrimp product x (certain types of shrimp 
products) 


9, - Pertumbuhan standar produk udang x (jenis 
produk udang tertentu) ke negara j/ Standart 
growth for shrimp product x (certain types of 
shrimp products) to country j 


j - Negara tujuan ekspor (Amerika Serikat)/ Export 
destination country (United States) 


| = Jenis produk udang! Shrimp product type 
t = Tahun/Year 


Pertumbuhan Standar 


Parameter pertumbuhan standar 
mengindikasikan standar umum pertumbuhan 
ekspor total produk udang dunia ke Amerika 
Serikat. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja 
ekspor udang dunia terhadap Indonesia. Jika 
parameter pertumbuhan ekspor standar lebih tinggi 
(atau lebih rendah) terhadap pertumbuhan ekspor 
standar dunia, berarti kinerja ekspor Indonesia 
lebih baik (lebih buruk) (Widodo et al., 2008). 


Efek Komposisi Produk 


Efek komposisi produk menunjukkan 
tingkat konsentrasi suatu negara terhadap ekspor 
komoditas unggulan yang berkembang dengan 
pesat. Parameter efek komposisi produk ini dapat 
bemilai positif maupun negatif. Parameter positif 


menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor 
produk ke negara pengimpor yang memiliki 
pertumbuhan impor produk lebih tinggi 


dibandingkan pertumbuhan impor produk negara 
lain di negara pengimpor tersebut, begitu pula 
sebaliknya (Suprihartini, 2005). 


Efek Distribusi Pasar 


Efek distribusi pasar mengukur kinerja 
ekspor dengan menganalisa keuntungan atau 
kerugian pada ekspor Indonesia sebagai akibat 
dari adanya perubahan pada ukuran relatif 
pasar ekspor. Parameter efek distribusi pasar 
dapat bernilai positif atau negatif. Apabila ekspor 
udang Indonesia ke negara dengan pertumbuhan 
impor udang dari Indonesia lebih tinggi, maka 
efek distribusi pasar akan positif. Jika terjadi 
sebaliknya, maka efek distribusi pasar akan negatif 
(Widodo et al., 2008). 


Efek Daya Saing 


Parameter efek daya saing mengindikasikan 
kenaikan atau penurunan bersih (net gain or 
loss) dalam pangsa pasar ekspor produk udang 
Indonesia secara relative terhadap standar setelah 


Kinerja Ekspor Udang Indonesia di Amerika Serikat Tahun 2009-2017: Pendekatan CMS ............................... (Fatimah., et al) 


memperhitungkan perubahan komposisi produk 
dan distribusi pasar. Asumsinya adalah bahwa 
efek daya saing yang didasarkan pada perubahan 
pangsa pasar ekspor negara pengekspor yang 
menjadi perhatian (misalnya Indonesia) di pasar 
Amerika Serikat untuk produk udang tertentu hanya 
dapat terjadi selama periode analisis sebagai 
respon terhadap perubahan harga relatif produk 
asal Indonesia. Nilai parameter daya saing bisa 
positif atau negatif. Jika parameter bernilai positif, 
berarti Indonesia kuat diantara pesaing lainnya. 
Sebaliknya jika negatif, berarti Indonesia lemah 
dalam persaingan (Widodo et al., 2008). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Potensi Udang dan Kondisi Pasar Udang di 
Amerika Serikat 


Komoditas perikanan merupakan salah 
satu sumber daya yang memiliki andil yang cukup 


besar dalam perdagangan internasional. Menurut 
laporan FAO (2018) perdagangan internasional 
seafood mengalami perkembangan yang lebih 
cepat pada tahun 2017 baik dari skala volume 
maupun nilai. Udang merupakan salah satu 
komoditas perikanan yang memiliki kontribusi 
besar di pasar internasional (OECD, 2003). Hal 
tersebut dibuktikan dengan permintaan udang yang 
semakin meningkat dibeberapa tahun terakhir. 
Menurut data FAO (2018), diperkirakan 2,3 juta 
ton udang diimpor dari tujuh negara eksportir yang 
menguasai pasar dunia, angka tersebut 15% lebih 
tinggi dibandingkan tahun 2016. Tujuh Negara 
eksportir dan importir udang teratas dunia periode 
2016-2017 disajikan pada Tabel 2. 


Permintaan udang yang semakin meningkat 
juga diikuti dengan produksi udang budi daya 
dunia yang meningkat. Tahun 2017 output udang 
budi daya dunia meningkat sekitar 6 persen, 
diperkirakan produksi udang budi daya dunia 


Tabel 2. Tujuh Negara Eksportir dan Importir Udang Teratas di Dunia. 
Table 2. World Top Exporters and Importers of Shrimp. 


Ekspor/Export Impor/Import 
Eksportir/ Volume/Volume Pertumbuhan mai Volume/Volume Pertumbuhan! 
Exporters (1000 Ton) Growth (%) Daan (1000 Ton) Growth (Yo) 
2016 2017 2016 2017 
India 438.5 574.2 + 31.4 Uni Eropa 783.9 785.1 +0.1 
Vietnam 425.0 530.0 +24.7 USA 605.6 664.7 +9.8 
Ekuador 372.6 439.7 +18.0 Vietnam* 330.0 441.2 +33.7 
Indonesia 188.0 176.6 -6.1 China** 300.0 375.5 +25.2 
China 205.3 196.9 -4.1 Japan 223.6 233.7 +4.3 
Argentina 159.8 183.3 +14.7 Korea 83.0 70.4 -15.1 
Thailand 209.4 207.8 -0.8 Kanada 51.1 55.9 +9.3 
Catatan: * Impor dari 21 negara; **meliputi impor melalui perdagangan perbatasan/ 
Note : “Imports from 21 countries; ** including imports through border trade 
Sumber: FAO, Globefish High Lights A quarterly update on world seafood markets (2018)/ 
Source: FAO, Globefish High Lights A quarterly update on world seafood markets (2018) 
Tabel 3. Produksi Udang Hasil Tangkapan dan Budi daya Tahun 2009 — 2017. 
Table 3. Catch and Farm Shrimp Production 2009-2017. 
Volume Udang/ Shrimp Volume (Ton) Pertumbuhan/ 


Tahun/ Years 


Tangkap/ Catch 


Budi Daya/ Farm 


Total/ Total (Ton) Growth (%) 


2009 236870 338061 574931 - 
2010 227326 380971 608297 5.80 
2011 260618 400386 661004 8.66 
2012 263032 415517 678549 2.65 
2013 251343 645955 897298 32.24 
2014 273133 639369 912502 1.69 
2015 274523 607152 881675 -3.38 
2016 292299 692568 984867 11.70 
2017 400073 919987 1320060 34.03 
Rata-Rata/ Average 275468.56 559996.22 835464.78 11.68 


Sumber: Pusat Data, Statistik, dan Informasi (2013) & (2018) (Diolah)/ 
Source: Data, Statistic, and Information Center (2013) & (2018) (Processed) 
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antara 2,9—3,5 juta ton dan hampir 75 hingga 80 
persen dari produksi udang dunia dikuasai oleh 
Asia-Pasifik (FAO, 2018). Menurut data dari 
FAO (2018) Indonesia merupakan salah satu 
negara produsen sekaligus eksportir udang 
terbesar di dunia. Menurut Reily (2018) pada 
tahun 2016 kontribusi nilai ekspor udang vaname 
beku terhadap nilai ekspor perikanan mencapai 
27 persen, sedangkan volume produksi udang 
Indonesia kurun waktu 2009-2017 baik tangkapan 
maupun budi daya mengalami kenaikan 
tiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan volume 
produksi udang total yaitu 11,67 persen, dapat 
dilihat pada Tabel 3. 


Tujuan utama ekspor udang Indonesia 
antara lain Jepang dan Amerika Serikat, namun 
pada tahun 2017-2018 negara tujuan utama ekspor 
udang Indonesia (Gambar 1) dengan nilai ekspor 
tertinggi adalah Amerika Serikat (Kementerian 
Perdagangan, 2019). Amerika Serikat menjadi 
importir dan pasar udang terbesar di dunia. Bermula 
pada tahun 1998 Amerika Serikat menggeser 
Jepang sebagai negara importir terbesar baik 
dalam skala volume ataupun nilai impor. Pada 
tahun tersebut impor udang meningkat dan 
menjadi seafood yang paling banyak dikonsumsi 
di Amerika Serikat sebagai pengganti ikan tuna 
(Lem, 2006). Konsumsi udang Amerika Serikat 
lebih dari 4 pounds/tahun (Johnson, 2004). 


Impor udang Amerika serikat mencapai 88 
persen dan pada tahun 2008, sebesar 76,3 persen 
Amerika Serikat mengimpor udang dari Asia. 
Menurut data The United Nation Commodity Trade 
(2018) Indonesia menjadi salah satu pemasok 
udang utama ke Amerika Serikat, pada tahun 
2017 impor udang Amerika Serikat dari Indonesia 
mencapai 118057 MT. Indonesia menempati urutan 
ke dua setelah India sebagai pemasok udang 


terbesar di Amerika Serikat (The United Nation 
Commodity Trade, 2018). 


Pertumbuhan Ekspor Udang Indonesia ke 


Amerika Serikat 


Udang Indonesia menempati posisi kedua 
di Amerika Serikat. Rata-rata pertumbuhan volume 
ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat kurun 
waktu 2009 hingga 2017 yaitu 6,89 persen. Jika 
dilihat pada masing-masing produk udang yaitu 
udang beku, udang segar dan udang olahan 
pada Gambar 2. terlihat bahwa udang segar 
berkontribusi sangat sedikit terhadap ekspor 
udang Indonesia ke Amerika Serikat. Rata-rata 
volume ekspor udang segar Indonesia ke 
Amerika Serikat kurun waktu 2009-2017 sebesar 
0,71 ton. Angka tersebut merupakan angka 
volume ekspor udang terkecil jika dibandingkan 
dengan volume ekspor udang beku sebesar 
68,49 ton dan udang olahan sebesar 18,46 ton. 
Hal tersebut mungkin dikarenakan kondisi udang 
dalam bentuk segar lebih sulit ketika didistribusikan 
dan mudah rusak (perishabel), karena produk 
udang segar tidak dibekukan ataupun diawetkan. 


Kontribusi volume ekspor udang Indonesia 
ke Amerika Serikat dengan nilai terbesar yaitu 
udang beku. Menurut Juarno (2012) negara tujuan 
utama ekspor udang beku adalah Amerika Serikat. 
Udang olahan menempati urutan kedua dalam 
kontribusi ekpor udang Indonesia ke Amerika 
Serikat. Selisih volume ekspor antar tiga jenis 
produk udang dikarenakan Indonesia menjadikan 
udang beku sebagai prioritas utama ekspor udang 
dibanding udang segar dan udang olahan. Hal 
tersebut diperkuat oleh data dari (DJPB, 2016) 
yaitu ekspor udang Indonesia sebagian besar 
dalam beku sebesar 70 persen, bentuk olahan 
27,9 persen dan udang segar sebesar 1,5 persen. 
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m Jan-Jun 2017| 503.1 144.4 27 17.2 12.3 10.6 10.1 67 | 67 4.9 
m Jan-Jun 2018| 569.3 150.6 | 348 6.6 12 13.2 36 | 123 | 78 5.8 


Gambar 1. Nilai Ekspor Udang Menurut Negara Tujuan Tahun 2017-2018. 
Figure 1. Shrimp Export Value in Top Country 2017-2018. 


Sumber: Kemendag 2019/Source: Kemendag, 2019 
“RRC: Republik Rakyat China 
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2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 
= Udang Beku/Frozen Shrimp 4145 | 4133 | 53.80 | 58.14 | 62.866 | 83.07 | 80.16 | 9042 | 105.13 
= Udang Segar/Fresh Shrimp 277 | 050 | 000 | 007 | 013 004 002 | 220 | 0.61 
mUdang Olahan/Prepared Shrimp| 19.51 | 1641 | 16.03 | 1467 | 1890 2235 | 2210 | 2167 | 1846 


Gambar 2. Volume Ekspor Udang Indonesia ke Amerika Serikat 2009-2017. 


Figure 2. Indonesian Shrimp Export Volume in US 2009-2017. 


Sumber: The United Nation Commodity Trade (2018) (diolah) / 
Source: The United Nation Commodity Trade (2018) (processed) 


Berdasarkan data volume ekspor udang Indonesia 
ke Amerika Serikat, maka perlu adanya evaluasi 
serius terutama pada produk udang segar. Usaha 
yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan 
volume ekspor udang segar yaitu dengan membuat 
inovasi teknologi alat transportasi yang mampu 
menjaga kesegaran udang. 


Kinerja Ekspor Udang Indonesia di Amerika 
Serikat 


Analisis Constant Market Share (CMS) 
digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja 
ekspor udang Indonesia di pasar internasional 
dilihat dari aspek pertumbuhan yang melihat 
pertumbuhan ekspor udang secara total, dan 
kemudian diamati secara spesifik udang (beku, 
segar dan olahan) pada tiga aspek lainnya yaitu 
efek komposisi produk, efek distribusi pasar dan 
efek daya saing sebagai bentuk aspek yang 
berpengaruh terhadap kinerja ekspor udang secara 
umum di Amerika Serikat. Rata-rata Pertumbuhan 


ekspor udang Indonesia di Amerika Serikat yaitu 
sebesar 0,0670, angka tersebut lebih besar dari 
rata-rata pertumbuhan standar ekspor udang dunia 
yaitu 0,0570. Hasil analisis tersebut menunjukkan 
bahwa kinerja ekspor udang Indonesia ke 
Amerika Serikat lebih baik dibanding rata-rata 
kinerja ekspor udang dunia ke Amerika Serikat. 
Hal tersebut mungkin disebabkan karena Indonesia 
merupakan eksportir terbesar ke dua di Amerika 
Serikat setelah India. 


Pertumbuhan ekspor udang Indonesia 
kemudian diamati melalui tiga aspek yaitu efek 
komposisi produk, efek distribusi pasar dan efek 
daya saing dengan produk udang yang dipesifikkan 
menjadi tiga kelompok seperti yang tersaji dalam 
Tabel 4. Hasil analisis pada aspek efek komposisi 
menunjukkan bahwa udang beku dan udang segar 
benilai positif dengan nilai masing-masing yaitu 
0,0333 dan 0,0005, sedangkan udang olahan 
bernilai negatif yaitu -0,0033. Hasil bernilai positif 
berarti diferensiasi produk udang beku dan segar 
telah dilakukan dengan baik, hal ini berbanding 


Tabel 4. Hasil Analisis Constant Market Share (CMS) Tahun 2009-2017. 
Table 4. Constant Market Share (CMS) Analysis Results for 2009-2017. 


Pertumbuhan Pertumbuhan 
Produk Udang/ Standar Dunia/ Ekspor Indonesia/ 
Shrimp Product World Standart Indonesian Export 
Growth Growth Effect 
Beku 
Segar 0.0570 0.0670 
Olahan 


Efek Komposisi Efek Distribusi Efek Daya 
Produk/Product pPsar/Market Saing/ 
Composition Distribution Competitive 
Effect Effect Effect 
0.0333 -0.0153 0.0270 
0.0005 -0.0006 -0.0013 
-0.0033 0.0022 -0.0027 
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terbalik dengan udang olahan yang bernilai 
negatif. Jika dilihat dari segi nilai efek komposisi 
produk udang beku jauh lebih unggul dibanding 
udang segar, dari hasil ini cukup membuktikan 
bahwa udang beku berkontribusi lebih besar pada 
kinerja ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat 
dibanding udang segar dan udang olahan. 


Pada aspek efek distribusi pasar hasil yang 
diperoleh berkebalikan dengan efek komposisi 
produk. Nilai yang diperoleh udang beku dan udang 
segar bertanda negatif yaitu masing-masing bernilai 
-0.0153 dan -0.0006, sedangkan untuk produk udang 
olahan bertanda positif yaitu 0.0022. Hasil tersebut 
dapat diartikan bahwa dalam hal ekspor udang 
beku dan udang segar, Indonesia mengekspor 
kedua produk tersebut ke Amerika Serikat dengan 
pertumbuhan impor di Amerika Serikat terhadap 
kedua produk tersebut masih rendah. Hal tersebut 
dimungkinkan karena Indonesia bukanlah satu- 
satunya negara yang mengekspor udang beku 
dan udang segar ke Amerika Serikat sehingga 
pertumbuhan impor kedua produk tersebut di 
Amerika Serikat cenderung lambat. Menurut data 
NMFS dan FAO, beberapa negara eksportir utama 
ke Amerika Serikat diantaranya: India, Vietnam, 
China, Ekuador, Argentina dan Thailand. Efek 
distribusi udang segar yang bertanda negatif 
dikarenakan Amerika Serikat bukanlah pasar utama 
udang segar. Menurut Ashari, Sahara & Hartoyo 
(2016), pasar utama udang segar adalah Malaysia. 
Sedangkan efek distribusi pasar yang bernilai 
positif pada udang olahan mengindikasikan bahwa 
Indonesia mengekspor udang olahan ke Amerika 
Serikat dengan pertumbuhan impor udang olahan di 
Amerika Serikat lebih tinggi dibanding pertumbuhan 
impor udang beku dan segar, walaupun nilai pada 
aspek efek distribusi udang olahan masih tergolong 
oleh hasil studi dari Aisya, Sari & Koeshendrajana 
(2006) dan Juarno (2012), efek pasar dari udang 
segar bertanda negatif, artinya terdistribusi pada 
jenis-jenis komoditas yang permintaannya relatif 
lambat di negara tujuan ekspor utama, dan 
sebaliknya udang olahan. 


Hasil analisis efek daya saing menunjukkan 
bahwa efek daya saing udang beku bernilai positif 
yaitu 0.0270, sedangkan untuk udang beku dan 
udang olahan masing-masing bernilai negatif yaitu 
-0.0013 dan -0.0027. Efek daya saing udang beku 
yang bertanda positif menunjukkan bahwa udang 
beku memiliki daya saing yang lebih kuat dibanding 
dua produk lainnya. Diduga preferensi konsumen 
Amerika Serikat terhadap udang beku lebih tinggi 
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dibanding udang segar dan udang olahan. Dilansir 
dari Seafood Health Facts bahwa lebih dari 90 
persen udang yang dikonsumsi oleh konsumen 
Amerika Serikat berasal dari udang budi daya dari 
pembudi daya seluruh dunia, data tersebut sesuai 
dengan spesies udang Indonesia yang diekspor 
dalam bentuk beku berasal dari udang budi daya 
yaitu vanamei, Mo (2017) menyebutkan bahwa 
udang vanamei sangat diminati oleh pasar Amerika 
Serikat. Selain itu sejak tahun 1965, preferensi 
konsumen Amerika Serikat mengalami perubahan 
bertahap terhadap produk udang yang awalnya 
dalam bentuk kaleng dan kering menjadi produk 
udang beku dan segar (Dore, 2000). 


Nilai efek daya saing udang segar dafn 
olahan yang bertanda negatif diduga karena kedua 
produk tersebut membutuhkan biaya poduksi 
yang lebih tinggi dibanding udang beku, sehingga 
produsen Indonesia meminimalkan ekspor kedua 
produk tersebut ke Amerika Serikat. Menurut Juarno 
(2012) kelemahan yang dimiliki Indonesia dalam 
memproduksi udang olahan antara lain teknologi, 
kualitas sumber daya manusia, dan bahan 
pendukung produksi misalnya kebutuhan tepung 
untuk udang (breaded) yang masih impor. Saptanto 
(2011) juga menyebutkan bahwa Indonesia masih 
lemah dibidang produk ekspor yang memiliki nilai 
tambah (olahan). Udang olahan yang diekspor 
Indonesia pada umumnya dalam bentuk breaded, 
diduga hal tersebut juga menjadi salah satu 
lemahnya daya saing udang olahan dibanding 
udang beku. Udang beku akan lebih mudah diolah 
lebih lanjut menjadi produk lain atau makanan 
seafood lainnya, sedangkan udang olahan dalam 
bentuk breaded kecil kemungkinannya untuk diolah 
lebih lanjut. Daya saing udang segar yang lemah 
dibanding udang beku karena Amerika Serikat 
bukan merupakan pasar tujuan utama ekspor 
untuk produk udang segar. Di samping itu, biaya 
pengiriman udang segar jauh lebih mahal, sebab 
sifatnya yang perishable (mudah rusak). Biasanya 
udang segar dikirim dengan menggunakan pesawat 
atau melalui pembiusan. 


Menurut Juarno (2012), daya saing ekspor 
Indonesia udang ternyata lebih disebabkan karena 
efek daya saing spesifik, yaitu mengekspor spesifik 
produk (udang beku) ke spesifik pasar seperti 
Amerika Serikat. Ekspor produk udang yang spesifik 
ke pasar tertentu akan membahayakan ekspor 
udang Indonesia jika sewaktu-waktu terjadi masalah 
pada produk udang beku dan kondisi pasar tujuan 
utama cenderung tidak stabil. Ketergantungan 
ekspor udang beku Indonesia yang tinggi dapat 


Kinerja Ekspor Udang Indonesia di Amerika Serikat Tahun 2009-2017: Pendekatan CMS ............................... (Fatimah., et al) 


membahayakan kinerja ekspor udang Indonesia, 
jika terjadi guncangan pada produk udang yang 
diekspor dan ketidakstabilan pasar di Amerika 
Serikat. Berdasarkan hasil penelitian, Hutagaol 
& Asmara (2016); Juarno (2012); Tarman et al. 
(2017) ketergantungan yang tinggi terhadap salah 
satu produk ekspor, sangat beresiko bagi aktivitas 
ekspor itu sendiri, terutama jika terjadi goncangan 
perekonomi dunia. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Pertumbuhan ekspor udang Indonesia 
secara keseluruhan di Amerika Serikat lebih baik 
dibandingkan pertumbuhan ekspor udang dunia. 
Hasil analisis CMS menunjukkan bahwa rata-rata 
pertumbuhan ekspor udang Indonesia sebesar 
0,0670, lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
ekspor udang dunia yaitu 0,0570. Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa udang beku memiliki 
peran lebih besar terhadap pertumbuhan ekspor 
udang Indonesia dibandingkan dengan udang segar 
dan udang olahan dengan efek komposisi sebesar 
0,0333 dan efek daya saing sebesar 0,0270. 
Berdasarkan hasil analisis efek komposisi produk, 
udang beku dan udang segar memiliki angka positif 
yaitu masing-masing 0,0333 dan 0,005, sedangkan 
udang olahan memiliki nilai -0,0033. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa diferensiasi produk udang 
beku dan udang segar telah dilakukan dengan 
baik dibandingkan dengan udang olahan. Jika 
hasil analisis efek komposisi udang beku dan 
udang segar dibandingkan, udang beku jauh lebih 
terdiferensiasi dengan baik dibandingkan dengan 
udang segar (berdasarkan besaran angka). Hasil 
efek distribusi menunjukkan udang olahan memiliki 
angka positif yaitu 0,0022 dibanding udang beku 
dan udang segar yaitu masing-masing -0,0153 
dan -0,006. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 
pertumbuhan imporudang olahan di Amerika Serikat 
lebih besar dibanding pertumbuhan impor udang 
beku dan udang segar. Hasil analisis efek daya 
saing menunjukkan bahwa udang beku memiliki 
daya saing yang lebih kuat dibanding udang segar 
dan olahan ditunjukkan dengan angka yang positif 
yaitu 0,0270, sedangkan udang segar dan olahan 
masing-masing -0,0013 dan -0,0027. 


Rekomendasi Kebijakan 


Berdasarkan hasil penelitian, udang beku 
memiliki peranan lebih besarterhadap pertumbuhan 
ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Hal 


tersebut akan membahayakan kinerja ekspor 
udang Indonesia, jika terjadi masalah dan ketidak- 
stabilan pasar produk udang beku di pasar Amerika 
Serikat. Rekomendasi kebijakan yang nantinya 
diambil hendaknya memperhatikan semua jenis 
produk udang yang diekspor agar semua jenis 
produk udang memiliki kontribusi yang sama dan 
tidak terlalu bergantung pada ekspor udang beku. 
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ABSTRAK 


Tuna merupakan komoditas ekspor perikanan utama di Indonesia. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS) ekspor tuna Indonesia mengalami tren pertumbuhan nilai ekspor yang melambat 
dari tahun 2012 hingga 2018. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai struktur perilaku dan 
kinerja pemasaran industri tuna di Indonesia yang diharapkan dapat mendukung kinerja ekspor tuna 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 
BPS serta data primer bersumber dari pelaku usaha tuna. Metode penelitian yang digunakan adalah 
analisis struktur pasar dengan perhitungan konsentrasi pasar dan hambatan masuk pasar, serta perilaku 
pasar yang dianalisis secara deskriptif selain itu kinerja pasar dianalisis menggunakan perhitungan 
variabel price cost margin (PCM) dan efisiensi internal (Xeff). Hasil analisis struktur pasar menunjukkan 
bahwa komoditas tuna memiliki struktur pasar oligopoli, meskipun untuk komoditas tuna olahan dapat 
dikategorikan oligopoli ketat cenderung monopoli. Analisis perilaku pasar menunjukkan bahwa penentuan 
harga tuna ekspor dilakukan oleh buyer dan promosi dilakukan melalui ajang pameran perdagangan serta 
pengiriman sampel kepada calon buyer. Perhitungan indikator kinerja pasar menunjukkan bahwa kinerja 
pemasaran tuna beku lebih baik dibandingkan tuna olahan. Rekomendasi kebijakan yang disarankan 
adalah dengan kebijakan mempermudah investasi sehingga meningkatkan jumlah pelaku usaha dan 
menurunkan tingkat persaingan. Selain itu perlu pengawasan oleh komite persaingan usaha terutama 
pada komoditas tuna olahan untuk menghindari kecenderungan monopoli bahan baku. Peningkatan 
daya saing dari tuna Indonesia perlu juga dilakukan agar lebih berperan dalam menentukan harga di 
pasar ekspor. Kinerja pasar dapat ditingkatkan melalui penghematan biaya input atau peningkatan 
volume output untuk meningkatkan nilai efisiensi internal. 


Kata Kunci: struktur; perilaku; kinerja; tuna; pemasaran 


ABSTRACT 


Tuna is a major fishery export commodity in Indonesia, although based on data from the Central 
Bureau Statistics Indonesian tuna exports experience a slowing trend in the value of exports from 2012 
to 2018. Therefore it is necessary to analyze the structure, conduct and performance from of the tuna 
industry . This study uses secondary data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and Central 
Bureau of Statistics while primary data sourced from tuna entrepreneurs. The research method used 
is the analysis of market structure by calculating market concentration and barriers to market entry, as 
well as market conducts analyzed descriptively. In addition, market performance is analyzed using the 
calculation of price cost margin (PCM) and internal efficiency (Xeff). The results of the market structure 
analysis show that tuna has an oligopoly market structure. Analysis of market conduct shows that the 
determination of the price of export tuna is carried out by the buyer and promotion is carried out through 
a trade exhibition and sending samples to prospective buyers. The calculation of market performance 
indicators shows that the marketing performance of frozen tuna is better than processed tuna. The 
recommended policy are to facilitate investment to reducing the level of competition. In addition it 
needs supervision by the business competition committee, especially on processed tuna commodities. 
Increasing the competitiveness of Indonesian tuna also needs to be done to be more instrumental in 
determining prices in the export market. Market performance can be improved through saving input costs 
or increasing output volume. 


Keywords: shrimp; market structure; market behavior; market performance 
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PENDAHULUAN 


Indonesia merupakan produsen perikanan 
tangkap kedua terbesar di dunia dengan rata-rata 
produksi dari tahun 2005-2014 mencapai 5.074.932 
ton/tahun (FAO, 2018). Selain itu Indonesia 
juga merupakan produsen perikanan budi daya 
dan perairan umum salah satu yang terbesar di 
dunia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai 
produsen perikanan utama di dunia bersama 
dengan China, USA, Russia dan Jepang. Potensi 
dan produksi ikan yang melimpah di Indonesia 
menjadikan negara ini merupakan salah satu 
negara pengekspor utama komoditas perikanan 
dengan nilai ekspor pada tahun 2018 mencapai 
USD 5.596.086.290 dengan volume ekspor 
mencapai 1.975.824.633 kg (BPS, 2018). 


Ekspor perikanan terdiri dari beberapa 
komoditas utama yang dominan menyumbang 
nilai ekspor terbesar salah satunya adalah ekspor 
tuna. Nilai ekspor tuna menyumbang rata-rata 
14% dari total nilai ekspor perikanan sehingga 
berperan dalam menyumbang devisa bagi 
perekonomian nasional yang masih potensial 
untuk terus ditingkatkan. Peningkatan ekspor 
tuna dapat disebabkan karena konsumsi ikan 
dunia yang terus mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, data FAO (2018) menunjukkan bahwa 
peningkatan supply ikan untuk kebutuhan konsumsi 
manusia mengalami pertumbuhan rata-rata 3,2% 
per tahun dari tahun 1961-2016. Konsumsi ikan 
dunia memiliki kecenderungan terus meningkat 
dimana didalamnya juga termasuk konsumsi tuna 
menyebabkan peluang peningkatan ekspor tuna 
masih terbuka lebar. Permintaan ikan tuna dunia 
terus mengalami peningkatan yang digerakkan 
oleh peningkatan permintaan untuk produk tuna 
kaleng dan tuna untuk sushi dan sashimi terutama 
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pada pasar-pasar non tradisional seperti Asia 
Timur, China, Asia Selatan dan Amerika Latin 
(FAO, 2016), akan tetapi pertumbuhan ekspor tuna 
Indonesia cenderung melambat yang ditunjukkan 
pada Gambar 1. 


Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan 
nilai ekspor tuna dari tahun 2012-2018 secara 
rata-rata hanya sebesar 1% yang disebabkan 
adanya penurunan ekspor dari tahun 2013 sampai 
dengan 2016. Penelitian Macfadyen, Huntington, 
Caillart & Defaux (2016) menunjukkan bahwa 
Indonesia merupakan negara utama penghasil tuna 
di dunia pada tahun 2014 dengan total produksi 
mencapai 653.404 ton namun besarnya produksi 
ini tidak meningkatkan pertumbuhan ekspor tuna 
secara signifikan. Hal ini mengindikasikan besarnya 
potensi sumberdayaikan yang dimiliki oleh Indonesia 
belum dikelola optimal untuk dapat meningkatkan 
ekspor tuna nasional. Daya saing tuna pada pasar 
internasional telah dikaji sebelumnya oleh Cahya 
(2010) yang menganalisis struktur pasar tuna di 
pasar internasional dan menganalisis keunggulan 
komparatif dan keunggulan kompetitif. Akan tetapi 
penelitian tersebut belum menjelaskan kondisi 
industri tuna di dalam negeri sehingga belum 
cukup diperoleh informasi bagaimana kondisi dan 
persaingan usaha antara pelaku usahatunadi dalam 
negeri. Masalah kelangkaan bahan baku menjadi 
isu utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di dalam 
negeri yang sejatinya telah dirasakan dari sebelum 
tahun 2000 (Poernomo et al., 2001). Kelangkaan 
bahan baku ini terjadi karena produksinya yang 
sangat tergantung musim yang disebabkan 
karena karakteristik ikan tuna bersifat oseanik atau 
memiliki sifat selalu beruaya dari suatu perairan ke 
perairan lainnya sehingga daerah penangkapannya 
tersebar di seluruh dunia (Sibagariang, Fauziyah & 
Agustriarini, 2011). Selain itu kebijakan pemerintah 


2012 2013 2014 


2015 2016 2017 2018 


Tahun/Year 


Gambar 1. Ekspor Tuna Indonesia Tahun 2012-2018 (US$/Tahun). 


Figure 1. Indonesian Tuna Exports for 2012-2018 (US$/Year). 
Sumber: BPS, 2018/Source: BPS, 2018 
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terkait pengelolaan perikanan tangkap diantaranya 
moratorium kapal transshipment dan kapal eks 
asing juga menyebabkan terjadinya penurunan 
produksi tuna dalam negeri sehingga tidak cukup 
bahan baku untuk ekspor yang ditunjukkan melalui 
penurunan ekspor tuna di Jawa Timur (Syahrani, 
Musadieg & Darmawan, 2017). 


Kelangkaan pasokan bahan baku ikan yang 
dihadapi oleh industri pengolahan ikan dalam 
negeri saat menyebabkan utilitas unit pengolahan 
ikan kurang optimal karena kapasitas yang 
terpasang jauh lebih besar dibandingkan produksi 
yang dilakukan. Berdasarkan penelitian Poernomo 
& Heruwati (2011) pada industri pengalengan tuna 
dan cakalang hanya terpenuhi 40% dari kapasitas 
terpasang karena adanya kelangkaan bahan baku 
ikan. Hal ini juga dapat menyebabkan persaingan 
yang tinggi dalam memperoleh bahan baku antar 
perusahaan sehingga menyebabkan tingginya 
hambatan masuk pasar yang dapat menyebabkan 
kinerja pasar menjadi kurang optimal. Kajian 
terhadap kondisi industri tuna didalam negeri masih 
perlu untuk dilakukan untuk menggambarkan 
tingkat persaingan industri di dalam negeri yang 
pada akhirnya dapat dirumuskan rekomendasi 
untuk mengoptimalkan kinerja industri tuna dalam 
negeri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana struktur perilaku dan 
kinerja industri tuna Indonesia terutama pada level 
eksportir tuna Indonesia. Hal ini diharapkan dapat 
memberikan informasi terkait tingkat persaingan 
usaha dan perilaku perusahaanan pada industri 
tuna sehingga mendukung peningkatan ekspor 
tuna nasional. 


METODOLOGI 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
sekunder berupa data ekspor tuna dari BKIPM, 
KKP tahun 2017-2018 berdasarkan eksportir dan 
jenis komoditasnya yakni tuna segar, beku dan 
olahan untuk menganalisis struktur pasar tuna 
Indonesia. Analisis perilaku pasar menggunakan 
data primer yang diperoleh dari FGD dengan 8 
perusahaan tuna di Jawa Timur dan 6 perusahaan 
tuna di DKI Jakarta serta perwakilan dari asosiasi 
tuna Indonesia serta instansi pemerintah meliputi 
Kementerian Perdagangan dan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Analisis kinerja pemasaran 
menggunakan data survey Industri Besar Sedang 
(IBS) dari BPS tahun 2011-2015 yang dipilih 


berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
(KBLI) yang diasumsikan dapat mewakili komoditas 
tuna yang dianalisis dalam penelitian ini yakni kode 
KBLI 10213 untuk tuna beku dan kode KBLI 10219 
untuk tuna olahan. 


Ruang Lingkup Penelitian 


Penelitian ini membatasi industri tuna 
yang dianalisis berdasarkan perusahaan yang 
melakukan ekspor tuna dan jenis komoditasnya 
yakni tuna segar, beku dan olahan. Penelitian 
ini tidak mengkaji industri tuna pada subsektor 
penangkapan tuna serta belum dapat menganalisis 
kinerja pemasaran untuk industri tuna segar yang 
disebabkan belum tersedianya data perusahaan 
tuna segar pada survey Industri Besar Sedang 
yang dilakukan oleh BPS. 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Waktu penelitian dilakukan dari bulan Oktober 
hingga Desember 2018 dengan lokasi penelitian di 
Jawa Timur, Bali dan DKI Jakarta yang mewakili 
industri tuna di Indonesia. 


Metode Analisis Data 


Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif melalui analisis kuantitatif dan analisis 
kualitatif dengan Structure-Conduct-Performance 
(SCP) yang merupakan paradigma bahwa kinerja 
ekonomi dari sebuah industri adalah fungsi dari 
perilaku penjual dan pembeli yang dihubungkan 
dengan struktur dalam industri (Bain, 1956 
dalam Mewilliams, 1993). Analisis kuantitatif 
yang digunakan untuk mengetahui struktur 
pasar menurt Baye (2010) adalah menggunakan 
perhitungan Herfindahl-Hirschman Index (HHI), 
dan Concentration Ratio (CR) untuk mengetahui 
konsentrasi pasar dengan rumus sebagai berikut: 


HHI = Sh? + Si,*H........ A (1) 
Keterangan/Remarks: 
HHI = Herfindahl-Hirschman Index /Herfindahl- 
Hirschman Index 
S, = Pangsa pasar perusahaan (persen)/ 
Market share of firm (percent) 
n = Jumlah total seluruh perusahaan yang 


berada pada industri/ Total number of all 
companies in the industry 


Herfindahl Hirschman Index sering disebut 
dengan herfindahl indeks adalah ukuran stastik 
dari konsentasi pasar dan dapat digunakan dalam 
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berbagai macam konteks (Rhoades, 1993). Indeks 
akan mendekati O (nol) ketika terdapat banyak 
perusahaan dalam satu pasar dengan distribusi 
yang hampir sama (mendekati pasar persaingan 
sempurna) dan mendekati 10.000 ketika terjadi 
monopoli. Pada indeks ini terdapat karakteristik 
pada bobot, yang dibebankan relatif pada pangsa 
pasar perusahaan besar dibandingkan dengan 
pangsa pasar perusahaan kecil (Juwita, 2004). 
Secara umum, Komisi Pengawas Persaingan 
usaha (KPPU) membagi tingkat konsentrasi pasar 
ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai HHI, 
yaitu spektrum | (konsentrasi rendah) dengan nilai 
HHI dibawah 1800, dan spektrum II (konsentrasi 
tinggi) dengan nilai HHI di atas 1800. 


Perhitungan CR4 digunakan untuk mengukur 
konsentrasi dari empat perusahaan terbesar yang 
ada dalam satu pasar. Nilai CR berada diantara 
0 sampai 100. Untuk pasar persaingan sempurna, 
CR sama dengan 0 dan untuk monopoli CR sama 
dengan 100. 


CR, = Si, +.Si + Siz+Sia 


Keterangan/ Remarks: 


CR, = Konsentrasi rasio dari 4 perusahaan terbesar 
dalam satu pasar/ Concentration ratio from 4 
largest firms in a industry 


S, = Pangsa pasar perusahaan (persen)/ Market 
share of firm (percent) 


Rasio konsentrasi berkisar antara nol hingga 
satu dan biasanya dinyatakan dalam persentase. 
Nilai konsentrasi yang mendekati angka nol 
mengindikasikan bahwa sejumlah n perusahaan 
memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. Sebaliknya, 
angka rasio konsentrasi yang mendekati satu 
mengindikasikan tingkat konsentrasi yang relatif 
tinggi. Di Indonesia Komisi Pengawasan Persaingan 
Usaha (KKPU) menggunakan nilai CR4 untuk 
menggambarkan tipe pasar dan tingkat kompetisi 
dalam pasar tersebut yang dijelaskan dalam 
Tabel 1. 


Hambatan untuk masuk ke suatu pasar 
adalah hambatan-hambatan yang timbul dalam 
kondisi pasar yang mendasar. Salah satu cara 
yang digunakan untuk melihat hambatan masuk 
adalah dengan mengukur skala ekonomi yang 
dilihat melalui output perusahaan yang menguasai 
pasar. Nilai output ini kemudian dibagi dengan 
output total industri. Penelitian ini menggunakan 
perhitungan MES (Minimum Efficiency Scale), 
sebagai indikator untuk mengukur kemampuan 
masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri 
yang didekati melalui output perusahaan dengan 
rumus sebagai berikut (Jaya, 2001): 


Qr 
MES = — x100% 
Qt 


Keterangan/Remarks: 

MES = Skala Efisiensi Minimal/ Minimum Efficiency 
Scale 

Qr = Total output perusahaan terbesar/ Total output 


biggest firms on industries 


Total output dalam industri/ Total output from 
whole industries 


Qt 


Analisis kinerja pada industri perikanan dapat 
dilakukan dengan menggunakan variabel Price 
Cost Margin (PCM) dan efisiensi internal (X,,). 
PCM didefinisikan sebagai persentase keuntungan 
dari kelebihan penerimaan atas biaya langsung. 
PCM diperoleh dengan membagi selisih antara nilai 
tambah dikurangi upah terhadap nilai output. Nilai 
tambah adalah nilai pengiriman dikurangi material, 
persediaan dan tempat penyimpanan bahan bakar, 
tenaga listrik dan kontrak kerja (Jaya, 2001). 


PCM — 


x100% 


Keterangan/Remarks: 

PCM = Margin Harga dan Biaya/ Price Cost Margin 
VA = Nilai Tambah/ Value Added 

W - Total upah/ Total Wages 

QV = Nilai Output/ Output Value 


Tabel 1. Tipe Pasar dan Tingkat Kompetisi Dalam Pasar Berdasarkan Nilai CR4. 
Table 1. Market Types and Competition Levels in The Market Based on CR4 Value. 


Tipe Pasar/ Tingkat Kompetisi/ Nilai CR4/ 
Market Types Competition Levels CR4 Value 
1 Persaingan rendah/ Low competition < 25% 
2 Oligopoli rendah/ Low oligopoly 25 - 50% 
3 Oligopoli tinggi/ High oligopoly 50 - 75% 
4 Oligopoli sangat tinggi/ Very high oligopoly 75% - 100% 


Sumber: Arianto, 2008/Source:Arianto, 2008 
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Efisiensi berarti menghasilkan output yang 
maksimum dengan menggunakan sejumlah input 
tertentu. Efisiensi terdiri atas efisiensi internal 
dan efisiensi pengalokasian. Efisiensi internal 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menekan biaya produksi. Efisiensi pengalokasian 
tercapai jika output berada pada tingkat marginal 
cost (MC) sama dengan harga (P). Semakin efisien 
suatu perusahaan maka semakin besar keuntungan 
yang akan diperoleh (Jaya, 2001). 


VA 


Keterangan/Remarks: 

Xeff = Nilai Efisiensi Internal/ Efficiency Internal Value 
VA = Nilai Tambah Industri/ Industri Value Added 

IV = Nilai Input/ Input Value 


Analisis perilaku pasar dianalisis secara 
kualitatif dengan melihat strategi harga, strategi 
produk dan strategi promosi yang dilakukan pelaku 
usaha di industri tuna Indonesia. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Industri Tuna Indonesia 


Tuna merupakan komoditi ekspor andalan 
utama dari sektor perikanan nasional karena 
banyaknya permintaan di pasar dunia sehingga 
industri perikanan tuna nasional semakin 
berkembang. Jika diuraikan berdasarkan komoditas 
ekspor maka terdapat tiga jenis komoditas tuna 
yang terdapat dalam industri tuna Indonesia yakni 
produk tuna segar (fresh tuna), produk tuna yang 
dibekukan (frozen tuna) dan juga ikan tuna olahan 
diantaranya bentuk tuna kaleng. Analisis data 
BKIPM, KKP menunjukkan gambaran ekspor tuna 
berdasarkan jenis komoditas dapat dilihat pada 
Tabel 2. 


Tabel 2. Ekspor Tuna Berdasarkan Komoditas. 
Table 2. Tuna Export by Commodity. 


(Arthatiani., et al) 


Tabel 2 menjelaskan bahwa volume ekspor 
tuna secara umum mengalami peningkatan sebesar 
25,42% dari tahun 2016 ke 2017, selain itu diketahui 
pula bahwa tuna beku merupakan jenis komooditas 
tuna yang paling banyak diekspor dari Indonesia 
yang diikuti tuna olahan dan paling sedikit adalah 
tuna segar. Harga rata-rata tuna segar paling 
tinggi dibandingkan komoditas tuna lainnya namun 
volume ekspor ikan tuna segar paling rendah dan 
mengalami penurunan sebesar 19.09% dari tahun 
2016 ke tahun 2017. Harga ikan tuna segar paling 
tinggi karena kualitasnya dianggap lebih baik 
dibandingkan ikan beku dan olahan, akan tetapi 
volume ekspornya relatif kecil dan menurun karena 
sebagian besar produksi tuna Indonesia belum 
memenuhi syarat kualitas tuna segar yang layak 
ekspor. Selain itu informasi dari para pelaku usaha 
kualitas ikan tuna Indonesia semakin menurun 
dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan kapal 
angkut ikan (transhipment) yang dikeluarkan oleh 
KKP melalui Permen KP nomor 57 Tahun 2014 
dalam upaya memerangi Illegal, Unreported dan 
Unregulated (IUU) Fishing. Kebijakan ini berimbas 
kepada kualitas ikan tuna yang didaratkan, karena 
dengan dilarangnya melakukan pemindahan hasil 
tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal 
pengangkut ikan menyebabkan diperlukan waktu 
yang lebih lama bagi kapal untuk dapat menjual 
hasil tangkapannya. Sebelum diberlakukan 
kebijakan ini kapal ikan tuna longline banyak 
melakukan pemindahan muatan ikan antar-kapal 
penangkap tuna long line dengan saling menitipkan 
ikan dari daerah tangkapan ikan ke pelabuhan. 
Transshipment dinilai dapat mempersingkat waktu 
pendaratan ikan tuna sehingga kualitasnya dapat 
lebih terjaga, selain itu dapat menghemat biaya 
operasional dibandingkan harus mendaratkan 
kapal terlebih dahulu ke pelabuhan. Hal ini juga 
disebutkan dalam penelitian Hudayana & Utami 
(2017) yang menyebutkan bahwa dengan adanya 


Volume (kg)/ Volume (Kg) 


Komoditas/ Commodity 


Harga (Rp/kg)/ Price (Rp/Kg) 


2016 2017 2016 2017 
Tuna segar/ Fresh tuna 13,023,879 10,537,860.83 75,169 90,303 
Tuna bekúul Frozen tuna 42,798,409 54,752,352.79 60,915 83,092 
Tuna olahan/ Processed tuna 23,759,267 34,519,740.53 64,937 62,017 
Jumlah/Total 79,581,555 99,809,954.15 67,007 78,470 


Sumber: Data Operasional BKIPM, 2018 (diolah)/ Source: BKIPM Operational Data, 2018 (Processed) 
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kebijakan pelarangan transshipment kapal maka 
tuntutan kesegaran produk tidak mampu dipenuhi 
oleh pelaku usaha kapal rawai tuna karena rentang 
waktu maksimal untuk memenuhi klasifikasi tuna 
segar layak ekspor adalah antara 8 jam sampai 
2 minggu sehingga jika melewati waktu tersebut 
maka hasil tangkapan harus dibekukan yang akan 
mengurangi nilai jual. Oleh karena itu hal tersebut 
menyebabkan volume ekspor tuna segar menjadi 
lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya. 


Tingginya volume ekspor ikan tuna beku 
mencerminkan bahwa industri pembekuan ikan 
masih menjadi primadona sektor usaha perikanan 
di Indonesia. Namun yang harus menjadi perhatian 
bagi seluruh stakeholders adalah harus dilakukan 
berbagai upaya dalam meningkatkan daya saing 
terutama untuk ikan tuna beku Indonesia. Penelitian 
yang dilakukan oleh Cahya (2010) menunjukkan 
bahwa daya saing ikan tuna beku dan ikan olahan 
Indonesia lebih rendah dibandingkan ikan tuna 
segar di pasar Internasional, selain itu penelitian 
dari Lestari, Syarie & Sumantadinata (2013) 
menunjukkan bahwa berdasarkan nilai RCA maka 
tuna olahan Indonesia mempunyai daya saing 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan tuna beku, 
namun lebih rendah bila dibandingkan dengan tuna 
segar. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hidayati 
(2014) yang menyebutkan bahwa daya saing 
tuna segar dan olahan lebih mapan dibandingkan 
tuna beku yang berfluktuasi. Posisi daya saing 
tuna segar, beku dan olahan dalam tahap 
pertumbuhan ke kematangan. Kondisi ekspor tuna 
Indonesia menunjukkan hal menarik dimana tuna 
beku Indonesia memiliki daya saing yang paling 
rendah namun persentase ekspor paling tinggi 
dibandingkan ikan tuna segar dan olahan. 
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Oleh karena itu menjadi keharusan bagi Indonesia 
untuk meningkatkan daya saing ikan terutama pada 
tuna beku sebagai komoditas ekspor terbesar, 
salah satunya dengan meningkatkan mutu dan 
diferensiasi produk tuna beku sehingga memiliki 
nilai tambah yang lebih tinggi dan harapannya 
dapat menambah devisa negara dan kesejahteraan 
masyarakat. 


Ekspor tuna juga dapat dianalisis 
berdasarkan negara tujuan ekspor. Seperti diketahui 
dari berbagai literatur (Cahya, 2010; Lestari 
et al., 2013; Hidayati, Dwidjodono, Masyhuri 
& Kamiso, 2015; Yusuf, Arthatiani & Putri, 2017) 
menunjukkan bahwa pasar utama tuna ekspor 
Indonesia adalah Jepang, USA dan Uni Eropa. 
Dalam penelitian ini menggunakan data ekspor 
dari BKIPM KKP tahun 2016 dan tahun 2017 
menunjukkan sebaran ekspor tuna berdasarkan 
negara tujuan dapat dilihat pada Gambar 2. 


Berdasarkan Gambar 2 tersebut maka dapat 
diketahui bahwa USA dan Jepang merupakan pasar 
ekspor utama tuna Indonesia. Thailand menduduki 
peringkat ketiga sebagai negara tujuan ekspor tuna. 
USA merupakan negara tujuan ekspor utama yang 
diduga disebabkan harga tuna di USA relatif lebih 
tinggi dibandingkan negara lainnya Hal ini menjadi 
pertimbangan utama eksportir karena tingkat 
harga yang lebih tinggi sehingga meskipun syarat 
ekspornya lebih ketat namun USA tetap merupakan 
pasar utama tuna Indonesia. Sedangkan kondisi 
ekspor tuna Indonesia di pasar Jepang memiliki 
fenomena yang berbeda dimana pada tahun 2016 
ke tahun 2017 terjadi peningkatan volume ekspor 
sebesar 33,5%. Hal ini kemungkinan disebabkan 
adanya kesepakatan Indonesia-Japan Economic 


E Lainnya 
E VietNam 


E Australia 


E Spanyol 


14,92% E Saudi Arabia 


Thailand 
E Japan 


mUSA 


Gambar 2. Sebaran Ekspor Tuna Berdasarkan Negara Tujuan tahun 2016-2017. 
Figure 2. Distribution of Tuna Exports by Destination Country of 2016-2107. 
Sumber: Data Operasional BKIPM ,2018 (diolah)/ Source: BKIPM Operational Data, 2018 (Processed) 
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Partnership Agreement (IJEPA) yang memberikan 
kepastian akses pasar yang lebih besar bagi 
produk perikanan Indonesia ke Jepang. Meskipun 
tarif bea masuk impor masih dikenakan terhadap 
produk tuna Indonesia namun  besaranya 
semakin menurun dibandingkan tahun 
sebelumnya. Menurut penelitian Winanti (2011) 
tarif impor merupakan faktor yang mempengaruhi 
secara negatif dan signifikan terhadap ekspor 
tuna di pasar Jepang sehingga dengan adanya 
kesepakatan ini diduga mendorong peningkatan 
ekspor tuna Indonesia ke Jepang. 


Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah, 
Thailand merupakan salah satu pasar tujuan utama 
ekspor Tuna Indonesia, meskipun jika dilihat 
pada tataran eksportir utama tuna di dunia maka 
Indonesia dan Thailand merupakan kompetitor 
sebagai eksportir utama tuna dunia (Hidayati, 
Dwidjono, Mayhuri & Kamiso, 2015). Industrialisasi 
ikan tuna kaleng di Thailand berkembang cukup 
pesat dan jauh lebih besar kapasitas produksinya 
dibandingkan Indonesia. Hutagalung (2014) 
menyebutkan bahwa Thailand memproduksi 55 
juta karton ikan tuna kaleng sementara Indonesia 
hanya memproduksi 8,2 juta karton ikan tuna 
kaleng. Sehingga dapat disimpulkan Thailand 
menjadi importir tuna asal Indonesia sebagai 
bahan baku untuk industri pengalengan tuna 
dalam negeri. Hal yang sama juga terjadi dengan 
adanya peningkatan ekspor yang cukup signifikan 
ke Vietnam sebesar 212% dan ke Filipina sebesar 
359% yang digunakan sebagai bahan baku industri 
tuna olahan di Vietnam dan Filipina. Peningkatan 
ekspor tuna ke Thailand, Vietnam, dan Filipina 
sebagai kompetitior tuna Indonesia di dunia harus 
dicermati Pemerintah dan pelaku usaha karena 
seharusnya potensi bahan baku tuna yang dimiliki 
Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung 
industri pengalengan tuna dalam negeri. 


Pemerintah dapat melakukan berbagai 
intervensi kebijakan untuk membatasi ekspor 
tuna ke negara kompetitor tuna untuk menjawab 
kebutuhan bahan baku industri tuna olahan dalam 
negeri akan tetapi hal ini juga harus dibarengi 
dengan peningkatan daya saing tuna olahan dalam 
negeri. Industri tuna dalam negeri harus ditingkatkan 
kapasitas dan jaminan keamanan pangannya 
sehingga memiliki keunggulan komparatif jika 
dibandingkan produk dari negara lainnya sehingga 
dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi 
dan bermanfaat bagi kesejahteraan Indonesia. 
Dalam upaya membangun industri tuna dalam 
negeri Pemerintah Indonesia juga harus 


meningkatkan kemampuan negosiasi 
internasional untuk dapat menekan hambatan- 
hambatan perdagangan yang dapat menurunkan 
daya saing tuna Indonesia. Sebagai contoh 
pengenaan tarif bea masuk tuna Indonesia di 
pasar Jepang masih dikenakan tarif sedangkan 
Thailand nol persen hal ini yang menyebabkan 
tuna Indonesia memiliki harga lebih tinggi di 
pasar Jepang yang dapat menurunkan ekpor tuna 
Indonesia. Oleh karena itu kemampuan lobi dan 
negosisasi atase perdagangan Indonesia menjadi 
penting untuk menurunkan hambatan-hambatan 
perdagangan yang dapat mengganggu kinerja 
ekspor tuna Indonesia. 


Struktur Pasar Industri Tuna Indonesia 


Analisis struktur pasar bertujuan untuk 
mengidentifikasi tingkat persaingan yang 
terjadi dalam pasar tuna Indonesia. Identifikasi 
dilakukan menggunakan analisis konsentrasi 
pasar dan hambatan masuk pasar. Struktur pasar 
menggambarkan persaingan dalam pasar untuk 
sebuah produk atau jasa. Di samping itu struktur 
pasardapatmemberikan gambarantingkatkekuatan 
monopoli yang dapat berdampak pada kemampuan 
daya saing produk perikanan Indonesia. 


Analisis Konsentrasi Pasar Komoditas Tuna 


Tingkat konsentrasi pasar dapat dinilai 
dari besaran pangsa pasar empat perusahaan 
terbesar (CR4) dan Herfindahl-Hirschman Index 
(HHI) yang secara empiris sering digunakan 
dalam mengukur tingkat konsentrasi pasar 
(Abubakar, Hakim & Asmarantaka, 2016; Ginoga, 
2017; Rekarti & Nurhayati, 2016). Perhitungan 
nilai CR4 dan HHI index dalam industri tuna 
berdasarkan jenis komoditasnya dapat dilihat 
pada Tabel 3. 


Hasil analisis konsentrasi pasar yang 
digambarkan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa 
untuk komoditas tuna olahan berdasarkan rata-rata 
nilai HHI yakni 2908 memiliki struktur pasar 
cenderung monopoli, sedangkan berdasarkan 
rata-rata nilai CR4 sebesar 82.26% struktur 
pasarnya termasuk kategori oligopoli sangat 
ketat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pasar 
tuna olahan memiliki tingkat konsentrasi tinggi. 
Konsentrasi pasar merupakan indikator dari 
struktur pasar yang menentukan perilaku, kinerja, 
dan tingkat persaingan dalam pasar. Semakin 
tinggi tingkat konsentrasi pasar, maka semakin 
besar kekuatan pasarnya yang akan berimbas 
kepada bentuk pasar persaingan tidak sempurna. 
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Tabel 3. Rasio Konsentrasi Pasar Tuna Indonesia. 
Table 3. Indonesian Tuna Market Concentration Ratio. 


Jumlah 
Eksportir/ Herfindahl-Hirschman Concentration 
komoditas D of Index (HHI) Ratio (CR4) 
Commodity xporters 
Rata-Rata/ 
Rata-Rata/ 
2016 2017 2016 2017 Average 2016 2017 Average 

Tuna segar/ 87 70 972 927 927 51.41% 50.06% 50.74% 
Fresh tuna 
Tuna beku/ 128 122 545 904 725 37.53% 43.39% 40.46% 
Frozen tuna 
Tuna olahan/ 21 26 3425 2391 2908 87.41% 77.10% 82.26% 


Processed tuna 


Sumber: Data Operasional BKIPM ,2018 (diolah)/ Source: BKIPM Operational Data, 2018 (Processed) 


Jumlah eksportir tuna olahan di Indonesia 
juga memiliki jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan eksportir tuna beku dan segar. Hal ini 
bisa dipahami karena nilai investasi dari teknologi 
produksi yang diperlukan untuk industri tuna 
olahan relatif tinggi. Sedangkan untuk ikan tuna 
beku memiliki rata-rata nilai HHI sebesar 725 dan 
CR4 sebesar 40,46% artinya tingkat konsentrasi 
pasarmya cenderung oligopoli rendah yang juga 
terlihat dari jumlah eksportir yang lebih banyak 
dibandingkan komoditas lainnya. 


Berdasarkan penjelasan sebelumnya 
juga diketahui bahwa volume ekspor tuna beku 
merupakan yang paling tinggi di Indonesia yang 
didukung dengan jumlah eksportir yang lebih 
banyak. Ikan tuna segar memiliki rata-rata nilai 
HHI sebesar 927 dan CR4 sebesar 50,74% artinya 
struktur pasarnya adalah oligopoli tinggi. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa pasar tuna 
olahan memiliki tingkat persaingan yang paling 
tinggi dan cenderung monopoli dengan adanya 
perusahaan yang dominan mempengaruhi pasar 
jika dibandingkan kondisi pasar tuna segar memiliki 


persaingan yang lebih rendah meskipun masih 
bersifat oligopoli tinggi sedangkan pasar tuna beku 
memiliki persaingan paling rendah dengan sifat 
oligopoli rendah. 


Analisis Hambatan Masuk Industri 


Hambatan masuk pasar juga dapat 
digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis 
struktur industri. Jumlah produsen yang keluar 
masuk pasar akan mempengaruhi produsen 

sudah ada sebelumnya. Pada praktiknya 
seringkali ditemukan perusahaan baru sulit 
untuk masuk dan bertahan didalam pasar karena 
terhalang oleh kekuatan perusahaan lama yang 
memiliki modal, skala usaha dan pangsa pasar 
yang besar. Salah satu indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur hambatan pasar 
adalah nilai Minimum Efficiency Scale (MES) yang 
diperoleh dari nilai output perusahaan terbesar 
dibagi dengan total nilai output didalam industri 
yang sama. Nilai MES pada industri tuna Indonesia 
berdasarkan jenis komoditasnya ditampilkan pada 
Tabel 4. 


Tabel 4 Nilai MES Menurut Jenis Tuna Tahun 2016-2017. 
Table 4 MES Value by Tuna Commodity 2016-2017. 


Jumlah Eksportir/ 


Minimum Efficiency Scale (MES) 


Komoditas/Commodity Number of Exporters NN 
2016 2017 2016 2017 anna 
Tuna segar/ Fresh tuna 87 70 22.04% 22.28% 22.16% 
Tuna beku/ Frozen tuna 128 122 16.76% 30.07% 23.42% 
Tuna olahan/ Processed tuna 21 26 53.84% 43.71% 48.78% 


Sumber: Data Operasional BKIPM ,2018 (diolah)/ Source: BKIPM Operational Data, 2018 (Processed) 
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Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui 
bahwa seluruh komoditas tuna memiliki hambatan 
masuk industri yang tinggi dengan nilai MES diatas 
10%. Komoditas tuna olahan memiliki hambatan 
masuk industri yang paling tinggi dengan nilai 
MES sebesar 48,78%. Artinya perusahaan baru 
memiliki hambatan tinggi untuk memasuki industri 
tuna olahan, hal ini juga diperkuat dengan nilai 
konsentrasi pasar yang tinggi pada industri tuna 
olahan dengan rasio CR4 sebesar 82,26% yang 
menunjukkan tipe pasar tuna olahan adalah 
oligopoli sangat tinggi. Sedangkan jika dilihat dari 
rasio MES ikan tuna segar memiliki nilai paling 
rendah dibandingkan jenis ikan lainnya. Hal ini 
dapat disebabkan karena ikan tuna segar tidak 
membutuhkan teknologi tinggi dalam menghasilkan 
produknya dan hanya bergantung pada kualitas 
penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal dan 
pada saat pendaratan sehingga peluang masuk 
kedalam pasar menjadi lebih mudah. Kendala 
utama bagi perusahaan baru dibidang tuna beku 
adalah penguasaaan akses terhadap bahan baku 
tuna. Ketersediaan bahan baku tuna yang fluktuatif 
dan sangat bergantung pada musim menyebabkan 
kendala bahan baku menjadi masalah utama yang 
dihadapi pelaku usaha. Perusahaan yang sudah 
lama berdiri di industri ini memiliki jaringan supplier 
tuna yang memungkinkan menghimpun tuna dari 
nelayan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan 
produksi. Oleh karena itu perusahaan baru di 
industri tuna dapat menghadapi risiko terputusnya 
kontinuitas produksi jika tidak memiliki informasi 
dan jaringan supplier ikan tuna dari nelayan dan 
kapal penangkapan. 


Perilaku Industri Tuna Indonesia 


Perilaku pasar dalam industri tuna orientasi 
ekspor di Indonesia dianalisis secara deskriptif 
untuk memperoleh informasi mengenai perilaku 
perusahaan dalam industri tuna Indonesia yang 
dijelaskan melalui strategi harga, strategi produk dan 
strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 


Strategi Harga 


Struktur pasar tuna yang bersifat oligopoli 
baik di dalam negeri maupun di pasar internasional 
menyebabkan proses penentuan harga ditentukan 
oleh kekuatan yang lebih besar. Negara tujuan 
utama ekspor tuna Indonesia adalah Jepang dan 
Amerika Serikat dimana sebagai pembeli kedua 
negara tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur 
perdagangan komoditas tuna nasional. Ketatnya 
peraturan ekspor yang disyaratkan negara tujuan 


menuntut Indonesia harus mengikuti semua 
peraturan yang ada untuk melakukan ekspor. Negara 
tersebut termasuk penguasa pasar yang berhak 
dalam menetapkan harga ikan, sedangkan sebagai 
pengikut pasar Indonesia tidak dapat menentukan 
harga. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
sebelumnya maka dapat diketahui untuk pasar USA 
harga ikan tuna lebih tinggi dibandingkan pasar 
lainnya namun harus memenuhi kualitas ekspor 
tuna dan jaminan keamanan pangan sesuai yang 
ditetapkan FDA. Sedangkan untuk pasar Jepang 
harganya relatif berfluktuasi karena penetapan 
harga melalui sistem lelang. Indonesia sebagai 
salah satu negara pengekspor tuna terbesar di 
dunia seharusnya dapat memiliki daya tawar 
penentuan harga yang tinggi terhadap pasar tujuan, 
akan tetapi tuna merupakan produk yang relatif 
mudah untuk disubstitusikan dengan komoditas 
ikan maupun protein lainnya menyebabkan posisi 
tawar yang lemah di pasar tujuan. Oleh karena 
itu peningkatan kualitas tuna dan juga kebijakan 
negosiasi perdagangan internasional untuk 
mengurangi hambatan tarif dan non tarif tuna 
Indonesia sangat penting untuk dapat dilakukan. 


Harga tuna sangat bergantung dari jenis 
komoditas tuna dan spesies tuna yang ditangkap. 
Pasar Jepang sebagai tujuan utama ekspor tuna 
Indonesia terkenal dengan kebudayaan gemar 
makan ikan dan mempercayai bahwa ikan tuna 
dalam kondisi fresh memiliki gizi yang lebih tinggi 
dibandingkan ikan frozen. Hasil penelitian Yusra, 
Hamzah & Syahnur (2014) menunjukkan bahwa 
pasar Jepang merupakan pasar yang sangat 
potensial bagi yellowfin segar asal Indonesia yang 
sangat dipengaruhi oleh GDP perkapita Jepang, 
nilai tukar dan juga harga yellowfin segar. Selain itu 
jenis ikan tuna juga mempengaruhi tingkat harga, 
tuna dengan jenis bigeye tuna memiliki harga yang 
lebih tinggi dibandingkan yellowfin, skipjack dan 
albacore tuna (Pan & Pooley, 2004). 


Strategi Produk 


Nilai ekonomis ikan tuna yang tinggi dan 
banyaknya permintaan di pasar dunia menjadikan 
perkembangan industri perikanan tuna nasional 
demikian pesat, tidak hanya produk tuna yang 
dibekukan (frozen tuna) dan produk tuna segar 
(fresh tuna), dan dalam bentuk tuna kaleng (canning 
tuna) atau olahan lainnya. Tuna segar yang diekspor 
oleh Indonesia berbentuk loin, whole, block dan 
cut. Sedangkan untuk tuna beku lebih bervariasi 
produknya meliputi tuna saku, cube, fillet, loin, poke 
cube, whole, steak, strip meat, chunks steaks, scarp 
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meat, slices dan lain sebagainya yang disesuaikan 
dengan permintaan buyer di negara tujuan. Ikan 
tuna olahan didominasi oleh ikan tuna kaleng yang 
diolah dengan berbagai bahan tambahan seperti 
minyak dan brine, selain itu ikan tuna diolah dalam 
bentuk dried smoked. 


Berbagai produk tersebut disesuaikan 
dengan negara tujuan, berdasarkan negara tujuan 
utama maka dapat diketahui bahwa untuk pasar 
USA tuna beku merupakan produk yang dominan 
dengan persentase 64% disusul dengan tuna olahan 
34% dan tuna segar hanya 2%. Kondisi berbeda 
terjadi di negara Jepang sebagai negara tujuan 
utama dimana ekspor tuna Indonesia didominasi 
oleh tuna segar sebesar 54%, tuna beku 38% dan 
tuna olahan 9%, hal ini tentunya berkaitan dengan 
selera penduduk Jepang yang lebih menyukai ikan 
segar dibandingkan ikan olahan. Negara tujuan 
utama lainnya adalah Thailand yang membutuhkan 
bahan baku ikan tuna untuk industri olahan tuna 
di Thailand. Komposisi jenis tuna Indonesia yang 
diekspor ke Thailand terdiri dari 95% tuna beku, 
4% tuna segar dan 1% tuna kaleng. Diferensiasi 
produk juga dapat meningkatkan daya saing tuna 
Indonesia yang harus dibarengi dengan peningkatan 
kualitas ikan tuna mulai dari penanganan bahan 
baku di atas kapal hingga penanganan sebelum 
ekspor. 


Strategi Promosi 


Promosi merupakan salah satu upaya 
pengenalan produk dan sekaligus sarana untuk 
membentuk citra produk di hadapan konsumen 
yang pada gilirannya akan meningkatkan volume 
penjualan. Promosi melibatkan banyak pihak 
dan biaya yang cukup tinggi namun itu semua 
jika dilakukan secara tepat akan mendatangkan 
keuntungan yang sangat besar. Untuk itu, agar 
volume ekspor meningkat baik dari segi ragam 
produk ikan tuna maupun jangkauan segmen 
konsumen yang luas, maka promosi dagangnya 
bukan sekedar membujuk konsumen tapi lebih 
mengarah pada memberi keyakinan akan nilai dan 
manfaat produk ikan tuna Indonesia. Hal ini perlu 
mendapatkan dukungan dari atase dagang yang 
mewakili Indonesia baik di negara-negara yang 
sudah menjadi tujuan ekspor Indonesia, maupun 
negara lain yang masih terbuka peluangnya untuk 
dimasuki oleh pasar ekspor ikan tuna Indonesia. 
Saudi Arabia, Australia dan Afrika dapat menjadi 
pasar alternatif bagi Indonesia dalam ekspansi 
ekspor tuna. Hal ini karena pada pasar USA 
dan Jepang Indonesia hanya sebagai price taker 
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sehingga diperlukan promosi bagi tuna Indonesia 
untuk dapat memasuki pasar alternatif yang 
potensial untuk tuna Indonesia. Strategi promosi 
selain dilakukan pemerintah Indonesia juga 
dilakukan pelaku usaha dengan ikut serta melalui 
pameran-pameran dan juga pengiriman sampel ke 
beberapa buyer yang potensial. 


Kinerja Pasar Industri Tuna Indonesia 


Kinerja pasar menurut Dahl & Hammond 
(1977) dalam Abubakar et al. (2016) merupakan 
keadaan sebagai akibat dari struktur dan perilaku 
pasar. Analisis kinerja pada industri tuna Indonesia 
dianalisis menggunakan variabel Price Cost Margin 
(PCM) dan Efisiensi Internal (Xeff). Perhitungan 
variabel PCM dan Xeff membutuhkan ketersediaan 
data biaya input, biaya tenaga kerja dan dan total 
output perusahaan. Salah satu sumber data yang 
dapat mengakomodir kebutuhan data tersebut 
adalah menggunakan data survey Industri Besar 
Sedang (IBS) tahunan yang dilakukan oleh BPS. 
Jumlah sampel pada survey IBS secara nasional 
sebanyak 1.703 perusahaan dan mengacu pada 
kode KBLI terdapat dua kode lapangan usaha 
yang dapat mewakili industri tuna Indonesia 
yakni kode 10213 yakni Industri Pembekuan Ikan 
yang mewakili industri tuna beku dan kode 10219 
yakni Industri Pengolahan dan Pengawetan 
Lainnya untuk Ikan yang dianggap dapat mewakili 
Industri Tuna Olahan. Kinerja pasar dari kedua 
lapangan usaha tersebut dianalisis melalui nilai 
PCM dan Xeff yang akan dianalisis lebih lanjut 
dalam bahasan sebagai berikut. 


Analisis Price Cost Margin (PCM) 


Keuntungan adalah indikator yang dapat 
digunakan untuk menganalisis kinerja industri 
tuna. Namun umumnya data mengenai keuntungan 
pada tingkat perusahaan tidak dipublikasikan. 
Mengacu pada hal tersebut, maka perhitungan 
kuntungan dalam penelitian ini diproksi dengan 
menggunakan pendekatan Price Cost Margin 
(PCM). PCM adalah nilai keuntungan yang berasal 
dari kelebihan penerimaan suatu industri atas biaya 
produksi (Carlton & Perloff, 2000). Berdasarkan 
kode lapangan usaha yang mewakili industri 
tuna maka perhitungan PCM dijelaskan melalui 
Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 maka dapat diketahui 
bahwa ikan tuna beku memiliki nilai PCM yang 
cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2012 
memiliki nilai yang paling rendah dan tahun 2014 
memiliki nilai yang paling tinggi dengan nilai rata- 
rata selama lima tahun sebesar 23,51%. 
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Tabel 5. Nilai PCM Industri Tuna Beku dan Tuna 
Olahan di Indonesia Tahun 2011-2015. 
Table 5. PCM Value for Frozen Tuna and 
Processed Tuna Industry in Indonesia 


2011-2015. 

No Tahun/ Tuna Beku/ Tuna Olahan/ 
Year Frozen Tuna Processed Tuna 

1. 2011 27.14 10.94 

2. 2012 13.86 16.07 

3. 2013 26.43 28.53 

4. 2014 27.84 16.24 

5. 2015 22.29 9.59 

Rata-Rata/ 23.51 16.28 
Average 


Sumber: BPS, 2018 (diolah)/ Source: BPS, 2018 (Processed) 


Artinya industri tuna beku memberikan tingkat 
penerimaan yang cukup menguntungkan 
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan 
perusahaan. Pada industri tuna olahan kisaran nilai 
PCM masih menguntungkan dengan nilai tertinggi 
sebesar 28,53% pada tahun 2013 dan memiliki nilai 
terendah pada tahun 2015 sebesar 9,59%. Ginoga 
(2017) dalam penelitiannya terhadap industri ikan 
kaleng tahun 1990-2014 menunjukkan rata-rata 
nilai PCM sebesar 23,98% artinya secara umum 
tingkat keuntungan industri ikan di Indonesia masih 
menguntungkan. Penurunan nilai PCM sejak 
tahun 2013 pada tuna olahan dapat disebabkan 
adanya peningkatan biaya input atau penurunan 
penerimaan dari output yang dihasilkan. Kondisi 
ini diduga karena adanya perubahan cuaca sejak 
akhir tahun 2013 yang menyebabkan gangguan 
ketersediaan bahan baku ikan bagi industri yang 
juga berimbas pada industri pengolahan dan 
pengawetan ikan lainnya (Adisurya dalam kontan 
2013). 


Ketersediaan bahan baku yang kurang 
kemungkinan menyebabkan meningkatknya harga 
beli ikan untuk bahan baku industri ikan olahan 
sehingga menurunkan rasio keuntungan yang 
diterima perusahaan. Kebijakan pengelolaan 
sumberdaya ikan dan peningkatan produksi serta 
pengawasan tindak pencurian ikan di laut Indonesia 
perlu untuk dilakukan Pemerintah dalam menjamin 
ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan 
ikan. Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa 
industri tuna masih menguntungkan dan tuna 
beku dengan nilai PCM 23,51% dan lebih tinggi 
dari nilai PCM tuna olahan yakni sebesar 16,28%. 
Sebagai bahan perbandingan kinerja pasar antar 
berbagai industri di Indonesia dapat dilihat dari 
nilai PCM yang bervariasi contohnya pada industri 


pulp dan kertas memiliki nilai PCM 27,76% (Putra, 
2009), industri tepung terigu nilai PCM rata-rata 
sebesar 10,75% (Apriande & Daryanto, 2012) 
dan industri pakan ternak Indonesia memiliki 
nilai PCM rata-rata 20,94% (Septiani & Alexandi 
2014). Uraian di atas menunjukkan industri 
ikan tuna masih menguntungkan dan potensial 
untuk dapat ditingkatkan kinerjanya dengan 
menjamin kontinuitas bahan baku sehingga dapat 
mengurangi flutktuasi biaya input produksi yang 
dapat mempengaruhi keuntungan industri. 


Analisis Efisiensi Internal (Xeff) 


Efisiensi internal (XEff) adalah variabel lain 
yang dapat digunakan sebagai indikator pengukur 
kinerja suatu industri. Nilai efisiensi internal 
diperoleh dari hasil pembagian nilai tambah dengan 
biaya input yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
Berdasarkan kode lapangan usaha yang mewakili 
industri tuna maka perhitungan Xeff dijelaskan 
melalui Tabel 6: 


Tabel 6. Nilai Xeff Industri Tuna Beku dan 
Tuna Olahan di Indonesia Tahun 
2011-2015 (%). 

Table 6. Xeff Value Value for Frozen Tuna 
and Processed Tuna Industry in 
Indonesia 2011-2015 (%). 

No Tahun/ Tuna Beku/ Tuna Olahan/ 
Year Frozen Tuna Processed Tuna 
1. 2011 51.67 9.76 
2. 2012 30.98 43.92 
3: 2013 51.11 57.54 
4. 2014 47.55 27.33 
5. 2015 36.30 17.73 
Rata-Rata/ 43.52 31.26 
Average 


Sumber: BPS, 2018 (diolah)/ Source: BPS, 2018 (Processed) 


Berdasarkan Tabel 6 di atas maka diketahui 
industri tuna beku dan olahan memiliki nilai efisiensi 
internal yang berfluktuatif. Semakin tinggi nilai 
Xeff dapat diartikan perusahaan semakin 
efisien karena adanya peningkatan nilai tambah 
atau penurunan biaya input. Oleh karena itu 
berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat 
diketahui bahwa industri tuna beku lebih efisien 
dibandingkan dengan tuna olahan. Pada tuna beku 
nilai Xeff terendah diperoleh pada tahun 2012 dan 
efisiensi tertinggi tahun 2011 dengan nilai rata-rata 
sebesar 43,52%. Ikan tuna olahan memiliki nilai 
efisiensi internal yang paling tinggi pada tahun 
2013 dan terendah pada tahun 2015 dengan 
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nilai rata-rata sebesar 31,26%. Industri lainnya 
memiliki nilai Xeff bervariasi, seperti industri pulp 
dan kertas memiliki nilai Xeff 56,26% (Putra, 2009), 
industri tepung terigu nilai Xeff rata-rata sebesar 
12,37% (Apriande & Daryanto, 2012) dan industri 
pakan ternak Indonesia memiliki nilai Xeff rata-rata 
32,54% (Septiani & Alexandi, 2014). Oleh karena 
itu berdasarkan hasil perbandingan nilai efisiensi 
internal pada industri tuna perlu untuk ditingkatkan 
yang dapat dicapai dengan penghematan biaya 
input dan peningkatan output dari sisi volume 
maupun nilai ekspornya. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur 
industri tuna Indonesia pada tingkat eksportir tuna 
dilihar dari rata-rata nilai Herfindahl-Hirschman 
Index (HHI), Concentration Ratio (CR4) dan rasio 
Minimum Efficiency Scale (MES) menunjukkan 
tuna segar dan tuna beku memiliki struktur pasar 
oligopoli, sedangkan untuk komoditas tuna olahan 
memiliki struktur pasar oligopoli sangat ketat. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tuna 
olahan memiliki tingkat persaingan pasar yang 
paling tinggi yang juga dilihat dari indikator 
hambatan masuk industri yang sangat besar. 
Ketersediaan bahan baku tuna yang fluktuatif 
dan sangat tergantung musim menyebabkan 
kemampuan membentuk jaringan supplier menjadi 
sangat menentukan kemampuan produksi sehingga 
menyebabkan struktur pasar tuna cenderung 
oligopoli. 


Perilaku pasar industri tuna dianalisis melalui 
strategi harga yang menunjukan bahwa perilaku 
pasar industri penentuan harga tuna dilakukan oleh 
buyer pada negara tujuan yang diukur berdasarkan 
jenis komoditasnya. Ikan tuna segar dihargai lebih 
tinggi dengan label “premium price? digunakan 
untuk memenuhi permintaan high-end consumer 
yang biasanya disetarakan sashimi grade. Kualitas 
kesegaran ikan harus dapat dipenuhi untuk jenis 
produk ini dimana jangka waktu penangkapan 
sampai ke eksportir tidak boleh lebih dari dua 
minggu. Sedangkan ikan tuna frozen dan olahan 
memiliki harga yang lebih rendah karena tidak 
memenuhi kualitas ikan tuna yang dipersyaratkan. 
Sedangkan dilihat dari sisi strategi produk saat ini 
para pelaku industri tuna orientasi ekspor sudah 
melakukan berbagai diferensiasi produk terutama 
untuk tuna beku untuk memenuhi kebutuhan pasar 
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ekspor, sedangkan strategi promosi yang dilakukan 
melalui pengiriman sampel dan pameran promosi 
dalam berbagai ajang pameran perdagangan 
internasional. 


Kinerja pemasaran industri tuna yang 
dapat dianalisi dalam penelitian ini adalah tuna 
olahan dan tuna beku, dimana dilihat dari nilai 
profit cost margin (PCM) maka dapat diketahui 
bahwa industri tuna masih menguntungkan 
meskipun lebih tinggi tingkat keuntungan dari 
industri tuna beku dibandingkan tuna olahan. 
Efisiensi internal industri tuna beku dan olahan 
memiliki nilai yang cukup fluktuatif namun masih 
perlu untuk ditingkatkan terutama pada industri 
tuna olahan yang memiliki nilai efisiensi internal 
yang lebih rendah daripada tuna beku yang 
artinya kurang efisien. Oleh karena itu nilai 
efisiensi internal juga perlu untuk ditingkatkan 
untuk meningkatkan kinerja pemasaran industri 
tuna. 


Rekomendasi Kebijakan 


Berdasarkan hasil penelitian maka saran 
dan rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan 
adalah perlunya mendorong pemerintah untuk 
melakukan berbagai kebijakan yang memudahkan 
investasi terutama pada industri tuna olahan 
sehingga mampu menggeser ekspor tuna ke 
Thailand sehingga peluang permintaan tuna 
dunia dapat dipenuhi oleh industri tuna Indonesia. 
Hal ini dapat berdampak pada peningkatan 
devisa negara dari peningkatan nilai tambah 
ekspor tuna. Disisi lain perlu adanya kebijakan 
pemerintah untuk melakukan pengawasan usaha 
pada industri tuna khususnya pada tuna olahan 
sehingga tidak adanya perilaku industri yang 
dapat menyebabkan persaingan pasar yang 
kurang sehat. Persaingan pasar yang kurang 
sehat ini dapat berupa penguasaan bahan baku 
ikan tuna oleh perusahaan tertentu yang sudah 
memiliki jejaring dengan nelayan sehingga dapat 
merugikan perusahaan tuna lainnya dan nelayan 
karena minimnya informasi harga. Pemerintah 
harus dapat memgembangkan sistem informasi 
dan memperbaiki jaringan transportasi dan logistik 
untuk dapat mengatasi permasalahan kontinuitas 
bahan baku. Jika hal tersebut dilakukan diharapkan 
industri tuna dalam negeri dapat berproduksi 
optimal sehingga meningkatkan kinerja pemasaran 
melalui peningkatan profit dan efisiensi industri 
berupa penghematan biaya input dan peningkatan 
output. 
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ABSTRAK 


Pemenuhan ketersediaan ikan papuyu untuk konsumsi masih mengandalkan hasil tangkapan, 
oleh karena itu saat ini dikembangkan usaha budi daya ikan papuyu untuk pemenuhan ketersediaan 
konsumsi selain dari hasil tangkapan. Budi daya ikan papuyu perlu didukung oleh pemenuhan 
benih yang berkualitas dari segi teknis dan ekonomis.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah 
permintaan aktual dan prediksi permintaan benih ikan papuyu pada 5 tahun ke depan, profit usaha 
pembenihan ikan papuyu dan mengetahui daerah serta sistem pemasaran benih ikan papuyu. Lokasi 
penelitian ditetapkan secara purposive di balai pembenihan ikan di 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Selatan. Pengambilan data primer dilakukan dengan metode survei dengan teknik wawancara yang 
dibantu panduan pertanyaan terstruktur. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis 
tren eksponensial, analisis profit dan Revenue Cost Ratio (RC-Ratio) serta analisis sistem dan 
saluran pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total permintaan benih papuyu pada tahun 
2018 diperkirakan mencapai 996.168 ekor, dan dalam periode 5 tahun ke depan permintaan benih 
diperkirakan akan terus meningkatkan hingga mencapai 7.081.448 ekor; keuntungan usaha pembenihan 
ikan papuyu sebesar Rp28.758.233,67. Berdasarkan hasil perhitungan RC-Ratio sebesar 2,49, nilai 
Payback Period 0,71 tahun dan Break Event Point (BEP) produksi sebesar 64.139 ekor dan BEP harga 
sebesar Rp120,26 maka usaha pembenihan ikan papuyu dinyatakan menguntungkan dan layak untuk 
dikembangkan. Daerah pemasaran benih ikan papuyu yang disuplai dari balai benih ikan dari kabupaten- 
kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimatan Tengah. 
Sistem pemasaran yang digunakan adalah sistem pemasaran langsung dari balai benih ke konsumen 
(pembudidaya ikan papuyu). 


Kata Kunci: prospek; trend permintaan; kelayakan usaha; sistem pemasaran; saluran pemasaran 


ABSTRACT 


The Papuyu demand for consumption has been depended on fish caught. This condition lead to 
the development of papuyu fish farming business to meet the consumption need other than wild caught. 
Papuyu fish farming should be necessarily supported by technical and economical quality of the seeds. 
This research aimed to estimate the actual demand as well as to forecast the future demand of papuyu 
seeds, especially in the next 5 years. In addition, this study would also analyse the business profit, area 
of hatchery unit, and marketing system of papuyu fish. Research area was purposely selected at the fish 
hatchery in 4 districts in South Kalimantan Province. Primary data were collected through survey method 
with structured questionnaires interviews. Descriptive analysis, exponential trend analysis, profit analysis 
and RCR, and system and marketing channels analysis were used in the study. The results described 
the total demand for papuyu seeds in 2018 is estimated to reach 996,168, while in the next 5 years the 
demand for the seeds is expected to increase to 7,081,448 fingerlings and The profit of the papuyu fish 
hatchery is Idr 28,758,233.67. The RC ratio is 2.49 the value of the Payback Period is 0.71 year the 
Break Event Point (BEP) of production is 64,139 fingerlings and BEP price is Idr 120.26 per fingerling. 
Therefore, the business of papuyu fish hatchery is claimed to be profitable and feasible. The marketing 
areas of papuyu fish seeds produced by the fish hatchery units in 4 districs in South Kalimantan Province 
covering South Kalimantan and Central Kalimantan directly from the hatchery centers to consumers 
(papuyu fish farmers). 


Keywords: prospects; demand trends; feasibility; marketing systems; marketing channels 
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PENDAHULUAN 


Ikan papuyu atau ikan betok merupakan 
salah satu spesies ikan lokal yang banyak ditemui 
di perairan darat Kalimantan, khususnya perairan 
rawa. Ikan papuyu sangat diminati masyarakat 
lokal karena rasanya yang khas, dagingnya gurih 
dan sedikit berlemak. Ikan ini diperjual belikan 
dalam berbagai bentuk, seperti dalam keadaan 
segar yang dapat dijumpai di pasar-pasar 
tradisional, dalam bentuk olahan berupa ikan 
kering, ikan fermentasi, dan dalam bentuk siap 
saji berupa ikan goreng, ikan bakar, dan masakan 
tradisional lainnya yang sering disediakan di 
rumah-rumah makan dan restoran. 


Tingginya permintaan ikan papuyu telah 
mendorong peningkatan perburuan nelayan akan 
ikan ini, bahkan pada beberapa sentra perikanan 
tangkap perairan umum mulai terjadi kondisi 
tangkap lebih (over fishing), seperti di perairan 
Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu 
Sungai Tengah, dan Tapin. Hal ini dapat dilihat 
dari penurunan volume hasil tangkapan dan/atau 
ukuran satuan ikan papuyu yang tertangkap. 
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan 
maraknya aktivitas ekonomi yang mengarah 
kepada alih fungsi lahan rawa menjadi lahan 
perkebunan sehingga cukup mengancam 
keberadaan habitat dan plasma nutfah ikan-ikan 
lokal. Keperluan ikan papuyu sebagai ikan 
konsumsi di Kalimantan Selatan mencapai 
>800 kg/hari, dimana hanya terpenuhi 30% 
saja, yang bersumber 90% dari hasil tangkapan 
di alam dan sisanya berasal dari pembudidaya 
ikan (Slamat, Marsoedi, Athaillah & Arfiati, 2012). 
Luas kolam budidaya ikan papuyu di Kalimantan 
Selatan mencapai 5 — 10 ha, dimana metode 
budidayanya masih tradisional. 


Perkembangan teknologi budidaya ikan 
papuyu di beberapa unit pembenihan diharapkan 
dapat mendukung kebutuhan benih untuk 
unit-unit pembesaran, dimana hingga saat ini 
hampir 90% masih mengandalkan benih alam. 
Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan usaha 
pembenihan hingga skala Unit Pembenihan 
Rakyat (UPR). Untuk mencapai tingkat 
produksi yang efisien dan menguntungkan bagi 
pembudidaya dan terpenuhinya kebutuhan unit 
pembesaran dengan harga yang bersesuaian 
maka perlu dilakukan perkiraan permintaan 
benih menurut unit pembesaran; waktu, harga jual, 
daerah dan sistem pemasaran, serta profit usaha 
pembenihan ikan papuyu. 
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Ketersediaan benih menjadi faktor 
penentu utama keberhasilan tahapan budi 
daya selanjutnya. Sumber benih bagi unit-unit 
pembesaran ikan papuyu berasal dari alam dan 
beberapa panti pembenihan (hatchery) Unit 
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan 
Budidaya di Kalimantan Selatan (Bunasir et al., 
2014). Meskipun beberapa panti pembenihan 
telah mampu menghasilkan benih ikan papuyu 
secara massal, namun untuk pengembangan 
lebih lanjut unit pembenihan hingga skala unit 
pembenihan rakyat (UPR) pada tingkat produksi 
yang efisien dan keuntungan yang maksimal 
dibutuhkan keseimbangan antara permintaan dan 
penawaran, di samping dukungan ketersediaan 
lahan dan tenaga kerja yang memadai. Penelitian 
ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis jumlah 
permintaan aktual dan prediksi permintaan 
benih ikan papuyupada 5 tahun ke depan, 
(2) Menganalisis profit usaha pembenihan ikan 
papuyu dan (3) Menganalisis daerah dan sistem 
pemasaran benih ikan papuyu. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive 
di empat balai pembenihan ikan yang berada di 
Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kabupaten 
Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan 
Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian ini 
dipilih dengan pertimbangan balai pembenihan 
ikan di wilayah tersebut telah berhasil melakukan 
pembenihan ikan papuyu. Penelitian dilaksanakan 
selama 3 bulan, mulai bulai Juli — September 2018. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Pengambilan data primer dilakukan dengan 
metode survei dengan teknik wawancara yang 
dibantu panduan pertanyaan terstruktur. Data 
yang dikumpulkan meliputi data primer dan 
sekunder. Data primer adalah sejumlah informasi 
yang diperoleh peneliti langsung dari obyek 
penelitan (responden) melalui survei dan 
wawancara. Data primer yang diambil meliputi 
teknologi pembenihan yang dilakukan, biaya 
investasi, biaya tetap, biaya variabel, jumlah 
produksi, penerimaan, keuntungan dan saluran 
pemasaran usaha pembenihan ikan papuyu di 
balai pembenihan pada empat kabupaten. 
Wawancara dilakukan terhadap 50 orang 
responden baik terhadap karyawan maupun 
terhadap petani pembesaran ikan papuyu yang 
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membeli benih ikan dari keempat balai pembenihan 
tersebut. 


Data sekunder adalah sejumlah informasi 
yang telah maupun belum dipublikasikan oleh 
pihak atau instansi yang terkait berupa data 
produksi benih ikan papuyu yang bersumber dari 
balai pembenihan dan Dinas Perikanan terkait. 


Metode Analisis 


Untuk menjawab tujuan pertama yaitu 
menganalisis jumlah permintaan aktual dan prediksi 
permintaan benih ikan papuyu pada 5 tahun ke 
depan digunakan analisis trend eksponensial log a 
+ (log b) X; log Y' = Y'O; log a = ao dan log b = bo. 
Karena trend semi log memiliki bentuk linier, maka 
dapat digunakan metode kuadrat terkecil. Dengan 
demikian Y'o = ao + boX, dimana koefisien ao dan bo 
dapat dicari dengan persamaan normal (Supranto, 
2008): aon + bo Y X=) Yoo Y X F bo YX 2—YX 
Yo dimana : Y = Nilai trend untuk setiap unit X; X = 
Unit waktu tertentu. 


Menurut Hakim (2001), nilai bo merupakan 
perkiraan tahunan atas tingkat pertumbuhan 
gabungan (dinyatakan dalam persen) yang dapat 
dicari dengan cara(bo - 1) x 100%. 


Untuk menjawab tujuan kedua yaitu 
menganalisis profit usaha pembenihan ikan papuyu 
digunakan analisis keuntungan dengan rumus: 


M=TRTC a... (1) 
Keterangan/Remarks: 
mT = Keuntungan (Rp/periode produksi) /Profit 
(IDR/production period) 


TR = Total Penerimaan (Rp)/Total Revenue (IDR) 
TC - Total Biaya (Rp)/Total Cost (IDR) 


Untuk mengetahui kelayakan usaha 
pembenihan ikan papuyu digunakan Return Cost 
of Ratio (RCR), Payback Period (PP) dan Break 
Even Point (BEP). Analisis RCR merupakan 
perbandingan (ratio atau nisbah) antara penerimaan 
(revenue) dan biaya (Kasmir & Jakfar, 2009), dapat 
dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: Kriteria 


RC - Ratio = TR/TC 


Keterangan/Remarks: 

RC-Ratio = Perbandingan manfaat-biaya/Return Cost of 
Ratio 

TR = Total Penerimaan/Total Revenue TR = Y x Py 


TC Total Biaya/ Total Cost TC = FC + VC 


Kriteria keputusan/Decision criteria: 


RC-Ratio > 1, Usaha tani untung/Farming profits 
RC-Ratio < 1, Usaha tani rugi/Farming loss 


RC-Ratio = 1, Usaha tani impas (tidak untung/tidak 
rugi)/Break even farming 


Metode payback period merupakan 
teknik penilaian terhadap jangka waktu (period) 
pengembalian suatu investasi dalam suatu usaha 
(Kasmir & Jakfar, 2009), dihitung dengan rumus: 


Total Investasi 
Payback Period (PP) = ——————— x 1 tahun 
Total Keuntungan 
Keterangan/Remarks: 
PP - Periode Pengembalian/Payback Period 


= Total Investment 
Total Keuntangan = Total Profit 


Total Investasi 


Analisis Break Even Point (BEP) adalah 
suatu teknik analisis yang ditunjukkan untuk 
menghasilkan informasi dan dengan memusatkan 
perhatian pada penentuan suatu keadaan dimana 
volume kegiatan (yang di ukur dengan hasil 
penjualan) tidak menghasilkan laba tetapi juga 
tidak mengalami kerugian (Sunyoto, 2013) dapat 
dihitung dengan dua pendekatan yaitu: 


Total Biaya Operasional 


BEP produksi = 
p Harga Jual Output 
Total Biaya Operasional 
BEP harga = — go O— 
8 Jumlah Produksi 
Keterangan/Remarks: 
BEP - Titik Impas/Break Even Point 
BEP produksi = BEP production 
BEP harga = BEP price 


Total Biaya Operasional 
Jumlah Produksi 
Harga Jual Output 


- Total Operating Cost 
- Total Production 
= Output Selling Price 


Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu 
menganalisis daerah dan sistem pemasaran benih 
ikan papuyu digunakan analisis saluran pemasaran 
benih ikan papuyu dari produsen sampai ke 
konsumen pada lokasi penelitian. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Permintaan dan Peramalan Permintaan 


Permintaan benih ikan papuyu di panti- 
panti pembenihan (BBI dan Unit Pembenihan 
Rakyat) cukup tinggi karena seluruh jumlah benih 
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yang dihasilkan selalu habis untuk memenuhi 
permintaan konsumen, bahkan kadang produksi 
panti pembenihan tidak mencukupi jumlah benih 
yang diminta sehingga untuk mendapatkan benih 
konsumen harus memesan terlebih dahulu. 
Ukuran benih yang diproduksi oleh panti-panti 
pembenihan di lokasi studi berukuran larva dan 
benih berukuran 1 — 5 cm. Total produksi benih 
yang dihasilkan umumnya dialokasikan untuk 
memenuhi permintaan unit-unit usaha pembesaran 
(40% -100%), kebutuhan benih untuk program 
bantuan benih pada unit-unit usaha pembesaran 
pemula (30% - 35%), dan kebutuhan benih untuk 
program pencadangan ikan di alam (restocking) 
(20%-25%) (Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Kalimantan Selatan, 2018) 


Total jumlah permintaan benih ikan papuyu 
pada tahun 2018 di empat lokasi studi yaitu 
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) 
Mandiangin, Balai Benih dan Induk Ikan (BBII) Air 
Tawar Karang Intan, Balai Benih Ikan (BBI) Lokal 
Kota Banjarmasin dan Balai Benih Ikan (BBI) 
Gunung Manau Balangan mencapai 374.284 
ekor/tahun, dimana jumlah permintaan tertinggi 
230.884 ekor/tahun dan terendah 7.250 ekor/tahun 
(Tabel 1). Variasi total permintaan benih di masing- 
masing panti pembenihan sangat tergantung pada 
total produksi benih yang mampu dihasilkan oleh 
panti-panti pembenihan tersebut. Sementara total 
produksi benih sendiri sangat tergantung pada 
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing- 
masing panti pembenihan. 


Permintaan benih ikan papuyu pada 
masa yang akan datang diperkirakan akan terus 
mengalami kenaikan. Peningkatan permintaan 
benih tersebut secara langsung disebabkan oleh 
peningkatan permintaan unit-unit pembesaran, 
dan adanya upaya pemerintah beserta masyarakat 


untuk mempertahankan keberadaan ikan spesifik 
lokal (endemik). Peningkatan permintaan benih 
oleh unit-unit pembesaran terutama disebabkan 
oleh adanya kecenderungan peningkatan 
kebutuhan ikan konsumsi dan tingginya harga 
ikan papuyu. Permintaan ikan papuyu sebagai 
ikan konsumsi di Kalimantan Selatan mencapai 
> 800 kg/hari, dimana hanya terpenuhi 30% saja, 
yang bersumber 90% dari hasil tangkapan di 
alam dan sisanya berasal dari pembudidaya ikan 
(Slamat et al., 2012) 


Permintaan ikan sebagai komoditi pangan 
akan terus mengalami peningkatan seiring dengan 
peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan kesadaran akan 
kesehatan. The State of World Fisheries and 
Aquaculture memaparkan bahwa produksi ikan 
dunia sebagai bahan makanan dari budi daya 
dalam periode 1970-2008 mengalami kenaikan 
rata-rata 8,3% per tahun. Sementara pertambahan 
penduduk dunia rata-rata 1,6% per tahun sehingga 
potensi konsumsi ikan penduduk naik 11% menjadi 
29,09 kilogram perkapita per tahun pada tahun 
2025 (FAO, 2018). Begitu pula dengan 
kecenderungan konsumsi ikan masyarakat 
selama kurun waktu 2011 — 2015 menunjukkan 
peningkatan sebesar 6,27%, dimana konsumsi ikan 
masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2015 
telah mencapai 41,11 kg/kapita/tahun atau di atas 
rata-rata konsumsi ikan nasional 35 kg/kapita/tahun 
(KKP, 2016). Namun demikian, angka konsumsi 
ikan tersebut masih jauh di bawah angka konsumsi 
ikan masyarakat negara Asia lainnya seperti 
Jepang (170 kg/kapita/tahun) dan Malaysia 
(70 kg/kapita/tahun). Oleh sebab itu, secara 
nasional pemerintah terus menggalakkan kegiatan 
Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) kepada seluruh 
lapisan masyarakat. 


Tabel 1. Permintaan Benih Ikan Papuyu di Panti Pembenihan Lokasi Studi Tahun 2018. 
Table 1. Demand for Papuyu Fish Seeds in Study Hatcheries in 2018. 


Permintaan (ekor/tahun)/ 


Proporsi (%) / 


No Panti Pembenihan/Hatcheries Demand (tail/year) Proportion (%) 
1 BPBI Air Tawar Mandiangin/Mandiangin 55,500 1483 
Freshwater Hatchery 
2 BBI Air Tawar Karang Intan/Karang Intan 230,884 61.69 
Freshwater Hatchery 
3 BBI Lokal Kota Banjarmasin/Banjarmasin Local 7,250 194 
Hatchery 
4 BBI Gunung Manau Balangan/Gunung Manau 80,650 21.55 
Balangan Hatchery 
Jumlah/Total 374,284 100,00 
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Disisi lain, harga ikan papuyu di pasaran yang 
cukup tinggi sangat menarik minat masyarakat untuk 
mengembangkan usaha pembesaran ikan tersebut 
dengan harapan akan memperoleh penghasilan 
yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan 
mereka. Harga ikan papuyu mencapai Rp80.000,/ 
kg - Rp 100.000,-/kg untuk ukuran ikan besar dan 
Rp40.000,-/kg — Rp54.000,-/kg untuk ukuran ikan 
sedang (Julianto, 2016; Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah, 2017; Afdi, 2017). Berbagai 
kondisi tersebut menjadikan peluang bagi unit-unit 
pembesaran ikan untuk meningkatkan produksinya 
dan tentunya akan meningkatkan kebutuhan benih. 


Perkiraan permintaan benih papuyu pada 
tahun 2018 — 2022 mengikuti persamaan berikut: 
Y = 80501e%*7%. Berdasarkan persamaan tersebut 
maka dapat diprediksi jumlah permintaan benih 
papuyu di panti-panti pembenihan di Kalimantan 
Selatan selama periode 5 tahun yang akan datang 
(Gambar 1). Total permintaan benih papuyu pada 
tahun 2018 diperkirakan mencapai 996.168 ekor, 
dan dalam periode 5 tahun ke depan permintaan 
benih diperkirakan akan terus meningkatkan hingga 
mencapai 7.061.448 ekor. 


Hingga saat ini pasokan benih ikan papuyu 
untuk unit pembesaran masih mengandalkan 
pasokan dari alam. Sementara, ketersediaan benih 
dari alam cenderung semakin menurun sebagai 
akibat dari semakin maraknya penangkapan 
anak-anak ikan untuk konsumsi, dan dampak 
perubahan iklim dan pencemaran lingkungan 
perairan (Slamat et al., 2012). Terlebih, adanya 


upaya untuk pelestarian sumber daya ikan lokal 
di perairan-perairan alami (sungai, danau, waduk 
dan perairan umum lainnya), baik melalui beberapa 
program pemerintah, gerakan kelompok swadaya 
masyarakat, maupun perorangan juga mendorong 
peningkatan permintaan benih papuyu dari hasil 
pembenihan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan 
dan menjamin suplai benih ikan papuyu maka 
perlu adanya upaya peningkatan kualitas dan 
kuantitas calon induk dan induk, pengembangan 
panti pembenihan skala rumah tangga, dan 
didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana 
pembenihan yang memadai. 


Perkembangan usaha pembesaran ikan 
papuyu yang cukup pesat tanpa didukung dengan 
pengelolaan induk yang baik dan benar akan 
menyebabkaninduk mengalami penurunan kualitas. 
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 
kondisi tersebut, antara lain: metode seleksi 
induk yang salah, adanya perkawinan sekerabat 
(inbreeding), dan penggunaan induk berkualitas 
rendah (Mupidah, 2012). Upaya peningkatan 
kuantitas dan kualitas benih adalah dengan 
penggunaan induk unggul dan meningkatkan jumlah 
sintasan (jumlah ikan yang hidup). Beberapa hal 
perlu diperhatikan untuk peningkatan volume dan 
kualitas pembenihan dan pembesaran ikan papuyu 
seperti penyediaan induk unggul, ekstensifikasi, 
manajemen kualitas air dan sertifikasi benih ikan. 


Peningkatan penyediaan induk unggul 
dapat dilakukan melalui penyediaan calon induk 
ikan papuyu spesifik lokal yang telah terseleksi. 
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Gambar 1. Proyeksi Permintaan Benih Papuyu di Unit Pembenihan di Kalimantan Selatan Tahun 


2018 - 2022. 
Figure 1. 
2018 - 2022. 


Demand Projectionof Papuyu Seeds in the Hatchery Unit in South Kalimantan in 
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Pembenihan terseleksi (selective breeding) adalah 
suatu program breeding yang mencoba untuk 
memperbaiki nilai pemulia biakan (breeding value) 
dari suatu populasi dengan melakukan seleksi dan 
perkawinan hanya pada ikan-ikan yang terbaik. 
Selective breeding dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu seleksi individu/massa dan seleksi 
famili. Hasil yang akan diperoleh adalah induk yang 
terseleksi yang mempunyai karakteristik lebih baik 
dari populasi sebelumnya (Gusrina, 2012). Ukuran 
ikan papuyu yang siap menjadi induk adalah yang 
berumur lebih dari satu tahun dan beratnya lebih 
dari 100 gr; induk jantan dan betina sebaiknya tidak 
berasal dari daerah yang sama atau diambil dari 
tempat/daerah yang berlainan (Bunasir et al., 2013; 
Bunasir et al., 2014). Untuk memacu jumlah benih 
yang dihasilkan per periode pemijahan maka dapat 
dilakukan penerapan teknik pembenihan melalui 
manipulasi hormonal (Dewi, 2006). 


Peningkatan jumlah produksi benihikan 
papuyu juga dapat dilakukan dengan ekstensifikasi 
yaitu memperluas kegiatan pembenihan pada skala 
rumah tangga. Pembenihan menggunakan bak 
kayu ulin dan akuarium kaca untuk pemeliharaan 
indukan dan pendederan adalah cukup efisien 
dalam pemanfaatan area sempit di sebuah rumah 
tangga, yang disusun secara paralel, seri, saling 
tumpang ataupun terpisah dengan berjarak. 
Penggunaan air hujan sebagai media pembenihan 
dan pemeliharaan; dan teknik pembenihan 
dengan induce breeding menggunakan hormon 
gonadotropin (hormon ovaprim) telah dapat dikuasai 
oleh warga yang tidak memiliki latar belakang 
pengetahuan ilmu perikanan (Maidie, Sumoharjo, 
Asra, Ramadhan, & Hidayanto, 2015). 


Salah satu faktor yang memegang peranan 
penting dalam kegiatan budi daya ikan adalah 
kualitas air. Suplai air yang terhambat menuju 
beberapa panti pembenihan secara periodik, 
terutama pada musim kemarau menyebabkan 
proses pembenihan terhambat, bahkan terhenti 
sementara sehingga jumlah benih yang dihasilkan 
juga terbatas. Oleh sebab itu, pengelolaan kualitas 
dan kuantitas air oleh panti pembenihan melalui 
pengukuran dan pemantauan harus menjadi 
perhatian utama dan dilakukan terus menerus, 
serta didukung oleh sarana yang memadai. 
Wirawan & Handajani (2015) menyatakan bahwa 
peningkatan produksi benih ikan melalui perbaikan 
mutu kualitas air dapat dilakukan dengan 
terwujudnya sistem budi daya ikan secara intensif 
yang memperhatikan aspek ramah lingkungan. 
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Hal yang juga perlu diperhatikan dalam 
budi daya ikan papuyu adalah adanya fenomena 
yang sering dijumpai yaitu perbedaan ukuran yang 
mencolok antara individu jantan dan betina yang 
menyebabkan hasil panen ikan sangat bervariasi. 
Selain faktor genetik, perbedaan ini diduga 
disebabkan oleh adanya dimorfisme seksual 
terkait pertumbuhan (Hidayat, Carman, & Alimudin, 
2016).Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan 
usaha budi daya maka sangat penting bagi 
pembudidaya untuk selalu menggunakan 
benih berkualitas dari panti pembenihan yang 
bersertifikat, memiliki sistem biosekuriti yang baik, 
dan berstatus bebas penyakit. Penggunaan benih 
hasil domestikasi dalam negeri dan telah mendapat 
Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik 
(CPIB) dapat mengurangi resiko penyebaran 
penyakit, baik di lingkungan budidaya maupun di 
luar sistem budi daya (Novriadi, 2016). 


Kelayakan Usaha Pembenihan Ikan Papuyu 


Usaha perikanan yang akan dilakukan 
oleh seorang pengusaha harus menghasilkan 
keuntungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan analisis usaha untuk mengetahui 
tingkat kelayakan dari suatu jenis usaha. Tujuan 
analisis usaha adalah untuk mengetahui tingkat 
keuntungan, pengembalian investasi maupun titik 
impas suatu usaha. Berbagai antisipasi untuk 
memperbaiki dan meningkatkan keuntungan 
perusahaan juga dapat dilakukan apabila dilakukan 
analisis usaha. Analisis usaha pada usaha perikanan 
sangat diperlukan mengingat ketidakpastian usaha 
yang cukup besar (Yulida, 2012). 


Analisis profit dan kelayakan usaha 
pembenihan ikan  papuyu di Kalimantan 
Selatan perlu dilakukan, untuk mengetahui 


keberlanjutan usaha pembenihan ini ke depannya 
secara finansial. Untuk menganalisis usaha 
pembenihan ikan papuyu di Kalimantan Selatan 
digunakan beberapa asumsi: (a) Induk ikan 
yang digunakan 8 -10 ekor dengan berat 1 kg; (b) 
Ukuran benih saat dipanen adalah 5 — 8 cm dengan 
harga benih Rp300/ekor; (c) Lama pemeliharaan 
45 hari (1 tahun 2 kali produksi dari induk yang 
sama); (d) Jumlah benih yang dihasilkan dari 
1 kg induk adalah 100.000 ekor; (e) Survival 
rate atau kelangsungan hidup benih sebesar 80%; 
(f) Tenaga kerja yang dipakai sebanyak 2 orang. 


Ringkasan hasil analisis kelayakan usaha 
pada usaha pembenihan ikan papuyu di Kalimantan 
Selatan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kelayakan Usaha Pembenihan Ikan Papuyu per periode di Kalimantan Selatan 


Tahun 2018. 
Table 2. Business Feasibility of Papuyu Fish Hatchery per period in South Kalimantan in 2018. 

No Uraian/Description Nilai/Value 
1. Penerimaan/Income 

* Produksi (ekor)/Production (tail) 160,000 

e Harga (Rp/ekor)/Price (IDR/tail) 300 

e Penerimaan (Rp)/Income (IDR) 48,000,000 
2 Biaya/Cost 

e Investasi (Rp)/Investation (IDR) 20,385,000 

e Tetap (Rp)/Fixed (IDR) 17,351,766 

e Variabel (Rp)/Variabel (IDR) 1,890,000 
3 Keuntungan (Rp)/Profit (IDR) 28,758,233 
4 Kelayakan Usaha/Bussines Feasibility 

e R/C Ratio 2.49 

e Payback Period (tahun/year) 0.71 

+ BEP Harga (Rp)/BEP Price (IDR) 120.26 

+ BEP Produksi (ekor)/BEP Production (tail) 64,139 


Berdasarkan Tabel 2, dengan biaya 
investasi sebesar  Rp20.385.000,00, biaya 
tetap Rp17.351.766,00 dan biaya variable 


Rp1.890.000,00 didapatkan penerimaan sebesar 
Rp48.000.000,00. Penghitungan tersebut 
menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 
28.758.233,00 per periode. Dari berbagai biaya 
yang dikeluarkan dan penerimaan yang didapatkan 
diperoleh nilai Revenue Cost Ratio sebesar 2,49. 
usaha budi daya pembenihan ikan papuyu sistem 
kolam terpal dinyatakan layak karena nilai R/C lebih 
besar dari 1 (Kasmir & Jakfar, 2009), yaitu 2,49. 
Nilai R/C 2,49 berarti dari setiap biaya produksi 
yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000,00 maka 
akan diperoleh penerimaan Rp2.490.000,00. 
Payback Period atau jangka waktu pengembalian 
investasi pada usaha ini adalah selama 0,71 
tahun. Tingkat pengembalian modal suatu usaha 
dikategorikan cepat jika nilai PP < 3 tahun, tingkat 
pengembalian modal dikategorikan sedang jika 
nilai PP sebesar 3 tahun < PP < 5 tahun, dan 
dikatakan dalam kategori tingkat pengembalian 
lambat jika nilai PP > 5 tahun (Riyanto, 2001), ini 
artinya usaha pembenihan ikan papuyu sangat 
layak dijalankan karena masa pengembalian 
investasi yang tergolong cepat, jauh di bawah 3 
tahun. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2, 
didapatkan Nilai BEP produksi sebesar 64.139 
ekor menunjukkan bahwa titik impas atau kondisi 
usaha tidak untung atau tidak rugi akan dicapai 
pada saat produksi usaha sebesar 64.139 ekor. 
Nilai BEP harga sebesar Rp120,26 menunjukkan 
bahwa titik impas atau kondisi perusahaan tidak 
untung atau tidak rugi akan dicapai pada saat 


harga jual benih ikan papuyu sebesar Rp120,26 
per ekor. Berdasarkan analisis BEP produksi dan 
BEP harga, usaha pembenihan ikan papuyu dalam 
kolam terpal di Kalimantan Selatan menguntungkan 
dan layak untuk dikembangkan karena nilai BEP 
produksi yang diperoleh berada di bawah tingkat 
produksi per tahun sebanyak 160.000 ekor dan 
nilai BEP harga di bawah harga jual yang berlaku 
seharga Rp300,00 (Sunyoto, 2013). 


Daerah dan Sistem Pemasaran Benih Ikan 
Papuyu 


Produksi benih ikan papuyu di wilayah 
Kalimantan Selatan, selain berasal dari hasil 
tangkapan alam juga berasal dari balai benih 
ikan di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, 
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten 
Balangan. Untuk wilayah Kabupaten Banjar, 
benih ikan papuyu berasal dari Balai Benih dan 
Induk Ikan Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan yang 
berada di bawah pengelolaan Dinas Perikanan 
dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan dan 
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) 
Mandiangin di bawah pengelolaan Direktorat 
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Benih ikan 
papuyu yang berasal dari Balai Benih dan Induk 
Ikan Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan dipasarkan 
ke wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten 
Banjar (Martapura, Cempaka), Kota Banjarbaru 
(Banjarbaru, Landasan Ulin) dan Kabupaten Tanah 
Bumbu sedangkan benih ikan papuyu yang berasal 
dari BPBAT Mandiangin dipasarkan ke wilayah 
Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota 
Banjarbaru dan Palangka Raya (Provinsi 
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Kalimantan Tengah). Benih ikan papuyu yang 
dihasilkan oleh BPBAT Mandiangin dan BBI-IAT 
Karang Intan telah memiliki sertifikat Cara 
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sehingga benih 
yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. 


Kebutuhan benih ikan papuyu di wilayah 
wilayah Banjarmasin sumber benih ikan papuyu 
berasal dari Balai Benih Ikan Banjarmasin. 
Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Balangan, 
kebutuhan benih ikan papuyu berasal dari Balai 
Benih Ikan (BBI) Lokal Gunung Manau dan untuk 
memenuhi permintaan benih ikan papuyu di 
Kabupaten Hulu Sungai Utara berasal dari Balai 
Benih Ikan (BBI) Lokal Pelanjungan Sari. 


Secara umum, sistem pemasaran yang 
berlaku di semua balai benih tersebut hampir 
sama yaitu dengan cara pemesan datang 
langsung ke balai benih yang dekat dengan lokasi 
unit pembesaran dan sebelumnya dilakukan 
pemesanan melalui telepon. Ini sejalan dengan 
hasil penelitian Bachtiar, Harahap, & Riniwati, 
(2013), yang menyebutkan sistem pemasaran 
ikan sidat yang dilakukan oleh UPPB Lamongan 
dengan cara pemesan datang langsung ke UPPB 
dan pemesanan sebelumnya melalui telepon. 
Tudus, Andaki, & Rantung (2013) juga menyatakan 
karakteristik distribusi benih ikan nila di BPBAT 
dimana pembeli bertransaksi langsung dengan 
pihak BPBAT dengan cara datang langsung ke 
lokasi ataupun lewat media komunikasi dalam hal 
ini media telepon. Jika benih ikan papuyu 
tersedia pada saat pemesanan, balai benih 
akan mempersiapkan benih ikan papuyu dengan 
melakukan pengepakan ke dalam kantong plastik 
sesuai jumlah pemesanan kemudian dimasukkan 
oksigen ke dalam kantong plastik tesrsebut untuk 
kebutuhan oksigen sampai ke lokasi pemeliharaan. 
Jika pada saat pemesanan benih ikan papuyu 
belum tersedia, biasanya dilakukan pencatatan 
dan pada saat benih tersedia, pembeli akan 


Balai/Unit Pembenihan Ikan 
Papuyu/Hatchery 


(PRODUSEN/PRODUCER) 


BBI IAT Karang Intan 
BPBAT Mandiangin 
BBI Banjarmasin 
BBI Gunung Manau 


dihubungi kembali.Dari segi pemasaran benih ikan, 
pembenihan ikan papuyu di Kalimantan Selatan 
dinyatakan layak karena letak lokasi pembenihan 
yang strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli 
karena dukungan sarana dan prasarana transportasi. 
Usaha juga dapat dikatakan layak dilakukan jika 
permintaan tinggi sehingga permintaan kebutuhan 
benih belum dapat sepenuhnya terpenuhi 
(Dedi, Suryani, & Cahyadi, 2015) dan ini terjadi 
pada usaha pembenihan ikan papuyu di Kalimantan 
Selatan, karena ada kalanya konsumen harus 
masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan 
benih papuyu. 


Besaran harga jual benih ikan papuyu 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
75 Tahun 2015 tentang Tarif Pungutan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, dimana harga larva papuyu/ekor 
sebesar Rp2,-; ukuran 2-3 cm/1” sebesar Rp160,-; 
ukuran 3-5 cm/2” sebesar Rp240,-; dan ukuran 
5-8 cm/3” seharga Rp400,-. 


Benih ikan papuyu yang berasal dari balai 
benih ikan didistribusikan melalui penjualan 
kepada unit usaha pembesaran ikan papuyu, 
sebagai bantuan kepada POKDAKAN (kelompok 
pembudidaya ikan) dan sebagai bahan restocking 
dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya 
perikanan. Secara umum saluran pemasaran 
produksi pembenihan ikan papuyu di Kalimantan 
Selatan mengikuti alur seperti pada Gambar 2. 


Berdasarkan sistem pemasaran benih ikan 
papuyu di panti pembenihan di Kalimantan Selatan 
dan wilayah pemasaran yang berada di sekitar 
balai benih kabupaten dan provinsi, maka sistem 
pemasaran dan wilayah penjualan benih ikan 
papuyu pada masa yang akan datang diperkirakan 
akan mengikuti pola yang sama dengan yang 
ada pada saat ini, karena salah satu faktor non 


Pengusaha pembudidaya ikan 
papuyu, Pokdakan/Papuyu Fish 
Farmer 


(KONSUMEN/CONSUMER) 
Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, 
Kota Banjarbaru, Kab. Tanah 
Bumbu, Kota Palangkaraya, Kab. 
Barito Kuala, Kab. Balangan, 
Kab. Hulu Sungai Utara 


Gambar 2. Saluran Pemasaran Produksi Pembenihan Ikan Papuyu di Kalimantan Selatan. 
Figure 2. Marketing Channel of Papuyu Fish Hatchery Production in South Kalimantan. 
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teknis yang diperlukan dalam usaha pembenihan 
ikan papuyu adalah kedekatan lokasi pembesaran 
dengan balai benih atau UPR penghasil benih 
untuk menjaga agar kondisi benih tetap baik pada 
saat akan ditebar. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Total permintaan benih papuyu pada tahun 
2018 diperkirakan mencapai 996.168 ekor, dan 
dalam periode 5 tahun ke depan permintaan benih 
diperkirakan akan terus meningkatkan hingga 
mencapai 7.081.448 ekor. Keuntungan usaha 
pembenihan ikan papuyu sistem kolam terpal 
sebesar Rp28.758.233,67. Berdasarkan hasil 
perhitungan R/C sebesar 2,49, nilai Payback Period 
0,71 tahun dan Break Event Point (BEP) produksi 
sebesar 64.139 ekor dan BEP harga sebesar 
Rp120,26 maka usaha pembenihan ikan papuyu 
sistem kolam terpal dinyatakan menguntungkan 
dan layak untuk dikembangkan. Daerah pemasaran 
benih ikan papuyu meliputi wilayah Kalimantan 
Selatan dan Kalimatan Tengah yang disuplai dari 
balai benih ikan di Kabupaten Banjar, Kabupaten 
Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu 
Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan Provinsi 
Kalimantan Selatan. Sistem pemasaran yang 
digunakan adalah sistem pemasaran langsung 
dari balai benih ke konsumen (pembudidaya ikan 
papuyu). 


Rekomendasi Kebijakan 


Melihat proyeksi permintaan benih ikan 
papuyu untuk budi daya pembesaran 5 tahun ke 
depan yang cukup tinggi, maka upaya peningkatan 
produksi benih ikan papuyu perlu dilakukan 
baik oleh pemerintah maupun usaha-usaha 
perorangan, karena usaha ini layak dikembangkan 
secara finansial. Meskipun sistem pemasaran 
yang digunakan saat ini adalah sistem pemasaran 
langsung dari balai benih ke konsumen, namun 
jarak antara balai benih dan konsumen relatif jauh 
sehingga perlu menumbuhkan kelompok-kelompok 
usaha pembenihan ikan papuyu baru di berbagai 
daerah yang saat ini jauh jangkauannya antara 
produsen dan konsumen. 
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ABSTRAK 


Kawasan pesisir Kampung Malaumkarta memiliki alam dan budaya yang berpotensi tinggi 
untuk dikembangkan sebagai destinasi baru ekowisata bahari di Provinsi Papua Barat, selain Raja 
Ampat. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya dukungan yang maksimal dari 
pemerintah dalam menyediakan fasilitas penunjang dan rendahnya kualitas sumber daya manusia 
terkait pengetahuan tentang teknik pengemasan budaya menjadi produk kreatif. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi keragaan potensi alam dan budaya terkait pengembangan ekowisata bahari, 
menganalisis daya dukung lingkungan kawasan wisata Kampung Malaumkarta, dan mengestimasi nilai 
efek pengganda yang diperoleh dari kegiatan ekowisata bahari. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan dengan 
bantuan kuesioner terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis 
daya dukung, dan analisis efek pengganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung efektif 
kawasan Kampung Malaumkarta sebesar 57 pengunjung per hari, dengan nilai efek pengganda sebesar 
1,14-1,64. Potensi kawasan pesisir Kampung Malaumkarta yang sangat beragam baik dari alam 
maupun budaya, dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung, tidak langsung, dan lanjutan 
sebesar Rp5.179.031.667 per tahun. Besarnya dampak ekonomi kawasan pesisir Malaumkarta dapat 
dijadikan dasar untuk merumuskan konsep pengembangan ekowisata bahari yang berkelanjutan dengan 
memperhatikan daya dukung efektif, dengan cara membuat Standar Operasional Prosedur manajemen 
ekowisata bahari yang melibatkan seluruh stakeholders, dengan pendekatan promosi 3A (atraksi, akses, 
dan akomodasi). 


Kata Kunci: potensi, ekowisata bahari; masyarakat adat: ekonomi kreatif 


ABSTRACT 


The coastal area of Malaumkarta Village has natural and cultural potential to be developed 
as a new destination for marine ecotourism in the West Papua Province, in addition to Raja Ampat 
However, the problems exist since there is less facilities and human resources knowledgeable about 
cultural transforming into creative products. The aims of this study were to identify the natural and 
cultural potential in association with the development of marine ecotourism, to analyze environmental 
support of tourist area of Malaumkarta, and to estimate the value of multiplier effect of marine ecotourism 
activities. This research used mix method approach. Data were collected by in-depth interviews and 
structured guestionnaires. The data were analyzed using descriptive, carrying capacity, and multiplier 
effect analysis. The results showed that the effective carrying capacity of Kampung Malaumkarta was 57 
visitors per day, with a multiplier effect value of 1.14-1.64. The potential of the coastal area in Kampung 
Malaumkarta which is very diverse both in nature and culture, can provide direct, indirect, and continued 
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economic impacts of IDR 5,2 billion per year. The magnitude of the economic impact of the Malaumkarta 
can be used as a basis for formulating the concept of sustainable marine ecotourism development by 
taking into account the effective carrying capacity, by making a Standard Operating Procedure for marine 
ecotourism management involving all stakeholders, with a 3A promotion approach (attractions, access, 


and accommodation). 


Keywords: potency; marine ecotourisme; indigenous community; creative economy. 


PENDAHULUAN 


Kondisi kepariwisataan nasional mengalami 
peningkatan dari tahun 2010-2016. Peningkatan 
terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,4% 
dibandingkan tahun 2015, peningkatan kontribusi 
sekitar 91,6%, dan peningkatan devisa mencapai 
Rp176 -184 triliun. Sektor pariwisata juga berhasil 
menyerap 12jutatenaga kerja, dengan pertumbuhan 
penyerapan tenaga kerja sebesar 6,2%, sehingga 
berperan memberikan akses yang luas terhadap 
dunia kerja (Kemenpar, 2017). Pengembangan 
pariwisata di Indonesia pada dasarnya merupakan 
korelasi antara proses sosial, ekonomi, budaya, 
dan industri. Secara keseluruhan aspek tersebut 
memiliki fungsi masing-masing yang berguna untuk 
pengembangan pariwisata. 


Pengelolaan pariwisata yang baik adalah 
ketika sektor pariwisata dapat memberikan manfaat 
bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat 
ketika usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat 
ikut dilibatkan dalam industri pariwisata (Sidiq & 
Resnawaty, 2018). Beeton (2006) menjelaskan 
bahwa pariwisata berbasis masyarakat (community 
based  tourismiCBT) adalah pengembangan 
pariwisata dengan memberdayakan masyarakat 
setempat yang bertujuan untuk menjaga 
keberlangsungan budaya, adat, dan kearifan lokal 
sebuah tempat. Pariwisata berbasis masyarakat 
mempunyai harapan agar pembagian keuntungan 
dariusaha pariwisata lebih banyak diterima langsung 
oleh masyarakat. Masyarakat merupakan pemain 
inti dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
pengelolaan wisata di suatu desa. Kekayaan alam, 
budaya dan etnis merupakan aset yang menjadi 
daya tarik dan potensi untuk mengembangkan CBT 
di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan 
tempat yang ideal untuk mengembangkan dan 
menerapkan CBT (Dhiradityakul & John, 2013). 
Aspek lingkungan juga memiliki pengaruh 
penting dalam proses pengembangan pariwisata, 
ruang lingkup dalam aspek lingkungan ini 
dimana aktivitas sosial dan ekonomi tidak boleh 
mengganggu stabilitas lingkungan. Keterkaitan 
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atau korelasi antara ke tiga aspek yaitu, sosial, 
ekonomi dan lingkungan yang dikenal sebagai 
pembangunan pariwisata berkelanjutan (ekowisata) 
(Griggs et al., 2013). 


Kampung Malaumkarta merupakan bagian 
dari kawasan wisata bahari di Papua Barat yang 
terletak Kabupaten Sorong, selain destinasi wisata 
bahari Raja Ampat yang terkenal di mancanegara. 
Kampung Malaumkarta khususnya Pulau Um 
memilikiwahana wisata bahari yang ditawarkan yang 
tertuang dalam Perda Kabupaten Sorong No. 12 
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Pariwisata Daerah Kabupaten Tahun 2015-2025, 
seperti diving, snorkeling, pelepasan tukik, dugong 
watching, camar watching, dan wisata peradaban 
budaya masyarakat adat Moi Kelim di Kampung 
Adat Maladofok. Potensi pengelolaan sumber daya 
kelautan dan perikanan yang dikenal dengan nama 
egek, dapat mencukupi kebutuhan pembangunan 
fasilitas umum di Kampung Malaumkarta. Hasil 
valuasi sosial ekonomi produk sumberdaya alam 
dan jasa lingkungan di wilayah adat Moi Kelim 
sebesar Rp167,89 M/tahun (AMAN, 2018). Potensi 
alam dan budaya yang beragam, memerlukan 
sentuhan ekonomi kreatif dalam pengembangan 
pariwisata di Kampung Malaumkarta. 


Konsep ekonomi kreatif untuk merealisasikan 
pengembangan wisata yang berkelanjutan 
berbasis kreativitas pada ide, gagasan, bakat 
atau talenta dan kreativitas, sangat tergantung 
kepada modal manusia (human capital atau 
intellectual capital, ada juga yang menyebutnya 
creative capital) (Bekraf, 2016; Weckerle, Page & 
Grand, 2016; Purnomo, 2016). Cakupan ekonomi 
kreatif, tidak membutuhkan skala produksi dalam 
jumlah besar. Tidak seperti industri manufaktur 
yang berorientasi pada kuantitas produk, industri 
kreatif lebih bertumpu pada kualitas sumber 
daya manusia. Industri kreatif justru lebih banyak 
muncul dari kelompok usaha kecil menengah/ 
UKM (Sumar'in, Andiono & Yuliansyah, 2017). 
UKM kreatif pariwisata adalah usaha kecil dan 
menengah dimana produk utama usaha ini adalah 
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ide/pengetahuan dan proses utamanya adalah 
menciptakan dan mengolah ide/pengetahuan 
tersebut menjadi produk dan layanan bernilai tinggi 
bagi wisatawan (Chandrayanti & Mulyana, 2018, 
Shofa & Nugroho, 2018; Haerisma, 2018). Industri 
kreatif pariwisata juga dapat mengatasi masalah 
pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan 
(Nugraha, Amaruli, & Darwanto, 2017). 


Permasalahan dalam pengelolaan wisata 
di Kampung Malaumkarta adalah belum adanya 
UKM kreatif yang dapat mengemas potensi wisata 
yang ada serta memasarkan dan mempromosikan 
wisata menggunakan teknologi informasi namun 
tetap menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir 
(ekowisata). SDM kreatif berjiwa entrepreneurship 
perlu ditingkatkan untuk menata potensi yang ada. 
Ekowisata mempunyai karakteristik pengelolaan 
bentang alam dan spesies yang terancam 
punah diarahkan pada pelestarian sumberdaya, 
pengelolaan budaya masyarakat diarahkan pada 
kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan konservasi 
diarahkan pada upaya menjaga kelangsungan 
pemanfaatan sumberdaya untuk masa kini dan 
masa mendatang (Yustinaningrum, 2017). 


Penelitian pengembangan pariwisata 
berbasis masyarakat telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti, dengan menggunakan 


metode yang berbeda-beda. Nugraha & Aliyah 
(2013) menggunakan metode analisis interaktif 
dan analisis lingkungan internaleksternal di 
Karanganyar, sedangkan Sukadi & Sanjaya, 
(2013) menggunakan pendekatan etnografi di 
Bali. Sebagian besar metode analisis dilakukan 
secara deskriptif kualitatif seperti yang dilakukan 
oleh Tanaya & Rudiarto (2014), Barus, Patana & 
Afifudin, (2013) dan Harun (2014). Penelitian Salim 
& Purbani (2015) menggunakan analisis prospektif 
untuk mengetahui aspek pelibatan stakeholders 
dalam pengembangan wisata bahari. Penelitian ini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan 
mengkombinasikan analisis aspek sosial, ekonomi, 
danlingkungan, dengan memperhitungkan penilaian 
daya dukung lingkungan dan mengestimasi nilai 
pengganda diharapkan kapasitas wisatawan 
dan efek pengganda yang ditimbulkan dapat 
dipertimbangkan dalam pengembangan wisata 
bahari yang berbasis masyarakat adat. 


Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu: 
(1) mengidentifikasi potensi alam dan keragaan 
budaya terkait pengembangan ekowisata bahari 
berbasis masyarakat adat dan kearifan lokal, 
(2) menganalisis daya dukung lingkungan 


kawasan wisata Kampung Malaumkarta, dan (3) 
mengestimasi nilai efek pengganda yang diperoleh 
dari kegiatan ekowisata bahari di Kampung 
Malaumkarta dan sekitarnya, sehingga dapat 
menjadi destinasi wisata bahari unggulan dengan 
tetap memperhatikan pengelolaan kawasan pesisir 
secara berkelanjutan. 


METODOLOGI 


Kerangka Pemikiran 


Potensi ekowisata bahari di Kampung 
Malaumkarta terdiri dari potensi alam dan 
budaya yang tinggi. Pengembangan ekowisata 
bahari berbasis masyarakat adat di Kampung 
Malaumkarta dalam lingkup ekonomi kreatif 


merupakan hal yang sangat menjanjikan. 
Namun, implementasi ekonomi kreatif dalam 
pengembangan pariwisata di  Malaumkarta 


mengalami permasalahan seperti penurunan nilai 
estetika alam dan budaya, penurunan daya dukung 
lingkungan, perubahan sosial budaya, klaim 
kepemilikan, maupun marginalisasi masyarakat 
lokal. Ekonomi kreatif dalam pariwisata bahari 
di Kampung Malaumkarta dapat memperbesar 
multiplier effect dalam kesempatan kerja, peluang 
usaha, dan distribusi pendapatan, sehingga 
sumbangan ekonomisnya dapat dirasakan oleh 
masyarakat, pemerintah daerah (pajak/retribusi) 
maupun pemerintah pusat berupa pajak dan 
devisa (Damanik, 2013). Pengemasan ekonomi 
kreatif dalam ekowisata bahari menjadi produk 
kreatif yang mempunyai commercial value lebih 
tinggi merupakan jalan keluar, untuk meningkatkan 
nilai tambah pariwisata bahari (Chandrayanti & 
Mulyana, 2018). 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di Kampung 
Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, 
Papua Barat pada bulan April 2019. Kawasan 
wisata bahari Kampung Malaumkarta berada di 
Pulau Um, yang berjarak 1,2 km dari Kampung 
Malaumkarta. Pemilihan lokasi berdasarkan 
keunikan Kampung Malaumkarta yang mempunyai 
atraksi wisata beragam, baik alam maupun sosial 
budaya masyarakat, sebagai alternatif wisata 
di Papua Barat selain Raja Ampat. Masyarakat 
hukum adat Moi yang bermukim di Kampung 
Malaumkarta sudah mendapat pengakuan dan 
perlindungan dari pemerintah (Perda Kabupaten 
Sorong No. 10 Tahun 2017). Lokasi penelitian 
ditunjukkan pada Gambar 1. 
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PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN 
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SORONG 


PETA ADMINISTRASI 


DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, 
A PEMUDA DAN OLAH RAGA 
KABUPATEN SORONG 


Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Sorong. 
Figure 1. Administrative Map of Sorong Regency. 


Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong, 2014/ 
Source: Department of Culture, Tourism, Youth, and Sport of Sorong Regency, 2014 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer, yang diperoleh dengan 
melakukan wawancara terstruktur untuk data 
estimasi efek pengganda, dan wawancara 
mendalam untuk data keragaan budaya dan produk 
kreatif. Jumlah responden yang diwawancara untuk 
menghitung nilai efek pengganda sebanyak 24 
responden wisatawan, 2 responden warung makan, 
2 penjual penjual souvenir, 2 responden pemilik 
homestay, 5 orang sopir dan tukang parkir. Jumlah 
responden telah mempertimbangkan populasi 
yang ada. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Untuk memperoleh informasi 
dari para stakeholders, dilakukan FGD dengan 
LPSPL Sorong, AMAN Sorong, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Sorong, Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sorong, Ketua Ikatan Kampung Malaumkarta 
Raya, Ketua Pemuda Gereja, Ketua Lembaga 
Masyarakat Adat, dan Dosen Poltek Kelautan dan 
Perikanan Sorong. 


Metode Analisis 


Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif. Indikator kualitatif 
yang diuraikan untuk menjawab tujuan pertama 
antara lain: karakteristik suku, jenis budaya bahari 
(kearifan lokal) dan budaya non bahari, dan hak 
ulayat masyarakat adat yang mendiami Pulau Um. 
Tujuan kedua dan ketiga menggunakan analisis 
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data daya dukung dan multiplier effect, dengan 
persamaan matematika, sebagai berikut: 


a. Analisis Daya Dukung 


Salah satu cara yang dapat digunakan 
untuk mengetahui daya dukung kawasan adalah 
dengan mengacu pada analisis daya dukung 
yang diformulasi Yulianda (2007). Pendekatan 
penghitungan daya dukung pariwisata untuk 
menetapkan kapasitas suatu daerah untuk 
kunjungan wisatawan maksimum berdasarkan 
kondisi fisik, biologis, dan manajemen melalui daya 
dukung fisik/Physical Carrying Capacity (PCC), 
daya dukung nyata/Real Carrying Capacity (RCC), 
dan daya dukung yang efektif/Efective Carrying 
Capacity (ECC). TCC dibagi menjadi beberapa 
tingkatan berikut: 


1. Physical Carrying Capacity (PCC) 


PCC adalah jumlah maksimum wisatawan 
yang secara fisik dapat masuk ke dalam atau ke 
daerah tertentu, berakhir waktu tertentu. 


PCC -A/AuxRf 


Keterangan/Remarks: 

PCC - Daya dukung fisik/Physical carrying capacity 

A - Luas kawasan wisata (m?)/Wide of tourism 
area (m?) 

Au = Area yang diperlukan tiap wisatawan (m2)/ 


Area required by each tourist (m°) 
Rf - Faktor rotasi (jumlah kunjungan per hari)/ 
Rotation factor (number of visits per day) 


Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif .......... (Triyanti., et al) 


2. Real Carrying Capacity (RCC) 
RCC = PCC x (Cf, Cf 2, Cf3,... Cfn) ...... (2) 


Keterangan/Remarks: 

RCC - Daya dukung nyata/Real carrying capacity 
PCC - Daya dukung fisik/Physical carrying capacity 
Cf1..Cfn = Faktor koreksi/Correction factor 

Faktor Cfx= 1 - Lmx /1 - Tmx 


di mana/Where 


Cfx = Faktor koreksi variabel x/Correction factor of 
variable x 

Lm = Membatasi besarnya variabel x/Limit the 
magnitude of variable x 

Tmx = Jumlah total variabel x/ Total numbers of 
variables x 


3. Management capacity (Mc) 


Kapasitas manajemen menunjukkan kondisi 
manajemen pariwisata saat ini di masing-masing 
kawasan wisata dan diperkirakan berdasarkan 
infrastruktur, fasilitas, dan fasilitas yang tersedia, 
berdasarkan persepsi responden. 


4. Effective Carrying Capacity (ECC) 


ECC adalah jumlah maksimum wisatawan 
yang dapat dipertahankan oleh suatu kawasan 
wisata dengan memperhitungkan kapasitas 
manajemen (Mc) yang tersedia. 


ECC = RCC x Mc 


Keterangan/Remarks: 

ECC - Daya dukung efektif/Effective carrying capacity 
RCC - Daya dukung nyata/Real carrying capacity 

Mc = Kapasitas manajemen/Management capacity 


b. Analisis Efek Pengganda 


Pengukuran dampak ekonomi lokal kegiatan 
pariwisata melalui dua tipe efek pengganda, yaitu 
(META, 2001): 


1). Keynesian Income Multiplier (KIM) adalah 


perubahan unit pengeluaran wisatawan 
memberikan perubahan pada tingkat 
pendapatan masyarakat lokal. Secara 


matematis ditulis: 


IMS II moms (4) 
E 
2. Income Multiplier Ratio adalah efek 


multiplier yang menggambarkan seberapa 
besar dampak terhadap perekonomian 


lokal. Multiplier ini telah memasukkan 
dampak lanjutan dan dampak tidak langsung. 


Ratio Income MultiplierTipe I, secara matematis 
ditulis: 


D+N 
RIM = me RE (5) 
D 
Ratio Income Multiplier Tipe II, secara 
matematis ditulis: 
RIM — D+}N+U a... (6) 
D 

Keterangan/Remarks: 

D - Pendapatan lokal yang diterima secara langsung 
dari E (rupiah)/Local income received directly 
from E (IDR) 

N - Pendapatan lokal yang diterima secara tidak 


langsung dari E (Rp)/Local income received 
non directly from E (IDR) 

E - Tambahan pengeluaran wisatawan 
Additional tourist expenses (IDR) 

U - Pendapatan lokal yang diterima secara lanjutan 
dari E (rupiah)/Localincome received further from 
E (IDR) 


(Rp)/ 


Nilai efek pengganda memiliki kriteria- 
kriteria/The value of the multiplier effect has criteria: 


e Jika nilai 
atau sama 


koefisien multiplier kurang 

dengan nol (< 0), 
maka kawasan wisata belum mampu 
memberikan dampak ekonomi 
terhadap aktivitas wisatanya/ If the multiplier 
coefficient value is less or equal to zero (< 0) 
then the tourist area has not been able to 
provide an economic impact on tourism 
activities; 


e Jika nilai koefisien multiplier diantara nol 
dan satu (0 < x < 1), maka kawasan 
wisata memberikan nilai dampak ekonomi 
yang rendah/ If the multiplier coefficient 
value is between zero and one (OS x < 1), then 
the tourist area gives a low economic impact 
value, 


e Jika nilai koefisien multiplier tersebut 
lebih atau sama dengan satu (2 1), 
maka kawasan wisata mampu 
memberikan dampak ekonomi terhadap 


aktivitas wisatanya! If the multiplier coefficient 
value is more or egual to one (2 1), then the 
tourist area is able to provide an economic 
impact on tourism activities. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Potensi Alam dan Keragaan Budaya 


Kampung Malaumkarta terletak di Distrik 
Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat memiliki 
wilayah seluas 15.000 hektar, dengan penduduk 
sekitar 462 jiwa. Kampung Malaumkarta didiami 
oleh penduduk beretnis Moi, sebuah suku yang 
berasal dari kepala burung Pulau Papua. Suku Moi 
berasal dari suatu wilayah disebut Malamoi (Mala 
berarti daratan luas, Moi berarti halus). Karakter 
masyarakat suku moi adalah ramah, bertutur kata 
halus, mengedepankan kebersamaan, taatterhadap 
gereja, konflik diselesaikan dengan adat dan jiwa 
kekerabatan tinggi berdasarkan marga. Daerah 
peradaban pertama Suku Moi di Gunung Maladofok. 
Hak ulayat masyarakat terhadap lahan berdasarkan 
marga. Tidak semua wilayah mempunyai pantai, 
marga yang memiliki pantai adalah Mubaleng, 
Magabio, Sapisa, Malasemuk, dan Kelami Haginse. 
Kepemilikan pantai berarti kepemilikan laut yang 
terhubung dengan pantai tersebut. Sistem budaya 
masyarakat Malaumkarta berkaitan erat dengan 
konservasi dan pelestarian alam dalam bentuk 
kearifan lokal yang disebut dengan 'egek' yang 
dalam bahasa Moi berarti larangan. Di laut, egek 
berupa larangan pengambilan teripang, lobster, dan 
lola, juga larangan penggunaan alat jaring, potas, 
dan bom. Masa buka-tutup sasi/egek ditentukan 
bersama gereja, adat, dan pemerintah kampung. 
Prosesi penutupan daerah konservasi dilakukan 
pada pagi hari jam 05.00 WIT, sebaliknya juga 
pada saat dibuka. Prosesi dimulai dengan upacara 
Adat, dipimpin oleh beberapa Tetua Adat secara 
bersama-sama memanggil dan menyebut nama 
dari lokasi yang dilindungi serta memohon kepada 
Tuhan sebagai pencipta, tanah dan laut sebagai 
tempat mencari hidup manusia serta memohon 
kepada leluhur sebagai pemberi warisan. Saat buka 
sasi, merupakan potensi yang dapat diangkat untuk 
atraksi wisatawan yang berkunjung, experience 
tourism bersama warga memanen hasil laut. 


Beberapa budaya yang berkembang di 
masyarakat selain budaya yang terkait dengan 
bahari, yaitu: (1) Upacara Benfie, merupakan 
upacara untuk meminta ijin kepada leluhur dan 
mengusir roh jahat dalam kegiatan pembangunan 
fasilitas umum, maupun saat terjadi sengketa tanah. 
Tradisi ini wajib dilakukan setiap ada kegiatan 
tersebut.Tujuan upacara benfie adalah agar tidak 
ditemui halangan dalam pembangunan fasilitas 
umum; (2) Tari Aklen, dilakukan oleh masyarakat 
suku Moi dalam acara penyambutan tamu. Filosofis 
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dalam tari aklen adalah budaya keakraban dan 
keterbukaan suku Moi terhadap tamu/pendatang; 
(3) Tari Kain Kokla, dilakukan untuk pesta adat. 
Cara menari dilakukan di tempat tersebut (tidak 
berpindah tempat). Tari kain kokla disebut juga 
sebagai tari kaki; dan (4) Tradisi Pernikahan Adat 
“bayar harta” yang dijadikan mas kawin. Alat yang 
digunakan untuk membayar adalah barang, bukan 
uang. Ada yang membayar dengan menggunakan 
kain Timur, kain Cita, piring gantung, kalung yang 
terbuat dari manik-manik, guci, piring makan, bisa 
juga diuangkan, dan lain sebagainya yang mana 
telah ditentukan dari pihak perempuan. Pada saat 
pengantaran harta dilakukan upacara adat yang 
dihadiri oleh Tetua Adat. Upacara adat ini biasanya 
diakhiri dengan guling rokok atau busbak dilakukan 
oleh kedua bela pihak dengan mengucapkan 
janji adat. Ini merupakan tanda pernikahan adat 
yang sah dan tidak dapat dilewati oleh kedua belah 
pihak. 


Sentra destinasi wisata bahari Kampung 
Malaumkarta berada di Pulau Um. Pulau Um 
memiliki pantai yang indah dan tenang. Pasir 
putih dengan air yang teduh berwarna kehijauan, 
serta pemandangan bawah lautnya memesona 
wisatawan yang datang. Waktu perjalanan dari 
Pantai Malaumkarta menuju Pulau Um sekitar 
30 menit dengan menggunakan speed boat. 
Di sekitar pantai itu hidup dan berkembang ribuan 
ekor kelelawar, burung elang laut (sea hawk), dan 
camar yang berwarna putih. Kelelawar dan burung 
elang laut tersebut masih jinak dan tidak terusik bila 
ada wisatawan berkunjung ke Pulau Um. Selain 
itu, sebagai tempat bertelur berbagai jenis penyu 
(lekang, sisik, hijau) dan juga habitat dugong. 
Prosesi pelepasan tukik dan dugong watching 
juga dapat dijadikan salah satu potensi wisata, 
dengan syarat dan ketentuan berlaku (pembatasan 
jumlah wisatawan, tidak membawa alat penerangan, 
tidak gaduh). 


Kontribusi aspek budaya masyarakat 
terhadap aktivitas wisata bahari merupakan salah 
satu elemen pendukung untuk pengembangan 
ekowisata bahari berbasis ekonomi kreatif sehingga 
kolaborasi potensi alam dan budaya bahari 
dapat melahirkan produk kreatif wisata bahari 
yang bernilai tambah lebih tinggi daripada berdiri 
masing-masing. Pengemasan alam dan budaya 
bahari masyarakat menjadi salah satu destinasi 
wisata menjadi alternatif dalam pengembangan 
ekonomi masyarakat. Produk kreatif wisata bahari 
tidak hanya masuk melalui something to buy tetapi 
juga mulai merambah menjadi something to do dan 


Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif 


something to see melalui paket-paket wisata yang 
menawarkan pengalaman langsung dan interaksi 
dengan kebudayaan lokal dan atraksi wisata 
(Agung, 2015). 


Daya Dukung Lingkungan Kawasan Wisata 


Daya dukung (carrying capacity)/DDK yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 
kawasan untuk menerima sejumlah wisatawan 
dengan intensitas penggunaan maksimum 
terhadap sumberdaya alam yang berlangsung 
secara terus menerus tanpa merusak lingkungan. 
Daya dukung alam perlu diketahui secara fisik, 
lingkungan, dan sosial (Ballantyne, Packer & 
Hughes, 2009), namun dalam penelitian ini DDK 
yang dihitung hanya DDK fisik yang didasarkan 
pada kenyamanan pengunjung terhadap ruang 
dan waktu yang dibutuhkan untuk berwisata alam 
pantai, belum memperhitungkan daya dukung 
ekonomi dan sosial. 


Destinasi wisata bahari di kampung 
Malaumkarta, terpusat di Pulau Um. Luas area 
Pulau Um (A) pada tahun 2019 sebesar 40.680 m?, 


santan (Triyanti., et al) 


dengan luas area hutan dan ruang terbuka yang 
dapat dinikmati dan diperlukan oleh wisatawan 
sebesar 200 m°. Nilai daya dukung efektif kawasan 
wisata Pulau Um dikaitkan dengan kapasitas 
manajemen pengelola berdasarkan perhitungan 
menunjukkan angka 57 pengunjung/hari atau 
1.710 pengunjung/bulan dengan manajemen 
pengelolaan 64%. Menurut Ortega, Dagostino, & 
Magana (2011) dalam perhitungannya terhadap 
ECC diperoleh nilai sebesar 36 kunjungan/ 
hari dengan kapasitas manajemen 56Y yang 
menunjukan bahwa manajemen pengelola 
mempunyai keterbatasan dalam penanganan 
wisatawan dalam kelompok besar. 


Hasil penilaian daya dukung lingkungan 
wisata Pulau Um berdasarkan metode Cifuentes 
(1992) yang dimodifikasi oleh Zacarias, Williams & 
Newton (2011) menunjukkan nilai daya dukung fisik 
(Physical Carrying Capacity/PCC) sebesar 1.208 
pengunjung/hari; daya dukung riil (Real Carrying 
Capacity/RCC) sebesar 36 pengunjung/hari; dan 
daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity/ 
ECC) sebesar 57 pengunjung/hari (Tabel 1 s.d 3). 


Tabel 1. Nilai Daya Dukung Fisik Pulau Um, Kampung Malaumkarta, 2019. 
Table 1. Physical Carrying Capacity in Um Island, Malaumkarta Village, 2019. 


Luas Area/ Area yang Diperlukan Tia Faktor Rotasi/ Nilai PCC/PCC Value 
pra Ma panel Wide of Area Pa aren He Rotation Factor (orang per hari/ 
(m°) by Each Tourist (m°) (jam/hour) visitors per day) 
Ruang Terbuka/ 9,863 3 592 
Open Space 
Hutan/Forest 30,817 150 3 616 
Jumlah/Total 40,680 200 6 1,208 


Tabel 2. Nilai Daya Dukung Nyata Pulau Um, Kampung Malaumkarta, 2019. 
Table 2. Real Carrying Capacity in Um Island, Malaumkarta Village, 2019. 


Ruang Pengelolaan/ 


Nilai PCC/PCC Value 


Faktor Koreksi/ Nilai RCC/RCC Value 


(pengunjung per hari/ Correction Factor (orang per hari/visitors 
Menag EIE ANEA visitors per day) (Cf)* per day) 
Ruang Terbuka/Open Space 592 0.029908 18 
Hutan/Forest 616 0.029908 18 
Jumlah/Total 1,208 0.059816 36 
Keterangan/Remarks: 


Variabel dalam Cf/Variable in Cf : curah hujan/rainfall, kekuatan angina/strong wind, cahaya matahari/sun shine, kualitas pantai/ 


beach quality, siklon/cyclone (BMKG, 2018) 


Tabel 3. Nilai Daya Dukung Efektif Pulau Um, Kampung Malaumkarta, 2019. 
Table 3. Effective Carrying Capacity in Um Island, Malaumkarta Village, 2019. 


Ruang Pengelolaan/ 


Nilai RCC/RCC Value 


Kapasitas Manajemen/ Nilai ECC/ECC Value 


Management Area (pengunjung per hari/ Management Capacity (orang per hari/visitors 
visitors per day) per day) 
Ruang Terbuka/Open Space 18 0.64 28 
Hutan/Forest 18 0.64 29 
Jumlah/Total 36 1.28 57 


99 


J. Sosek KP Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 93-105 


Nilai PCC sebesar 1.208 pengunjung 
merupakan jumlah maksimum pengunjung yang 
secara fisik dapat mengunjungi areal obyek wisata 
Pulau Um setiap hari dengan tetap memperoleh 
kepuasan. Nilai B ditentukan berdasarkan penelitian 
dari Douglass (1975) yang menghitung luas area 
yang dibutuhkan seorang wisatawan untuk tetap 
meperoleh kepuasan (Fandeli & Muhammad, 
2009). Nilai B yang digunakan pada perhitungan 
nilai daya dukung fisik ini adalah untuk jenis 
aktivitas wisatawan berpiknik yaitu sebesar 65 m?. 
Nilai PCC ini mengabaikan faktor-faktor biofisik di 
lapangan artinya pertimbangan kondisi lingkungan 
obyek wisata Pulau Um masih belum digunakan 
dalam perhitungan daya dukung wisata. Sedangkan 
menurut Soemarwoto (2004) bahwa daya dukung 
lingkungan pariwisata dipengaruhi salah satunya 
adalah faktor lingkungan biofisik lokasi wisata yang 
mempengaruhi kuat atau rapuhnya suatu ekosistem. 
Nilai daya dukung fisik merupakan nilai yang 
cukup penting dalam perencanaan pengembangan 
obyek wisata. Liu (1994) dalam Pitana & Diarta 
(2009) menyatakan bahwa pemakaian standar 
daya dukung fisik bagi destinasi wisata mampu 
menghindarkan pembangunan kawasan yang 
terlalu cepat dan tidak terkendali yang justru akan 
merugikan pengembangan ekowisata tersebut. 


Nilai PCC merupakan nilai dasar yang 
digunakan untuk menghitung daya dukung wisata 
berikutnya (Sayan & Atik, 2011). Nilai PCC 
digunakan untuk menghitung nilai daya dukung riil 
(Real Carrying Capacity/RCC) yang dibatasi oleh 
kondisi biofisik lingkungan area wisata setempat, 
sehingga nilai akhir dari RCC lebih rendah daripada 
nilai daya dukung fisiknya. Aspek biofisik yang 
dijadikan parameter faktor koreksi ditentukan 
berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi 
literatur serta wawancara terbatas terhadap 
pengelola obyek wisata. Nilai RCC sebesar 
36  pengunjung/hari menjadi pertimbangan 
dalam upaya memelihara keseimbangan antara 
kondisi lingkungan obyek wisata dengan jumlah 
pengunjung Pulau Um. Sejalan dengan pemikiran 
Butler (1999) dalam Jovicic & Dragin (2008) yang 
menyatakan bahwa daya dukung merupakan suatu 
batas penggunaan ruang pariwisata sebelum 
terjadinya penurunan secara signifikan terhadap 
kualitas pondasi sumberdaya pariwisata atau 
pengalaman wisatawan. 


Mengacu hasil perhitungan daya dukung 
efektif (ECC) di areal obyek wisata Pulau Um 
maka jumlah kunjungan wisatawan masih dapat 
dioptimalkan sebesar 51 pengunjung/hari. Nilai 
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tersebut berarti bahwa dengan jumlah petugas 
yang ada saat ini cukup mampu melayani jumlah 
pengunjung yang datang setiap haridimanarata-rata 
jumlah kunjungan saat ini sebanyak 6 pengunjung/ 
hari. Namun optimalisasi jumlah pengunjung baik 
berdasarkan nilai daya dukung riil maupun daya 
dukung efektif harus disertai dengan optimalisasi 
kapasitas petugas pengelola sampai dengan 100% 
(Lucyanti, Hendrarto & Izzati, 2013). 


Keseluruhan nilai DDK masih berada di atas 
jumlah rata-rata pengunjung aktual pada tahun 
2018 sebanyak 6 pengunjung/hari (LPSPL Sorong, 
2019). Berdasarkan nilai daya dukung efektif yaitu 
nilai yang telah mempertimbangkan faktor kondisi 
biofisik lingkungan dan kapasitas manjamen, maka 
pengembangan obyek wisata Pulau Um ke depan 
dapat diarahkan menjadi wisata minat khusus yaitu 
ekowisata dan masih dapat dioptimalkan dengan 
memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan 
sumber daya alam yang ada di P.Um, salah satunya 
melalui optimalisasi kapasitas petugas pengelola. 


Menurut Cifuentes (1992) dalam Zacarias 
et al. (2011), bahwa kapasitas manajemen dapat 
diindikasikan dari beberapa variabel seperti dasar 
hukum, kebijakan dan peraturan, peralatan, personil, 
pembiayaan, infrastruktur dan fasilitas, sehingga 
dalam peningkatkan kapasitas petugas pengelola 
dalam melayani pengunjung perlu ditunjang dengan 
kapasitas manajemen pengelolaan berdasarkan 
variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hasil 
pengamatan dilapangan menunjukan bahwa kualitas 
pelayanan terhadap wisatawan (keramahan dan 
pendidikan) sudah bagus, namun perlu ditingkatkan 
kapasitas manajemen, kemampuan membangun 
relasi, dan memperhatikan penampilan diri maupun 
lingkungan, juga perlu didukung penambahan 
jumlah personil pengelola/petugas dan sarana 
prasarana di kawasan wisata seperti: fasilitas 
penunjuk arah, jumlah toilet, jumlah penginapan, 
maupun jumlah rumah makan. 


Estimasi Nilai Efek Pengganda 


Nilai multiplier ekonomi merupakan nilai 
yang menunjukan sejauh mana pengeluaran 


wisatawan akan menstimulasi pengeluaran 
lebih lanjut, sehingga pada akhirnya 
meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat 


lokal. Menurut terminologi, terdapat tiga efek 
multiplier, yaitu efek langsung (direct effect), 
efek tidak langsung (indirect effect) dan efek 
lanjutan (induced effect). Ketiga efek ini 
digunakan untuk menghitung ekonomi yang 
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selanjutnya digunakan untuk mengestimasi dampak 
ekonomi di tingkat lokal (META, 2001). 


Dampak ekonomi dari pengeluaran 
wisatawan yang terjadi di Malaumkarta dapat 
diukur dengan menggunakan nilai efek pengganda 
atau multiplier effect dari aliran uang yang 
terjadi. Efek pengganda dapat dilihat dari jumlah 
pengeluaran wisatawan selama melakukan wisata 
di Malaumkarta. Pengukuran dampak ekonomi 
dalam penelitian meliputi dua kelompok,yaitu: 1) 
survei terhadap unit usaha penyedia barang dan 
jasa dan 2) survei terhadap tenaga kerja pada unit 
usaha di kawasan wana wisata. Survei terhadap 
unit usaha merupakan dampak langsung. Dampak 
terhadap unit usaha membutuhkan informasi terkait 
(1) proporsi perputaran uang yang berasal dari 
pengeluaran pengunjung ke unit usaha tersebut, 
(2) proporsi dari perputaran arus uang terhadap 
tenaga kerja lokal, supplier, dan pajak, dan (3) 
tipe dan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan. 
Kelompok kedua adalah tenaga kerja lokal pada 
unit usaha lokal penyedia barang dan jasa untuk 
kegiatan wisata. Tenaga kerja adalah dampak 
tidak langsung. Informasi terkait dengan dampak 
ekonomi adalah (1) jumlah tenaga kerja yang 
terdapat pada kawasan wisata, (2) jumlah jam kerja 
dan tingkat upah, (3) proporsi dari pengeluaran 
sehari-hari pekerja yang dilakukan di dalam dan 
di luar wilayah kawasan wisata, dan (4) kondisi 


pekerjaan sebelum bekerja di unit usaha saat ini. 
Estimasi terhadap unit usaha yang memberikan 
nilai dampak ekonomi terhadap manfaat dan biaya 
masyarakat lokal dan penyediaan barang dan jasa 
yang diperlukan pengunjung. 


Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai 
Keynesian Income Multiplier sebesar 1,14 yang 
artinya setiap terjadi peningkatan pengeluaran 
wisatawan sebesar 1 rupiah, maka akan berdampak 
terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja 
dan para pemilik unit usaha di lokasi wisata 
kira-kira sebesar 1,14 rupiah. Nilai Ratio Income 
Multiplier Tipe | yang telah didapatkan sebesar 1,61 
yang artinya apabila terjadi peningkatan sebesar 
1 rupiah terhadap pemilik unit usaha, maka akan 
berdampak terhadap peningkatan pendapatan 
tenaga kerja lokal diduga sebesar 1,61 rupiah 
(berupa pendapatan bersih unit usaha dan upah 
tenaga kerja), selanjutnya nilai yang diperoleh 
dari Ratio Income Multiplier Tipe Il sebesar 
1,64 yang artinya apabila terjadi peningkatan 
sebesar 1 rupiah terhadap pendapatan pemilik 
unit usaha, maka akan berdampak terhadap 
peningkatan pada dampak langsung, tidak 
langsung, dan lanjutan (berupa pendapatan pemilik 
unit usaha, tenaga kerja, serta pengeluaran untuk 
konsumsi di tingkat lokal) yang diduga sebesar 
1,64 rupiah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 
pada Tabel 4. 


Tabel 4. Nilai Pengganda dari Arus Perputaran Uang di Malaumkarta, 2019. 
Table 4. The Multiplier Value of The Money Flow in Malaumkarta, 2019. 


No. Kriteria Multiplier/ Multiplier Criteria Nilai/Value Keterangan/Remarks 

1. (Pengeluaran wisatawan di lokasi wisata per tahun/ 2,421,791,667 
Visitors expenses at tourist sites per year (E) 

2. |Dampak langsung per tahun/ 
Direct impact per year (D) 1,676,400,000 

3. |Dampak tidak langsung per tahun/ 
Indirect impact per year (N) 1,027,200,000 

4. Dampak lanjutan per tahun/ 
Further impact per year (U) 50,640,000 

5. | Keynensian Income Multiplier ((D+N+U)/E) 1.14 Dampak ekonomi yang terjadi 

6. | Ratio Income Multiplier Tipe | ar entah telan. memberikan 

p. p 

(D+N/D) dampak | ekonomi terhadap 

7. [Ratio Income Multiplier Tipe Il a a 
(D+N+U/D) RIM Tipe I, dan RIM Tipe Il adalah 


lebih besar atau sama dengan 
satu (2 1)/ The economic impact 
that occurred has been proven 
to have had an economic impact 
on tourism activities because the 
value of KIM, RIM Type I, and 
RIM Type Il is greater or equal to 
one (2 1) 
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Dampak ekonomi wisata bahari di Pulau Um 
dengan nilai KIM, RIM Tipe I, dan TIM Tipe II > 1 
memiliki arti bahwa kegiatan wisata di Pulau Um 
memberikan manfaat terhadap tenaga kerja dan 
pemilik usaha penjualan makanan dan minuman 
ringan, serta kerajinan dari bahan alam. Pelaku 
wisata dan tenaga kerja berasal dari masyarakat 
adat yang mendiami Kampung Malaumkarta, 
sehingga dampak ekonomi ini dirasakan oleh 
masyarakat adat di Kampung Malaumkarta. Jenis 
danjumlah usaha wisata yang minim serta kurangnya 
pengemasan wisata merupakan suatu potensi 
yang perlu dikembangkan oleh masyarakat beserta 
stakeholders lainnya (pemerintah, akademisi, 
dan investor) sehingga memerlukan sinergi antar 
stakeholders tersebut. Selain itu, jenis budaya 
yang beragam, baik tari-tarian maupun kearifan 
lokal, seperti wisata dugong, pelepasan tukik, dan 
kearifan lokal seperti: egek, tari aklen, upacara 
benfie, tari okla, yang merupakan potensi budaya 
yang mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat di 
Malaumkarta perlu dikemas menjadi produk kreatif 
yang bernilai tinggi, sehingga dapat memberikan 
nilai tambah wisata bahari untuk masyarakat adat 
di Kampung Malaumkarta. 


Jika pengeluaran wisatawan di Pulau Um 
per tahun meningkat 5% hingga 10 %, maka 
perubahan terjadi pada nilai KIM yang berkisar 
antara 0,01-0,09 atau dapat dikatakan kegiatan 
wisata kurang memberikan dampak ekonomi 
kepada masyarakat lokal. Kenaikan pengeluaran 
wisata disebabkan oleh peningkatan fasilitas 
wisata seperti akomodasi maupun rumah makan 
yang memadai. Melihat kondisi masyarakat 
Malaumkarta yang tergolong dalam masyarakat 
dengan ekonomi yang rendah, maka penambahan 
fasilitas wisata dilakukan oleh investor di luar 
masyarakat lokal Malaumkarta sebagai pemilik 
modal dan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja 
dan pelaku UKM kreatif. Pembentukan UKM kreatif 
untuk memfasilitasi kegiatan wisata budaya agar 
dapat digelar sehingga dapat menambah nilai 
multiplier effect bagi masyarakat lokal, dengan 
memperhitungkan daya dukung lingkungan yang 
ada. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Kampung Malaumkarta memiliki potensi alam 
dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi 
wisata minat khusus (ekowisata) dalam bentuk 
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produk kreatif wisata dengan mempertimbangkan 
nilai daya dukung fisik (Physical Carrying 
Capacity/PCC) sebesar 1.208 pengunjung/hari; 
daya dukung riil (Real Carrying Capacity/RCC) 
sebesar 36 pengunjung/hari; dan daya dukung 
efektif (Effective Carrying Capacity/ECC).ECC 
sebesar 57 pengunjung/hari. Keseluruhan nilai ini 
masih berada di atas jumlah rata-rata pengunjung 
aktual saat ini yaitu 6 pengunjung/hari. Nilai ECC 
yang telah mempertimbangkan faktor kondisi 
biofisik lingkungan dan kapasitas manajemen, 
maka pengembangan obyek wisata bahari Pulau 
Um ke depan masih dapat dapat dioptimalkan, 
dengan salah satunya melalui optimalisasi jumlah 
pengunjung sebesar 89,5% sesuai daya dukung 
efektif sehingga keseimbangan kondisi lingkungan 
dengan aktivitas wisata dapat tetap terjaga dan 
berkelanjutan. 


Dampak ekonomi wisata bahari yang terjadi di 
Malaumkarta dikatakan telah memberikan dampak 
ekonomi terhadap kegiatan wisata dengan nilai 
KIM, RIM Tipe I, dan RIM Tipe II berturut-turut 1,14: 
1,61, dan 1,64. Nilai multiplier effect memiliki arti 
bahwa kegiatan wisata di Pulau Um memberikan 
manfaat terhadap masyakat lokal, baik tenaga 
kerja dan pemilik usaha penjualan makanan dan 
minuman ringan, serta kerajinan dari bahan alam. 


Rekomendasi Kebijakan 


Rekomendasi kebijakan dalam 
pengembangan ekowisata bahari berbasis 
masyarakat adat di Kampung Malaumkarta, yaitu: 
(1) menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir 
dan sumber ide kreatif, (2) pengemasan potensi 
wisata menjadi produk kreatif wisata, dan (3) 
pemasaran produk kreatif wisata. Untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya pesisir dan sumber ide 
kreatif adalah dengan menjaga kebersihan pesisir 
dan laut, melakukan pengawasan dan konservasi 
terkait dengan sumber daya perikanan yang langka 
dan memiliki nilai ekonomis tinggi, sosialisasi 
kepada masyarakat terkait dengan kelestarian 
sumber daya pesisir dan laut, mempertinggi status 
hukum pengakuan budaya baik komunal maupun 
nasional, dan inkulturasi budaya bahari melalui 
pengembangan sanggar-sanggar budaya, serta 
memasukkan kurikulum ekonomi kreatif berbasis 
budaya bahari kedalam kurikulum sekolah. 
Lembaga yang terlibat dalam hal ini yaitu Dinas 
Kelautan dan Perikanan, Pokmaswas, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah, dan Kelompok Nelayan, 
sedangkan stakeholders terkait dengan budaya 
yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
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Kementerian pariwisata dan Ekonomi kreatif, 
Bappeda, budayawan, dan Lembaga adat. 
Pengembangan pengemasan potensi 


wisata menjadi produk kreatif dilakukan dengan 
cara: (1) Pemetaan potensi komunitas kreatif 
melalui pembuatan peta komunitas kreatif, serta 
memetakan kapasitas atau kesiapan SDM untuk 
terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan; (2) 
Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif 
yang dilakukan melalui pelibatan komunitas 
kreatif dalam pelatihan dan magang mengenai 
manajemen, enterpreuneurship, teknologi digital, 
dan teknik kratifitas, serta membentuk UKM 
kreatif dan membentuk inkubator bisnis kreatif. 
Lembaga yang terlibat diantaranya adalah Balai 
Latihan Kerja (BLK), Dinas Tenaga Kerja, Dinas 
Komunikasi dan Informasi, Sinas pariwisata dan 
ekonomi kreatif, serta Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (BRSDMKP). 


Pengembangan pemasaran produk kreatif 
wisata dilakukan melalui tahapan (1) Memberikan 
pelatihan penentuan produk kreatif yang akan 
dipasarkan serta penentuan harga produk kreatif; 
(2) Melakukan pelatihan promosi kreatif (kejelasan 
status kepemilikan dan sifat produk), dan; (3) 
Memberikan wawasan mengenai teknik promosi 
dan disribusi kreatif (media digital untuk promosi, 
menggunakan public figure sebagai influencer, 
membentuk city branding). Stakeholders terkait 
diantaranya adalah lembaga adat, pemerintah 
desa, kominfo, pelaku jasa kreatif (missal fotografer, 
desainer, budayawan, film maker, media) sanggar 
seni, Kemenparkraf, dan juga budayawan. 
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ABSTRAK 


Eksekusi peraturan presiden Nomor 15/2018 di Waduk Jatiluhur melalui penertiban Keramba 
Jaring Apung (KJA) tidak hanya akan merubah tatanan ekonomi namun juga memiliki risiko sosial bagi 
masyarakat pemanfaat sumber daya perikanan waduk baik pemanfaat langsung maupun tidak langsung. 
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis risiko sosial yang akan muncul akibat penertiban KJA tersebut. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penertiban KJA di Waduk Jatiluhur 
akan menghasilkan berbagai risiko sosial. Risiko sosial yang terjadi berupa culture shock masyarakat 
akibat perubahan pola kehidupan, kohesifitas masyarakat menurun sehingga rentan terhadap konflik 
horizontal, hilangnya jaminan sosial, dan berbagai permasalahan demografi. Permasalahan demografi 
meliputi meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angka 
kriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa migrasi masyarakat keluar daerah. Salah satu alternatif yang 
dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan risiko sosial dapat dimulai dari menghilangkan 
sumber risiko dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja 
baru, sosialisasi kebijakan agar masyarakat paham maksud dan tujuan kebijakan, menyediakan fasilitasi 
berupa rubrik konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat terdampak. Selain itu 
perlu juga memperbaiki faktor katalis risiko berupa perbaikan kebijakan dengan mempertimbangkan 
sumber-sumber risiko berupa kondisi masyarakat, relasi usaha, dan historis pembangunan waduk dilihat 
dari aspek sosial. 


Kata Kunci: Waduk Jatiluhur, budi daya ikan, keramba jaring apung; risiko sosial 


ABSTRACT 


As the implementation of Presidential Regulation No. 15/2018, the floating nets control in Jatiluhur 
Reservoir resulted not only in economic disorder but also in social risks for the direct and indirect 
beneficiaries of the reservoir. This paper aimed to analyzing the social risks as the result of the floating net 
control. The study was conducted in Purwakarta Regency in 2018 using gualitative descriptive methods. 
The Floating Nets Control Program in Jatiluhur Reservoir caused a variety of social risks. The social 
risks were culture shock due to life changes, decreased community cohesion that vulnerable to conflict, 
loss of social benefit, and demographic issues. The demographic issues included increased number 
of unemployment, dropouts, crimes, and migration to outside the region. Some alternative solutions to 
eliminate these social risks are eliminating the risk sources by increasing community capacity to create 
new jobs, educating community regarding the objectives of the policies, providing consultation services 
to help people with solution of these social problems. In addition, it is necessary to fix the risk catalyst 
factor with policy improvement that consider community condition, business relation, and social aspect 
of historical reservoir development. 


Keywords: Jatiluhur Reservoir; fish cultured, floating cage; social risk 
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PENDAHULUAN 


Program Citarum Harum yang tertuang pada 
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, berimplikasi 
terhadap penertiban semua aktivitas yang dinilai 
mencemari DAS termasuk aktivitas pemanfaatan 
sumbedaya perikanan di Waduk Ir. H. Juanda 
atau Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. 
Penertiban ini dipandang perlu mengingat DAS 
Citarum merupakan salah satu sungai strategis 
nasional. Menurut Ismail (2017), Waduk Jatiluhur 
mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai sumber 
irigasi untuk daerah persawahan di 242.000 hektar, 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan daya 
terpasang 125.000 kWh, bahan baku air minum 
dan air pembilas, serta pengendalian banjir daerah 
Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Selain fungsi 
utama, Waduk Jatiluhur memiliki fungsi lain sebagai 
fungsi pemberdayaan masyarakat diantaranya 
adalah aktivitas pariwisata dan budi daya ikan 
menggunakan keramba jaring apung. Hasil 
penelitian Putri (2017) mengungkapkan bahwa 
usaha keramba ikan di Waduk Jatiluhur dapat 
memperbaiki kondisi sosial ekonomi di masyarakat 
seperti meningkatnya pendapatan, menambah 
jaringan kerja, bertambahnyawawasan masyarakat, 
dan memperbaiki kondisi pembangunan di sekitar 
masyarakat. 


Imansyah (2012) mengemukakan bahwa 
Sungai Citarum sebagai salah satu potensi air 
terbesar di Jawa Barat menyimpan potensi yang 
besarbagi masyarakat, baik potensimenguntungkan 
maupun potensi merugikan. Salah satu aktivitas 
yang mempunyai kedua potensi tersebut adalah 
aktivitas perikanan dengan sistem Keramba 
Jaring Apung (KJA). Tingginya keuntungan yang 
diperoleh dari usaha perikanan KJA menjadi 
daya tarik bagi masuknya investor usaha KJA 
dan menumbuhkan banyak peluang usaha yang 
terkait secara langsung maupun tidak langsung 
dengan usaha KJA. Hasil pendataan dari 
Astuti et al. (2016), sejak tahun 1988 jumlah 
KJA meningkat pesat dari 15 petak menjadi 
2.100 petak pada tahun 1995, dan menjadi 18.038 
petak pada tahun 2015. 


Seiring dengan perkembangan jumlah 
pemanfaat waduk dan degradasi lingkungan di 
sekitar daerah aliran sungai Citarum, fungsi utama 
Waduk Jatiluhur mengalami penurunan. Hamzah, 
Maarif, Marimin & Riani (2016) bahwa Waduk 
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Jatiluhur mengandung banyak pencemar organik, 
diantaranya dari kegiatan budi daya perikanan 
yang ada di perairan Waduk Jatiluhur. Meskipun 
demikian harus disadari bahwa aktivitas perikanan 
tidak hanya satu-satunya sumber pencemaran. 
Aktivitas rumah tangga dan industri di wilayah 
Daerah Aliran Sungai Citarum pun menjadi 
penyumbang utama dalam penurunan kualitas 
perairan waduk (Cahyaningsih 8  Harsoyo, 
2020). Lahirnya Perpres No 15/2018 yang 
diimplementasikan melalui program penertiban 
KJA di Waduk Jatiluhur diharapkan menjadi 
salah satu alternatif pemecahan permasalahan 
tersebut. 


Banyaknya para pemanfaat waduk telah 
membangun sistem sosial ekonomi yang khas dan 
mapan dalam komunitas pelaku usaha keramba 
jaring apung di Purwakarta. Oleh karena itu, 
fenomena yang terjadi akibat program penertiban 
keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur tidak 
hanya fenomena ekonomi, namun di dalamnya 
juga melekat fenomena sosial. Pengkajian tentang 
potensi dampak ekonomi sudah banyak dilakukan, 
namun literatur tentang prakiraan dampak sosial 
atau yang lebih dikenal dengan risiko sosial masih 
sulit ditemukan. 


Risiko menurut Vaughan & Vaughan (2008) 
adalah a condition of the real world in which there 
is an exposure to adversity. More specifically, 
Risk is a condition in which there is a possibility 
of an adverse deviation from a desired outcome 
that is expected or hoped for. Sementara risiko 
sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 32/2011 adalah kejadian atau peristiwa yang 
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak 
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena 
alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar. 


Berdasarkan dua pengertian di atas maka 
istilah risiko sosial dalam penelitian ini didefinisikan 
sebagai sebuah kondisi sosial yang tidak diinginkan 
akibat penertiban keramba jaring apung yang 
harus ditanggung oleh masyarakat yang terkait 
secara langsung maupun tidak langsung dengan 
usaha perikanan tersebut. Berdasarkan hal 
tersebut maka penelitian bertujuan untuk 
menganalisis risiko sosial yang mungkin akan 
terjadi sebagai akibat dari program penertiban 
KJA di Waduk Jatiluhur. Kajian ini menjadi penting 


Risiko Sosial Penertiban Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur 


untuk mendesign manajemen risiko yang harus 
dilakukan agar tidak terjadi konflik terbuka. 
Manajemen risiko merupakan suatu tindakan untuk 
memperoleh informasi, melakukan analisis serta 
melakukan penegendalian risiko pada seluruh 
pekerjaan yang bertujuan agar mendapatkan 
efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 
2016). Manajemen risiko sosial dalam penertiban 
KJA di Jatiluhur dapat secara efektif dilakukan 
setelah mengetahui karakteristik risiko sosialnya 
terlebih dahulu. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan terhadap masyarakat 
pelaku usaha keramba jaring apung di Waduk 
Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa 
Barat pada Bulan Mei sampai dengan Desember 
Tahun 2018. Waduk Jatiluhur merupakan salah 
satu waduk kaskade Sungai Citarum selain Waduk 
Saguling, dan Waduk Cirata. 


Seperti halnya di Waduk Saguling dan Cirata, 
di Waduk Jatiluhur ini telah berkembang usaha 
budi daya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA). 
Usaha KJA ini disinyalir menjadi salah satu sumber 
pencemaran Sungai Citarum. Oleh karenanya, 
waduk ini pun merupakan perhatian pemerintah 
untuk ditertibkan dalam rangka program Citarum 
harum. 


RÍA (Kurniasari., et al) 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Penelitan ini merupakan penelitian 
kualitatif yang memandang risiko sebagai sebuah 
konsekuensi karena adanya faktor internal dan 
faktor eksternal pelaku usaha yang terkena risiko 
sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan kaji literatur. 
Wawancara mandalam dilakukan dengan para 
pelaku usaha dan penentu kebijakan, yaitu nelayan, 
pembudidaya KJA, pedagang ikan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), Perum Jasa Tirta 
(PJT) Il, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya 
Ikan (BRPSDI), penyedia pakan dan kebutuhan 
akomodasi usaha budi daya, serta penyedia jasa 
panen dan sarana pembuatan keramba. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer yang mencakup 
keterikatan masyarakat terhadap sumberdaya 
perikanan Waduk Jatiluhur (aspek sejarah, motivasi, 
dan konsekuensi), relasi antar pelaku usaha, relasi 
antar lembaga pengelola, kapasitas masyarakat, 
perspektif masyarakat dan lembaga pengelola 
terhadap program penertiban KJA, dan kapasitas 
masyarakat dalam penciptaan mata pencaharian 
subtitusi KJA. 


Selain itu, dikumpulkan juga data sekunder 
yang berasal dari dokumen instansi yang diperoleh 
dari PJT II, BRPSDI, Kelompok Petani Ikan, dan 
hasil-hasil penelitian terdahulu. Data tersebut 
meliputi data perkembangan KJA, kelembagaan 
yang terlibat dalam pengelolaan waduk, tata aturan 


PETA DAS PRIORITAS CITARUM 
(15 DAS PRIORITAS) 


@ 


Gambar 1. Lokasi Waduk Jatiluhur Dalam Aliran Sungai Citarum. 
Figure 1. Location of Jatiluhur Reservoir in the Citarum River Stream. 
Sumber: menlhk.go.id/Source: menlhk.go.id/ 
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pengelolaan waduk, permasalahan dan prospek 
penertiban KJA. Selain melalui wawancara dan kaji 
literatur, dilakukan pula observasi terhadap kondisi 
lingkungan di sekitar usaha KJA, dan interaksi 
antar pelaku usaha terkait. 


Metode Analisis 


Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan 
teorisasi analisis risiko yang dikemukakan oleh 
Hanafi (2014). Analisis risiko sosial dijabarkan 
dalam 5 langkah yaitu: (1) Mengidentifikasi 
sumber resiko; (2) Mengidentifikasi faktor resiko, 
yaitu faktor yang menjadi katalis terjadinya resiko; 
(3) Menentukan faktor eksposur terhadap resiko; 
(4) Mengumpulkan data kejadian yang tidak 
diinginkan, dan; (5) Mengidentifikasi kerugian yang 
mungkin akan didapatkan. Hasil analisis tersebut 
menjadi dasar untuk melakukan mitigasi risiko agar 
kerugian dapat hindari atau dikurangi. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Waduk Jatiluhur merupakan salah satu 
waduk yang membendung Sungai Citarum setelah 
Waduk Saguling dan Waduk Cirata. Waduk ini 
dibangun selama kurang lebih 10 tahun terhitung 
mulai dibangun pada Tahun 1957 dan berakhir 
Tahun 1967. Waduk ini mempunyai luas 8.300 
ha dengan kapasitas tampung 3 milyar m’. 
Namun daya tampung tersebut terus mengalami 
pengurangan akibat adanya sedimentasi. Dengan 
kapasitas air yang cukup besar, keberadaan waduk 
ini mempunyai fungsi utama yaitu sebagai sumber 
air baku, irigasi, PLTA, dan pengendali banjir bagi 
sejumlah daerah di Jawa Barat. 


Perum Jasa Tirta (PJT) Il sebagai pemegang 
otoritas pengelolaan waduk mengatur agar fungsi 
utama waduk yaitu sebagai penyedia air irigasi, air 
baku air minum, dan pengendali banjir dapat terus 
terjaga. Disamping itu sebagai bentuk kepedulian 
pengelola terhadap masyarakat yang terkena 
dampak pembangunan Waduk Jatiluhur, maka 
diizinkan usaha perikanan tangkap di wilayah- 
wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Hal ini 
juga sesuai dengan mandat UU No 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa 
perairan umum seperti sungai, danau, waduk, 
rawa dan genangan air lainnya yang berada dalam 
kedaulatan Republik Indonesia dapat digunakan 


sebagai lahan pembudidayaan ikan dengan tetap 
memperhatikan daya dukung dan kelestariannya 
untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraann dan kemakmuran Indonesia. 


Dinamika Usaha Perikanan di Waduk Jatiluhur 


Kegiatan perikanan yang dilakukan di 
Waduk Jatiluhur pada awalnya adalah perikanan 
tangkap dengan menggunakan alat tangkap 
sederhana yaitu pancing dan jala tebar. Dalam 
perkembangannya kemudian nelayan tangkap 
banyak yang menggunakan jaring lingkar (pukat 
cincin). Mariyam (2007) mengungkapkan bahwa 
jaring lingkar yang digunakan oleh nelayan di 
Waduk Jatiluhur berbentuk segi empat, tidak 
berkantong, dan digunakan untuk menangkap 
ikan di permukaan. Jenis ikan yang tertangkap 
diantaranya adalah nila, braskap, aligator, patin, 
lele, lalawak, tawes, nilem, hampar, belida, batutu, 
oscar, gosom, sby, udang, pepetek, bobosok, 
dan beunteur’. Namun menurut Kartamihardja 
& Krismono (2016) selama kurun waktu 1977 — 1988 
keragaman jenis ikan asli di Waduk Ir. H. Djuanda 
menurun dari 22 spesies menjadi 18 spesies. 


Jumlah nelayan tangkap yang berada 
di Waduk Jatiluhur dari hasil pendataan Dinas 
Peternakan dan Perikanan Tahun 2017 yang 
tertuang dalam laporan penelitian Koeshendrajana, 
Apriliani, Kurniasari, Huda & Wijaya (2018) 
berjumlah 1.050 orang, namun yang aktif hanya 
383 orang. Nelayan-nelayan tersebut berasal dari 
Kecamatan Tegal Waru, Kecamatan Jatiluhur, 
Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukasari. 
Nelayan yang paling banyak yaitu nelayan yang 
berasal dari Tegal Waru. Hal ini disebabkan 
sebagian besar desa yang berbatasan langsung 
dengan waduk berada di wilayah Kecamatan 
Tegalwaru, yaitu Desa Galumpit, Tegalsari, Cisarua 
dan Pasanggrahan. Menurut Priyatna (2013) 
aktivitas kenelayanan ini belum diatur secara jelas 
dalam suatu aturan tertentu, lain halnya dengan 
perikanan budi daya KJA. Aturan yang terkait 
dengan aktivitas nelayan adalah pembatasan jenis 
alat tangkap yang diizinkan yaitu jaring insang, jala, 
anco, dan pancing. 


Jenis usaha perikanan di Waduk Jatiluhur 
mulai bertambah sejak tahun 1988, yaitu ketika 
usaha budi daya ikan dengan menggunakan 


"Hasil wawancara dengan Main (63) seoranng nelayan pada Tanggal 28 Agustus 2018. 
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keramba jaring apung (KJA) mulai diperkenalkan. 
Inovasi KJA diperkenalkan oleh tim peneliti dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada 
waktu itu masih menjadi bagian dari Departemen 
Pertanian. Inovasi KJA diterima baik oleh 
masyarakat di sekitar waduk. Tingginya keuntungan 
yang diperoleh menyebabkan banyaknya orang 
yang tertarik menjadi pembudidaya ikan dengan 
menggunakan sistem KJA. Hasil penelusuran 
dari Astuti et al. (2016) bahwa pada Tahun 1988 
jumlah KJA yang ada di Waduk Jatiluhur hanya 
15 petak, jumlah tersebut meningkat drastis 
menjadi 2.100 petak, dan menjadi 18.038 petak 
pada Tahun 2015. Pada saat penelitian yaitu 
tahun 2018, jumlah KJA aktif sebanyak 24.286 
petak. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan 
karena sebagaian sudah diterbitkan, jumlah 
sebelumnya sampai 30 ribuan. 


Keramba jaring apung yang digunakan 
pembudidaya ikan berukuran panjang 7 m, 
lebar 7 m dengan kedalaman 3 m per petaknya. 
Teknik yang digunakan menggunakan jaring 
ganda, yaitu sistem jaring berlapis. Lapis pertama 
yang disebut jaring kolor dipakai untuk memelihara 
ikan mas, sementara jaring bagian bawah 
digunakan untuk memelihara ikan nila. 
Pemeliharaan ikan nila dimaksudkan untuk 
memanfaatkan pakan yang diberikan untuk ikan 
mas. Jadi, tujuan utama pembudidaya adalah 
ikan mas, sementara ikan nila merupakan 
produk sampingan. Menurut Nugroho (2012) 
keuntungan yang diperoleh pembudidaya per 
petak dalam satu kurun waktu produksi yaitu 
sekitar 3-4 bulan adalah Rp3.000.000,00 sampai 
Rp5.000.000,00 per petak jika efisiensi pakan 
berkisar antara 50% - 60%. Hal ini dikuatkan oleh 
penelitian Koeshendrajana et al. (2018) yang 
mengungkapkan bahwa keuntungan pembudidaya 
selama 3 bulan adalah Rp5.000.000,00 (per petak). 


Tingginya keuntungan yang diperoleh dari 
usaha budi daya keramba jaring apung di Waduk 
Jatiluhur, menjadi daya tarik para pemilik modal 
untuk melakukan investasi budi daya di Waduk 
Jatiluhur. Selain itu, aktivitas ini membuka berbagai 
peluang usaha baik yang terkait secara langsung 
maupun tidak langsung dengan budi daya ikan 
KJA. Usaha yang terkait langsung diantaranya 
adalah penyedia pakan, penyedia bahan material 
pembuatan keramba jaring apung, pemasaran 
ikan hasil produksi KJA, maupun yang bergerak 
di bidang jasa yaitu jasa pembuatan KJA, jasa 
panen, jasa angkut, dan lain-lain. Sementara 
yang tidak terkait langsung diantaranya adalah 


aa Na E (Kurniasari., et al) 


pedagang kelontong, pedagang makanan, 
penyewaan perahu sebagai sarana transportasi, 
dan lain-lain. Hasil penelitian Koeshendrajana 
et al. (2018) menyatakan terdapat sekitar 23 
kelompok pelaku yang terlibat dalam pelakanaan 
budi daya ikan KJA, sementara dalam tataran 
pengelola terdapat sekitar 8 kelompok pelaku. 


Hasil pendataan dari Paguyuban Petani Ikan 
(PPI) disebutkan bahwa terdapat 5 agen pakan, 
2.500 orang pembudidaya KJA dengan jumlah 
KJA sebanyak 33.600 petak, ojeg perahu 
135 orang, pedagang grum 12 orang, pedagang 
kelontong 10 orang, warung makan 120 orang, 
penjaga kolam 2.100 orang, pengepul skala 
kecil-sedang 30 orang, pengepul skala besar 
5 orang, buruh panggul pakan dan benih 255 
orang, pedagang gombong, bambu, dan kaso 20 
orang, dan supir ikan dan benih 120 orang. Dari 
hasil pendataan Koeshendrajana et al. (2018) 
terdapat pelaku-pelaku selain disebutkan tadi 
(Gambar 2). Artinya, jumlah pelaku usaha yang 
terlibat dalam aktivitas budi daya KJA di Waduk 
Jatiluhur diperkirakan melebihi angka tersebut. 


Hasil perhitungan Fitri (2017) diketahui 
bahwa jumlah petak KJA yang sesuai dengan 
daya dukung Waduk Jatilihur sebanyak 6.838 
petak KJA, sedangkan informasi dari PPI jumlah 
KJA pada saat penelitian adalah 33.600. Ini berarti 
sudah melebihi hampir 400% dari daya dukung. 
Hal ini disinyalir menjadi pemicu kerusakan 
waduk, sehingga Pemerintah bersama dengan 
PJT II sebagai pemegang otoritas melakukan 
penertiban terhadap keberadaan KJA tersebut. 
Alternatif strategi penertiban KJA diantaranya 
melalui pengurangan jumlah KJA atau bahkan 
zero KJA. 


Program penertiban KJA ini, tentunya tidak 
hanya akan berpengaruh terhadap kehidupan 
ekonomi masyarakat pelaku usaha, namun 
juga akan membawa risiko sosial. Hal ini 
disebabkan dalam perilaku ekonomi masyarakat 
melekat fenomena-fenomena sosial. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Granoveter (1985) dalam teori 
keterlekatannya bahwa dalam tindakan ekonomi 
melekat tindakan-tindakan sosial. Menurutnya, 
keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang 
disituasikan secara sosial dan melekat dalam 
jaringan sosial yang sedang berlangsung diantara 
para aktor. 


Antar pelaku tersebut telah membentuk 
sebuah relasi yang cukup mengikat satu sama 
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lain. Relasi yang terbentuk antar pelaku usaha 
di KJA, pada awalnya dimulai dari motivasi 
kepentingan, namun kemudian terbentuk motivasi- 
motivasi emosional di dalamnya. Namun menurut 
Granoveter dalam Blikololong (2012) yang 
menentukan bukanlah motivasi-motivasi yang 
dihasilkan oleh hubungan-hubungan sosial, namun 
konteks tindakan sosial yang tercermin dalam 
hubungan sosial. 


Seorang penjaga kolam misalnya, pada 
mulanya bekerja sebagai penunggu kolam KJA 
milik orang Jakarta. Dalam perkembangannya, 
kolam tidak hanya menjadi tempat usaha, namun 
juga sekaligus menjadi tempat tinggal atas seizin 
pemilik kolam. Hubungan antara majikan dan 
buruh ini semakin kuat, ketika buruh memiliki 
anak yang mendapatkan santunan untuk biaya 
sekolah dari pemilik kolam. Perilaku pemilik kolam 
yang memberikan rasa “cukup” kepada penunggu 


kolam telah mengubah pola hidup keluarga 
penunggu kolam. Menjual aset darat untuk 
diinvestasikan di perairan waduk dengan 


membuat KJA disamping KJA yang dikelola, telah 
merubah status sosial dan tatanan kehidupannya. 
Kondisi ini menjadi permasalahan ketika mereka 
harus tergusur dari perairan akibat program 
penertiban KJA sementara aset darat sudah tidak 


punya dan ikatan sosial dengan masyarakat darat 
sudah luntur. 


Kasus di atas hanyalah sebuah diantara 
banyak kasus yang mencerminkan bahwa dalam 
aktivitas ekonomi (dalam hal ini adalah aktivitas 
keramba jaring apung) melekat di dalamnya 
tindakan sosial. Oleh karenanya, dampak program 
penertiban KJA akan membawa risiko sosial yang 
membutuhkan langkah antisipatif yang sistematis 
dan mengakar. 


Analisis risiko sosial yang muncul akibat 
program penertiban KJA di Waduk Jatiluhur dapat 
dilakukan melalui tahapan identifikasi sumber 
resiko, faktor katalis resiko, kejadian yang tidak 
diinginkan, dan kondisi atau kerugian yang didapat 
(risiko sosial). Gambar 2 menunjukkan hasil 
analisis tersebut: 


Motivasi, Kapasitas dan Relasi Pelaku Usaha 
sebagai Sumber Resiko 


Sumber risiko dalam penelitian ini 
diidentifikasikan sebagai kondisi yang menjadi 
penyebab kenapa risiko terjadi. Sumber risiko 
dalam kasus penertiban KJA di Waduk Jatiluhur 
dilihat pada level masyarakat pengguna dan 


pemanfaat sumberdaya baik langsung maupun 


Kapasitas masyarakat rendah/ 
low community capacity 


Motivasi dan pengorbanan 
yang tinggi/high motivation 
and sacrifice 


Penciptaan lapangan kerja/ 
Job creation 


Relasi antar pelaku yang 
mengikat/ Relation 
between actor that are L Sumber resiko/ 

binding source of risk 


Pemahaman terhadap kebijakan ME a 
/Understanding of policies 


Faktor katalis/ 
P catalyst factor 


Program Penertiban KJA/ Floating Net Cage Control Program 


Kejadian 
yang tidak 
diinginkan/ 
undesirable 
event 


Kondisi sosial 
yang tidak 
diiinginkan 
(resiko sosial)/ 
Unwanted 
social condition 
(social Risk) 


Gambar 2. Proses Munculnya Risiko Sosial dalam Program Penertiban Keramba Jaring Apung di 


Jatiluhur. 


Figure 2. The Process of Emerging Sosial Risks in the Control of Floating Net Cages Program in 


Jatiluhur. 
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tidak langsung. Sumber risiko tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi motivasi pelaku usaha, 
kapasitas pelaku usaha dalam menciptakan mata 
pencaharian baru, serta konsekuensi dari relasi 
antar pelaku dalam usaha keramba jaring apung. 


Salah satu yang berperan dalam membentuk 
perilaku seseorang adalah motivasi. Motivasi 
adalah dorongan, tekanan yang menyebabkan 
seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan 
(Mardikanto, 1993). Oleh karenanya, keterlibatan 
masyarakat sekitar waduk dalam melakukan 
usaha budi daya ikan dengan keramba jaring 
apung dipengaruhi oleh motivasi mereka ke arah 
sesuatu yang diharapkannya. Salah satu motivasi 
yang mendorong masyarakat melakukan budi daya 
KJA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 


hidup sebagai akibat dari meningkatnya 
pendapatan dibandingkan dengan usaha 
sebelumnya. Berdasarkan teori dari Herzberg 


dalam Sondang (2008), Hartatik (2004), tujuan 
untuk kehidupan yang lebih baik ini merupakan 
faktor intrisik, yaitu faktor yang berasal dari dirinya 
sendiri. Sementara faktor ekstrinsik pembentuk 
motivasi adalah daya dorong yang berasal dari 
luar diri seseorang misalnya dari organisasi tempat 
bekerja — dalam kasus ini adalah lembaga yang 
berperan dalam pengelolaan sumberdaya waduk. 
Faktor ekstrinsik dalam makalah ini termasuk ke 
dalam faktor katalis risiko yang akan dibahas pada 
sub bab berikutnya. 


Motivasi tersebut mendorong masyarakat 
melakukan berbagai pengorbanan untuk dapat 
berusaha KJA, diantaranya dengan menjual aset 
di darat yang relatief memiliki kejelasan dalam 
hak kepemilikannya dibandingkan aset di perairan 
(KJA). Kehilangan aset tetap ini menjadi salah 
satu sumber risiko sosial dari program penertiban 
KJA. Selain terbatasnya/hilangnya aset tetap 
dan lancar, terbatasnya keterampilan atau 
keahlian untuk menciptakan mata pencaharian 
baru, pemahaman terhadap tujuan kebijakan 
yang rendah, serta sifat relasi antar pelaku yang 
mengikat. Berikut ini pemaparan dari masing- 
masing sumber risiko tersebut. 


Peluang usaha ikan dengan sistem KJA 
pada awalnya ditujukan untuk masyarakat di 
sekitar waduk terutama yang terkena dampak dari 
pembangunan waduk. Masyarakat menyambut 
baik hal ini. Pada Tahun 1988 tercatat sebanyak 
15 keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur 
merupakan milik masyarakat setempat. Tingginya 
keuntungan yang diperoleh dari usaha ini menarik 


aa Na E (Kurniasari., et al) 


minat masyarakat untuk terlibat dalam usaha 
tersebut. KY (68) menyebutkan bahwa keluarganya 
menjual tanah yang selama ini dijadikan kebun 
sebagai modal awal untuk membuat keramba. Lain 
halnya dengan TMR (53) yang semula beternak 
dan bertani kebun menjual seluruh ternak dan 
kebunnya untuk memulai usaha keramba. Ada 
juga yang meminjam atau bekerjasama dengan 
pihak lain untuk melakukan usaha tersebut. Serta 
banyak lagi variasi pendanaan yang dilakukan oleh 
masyarakat untuk bisa melakukan usaha KJA. 


Contoh kasus di atas memperlihatkan 
bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh 
masyarakat lokal untuk bisa terlibat dalam 
usaha KJA (dalam ukuran masyarakat setempat) 
sangat besar. Hal ini semata-mata termotivasi 
untuk mendapatkan keuntungan agar mampu 
meningkatkan kesejahteraan. Namun dalam 
kenyataannya, setelah pengorbanan yang cukup 
besar dilakukan, ternyata usaha budi daya tidak 
selamanya berhasil. Januari 1996 kematian sekitar 
1.600 ton ikan di Waduk Jatiluhur berdampak 
pada terganggunya suplai ikan dan besarnya 
kerugian yang dialami petambak (Erizal, 1996). 
Total kerugian petambak diperkirakan 3,72 milyar 
rupiah (Krismono, Samita & Rukyani (1996) 
dalam Erizal, 1996). Kejadian kematian masal 
ini berulang di tahun-tahun berikutnya tanpa bisa 
diprediksi waktunya secara tepat. Kerugian yang 
dialami oleh pembudidaya, tidak diimbangi dengan 
dana penyangga yang dipunyai mereka sebagai 
antisipasi ketika kerugian datang, akibatnya banyak 
pembudidaya yang gulung tikar dan dijual kepada 
para pemodal dari luar daerah. 


Ketidakmampuan masyarakat lokal sebagai 
sasaran utama kebijakan awal perizinan KJA untuk 
menjadi pelaku utama, menjadi peluang masyarakat 
luar daerah untuk mengambil peran dalam usaha 
tersebut. Kondisi saat penelitian, sebagian besar 
kepemilikan KJA bukan masyarakat setempat. 
Masyarakat hanyalah sebagai buruh dan pelaku 
usaha sekunder lainnya seperti tukang transportasi 


perahu, buruh angkut, penunggu kolam, dan 
tukang baso. Namun demikian, masyarakat 
sangat mengandalkan hidupnya dari usaha- 


usaha tersebut karena keterbatasan keahlian, 
modal, dan pengetahuan untuk menciptakan mata 
pencaharian baru. Kondisi ini diungkapkan pula 
oleh Purwandari (2014) bahwa kebijakan dibukanya 
peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha 
keramba jaring ikan di Waduk Jatiluhur tidak 
didukung oleh pemberian modal dan keterampilan, 
akibatnya usaha tersebut mengalami kemunduran. 
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Menurutnya, kedatangan para investor dari luar 
daerah dengan modal dan pengetahuan yang lebih 
memadai, menyebabkan sebagian masyarakat 
setempat atau lokal hanya sebagai pekerja atau 
buruh. Selain itu keterikatan histori dan kultural 
pada Waduk Jatiluhur turut berperan pada 
keputusan bertahannya mereka untuk terus 
bergantung pada Waduk Jatiluhur. 


Sumber risiko yang lain adalah sifat relasi 
yang terbentuk antar pelaku usaha. Para pelaku 
yang terlibat dalam usaha KJA telah membentuk 


SPPAP 


BRPSDI/ Fish Resotirces 
Research Center 


y 
4 e e 
Satgas/task force Tim CBF/CBF Team 


Pengelola/ Manager 


Pemanfaat/ User 


Pabrik Pakan/ 
Feed Mill Ñ 


Gudang (distributor 
Pakan)/Feed Distributor 


: Bandar (penyedia 
(3 pakan, benih, dan 
penampung ikan)/ 


A 
Unit Pembenihan | / Broker 


Rakyat/ Fish 
| : | Hatchery Unit 
: (Subang) Penyedia Benih/ 


x Seed Provider 


Pasar lokal dan luar daerah/ 
local and outside regional 


markets consumers 


Keterangan/Remaks: 
——P Garis hirarki/ hierarchical line 
—P Garis relasi/relation line 
a Garis koordinasi/coordination line 
—:-— Distribusi hasil/distribution of product 
Alur input produksi/Production input flow 


Konsumen RT/ Household 


struktur relasi yang tidak hanya bermotif ekonomi, 
namun juga bermotif sosial. Relasi setiap aktor 
tersebut dapat dipetakan seperti yang tertera pada 
Gambar 3. 


Gambar 3 memperlihatkan bahwa terdapat 2 
kelompok pelaku pada pemanfaatan sumberdaya 
perikanan di Waduk Jatiluhur yaitu kelompok 
pengelola dan kelompok pemanfaat. Dalam 
kelompok pengelola, berdasarkan PP No 94 
Tahun 1999, PJT ll menjadi pemegang otoritas 
tunggal yang mempunyai kewenangan untuk 


Paguyuban Petani Ikan/ Community 
Fish Farmer (NGO) 


Pokmaswas/Pokmaswas 


Kelompok Pembudidaya/KJA 
Cultivation Group 


Tukang 
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Ojeg perah | Ojeg perahu/Transport boat | | Ojeg perahu/Transport boat | 
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Watchman 


Tukang jangkar/Anchor 


Tukang “ngaput” jaring/Net 
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Sistem pembayaran/Payment system: 
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Gambar 3. Relasi Antar Pelaku Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Waduk Jatiluhur 
Figure 3. Relationship Between Actors in the Utilization of Fish Resources in Jatiluhur Reservoir. 
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menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan 
kegiatan usaha yang berkaitan dengan air di Waduk 
Jatiluhur (dalam hal ini termasuk kegiatan usaha 
perikanan). PJT bekerja sama dengan Balai Riset 
Pemulihan Sumberdaya Ikan dalam melakukan 
beberapa kajian ilmiah, sebagai dasar pembuatan 
kebijakan. Sementara dalam hal pengelolaan dan 
pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumber daya 
ikan, PJT bekerja sama dengan Dinas Peternakan 
dan Perikanan. Terkait dengan penertiban KJA, 
PJT membentuk Tim Satuan Tugas Penertiban 
KJA di Waduk Jatiluhur. Beberapa kebijakan terkait 
dengan penertiban KJA merupakan faktor katalis 
risiko yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. 


Sementara pada level pengelola, terdapat 
21 kelompok jenis usaha pelaku yang akan terkena 
dampak. Ke dua puluh satu kelompok tersebut ada 
yang terkait langsung dengan usaha budi daya 
KJA dan ada juga yang tidak langsung. Relasi 
antar pelaku pada tataran pemanfaat inilah yang 
menjadi sumber konflik. Pada umumnya, mereka 
melakukan kerjasama dengan mengadakan 
hubungan utang piutang atas arus barang dan 
jasa yang dipertukarkan. Dasar kepercayaan 
menjadi pengikat transaksi utang piutang tersebut, 
oleh karenanya sering dilakukan secara nonformal 
atau tanpa perjanjian yang jelas dan berkekuatan 
hukum, kecuali bagi pelaku yang melakukan 
transaksi dengan Lembaga formal. Hal ini menjadi 
sumber resiko, ketika transaksi tersebut tidak 
bisa terselesaikan akibat sumber usahanya yaitu 
aktivitas budidaya KJA menjadi terhenti. 


Hasil penelitian Koeshendrajana et al. 
(2018), menyebutkan bahwa prakiraan kerugian 
yang diderita oleh masing-masing kelompok usaha 
akibat terhentinya aktivitas KJA bisa mencapai 
ratusan milyar per tahun itu baru pada kerugian 
transaksi, belum kerugian akibat hilangnya 
aset dan piutang yang tidak bisa terbayar. 
Tidak hanya pelaku langsung, tapi pelaku 
usaha sekunder pun misalnya tukang baso, 
mencapai kerugian belasan juta, karena biasanya 
konsumennya adalah buruh-buruh tambak yang 
ternyata bukan warga setempat. Sehingga ketika 
usaha KJA ditutup maka buruh-buruh tersebut 
pulang ke tempat asal yang tidak diketahui 
dimana dengan meninggalkan hutang. 


Relasi tidak hanya menyangkut aktivitas 
ekonomi usaha, tapi telah merubah kultur sebagian 
masyarakat yang semula hidup di darat menjadi 
hidup di atas perairan waduk. Gubuk di atas tambak 
yang semula diperuntukan sebagai gudang pakan 


aa Na E (Kurniasari., et al) 


dan peralatan berubah menjadi tempat tinggal. 
Perubahan kultur ini telah berlangsung sangat 
lama dan telah merubah perilaku keseharian 
masyarakat. Masyarakat lebih menyukai budaya 
air ini, selain dinilai lebih praktis juga lebih hemat. 
Kebutuhan sehari-hari pun bisa didapat tanpa 
harus ke darat, karena muncul warung-warung 
kelontong, pedagang sayur keliling, ojek perahu 
sebagai sarana transportasi, bahkan ada yang 
beternak ayam. Budaya hidup di atas air ini, telah 
menjadi perekat masyarakat untuk tetap hidup di 
atas perairan Waduk Jatiluhur. 


Penertiban KJA menuntut mereka untuk 
kembali ke darat. Kondisi ini menyebabkan 
culture shock yang membutuhkan perhatian yang 
serius. Utami (2015) mengatakan bahwa Culture 
shock atau gegar budaya merupakan berbagai 
hal yang berhubungan dengan stress saat 
memasuki budaya baru, yang akan menghasilkan 
disorientasi, kesalahpahaman, konflik, stress dan 
kecemasan. Oberg (1960) dalam Utami (2015) 
mengungkapkan bahwa dalam culture shock 
terdapat sensasi kerugian, kebingungan, dan 
ketidakberdayaan sebagai hasil dari kehilangan 
norma budaya dan ritual sosial. Ketika sarana 
tempat tinggal dan usaha mereka menjadi tidak 
ada, memerlukan penyesuaian dan waktu yang 
tidak sebentar untuk bisa kembali hidup di darat 
yang mereka rasakan lebih sulit karena kelangkaan 
sumber air, transportasi, ketiadaan sumber 
penghasilan, dan hilangnya berbagai jaminan 
sosial. 


Kebijakan sebagai Faktor Katalis Risiko 


Faktor katalis risiko merupakan faktor yang 
memperbesar kemungkinan munculnya kejadian 
yang tidak diinginkan atau resiko. Kebijakan yang 
dikeluarkan baik oleh pihak yang bersentuhan 
langsung dengan pengelolaan waduk dalam 
hal ini adalah PJT Il, maupun pihak di luar itu 
misalnya lembaga penelitian merupakan faktor 
katalis terjadinya resiko. Kebijakan-kebijakan 
tersebut terkait dengan 1) proses perizinan, 
monitoring dan evaluasi perkembangan KJA yang 
dianggap tidak mempunyai mekanisme yang 
jelas, sehingga berkembang tidak terkendali 
dan status kepemilikan KJA menjadi tidak jelas, 
2) mekanisme penertiban KJA yang dianggap 
merugikan oleh pembudidaya, 3) data jumlah 
KJA berbeda antar instansi, 4) ketidaksamaan 
literasi ilmiah tentang sumber pencemaran waduk, 
faktor historis pengenalan KJA dari lembaga formal. 
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PJT II sebagai pemegang otoritas 
pengelolaan sumber daya perikanan berperan 
sebagai lembaga yang mengeluarkan izin 
pemanfaatan lahan perairan, penetapan lokasi 
usaha perikanan dengan jaring, sedangkan untuk 
izin usaha perikanan (IUP) dikeluarkan oleh Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta 
(Astuti et al., 2016). Dalam mengeluarkan izin 
PJT berhak untuk menarik biaya perizinan, 
sesuai dengan pasal 6 dari peraturan tersebut 
yang berbunyi sifat usaha dari perusahaan 
menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan 
umum dan sekaligus memupuk keuntungan 
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 
Selain itu, Pemda kabupaten Purwakarta 
berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan berhak 
menarikk retribusi sebesar Rp500.000,00 untuk 
usaha keramba jaring apung. Permasalahan 
retribusi sebagai faktor katalis risiko terjadi karena 
pembudidaya merasa bahwa mereka memiliki 
izin resmi dengan selalu membayar retribusi 
tersebut. Namun demikian informasi dari PJT 
Il bahwa sejak tahun 2015 PJT Il sudah tidak 
lagi menarik retribusi, dan sosialisasi rencana 
penertiban sudah dilakukan. 


Kelemahan sistem monitoring dan 
evaluasi dimanfaatkan untuk mendapatkan 
akses pemanfaatan sumberdaya secara berlebih 
melalui penambahan jumlah KJA. Peruntukan 
perizinan pemanfaatan perairan dengan KJA 
yang semula diberikan kepada masyarakat yang 
terkena dampak pembangunan Waduk Jatiluhur, 
beralih kepada masyarakat luar daerah tersebut. 
Meskipun penertiban sudah mulai dari tahun 2015, 
namun beberapa pembudidaya masih merasa 
melakukan pembayaran retribusi dari Tahun 
tersebut. Ketiadaaan peran monitoring jumlah KJA 
berdasarkan izin yang diperoleh menyebabkan 
jumlah KJA terus melonjak. Kelemahan 
pengaturan tentang kepemilikan KJA menjadi 
katalis bergesernya penguasaan lahan KJA dan 
peran yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam 
perkembangannya masyarakat lokal hanya bekerja 
sebagai penyedia jasa usaha seperti buruh angkut, 
penunggu kolah, pembuat jaring, dan jasa usaha 
lainnya, bukan pemilik yang mempunyai kekuasaan 
penuh atas usaha. Marginalisasi masyarakat lokal 
menjadi potensi konflik yang jika dibiarkan akan 
menjadi konflik terbuka. 


Para pelaku pada tataran pengelola juga 
tidak hanya mengatur masalah perizinan dan 
retribusi, namun intitusi-institusi ini melakukan 


116 


kajian mengenai jumlah maksimum KJA yang 
seharusnya. Hasil Kajian Pemda Purwakarta 
menyebutkan jumlah KJA ideal adalah 2.100 
unit pada tahun 2000, sebelumnya pada Perda 
Kabupaten Purwakarta No. 6/2010 hanya 
diberikan klausul bahwa setiap orang hanya boleh 
memiliki 15 petak. Lain halnya dengan rekomendasi 
kelompok kerja Bidang Perikanan PJT II tahun 
1996 yaitu 5.480 unit, sedangkan Balai Penelitan 
Perikanan Air Tawar merekomendasikan 3.637 unit. 


Hal di atas memperlihatkan, bahwa antar 
lembaga yang berkepentingan dengan pengelolaan 
pun terdapat ketidaksamaan dalam menentukan 
jumlah maksimal keramba yang harus ada diwilayah 
perairan Jatiluhur. Tahapan koordinasi lintas intitusi 
tidak berjalan dengan baik. Proses monitoring 
dan evaluasi yang belum optimal menyebabkan 
batasan maksimum tersebut terlampaui jauh di 
atas yang dianjurkan. 


Kejadian yang Tidak Diinginkan dan Risiko 
Sosial 


Keterbatasan masyarakat yang ditunjang 
oleh regulasi dan kebijakan yang kurang efektif, 
menjadikan implementasi program penertiban 
KJA berpotensi mengundang kejadian yang 
tidak diinginkan. Kejadian-kejadian inilah yang 
menjadi jembatan munculnya risiko sosial atau 
kondisi sosial yang tidak diinginkan. Kejadian 
tersebut diantaranya adalah hilangnya akses 
masyarakat terhadap sumber daya atau hilangnya 
sumber mata pencaharian utama sebagian besar 
masyarakat, mobilitas penduduk usia kerja ke luar 
daerah, perpindahan kehidupan masyarakat dari 
perairan ke darat, terbelahnya persepsi masyarakat 
terhadap kebijakan. 


Keramba jaring apung yang didirikan di atas 
perairan Waduk Jatiluhur, dalam perkembangannya 
tidak hanya dijadikan sebagai sarana usaha saja 
melainkan untuk tempat tinggal juga. Adanya 
program penertiban KJA membawa konsekuensi 
harus pindahnya kehidupan atau tempat tinggal 
dari perairan ke daratan. Meskipun awalnya 
masyarakat tersebut merupakan penduduk 
daratan namun perpindahan ini memerlukan 
penyesuaian yang tidak mudah. Hal ini menyangkut 
ketersedian sarana tempat tinggal yang sudah 
tidak ada akibat dijual untuk modal KJA, serta 
penyesuaian pola perilaku sehari-hari. Hal ini 
mengakibatkan culture shock yang membutuhkan 
pengarahan mekanisme adaptasi sehingga 
mereka bisa hidup secara wajar di daratan tanpa 
adanya tekanan yang menimbulkan depresi. 


Risiko Sosial Penertiban Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur 


Program penertiban KJA pun akan 
menimbulkan hilangnya atau berkurangnya 
sumber mata pencaharian. Sementara di sisi lain, 
tingkat keterampilan dan kreativitas masyarakat 
yang rendah dalam mengembangkan mata 
pencaharian baru serta belum optimalnya fasilitasi 


pemerintah untuk mendukung hal tersebut, 
menjadi penyebab terciptanya kerentanan 
sosial. Kerentanan tersebut diantaranya 
adalah meningkatnya angka pengangguran 


yang berpotensi pada meningkatnya angka 
kriminalitas. Ketiadaan aset yang mampu 
menopang hidup, juga menjadi potensial faktor 
yang mendorong terjadinya mobilitas masyarakat 
usia produktif ke luar daerah untuk mencari 
pekerjaan. Hal ini, membawa risiko adanya alienasi 
masyarakat dari pekerjaannya. Masyarakat yang 
dulunya mempunyai kendali atas pekerjaannya 
sebagai pembudidaya, menjadi buruh bayaran 
yang sama sekali tidak mempunyai kontrol atas 
sistem usaha yang mereka lakukan. Kondisi ini 
jauh dari makna pemberdayaan. Selain alienasi 
masyarakat dari pekerjaannya, juga akan terjadi 
alienasi masyarakat dari sumberdaya yang 
dimilikinya. Jika semula masyarakat mempunyai 
akses untuk mengelola sumberdayanya, akibat 
mobilitas masyarakat ke luar daerah sumberdaya 
tersebut tidak termanfaatkan. 


Ketidaksesuaian antara kebijakan dan 
keinginan masyarakat ini berpotensi terjadinya 
demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu 
bentuk konflik terbuka. Konflik menurut Pruit 
dan Rubin (2004) disebabkan oleh perbedaan 
kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa 
aspirasi (keinginan, citacita) pihak-pihak yang 
berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. 
Namun demikian, tidak semua masyarakat kontra 
kepentingan dengan pemerintah. Ada juga yang 
sepaham dengan kebijakan ini. Adanya pro 
dan kontra akan berpengaruh terhadap tingkat 
kohesifitas masyarakat. Kohesifitas masyarakat 
yang rendah menjadi potensi adanya konflik 
horizontal. 


Konflik horizontal juga terpicu karena adanya 
sifat relasi antar pelaku usaha KJA yang yang tidak 
berdasarkan bagi untung dan bagi rugi. Biasanya 
sistem upah berdasarkan upah rutin dan bagi 
hasil, namun tidak menerapkan bagi rugi. Oleh 
karenanya, kerugian yang diderita pelaku usaha 
KJA ketika terjadi penertiban tidak bisa terbagi 
dengan mitra usahanya Relasipun biasanya 
tidak hanya menyangkut aktivitas usaha namun 
juga termuat di dalamnya motif sosial. Meskipun 
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relasi sosial ini tidak terlepas dari motif ekonomi 
yaitu mempertahankan jaminan suplai barang 
dan jasa yang menjamin keberlangsungan usaha, 
namun relasi sosial ini berkontribusi besar dalam 
keberlanjutan penghidupan sosial antar pelaku. 
Bantuan uang ketika terkena musibah, bantuan 
jasa ketika sedang membutuhkan tenaga, teman 
diskusi ketika mendapat permasalahan kehidupan, 
dan lain-lain. Jaminan-jaminan sosial tersebut 
cenderung akan hilang jika usaha KJA sudah tidak 
ada lagi. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Risiko sosial yang terjadi karena Program 
Penertiban KJA di Waduk Jatiluhur tidak hanya 
akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, namun 
juga akan membawa berbagai risiko sosial. Risiko 
sosial yang akan terjadi berupa culture shock 
masyarakat akibat perubahan pola kehidupan, 
kohesifitas masyarakat menurun akibat modal 
trust yang hilang sehingga rentan terhadap konflik 
horizontal, hilangnya jaminan sosial, dan berbagai 
permasalahan demografi. Permasalahan demografi 
meliputi meningkatnya angka pengangguran, 
meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya 
angka kriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa 
migrasi masyarakat keluar daerah. Akibat dari 
migrasi ini menimbulkan permasalahan sosial 
lanjutan berupa teralienasinya masyarakat dari 
sumberdaya yang dimiliki yaitu sumberdaya 
perikanan di Waduk Jatiluhur. 


Rekomendasi Kebijakan 


Upaya menghilangkan risiko sosial dimulai 
dari menghilangkan sumber risiko dengan cara 
1) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
menciptakan lapangan kerja baru: 2) Sosialisasi 
kebijakan agar masyarakat paham maksud dan 
tujuan kebijakan: 3) Menyediakan fasilitasi berupa 
rubrik konsultasi bagi masyarakat yang terkena 
dampak, 4) Memperbaiki faktor katalis risiko berupa 
perbaikan kebijakan dengan mempertimbangkan 
sumber-sumber risiko berupa kondisi masyarakat, 
relasi usaha, dan historis pembangunan waduk 
dilihat dari aspek sosial. 
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ABSTRAK 


Kualitas hasil perikanan dipengaruhi oleh kondisi tempat pemasaran ikan di pelabuhan 
perikanan. Penunjang utama keberhasilan peningkatan mutu di Pelabuhan Perikanan Samudra 
(PPS) yaitu dengan membuat konsep pemasaran ikan higienis, salah satunya di PPS Cilacap. 
Pembangunan tempat pemasaran ikan (TPI) higienis PPS Cilacap ini dilandasi oleh Keputusan 
Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) no 7 tahun 2017 tentang petunjuk teknis TPI higienis 
di pelabuhan perikanan. Tujuan penelitian adalah mengkaji dan mendeskripsikan persepsi 
penguna jasa terhadap penerapan tempat pemasaran ikan higienis dengan metode analisis 
bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi pengguna jasa terhadap tempat 
pemasaran ikan higienis di PPS Cilacap dari aspek fasilitas mayoritas penerapan tinggi yaitu nilainya 
di atas 146,67, akan tetapi kondisi (lantai, ventilasi, fasilitas/peralatan penunjang pemasaran higienis) 
beberapa dinilai rendah yaitu kurang dari 93,33 dan fasilitas seperti roller conveyor, cool box, mesin 
penghancur es (ice crusher) tidak terdapat di PPS Cilacap. Aktivitas bongkar dan pengangkutan 
juga memiliki rata-rata persepsi dalam penerapan tinggi yaitu nilainya diatas 146,67. Penanganan 
ikan di TPI higienis PPS Cilacap tidak dilakukan pelelangan, tidak dilakukan pensotiran di meja sortir 
dan pelabelan. Partisipasi nelayan dalam pemasaran menjadi berkurang akibat tidak diadakannya 
pelelangan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penerapan, baik fasilitas yang sudah mulai 
mengalami kerusakan, serta perlunya penambahan fasilitas untuk memperlancar aktivitas. 


Kata Kunci: persepsi nelayan; pemasaran ikan; TPI higienis; kondisi fasilitas; penerapan 
higienitas 


ABSTRACT 


The quality of fisheries products subject to condition of the fish market. The key concept of fish 
quality at Cilacap was fishing port due to the existence of hygienic fish market. Decision Letter of the 
Director General of Capture Fisheries No.7/2017 regarding the technical guidelines for hygienic fish 
market at the fishing port has been the basis of the development of hygienic fishing port in Cilacap. This 
study aimed to asses and describe public perception on the hygienic fish market using a descriptive 
method. The study showed that public perception on hygienic fish market at Cilacap fishing port was 
above 146.67 in terms of its facilities. The condition of some facilities (flooring, ventilation, facilities or 
other equipment that support hygienic marketing) were classified under 93.33, while some equipment 
such as roller conveyor, cool box, ice crusher were not available at Cilacap fishing port. Unloading 
and transportation presented a high average perception in the application above 146.67. There are 
no auction, sorting on the sorting table, and labelling in the fish handling at hygienic fishing port since 
there is no auction Cilacap. There was a decreased participation of fishers in fish marketing. Therefore, 
it is necessary to improve application of hygienic fish handling by repairing the damaged facilities and 
establishing more additional equipment. 


Keywords: fisher's perception; fish marketing hygienic; facility conditions;application 
of hygiene 
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PENDAHULUAN 


Pada tahun 2017, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) mulai melakukan 
pembenahan kembali dalam pengembangan 
pelabuhan perikanan yang higienis dengan 
merumuskan petunjuk teknis tempat pemasaran 
ikan (TPI) higienis di pelabuhan perikanan dengan 
Nomor peraturan 7/PER-DJPT/2017. Pelabuhan 
Perikanan Samudera (PPS) Cilacap menjadi 
salah satu di antara pelabuhan yang menerapkan 
pengembangan tempat pemasaran ikan higienis 
tersebut. Pengertian higienis pangan menurut 
Codex Alimentarius Commission (2009) adalah 
semua kondisi serta tindakan yang perlu dilakukan 
untuk menjamin keamanan dan kelayakan 
makanan pada semua tahapan. Menurut KBBI 
(2019) higienis berkaitan dengan ilmu kesehatan; 
kebersihan; dan bebas penyakit. Sedangkan 
menurut DJPT (2017) higiene adalah upaya dan 
persyaratan dalam mengendalikan bahaya dan 
memastikan keamanan makanan bagi manusia bila 
dikonsumsi sesuai tujuan penggunaan. 


Pelabuhan perikanan merupakan prasarana 
penunjang dalam meningkatkan usaha perikanan, 
pusat pengembangan masyarakat nelayan, juga 
pusat berbagai macam kegiatan ekonomi perikanan 
seperti (produksi, pengolahan, pemasaran hasil 
perikanan dan pangkalan kapal perikanan) 
(Suherman, Rosyid & Boesono, 2012). 


Penerapan TPI higienis PPS Cilacap penting 
untuk dilihat kegiatan operasional dan fasilitas yang 
ada di pelabuhantersebut. Menurut Nugraheni, Rosid 
& Boesono (2013) aktivitas pelabuhan perikanan 
umumnya dimulai dari aktivitas pendaratan ikan, 
pengolahan ikan, hingga aktivitas pemasaran ikan. 
Fasilitas pelabuhan perikanan antara lain fasilitas 
dasar, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. 


TPI higienis adalah pengembangan 
dari program minapolitan. Menurut Pancawati 
(2015) pelaksanaan minapolitan di Kabupaten 
Cilacap, baik dari Dinas Kelautan, Perikanan dan 
Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan 
(DKP2SKSA) Kabupaten Cilacap dan PPS Cilacap 
selaku Tim Pokja Minapolitan kurang berkoordinasi 
dengan baik. Selanjutnya Nastiti, Wibowo & Dewi 
(2017) menyatakan belum maksimalnya kinerja 
layanan jasa kesyahbandaran di PPS Cilacap. 


Perkembangan komoditas produk perikanan 
di pasar domestik mengalami pengembangan 
dan perluasan pemasaran (Mintoro & Haryadi, 
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2013). Berkaitan dengan itu penerapan sistem 
manajeman mutu menjadi suatu keputusan stategis 
untuk organisasi dalam meningkatkan kinerja untuk 
pembangunan berkelanjutan (ISO, 2015). Peran 
pelaku bisnis, jaringan sosial dan pertukaran sosial 
juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan 
revitalisasi pelabuhan (Zulham, 2016). 


Berkaitan dengan penyelengaraan program 
TPI higienis beberapa peraturan tentang jaminan 
mutu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah di 
dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2015 
tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah 
Produk Hasil Perikanan serta Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No.52A tahun 
2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, 
Pengolahan dan Distribusi. Kemudian Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap (2017) merumuskan 
ruang lingkup Tempat Pemasaran Ikan (TPI) 
higienis meliputi: (a). Persyaratan umum TPI 
higienis (bangunan); (b). Pengaturan operasional 
sanitasi TempatPemasaran Ikan (TPI) Higienis; 
(c). Aktivitas pembongkaran ikan; (d). Aktivitas 
pengangkutan ikan; (e). Aktivitas penanganan ikan 
di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Higienis: dan (f). 
Monitoring dan evaluasi. 


Berdasarkan latar belakang dan 
permasalahan di atas maka dalam rangka 
peningkatan usaha perikanan, program pemasaran 
higienis memiliki peluang dalam peningkatan 
tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan 
konsep yang sesuai dengan daerah basis 
perikanan setiap daerah, oleh karena itu penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
persepsi pengguna jasa terhadap TPI higienis PPS 
Cilacap. 


METODOLOGI 


Penelitian mengunakan kebijakan/peraturan- 
peraturan yang berkaitan dengan penerapan 
TPI higienis PPS Cilacap sebagai dasar 
pengambilan data. Data yang diambil berupa 
pengamatan langsung dilokasi penelitian berupa 
kondisi fasilitas dan kondisi aktivitas serta 
wawancara terhadap nelayan dan pengelola 
TPI untuk memperoleh persepsi terhadap TPI 
higienis PPS Cilacap. 


Lokasi dan waktu 


Penelitian dilakukan pada bulan Maret- 
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Mei 2019 di TPI higienis PPS Cilacap, Jawa Tengah. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Teknik pengambilan data yang digunakan 
dalam pengambilan penelitian ini adalah observasi 
dan wawancara terhadap responden. Penentuan 
responden mengenai persepsi pengguna jasa di TPI 
higienis PPS Cilacap dilakukan secara purposive 
sampling dengan jumlah 40 orang responden, 
terdiri dari nelayan sebanyak 25 orang responden 
dan pengelola TPI berjumlah 15 orang. Responden 
diperoleh dari orang yang berhubungan langsung 
dengan pengunaan TPI higienis. Menurut Sugiyono 
(2015) pengertian purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 
mengkaji dan mendeskripsikan persepsi pengguna 
jasa (nelayan dan pengelola) terhadap TPI higienis 
PPS Cilacap. 


Metode Analisis 


Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk 
menjelaskan persepsi pengguna jasa dalam 
penerapan TPI higienis PPS Cilacap berdasarkan 
acuan DJPT no 7 tahun 2017 tentang petunjuk 
teknis tempat pemasaran ikan (TPI) higienis di 
pelabuhan perikanan. Hasil kuisioner kemudian 
diolah dengan menggunakan perhitungan 
frekuensi melalui program SPSS 23 (Statistical 
Product and Service Solution). Langkah yang 
ditempuh adalah sebagai berikut: (a) Memperoleh 
informasi kondisi TPI Higienis PPS Cilacap; 
(b) Perolehan data persepsi penguna jasa 
terhadap TPI higienis PPS Cilacap, dan; (c) 
Kesimpulan didapatkan dengan analisis diskriptif 
terhadap hasil perolehan informasi dan data 
persepsi TPI higienis PPS Cilacap. 


Hasil kuesioner diukur dengan memberikan 
skor untuk jawaban alternatif pada setiap item 
adalah sebagai berikut: 


* Skor 5 untuk jawaban sangat baik. 

* Skor 4 untuk jawaban baik. 

* Skor 3 untuk jawabannya cukup. 

* Skor 2 untuk jawaban buruk. 

* Skor 1 untuk jawaban sangat buruk. 

Interpretasi skor menggunakan rumus Sugiyono 
(2012) Nilai Kriterium - Skala Nilai x Jumlah 
Responden, diperoleh hasil klasifikasi: 


e 40x5=200 
e 40x4=160 
e 40x3=120 


e 40x2=80 
e 40x1=40 


Jumlah skor ideal untuk setiap item 
pertanyaan (skor tertinggi)= 200 dan jumlah (skor 
terendah)= 40. Kategori penerapan didapatkan 
dari hasil tersebut yang kemudian dikompositkan, 
sehingga didapat nilai skor komposit yaitu 160, 
selanjutnya di bagi menjadi tiga selang nilai yaitu 
160/3 = 53,33 sehingga nilainya: 

Rendah 40,00 sampai 93,33 


Sedang = 93,34 sampai 146,66 
Tinggi - 146,67 sampai 200,00 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Umum 


Kabupaten Cilacap menurut BPS (2017) 
merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, 
berada pada koordinat 108 *4' 30” — 109 *30' 30” 
BT dan 7930 - 7*45' 20” LS, dengan luas wilayah 
225.361 Ha dan terbagi menjadi 24 kecamatan. 
Perbatasan Kabupaten Cilacap yaitu: Sebelah 
Selatan: Samudra Indonesia; Sebelah Utara: 
Kabupaten Banyumas; Sebelah Timur: Kabupaten 
Kebumen; dan Sebelah Barat: Provinsi Jawa 
Barat. 


Pembangunan Pelabuhan Perikanan 
Samudra Cilacap pertama kali dimulai pada 
tahun 1990 kemudian resmi penggunaannya 
pada tahun 1996 dengan status kelembagaan 
pelabuhan perikanan type B atau dengan nama 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap. Seiring 
perkembangannya selanjutnya pada tanggal 4 April 
2001 statusnya ditingkatkan menjadi Pelabuhan 


Perikanan Tipe A atau Samudera. 


Menurut Suherman (2010) Pelabuhan 
Perikanan adalah pusat aktivitas perekonomian 
kelautan, sehingga keberadaannya sangat 
diperlukan dalam pembangunan perikanan dan 
kelautan. Selanjutnya menurut Sarwanto, Wiyono, 
Nurani & Haluan (2014) menyatakan bahwa 
penyempurnaan sistem informasi pemasaran ikan 
di TPI perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan 
pemasaran. Melihat pada Tabel 1 saat ini nilai 
produksi PPS Cilacap cenderung naik, kedua hal 
tersebut perlu di pertimbangkan dalam penerapan 
Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. 


Hasil produksi menunjukan nilai produksi 
yang terus meningkat dari tahun 2014-2018. 
Nilai produksi tersebut menjadi salah satu faktor 
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Tabel 1. Produksi perikanan PPS Cilacap Tahun 2014 - 2018. 
Table 1. Fishery production PPS Cilacap 2014 - 2018. 


Produksi (Ton)/ 


Nilai Produksi (Rp)/ Production 


No Lahun Year Production Year (Ton) Value (IDR) 

1. 2014 5,737,640 117,689,250 
2. 2015 13,317,710 251,091,180 
3. 2016 7,966,550 202,444,020 
4. 2017 11,840,410 241,763,440 
5. 2018 15,216,850 278,853,000 


Sumber: Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, 2019/ Source: Ocean Fishing Port Cilacap, 2019 


PPS Cilacap pada tahun 2017 ditunjuk oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
menjadi salah satu pelabuhan perikanan yang 
mengarah ke penerapan higienitas perikanan 
supaya lebih baik. PPS Cilacap kemudian dibangun 
suatu tempat pemasaran ikan higienis yang 
didirikan pada 28 April 2018. Program tersebut 
dirancang berdasarkan pada keputusan DJPT no 
7IPER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tempat 
Pemasaran Ikan (TPI) Higienis di Pelabuhan 
Perikanan. 


Pemberian kebijakan di bidang perikanan 
seharusnya berdampak positif terhadap kegiatan 
yang dilakukan, tetapi perbaikan penerapan 
kebijakan juga penting diselaraskan dengan 
kebijakan, sehingga manfaat dapat dirasakan 
oleh masyarakat nelayan (Ningsih, Irnad & 
Cahyadinata, 2017). Faktor yang harus ditinjau 
dalam perencanaan sebuah bangunan berstandar 
higienis yaitu: lingkungan: manusia, dan bangunan 
itu sendiri (Marcella, Prawata & Nasir, 2013). 
Selanjutnya didalam perubahan karakteristik, 
nelayan perlu melakukan pelatihan kebersihan 
sebagai dasar penanganan ikan serta dasar 
memahami resiko keamanan pangan (Singh, 
Santhakumar, Pandey, Bharati & Roy, 2012). 


Persepsi Terhadap Penerapan TPI Higienis PPS 


Tabel 2. Persepsi Kondisi Bangunan. 
Table 2. Perception of Building Conditions. 


Cilacap 


Penerapan tempat pemasaran ikan higienis 
ini sangat tergantung pada sarana prasarana 
dan dukungan dari masyarakat nelayan sebagai 
penguna jasa. Sejalan dengan itu menurut 
Sutrisno (2014) kebijakan pemerintah yang 
berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat 
serta penyediaan sarana dan prasarana demi 
menunjang aktivitas nelayan sangat dibutuhkan. 
Tidak dapat dipungkiri persepsi masyarakat 
terhadap TPI di Indonesia yaitu kotor seperti 
dikatakan Lubis (2012) kondisi umum pelabuhan 
perikanan di Indonesia masih dipandang kotor 
dan kumuh. Selain itu menurut Wahyudi, Lubis 
& Pane (2017) menyatakan banyak ditemukan 
permasalahan terkait sanitasi dan higienitas yang 
buruk di pelabuhan perikanan. 


Kondisi sanitasi di TPI akan berdampak 
pada kualitas produksi perikanan (Asmal, Amina 
& Alia, 2016). Selanjutnya kunci keberhasilan 


penerapan manajemen dalam rangka 
pemanfaatan sumber daya perikanan yang 
berkesinambungan terletak pada dukungan 
dari masyarakat sebagai pelaku utama 
(Mussadun, Kusumastanto & Kamal, 2011). 


sehingga penelitian ini berfokus pada persepsi 
penguna jasa terhadap kondisi fasilitas dan 
aktivitas TPI higienis PPS Cilacap dengan acuan 


No Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen(%)/ Jumlah total/ 
Description Frequency Respondents Percent (Yo) Total Amount 
1. Kondisi bangunan Tempat Pemasaran Baik/ Good 29 72.5 171 (Tinggi/High) 
(minimal memiliki area bongkar; Sangat baik/ Very 11 27.5 
area sortir, area penimbangan, dan Good 
area display)! The condition of the 
building where the Marketing Place 
has a minimum (loading area; sorting 
area,weighing area; and display area) 
2. Konstruksi bangunan dapat mencegah Cukup /Enough 8 20.0 162 (Tinggi/High) 
bersarangnya burung, serangga dan Baik / Good 22 55.0 
binatang pengerat/ Building construction 10 25.0 


can prevent the nesting of birds, insects 


and rodents. Good 
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Tabel 3. Persepsi Kondisi Dinding. 
Table 3. Perception of Wall Conditions. 


Uraian/ Frekuensi/ 
Description 

Kondisi dinding dan pelindung Cukup/ 
di tempat pemasaran (ditinjau Enough 
dari bahan dan kontruksi)./ Baik/ Good 
The condition of the walls and 
protective fence in the marketing Sangat 
area (in terms of materials and a Very 


construction). 


DJPT No 7 tahun 2017. Hasil yang didapat pada 
wawancara dan observasi dapat dilihat pada 
Tabel 2. 


Persepsi terhadap kondisi bangunan tempat 
pemasaran ikan pada Tabel 2 menunjukan nilai 
penerapan tinggi dan jawaban terbanyak adalah 
kondisinya baik. Kondisi bangunan di TPI Higienis 
PPS Cilacap memiliki area bongkar, penimbangan, 
pensortiran, dan display. Kontruksi pada bangunan 
TPI rapat sehingga menghalangi binatang masuk 
ke area dalam gedung. Supaya mendukung 
persyaratan banguanan TPI juga dilengkapi 
dengan fasilitas parkir kendaraan, gudang kantor 
pengelola dan kantor KUD demi mempermudah 
kelancaran aktivitas. Penerapan TPI ini walaupun 
sudah memiliki bangunan yang tertutup akan tetapi 
saat aktivitas berjalan pintu masuk maupun pintu 
keluar akan dibuka, menyebabkan bangunan dapat 
dimasuki oleh hewan seperti kucing dan burung. 


Indikator penilaian ditinjau dari kondisi 
dinding dan pelindung didapatkan hasil penerapan 
tinggi dengan skor 167 (Tabel 3). Kondisi pada 
TPI higienis PPS Cilacap saat penelitian dilakukan 
yaitu keadaan dinding bersih dengan bahan terbuat 
dari kramik sehingga tidak menyerap air, kering, 
dengan permukaan rata dan halus, tidak lembab, 
berwarna cerah dipasang rata tanpa celah sehinga 


Tabel 4. Persepsi Kondisi Lantai. 
Table 4. Perception of Floor Conditions. 


Responden/ 
Frequency Respondents Percent (Yo) 


Jumlah Total/ 
Total Amount 


Persen (%)/ 


7 17.5 167 (Tinggi/ High) 
19 47.5 
14 35.0 


memudahkan saat dibersihkan. 


Kondisi lantai dilihat dari bahan dan 
kebersihan lantai didapatkan skor penerapan 
sedang atau dalam kondisi cukup (Tabel 4). 
Lantai yang dimiliki oleh TPI higienis PPS Cilacap 
berbahan keramik yang sebelumnya dilapisi 
porselen, akan tetapi kondisi saat ini sudah banyak 
yang terkelupas dan dianggap oleh para pengguna 
jasa terlalu miring, kemiringan +5° kearah 
saluran pembuangan. Pada saat penelitian 
berlangsung lantai dibeberapa bagian pecah 
menjadikan lantai memiliki genagan dan susah 
dibersihkan. Pada keseluruhan kondisi lantai tidak 
berpori, kedap air, pertemuan antar lantai dan 
dinding melengkung serta mempunyai ketinggian 
yang lebih tinggi $ 1 meter dari tanah sehingga 
memudahkan dalam pengangkutan ke atas truk 
pengangkut. 


Jumlah skor pada kondisi saluran 
pembuangan ditinjau dari bahan dan konstruksi 
memiliki skor penerapan tinggi atau kebanyakan 
menyatakan kondisinya baik (Tabel 5). Kondisi 
saluran pembuangan TPI higienis PPS Cilacap 
berbentuk “U” dan terpasang pula jeruji besi untuk 
menahan binatang pengerat masuk. Bahan dari 
saluran pembuangan ini adalah gorong-gorong 
yang tidak dilapisi apapun sehingga permukaan 


No Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen (%)/ Jumlah Total/ 
Description Freguency Respondents Percent (Yo) Total Amount 
1. Kondisi lantai (ditinjau dari bahan dan  Buruk/ Bad 9 22.5 124 (Sedang/ 
kebersihan lantai)/ Floor condition Medium) 
(in terms of floor material and Cukup/Enough 18 45.0 
cleanliness) Baik/ Good 13 32.5 
2. Konstruksi Lantai (ditinjau dari Cukup/ Enough 29 72.5 131 (Sedang/ 
kontruksi antar lantai dan kemiringan Medium) 
kearah saluran pembuangan)/ Floor Baik/ Good 11 27.5 


Construction (in terms of construction 
between floors and slope of the floor 
towards the drain) 
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Tabel 5. Persepsi Kondisi Saluran Pembuangan. 


Table 5. Perception of Channel Dischargeconditions. 


Uraian/ Frekuensi/ 
Description Frequency 
Kondisi saluran pembuangan Cukup/ Enough 
Baik/ Good 


(Ditinjau dari bahan dan konstruksi)/ 
Drain Condition (in terms of 


materials and construction) Good 


berpori dan tidak rata, namun saat wawancara 
petugas kebersihan mengatakan masih tergolong 
mudah dibersihkan. 


Kondisi atap ditinjau dari konstruksi dan 
ventilator dalam melindungi produk didapatkan 
skor 169 atau memiliki kondisi baik (Tabel 6). Atap 
pada TPI higienis PPS Cilacap memiliki kontruksi 
yang miring dan mempunyai 10 ventilator roof yang 
terpasang di atas atap. Jarak antara lantai dan 
atap berjauhan serta bahan atap kuat, sehingga 
diharapkan bisa melindungi produk dari kotoran, 
hujan, panas matahari, dan tidak mengakibatkan 
kontaminasi produk. 


Hasil kondisi penerangan ditinjau dari 
pelindung dan intensitas cahaya tidak menyilaukan 
mata memiliki penerapan tinggi dengan skor 163 
atau kebanyakan sebesar 63,5% mengkategorikan 
baik (Tabel 7). Kondisi pencahayaan pada TPI 
higienis PPS Cilacap memiliki pencahayaan 
yang sudah baik atau tidak mengangu aktivitas 
penaganan ikan serta lampu penerangan memiliki 


Sangat baik/ Very 


Responden/ Persen (%)/ Jumlah Total/ 
Respondents Percent (Yo) Total Amount 
2 5.0 162 (Tinggi/ High) 
34 85.0 
4 10.0 


yang dapat mengkontaminasi produk. 


Hasil kondisi penerangan ditinjau dari 
pelindung dan intensitas cahaya tidak menyilaukan 
mata memiliki penerapan tinggi dengan skor 163 
atau kebanyakan sebesar 63,5% mengkategorikan 
baik (Tabel 7). Kondisi pencahayaan pada TPI 
higienis PPS Cilacap memiliki pencahayaan 
yang sudah baik atau tidak mengangu aktivitas 
penaganan ikan serta lampu penerangan memiliki 
pelindung untuk menghindari pecahnya lampu 
yang dapat mengkontaminasi produk. 


Kondisi sirkulasi udara didalam TPI 
ditinjau dari sirkulasi untuk membuang udara dan 
menjaga suhu antara 28-32°C dinilai cukup oleh 
penguna jasa dengan 20 orang menyatakan baik 
(Tabel 8). Hasil penerapannya sedang. Hasil ini 
diperoleh karena Kondisi sirkulasi udara pada TPI 
higienis PPS Cilacap dibantu dengan membuka 
pintu masuk dan keluar pada saat aktivitas 
pemasaran berlangsung. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya fasilitas pendukung siirkulasi 


pelindung untuk menghindari pecahnya lampu udara. Sirkulasi udara pada TPI higienis 
Tabel 6. Persepsi Kondisi Atap. 
Table 6. Perception of Roof Conditions. 
Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen (%)/ Jumlah total/ 
Description Frequency Respondents Percent (%) Total Amount 

Kondisi Atap (Ditinjau dari konstruksi Baik/ Good 31 77.5 169 (Tinggi/High) 
atap yang melindungi produk dan - 

ventilator)/ Roof Conditions (In terms mak dan 3 229 

of construction that protects the y 

product and ventilator) 
Tabel 7. Persepsi Kondisi Penerangan. 
Table 7. Perception of Lighting Conditions. 

Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen (%)/ Jumlah Total/ 
Description Frequency Respondents Percent (Yo) Total Amount 
Cukup/ 6 15.0 163 (Tinggi/ 

Kondisi Penerangan (ditinjau dari bahan, Enough High) 

pelindung dan intensitas cahaya)/ Lighting Baik/ Good 25 62.5 

Conditions (in terms of materials, lamp i 9 275 

shades and light intensity) Sangat baik/ | 

Very Good 
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Tabel 8. Persepsi Ventilasi dan Sirkulasi Udara. 


(Hasani., et al) 


Table 8. Perception of ConditionsVentilation and Circulation. 


Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen (%) Jumlah Total 
Description Frequency Respondents Percent (Yo) Total Amount 
Kondisi sirkulasi udara didalam Buruk/ Bad 3 7,5 134 (Sedang/ 
Tempat Pemasaran Ikan. / Medium) 
Condition of air circulation in the Cukup/ Enough 20 50,0 
fish market Baik/ Good 17 42,5 
PPS cilacap hanya menggunakan ventilator mencukupi kebutuhan aktivitas pemasaran, dan; (f) 
roof saja sehingga pada saat pemasaran Tidak memiliki penanganan air limbah yang baik. 


berlangsung suhu akan naik dan udara menjadi 
penggap. 


Hasil persepsi mengenai kondisi peralatan 
penunjang seperti pada Tabel 9 menyatakan 
penerapan tinggi di pengelolaan limbah dan kondisi 
instalasi air bersih saja, selain itu penerapannya 
dinyatakan sedang hasil observasi Fasilitas 
penunjang di TPI higienis PPS Cilacap dinilai cukup 
lengkap dengan adanya: (a) Meja sortir dengan 
bahan kramik namun kondisi dibeberapa bagian 
mulai retak; (b) Tempat cuci tangan didalam gedung, 
(c) WC diletakkan diluar ruang TPI sehingga tidak 
mengkontaminasi produk; (d) Pengelolaan limbah 
sampah yang sudah dibedakan menurut jenis 
tetapi jaraknya jauh dari TPI; (e) Air bersih yang 


Pada TPI higienis PPS Cilacap Kondisi 
peralatan penunjang yaitu penerapan rendah pada 
roller conveyor (Tabel 10). Pada kategori sedang 
yaitu (Baju seragam, dan sarung tangan, Sound 
system, dan sepatu boot). (Wadah ikan, wadah 
khusus, timbangan, pallet, motor 3 roda, keranjang 
dan gerobak dorong) di kategorikan tinggi. Menurut 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2017) 
penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang 
kuat, tidak mudah berkarat serta mudah untuk 
dibersihkan. TPI higienis PPS Cilacap memiliki 
peralatan antara lain: timbangan, palet yang 
berada didalam gedung, serta troly, keranjang ikan 
(trays), sarung tangan dan sepatu boot merupakan 
peralatan dan perlengkapan yang dimiliki priBadi 


Tabel 9. Persepsi Terhadap Peralatan Penunjang Pemasaran Higienis. 
Table 9. Perception of Hygienic Facilities/ Marketing Support Equipment. 


No Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen (%)/ Jumlah Total/ 
Description Freguency Respondents Percent (Yo) Total Amount 
1. Kondisi meja sortir (ditinjau dari Cukup/ Enough 22 55.0 138 (Sedang/ 
bahan dan konstruksi)/ Sort table Medium) 
conditions (in terms of materials and : 
construction) Baik/ Good 18 45.0 

2. Kondisi tempat cuci tangan dan Buruk/ Bad 8 20.0 118 (Sedang/ 
bak cuci kaki (ditinjau dari kontruksi Medium) 
dan kelengkapan sabun)/ Condition 
of hand washing facilities and foot Cuk up, Enough ES 65.0 
sinks (in terms of construction and Baik / Good 6 15.0 
completeness of soap) 

3. Kondisi toilet (ditinjau dari lokasi serta Buruk/ Bad 3 7.5 119 (Sedang/ 
jumlah)/ Toilet condition (in terms of Medium) 
location and number of toilets) Cukup/ Enough 35 87.5 

Baik/ Good 2 5.0 

4. Kondisi pengelolaan sampah/limbah Buruk/ Bad 3 7.5 162 (Tinggi/High) 
(ditinjau dari lokasi dan terpisah Cukup/ Enough 32 80.0 
antara organik dan anorganik serta r > 
selalu dikelola)/ Waste management Baik/ Good 5 12.5 
conditions (in terms of the location and 
distribution of organic and inorganic 
waste and its management) 

5. Kondisi instalasi dan persediaan air Cukup/ Enough 2 5.0 159 (Tinggi/High) 
bersih./ Conditions of water installation " Raik/ Good 37 92.5 

d cl t l : 
aa aa aa Sangat baik! 1 25 
Very Good 

6. Kondisi Instalasi Penanganan Buruk/ Bad 11 27.5 109 (Sedang/ 
Air Limbah (IPAL) / Condition of Medium) 
Wastewater Treatment Plants Cukup/ Enough 29 725 
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Tabel 10. Persepsi Terhadap Peralatan dan Perlengkapan Pembantu. 


Table 10. Perception of Auxiliary Equipment. 


No. 


1. 


8a. 


8b. 


8c. 


9a. 


9b. 
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Uraian/ 
Description 
Wadah ikan (berbahan kuat 
dan mudah dibersihkan)/ Fish 
container (made from strong and 
easy to clean) 


Kondisi wadah khusus yang 
tahan karat dan kedap air untuk 
menampung hasil perikanan 
tidak layak jual/ The condition 
of special containers that are 
rust resistant and waterproof for 
sorting fishery products that are 
not worth selling 

Kondisi timbangan (ditinjau dari 
bahan)/ The condition of the 
scales (in terms of ingredients) 


Kondisi palet (ditinjau dari 
bahan dan mudah dibersihkan )/ 
Condition of pallets (in terms of 
material and easy to clean) 


Kondisi Sound System/ Sound 
System Conditions 


Kondisi Keranjang (Trays) (di 
tinjau daribahan kuat dan mudah 
dibersihkan)/ Basket Conditions 
(Trays) (in terms of material is 
strong and easy to clean) 
Kondisi Roller Conveyor/ Roller 
Conveyor Conditions 


Kondisi Perlengkapan Pakaian?/ 
Condition of Clothing Equipment? 
Baju Seragam dan tanda 
pengenal/ Uniform shirts and 
identification boards 


Sepatu Boot/ Boots 


Sarung Tangan/ Gloves 


Kondisi sarana angkut?/ 
Conditions of transport facilities? 
Gerobak Dorong/ Barrow 


Motor 3 Roda/ Tricycle Motor 


Frekuensi/ 
Frequency 
Cukup / Enough 


Baik/ Good 
Sangat baik/ 
Very Good 
Baik/ Good 


Baik/ Good 


Cukup/ Enough 


Baik/ Good 
Sangat baik/ 
Very Good 
Cukup/ Enough 


Baik/ Good 
Cukup/ Enough 


Baik/ Good 
Sangat Baik/ 
Very Good 
Sangat buruk/ 
Very Bad 
Buruk/ Bad 


Buruk/ Bad 


Cukup/ Enough 
Cukup/ Enough 


Baik/ Good 
Buruk/ Bad 


Cukup/ Enough 


Cukup/ Enough 


Baik/ Good 
Baik/ Good 


Sangat baik/ 
Very Good 


Responden/ 
Respondents 


2 


35 
3 


6 


28 


16 


20 


31 
34 


Persen (%)/ 
Percent (%) 


5.0 


87.5 
7.5 


15.0 


70.0 
15.0 


7.5 
85.0 
7.5 
7.5 


67.5 
25.0 


75.0 


25.0 
10.0 


77.5 
12.5 


60.0 


40.0 


50.0 


50.0 
57.5 


42.5 
47.5 


52.5 


22.5 


77.5 
85.0 


15.0 


Jumlah Total/ 
Total Amount 
161 (Tinggi/ 
High) 


160 (Tinggi/ 
High) 


160 (Tinggi/ 
High) 


167 (Tinggi/ 
High) 


130 (Sedang/ 
Medium) 


161 (Tinggi/ 
High) 


56 (Rendah/ 
Low) 


100 (Sedang/ 
Medium) 


137 (Sedang/ 
Medium) 


101 (Sedang/ 
Medium) 


151 (Tinggi/ 
High) 


166 (Tinggi/ 
High) 


Persepsi Nelayan Terhadap Tempat Pemasaran Ikan Higienis di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 


oleh penguna jasa dari bantuan KKP. Namun 
Peralatan penunjang seperti roller conveyor, cool 
box, mesin penghancur es (ice crusher) tidak ada 
di TPI. 


Hasil penerapan menunjukan pada area 
gudang dan kondisi sapu dinyatakan sedang, 
selain itu kondisi lainnya dinyatakan tinggi 
(Tabel 11). Hasil tersebut dikarenakan gudang 
pada TPI higienis PPS Cilacap tergolong kecil, 
dan sapu jarang dilihat dan digunakan untuk 
alat kebersihan. Pada umumnya responden 
menjawab kondisi peralatan sanitasi tergolong 


baik. 


(Hasani., et al) 


Hasil menunjukan bahwa penerapan tanda 
pengenal dinyatakan sedang dan penerapan lainnya 
dinyatakan tinggi (Tabel 12). TPI higienis PPS 
Cilacap memiliki aktivitas di pagi, siang, maupun 
malam hari namun kebanyakan dilakukan di pagi 
hari dengan aktivitas pembongkaran meliputi: 
Kapal melapor dan dipandu petugas, setelah kapal 
sandar tenaga bongkar berseragam membantu 
proses pembongkaran dengan ikan diestafetkan ke 
atas dermaga kemudian dimasukan kedalam drum. 
Saat pembongkaran ada petugas yang melakukan 
monitoring dan pencatatan data. Akan tetapi 
terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai 
dengan acuan yaitu: 


Tabel 11. Persepsi Peralatan dan Perlengkapan Sanitasi. 
Table 11. Perception of Sanitary Equipment and Supplies. 


No Uraian/ Frekuensi/ 
Description Frequency 

1. Kondisi gudang penyimpanan Cukup/ Enough 
peralatan (ditinjau dari kapasitas)/ 

Condition of equipment storage (in Baik/ Good 
terms of capacity) 

2. Kondisi kebersihan Tempat Cukup/ Enough 
pemasaran./ Condition of Baik/ Good 
cleanliness Place of marketing. Sangat baik/ 

Very Good 
3. Kondisi tanda peringatan dilarang Cukup/ Enough 
merokok, meludah, makan dan Baik/ Good 
minum (ditinjau dari letakkan yang F 
mudah dilihat dengan jelas)./ e e 
Warning signs are prohibited ry 
from smoking, spitting, eating and 
drinking (in terms of location that is 
easily seen). 
4. Kondisi fasilitas selasar/kanopi Cukup/ Enough 
(ditinjau dari konstruksi)/ Condition  Baik/ Good 
of canopy facilities (in terms of Sangat baik/ 
construction) Ve Good 
5. Kondisi Penyemprot air bertekanan/ Baik/ Good 
Condition Pressure pressurized Sangat baik/ 
water Very Good 
6. Kondisi Peralatan pendukung 
kebersihan?/ Cleaning eguipment 
support conditions? 
Ga. Sikat / Brush Cukup/ Enough 
Baik/ Good 
Sangat baik/ 
Very Good 

6b. Sapu / Broom Cukup/ Enough 
Baik/ Good 

6c. Tempat sampah / Trash can Baik/ Good 
Sangat Baik/ 
Very Good 


Responden/ Persen (%)/ Jumlah Total/ 
Respondents Percent (%) Total Amount 
33 82.5 127 (Sedang/ 
Medium) 
7 17.5 
3 7.5 160 (Tinggi/High) 
34 85.0 
3 7.5 
4 10.0 161 (Tinggi/High) 
31 77.5 
5 12.5 
3 7.5 167 (Tinggi/High) 
27 67.5 
10 25.0 
31 77.5 169 (Tinggi/High) 
9 22.5 
4 10.0 159 (Tinggi/High) 
33 82.5 
3 7.5 
19 47.5 141 (Sedang/ 
Medium) 
21 52.5 
28 70.0 172 (Tinggi/ High) 
12 30.0 
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Tabel 12. Persepsi Aktivitas Pembongkaran. 
Table 12. Perception of Demolition Fish Activity. 


No Uraian/ Frekuensi/ Responden/ Persen (%)/ Jumlah Total/ 
Description Frequency Respondents Percent (Yo) Total Amount 
1. Aktivitas pelaporan bongkar kepada 5 12.5 161 (Tinggi/ 
petugas pencatatan dengan dipandu Cukup Enough High) 
oleh petugas berwenang/ Reporting Baik/ Good 29 72.5 
activities unloaded to the recording , 6 15.0 
officer guided by the authorized Sangat Baik / 
officer Very Good 
2. Pengelola dan pengguna jasa ketika Sangat Buruk/ 4 10.0 110 (Sedang/ 
memasuki kawasan pemasaran Very Bad Medium) 
mengunakan tanda pengenal atau Buruk/ Bad 16 40.0 
seragam/ Manager's activities and Cukup/ Enough 10 25.0 
service users when entering the Baik/ Good 6 15.0 
marketing area using identification - 
boards and uniforms. Sangat Baiki si 19.0 
Very Good 
3: Kelancaran aktivitas kapal yang 3 75 159 (Tinggi/ 
melakukan bongkar muatan.(ditinjau Cukup Enough High) 
dari tempat bersandar)/ Smooth Baik/ Good 35 87.5 
operation of ships carrying out Sangat Baik/ 2 50 
loading (in terms of berth capacity). Very Good 
4. Aktivitas tenaga kerja bongkar 5 12.5 161 (Tinggi/ 
muat berseragam dalam membantu Cukup! Enough High) 
proses bongkar/ Workforce activities Baik/ Good 29 72.5 
in uniform in helping the process of Sangat Baik/ 6 15.0 
unloading Very Good 
5. Ikan ditempatkan dalam wadah 2 5.0 164 (Tinggi/ 
bersih/ Placing fish in clean Cukup/ Enough High) 
containers Baik/ Good 32 80.0 
Sangat baik/ Very 6 15.0 
Good 
6. Kegiatan bongkar dilakukan sesuai E 29 72.5 171 (Tinggi/ 
dengan prinsip Cara Penanganan Baik Geng High) 
Ikan yang Baik (CPIB)/ Unloading Sangat baik/ Very 11 27.5 
activities are carried out in Good 
accordance with the principles of 
Good Fish Management 
7. Aktivitas monitoring, inspeksi 29 72.5 171 (Tinggi/ 
pembongkaran dan pencatatan data Baik/ Good High) 
oleh petugas/ Monitoring activities, 
demolition inspection and data Sangat baik/ Very 11 27.5 
recording by officers Good 


1. Tidak diberikannya seragam atau tanda Hasil menunjukan kondisi penanganan ikan 
pengenal lain kepada pengguna jasa. yaitu pemberian label, pensortiran dimeja sortir 
2. Ikan hasil tangkapan seringkali hanya tidak dilakukan, aktivitas penyusunan diarea display 


dikategorikan rendah, serta aktivitas pensortiran, 
penimbangan, aktivitas pemasaran, penanganan 
ikan didalam rantai dingin, waktu distribusi 
tergolong dalam kondisi penerapan tinggi seperti 
pada Tabel 14. 


dilempar dari palka menuju dermaga saat 


Proses pengangkutan memiliki kategori 
penerapan tinggi dengan rata-rata responden 
menyatakan baik pada setiap prosesnya (Tabel 13). 
Pengangkutan ikan pada TPI higeinis PPS Cilacap 
sudah memenuhi kriteria yaitu ikan diangkut menuju 
TPI dengan alat bantu troly, selama pengangkutan 
ikan terlindung dari sinar matahari. Hanya saja ikan 
yang didaratkan di TPI higienis adalah mayoritas 
ikan beku sehingga tidak mengunakan es, akan 
tetapi suhu masih terjaga. 


Penanganan ikan di TPI higienis PPS 
Cilacap dilakukan dengan cara ikan disortir di 
dermaga saat pembongkaran dengan memilih 
ikan berdasarkan jenis dan ukuran, kemudian 
dimasukan kedalam drum, selanjutnya diangkut 
menuju area penimbangan. Proses lelang tidak 
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Tabel 13. Persepsi Aktivitas Pengangkutan Ikan. 
Table 13. Perception of Fish Transportation Aktivities. 


Uraian/ Frekuensi/ 
Description Frequency 
1. Pengangkutan ikan menuju TPI 
dengan alat bantu (conveyor, troll, 
gerobak, dll)/ Transportation of fish Baik/ Good 
to marketing places is assisted using Sangat baik/ Very 


No. 


Cukup/ Enough 


Responden/ 
Respondents 


4 


30 
6 


Persen (%)/ 
Percent (%) 


10.0 


75.0 
15.0 


is (Hasani., et al) 


Jumlah Total/ 
Total Amount 
162 (Tinggi/ 
High) 


(conveyors, trolls, carts, etc.) Good 


2. Pengangkutan ikan terlindung dari 


30 


7.5 


75.0 
17.5 


12.5 


164 (Tinggi/ 
High) 


3: Jumlah es untuk kebutuhan 


sinar matahari/ Transportation of fish Cukup, Eneng 
protected from sunlight Baik/ Good 
Sangat baik/ Very 
Good 
Cukup/ Enough 


pendinginan ikan dalam 
pengangkutan./ The amount of ice 
needed for fish cooling during the Baik/ Good 
transportation process. 


Tabel 14. Persepsi Kondisi Penanganan Ikan. 
Table 14. Perception of Fish Handling Conditions. 


Uraian/ Frekuensi/ 


No Description Frequency 


1. Pensortiran ikan pada meja sortir/ Sangat buruk/ Very 
Fish sorting on the sorting table Bad 


35 


Responden/ 
Respondents 


30 


87.5 


Persen (%)/ 
Percent (Yo) 


75.0 


22.5 
2.5 
10.0 


155 (Tinggi/ 
High) 


Jumlah Total/ 
Total Amount 


51 (Rendah/Low) 


2. Aktivitas pensortiran ikan berjalan/ Cukup/ Enough 


85.0 
5.0 


158 (Tinggi/High) 


3. Aktivitas Penimbangan ikan / Fish Baik/Good 


50.0 
50.0 


40.0 


180 (Tinggi/High) 


4. Aktivitas Pemberian label/tanda/ Sangat buruk/ Very 


37.5 
22.5 
17.5 


73 (Rendah/Low) 


5. Aktivitas Pensusunan ikan Sangat buruk/ Very 


55.0 
27.5 


84 (Rendah/Low) 


Buruk/ Bad 
Cukup/ Enough 

Fish sorting activity Baik/ Good 
Sangat baik/ Very 
Good 

weighing activity Sangat baik/ Very 
Good 

Labeling / marking activities Bad 
Buruk/ Bad 
Cukup/ Enough 

dilakukan area display/ Fish Bad 

drafting activities are carried out in  Buruk/ Bad 

6. Proses pemasaran/ Marketing Cukup/ Enough 

process. Baik/ Good 
Sangat baik/ Very 
Good 


7.5 
85.0 
7.5 


70.0 


160 (Tinggi/High) 


7. Proses penanganan ikan. (Ditinjau  Baik/ Good 


jumlah penggunaan es/pendingin)/ 
Fish handling process. (in terms of 
the use of ice / cooler) 


Sangat baik/ Very 
Good 


30.0 


10.0 


172 (Tinggi/High) 


8. Proses pendistribusian. (Ditinjau Cukup/ Enough 


dari waktu setelah lelang selesai)  Baik/ Good 
Distribution process. (reviewed . 

from the time after the auction is Sangat baik/ Very 
finished) Good 


72.5 
17.5 


163 (Tinggi/High) 
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berjalan, karena nelayan sebelumnya sudah 
melakukan kesepakatan dengan juragan maupun 
pemborong, sehingga ikan langsung didistribusikan 
ke dalam truk pengangkut. 


Perspektif Penerapan TPI higienis 


TPI dalam salah satu fungsinya adalah 
memfasilitasi kegiatan pemasaran ikan yang 
higienis. Penerapan TPI Higienis PPS Cilacap 
memang tergolong tinggi dengan nilai penerapan 
di atas 146,67. Perspektif pengguna jasa terhadap 
penerapan TPI higienis PPS Cilacap terletak pada 
fungsi tersebut, pada PPS Cilacap kurang optimal 
beberapa fungsi utama seperti kondisi faslilitas 
mulai mengalami kerusakan, tidak adanya fasilitas 
yang sesuai ketetapan DJPT, tidak melakukan 
aktivitas pelelangan sehingga fungsi dari berdirinya 
TPI berkurang. Pengembangan menjadi perlu 
dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan ini, 
terutama pada fasilitas dan aktivitas nelayan yang 
perlu di tingkatkan agar menjadikan TPI yang 
higienis sesuai ketetapan DJPT. 


Partisipasi nelayan dalam pelaksanaan 
pengelolaan sumberdaya, pengendalian harga, 
pengelolaan lingkungan sangat di butuhkan dalam 
peningkatan pengelolaan (Sulistyowati & Karyadi, 
2016). Kondisi pendidikan yang rendah juga 
menyebabkan nelayan memiliki hambatan dalam 
mengakses berbagai program yang ada (Vibriyanti, 
2014). Selanjutnya menurut Renur, Fahrudin, 
Solihin, 8 Kusumastanto (2019) keterlibatan 
lembaga negara, swasta, maupun masyarakat 
sangat menentukan keberhasilan pembangunan 
kelautan. 


Penerapan pemasaran higienis memerlukan 
beberapa tahapan dan keterlibatan berbagai pihak 
agar dapat berjalan optimal, sehingga pengelola 
perlu memperbaiki penerapan yang kurang sesuai 
serta mengarahkan para pengguna jasa supaya 
dapat menjalankan pemasaran dengan sebaik- 
baiknya. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil persepsi pengguna jasa 
(pengelola dan nelayan) terhadap penerapan 
TPI higienis PPS Cilacap pada fasilitas 
mayoritas menyatakan dalam penerapan 
yang tinggi yaitu nilainya di atas 146,67, akan 
tetapi terdapat beberapa kendala yang dialami 
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yaitu tidak adanya fasilitas penunjang seperti 
roller conveyor, cool box, mesin penghancur 
es (ice crusher) kemudian terganggunya 
pengangkutan karena sebagian lantai rusak serta 
terlalu miring sehingga menyulitkan petugas 
bongkar dalam pengangkutanya, ventilasi udara 
juga menjadi masalah karena tidak adanya alat 
bantu sirkulasi udara seperti kipas angin atau 
AC. Aktivitas bongkar dan pengangkutan juga 
memiliki rata-rata persepsi dalam penerapan 
tinggi, akan tetapi dalam penanganan ikan yang 
tidak melakukan aktivitas lelang, sotir dan 
pelabelan sehingga nilai dari penerapannya 
rendah yaitu di bawah 93,33. Partisipasi nelayan 
dalam pemasaran menjadi berkurang akibat 
tidak diadakannya pelelangan, karena ikan hasil 
tangkapan sudah dilakukan kesepakatan harga 
oleh pemilik kapal maupun pedagang besar. 


Rekomendasi kebijakan 


Berdasarkan hasil penelitian, maka 
rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah 
perlunya perbaikan fasilitas yang sudah mengalami 
kerusakan, serta perlunya penambahan fasilitas 
untuk memperlancar aktivitas pemasaran. 
Supaya kegiatan pemasaran mendapat manfaat 
yang optimal, perlu diperbaiki sistem pemasaran 
dan perlu meningkatkan pemahaman terhadap 
pengguna jasa. Upaya tersebut harus sesuai 
dengan tujuan didirikan TPI higienis yaitu untuk 
memberikan acuan standar pembangunan TPI 
higienis di pelabuhan perikanan dan memfasilitasi 
kegiatan pemasaran ikan yang higienis. 


UCAPAN TERIMAKASIH 


Terima kasih kami ucapkan kepada 
pengguna fasilitas yaitu pihak pengelola maupun 
nelayan yang sudah meluangkan waktu dan 
bantuannya selama pengumpulan data di 
lapangan serta rekan-rekan magister sumber daya 
pantai 2017 atas masukan dan arahannya untuk 
penyempurnaan tulisan ini. 


PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS 


Pernyataan status terkait kontributor penulis 
ini saya cantumkan, berdasarkan kesepemahaman 
dan kesepakatan atas nilai kontribusi kami 
terhadap karya tulis yang berjudul “Persepsi 
Nelayan Terhadap Tempat Pemasaran Ikan 
Higienis di Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap” dengan sadar dan tanpa paksaan 


Persepsi Nelayan Terhadap Tempat Pemasaran Ikan Higienis di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ............. (Hasani., et al) 


apapun, menyatakan bahwa M. Rizqi 
Hasani sebagai kontributor utama, kemudian 
Djoko Suprapto dan Dian Wijayanto 
sebagai kontributor anggota. Demikian 


pernyataan ini kami buat untuk diketahui oleh 
semua pihak yang berkepentingan, serta kami 
telah melampirkan surat pernyataan kontribusi 
penulis kepada pihak Jurnal Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan. 


DAFTAR PUSTAKA 


Asmal, I., Amina, S. & Alia, M. (2016). Environmental 
Sanitation Conditions in the Beba Fish Auction 
Place (TPI). Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Vol 227, 778 — 784. DOI: 10.1016/j. 
sbspro.2016.06.147. 


[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. (2017). 
Kota Cilacap Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. 
Cilacap. 


Codex Alimentarius Commission. (2009). Food Hygiene 
(Basic Texts) 4" ed.World Health Organization : 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations.Rome. 


[DJPT] Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. (2017). 
Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap 
Nomor 7/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk 
Teknis Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Higienis 
di Pelabuhan Perikanan. Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 


ISO 9001:2015. (2015). Quality Management System- 
Reguirement. BSI Standards Limited. London. 


[KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. 


Lubis, E. (2012). Pelabuhan Perikanan. Bogor, ID: Press 
Bogor. 


Marcella, E., Prawata, A. G. & Nasir, N. (2013). 
Redevelopment Pasar Ikan Higienis di Muara 
Angke Jakarta.(Skripsil. Jakarta, ID: Bina 
Nusantara. 


Mintoro, W & Haryadi B. (2013). Pengelolaan Usaha 
dan Pengembangan Fungsi Pemasaran Produk 
Ikan Beku Pada Pt. Anggara Cipta. Citra Agora, 
Vol 1(2). Retrieved from http://studentjournal. 
petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/ 
view/411. 


Mussadun, A. F., Kusumastanto,T. 8 Kamal,M.M. (2011). 
Analisis Persepsi Nelayan dalam Pengelolaan 
Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan di Taman 
Nasional Karimunjawa. Jurnal Tata Loka, Vol 
13(2), 70-81. DOI: 10.14710/tataloka.13.2.70-81. 


Nastiti, H. G., Wibowo, B.A. &Dewi, D.A.N.N. (2017). 
Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Kesyah- 
bandaran Dengan Metode Six Sigma Di 
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. 
Jurnal Perikanan Tangkap, Vol 1(3), 1-9. 


Ningsih, F. S., Irnad & Cahyadinata, l. (2017). 
Kajian Persepsi Nelayan terhadap Kebijakan 
Perikanan di Kota Bengkulu. Agrisep, Vol 16(2), 


133-144. 
Nugraheni, H., Rosid, A. & Boesono, H. (2013). 
Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 


Pantai Tasikagung Kabupaten Rembang untuk 
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap. 
Journal of Fisheries Resources Utilization 
Management and Technology, Vol 2(1), 85-94. 


Pancawati, Y. D. (2015). Pengembangan Kawasan 
Minapolitan (Studi Kasus : Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap). Jurnal Pembangunan 
Wilayah & Kota, Vol 11(3), 364-375. Doi: 
10.14710/pwk.v11i3.17597. 


Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. (2019). Data 
produksi Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. 
Cilacap. 


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 52A 
Tahun 2013. Persyaratan Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan pada Proses 
Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Jakarta. 


Peraturan Pemerintahan No. 57 Tahun 2015. Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil 
Perikanan. Jakarta. 


Renur, A. N., Fahrudin, A., Solihin, D. & Kusumastanto, 
T. (2019). Penataan Kelembagaan Pembangunan 
Ekonomi Kelautan di Provinsi Maluku. Jurnal 
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 
14(1), 93-100. DOI: 10.15578/jsekp.v14i1.7004. 


Sarwanto, C., Wiyono, E. S., Nurani T. W. & Haluan, 
J. (2014). Kajian Sistem Pemasaran Ikan Hasil 
Tangkapan Nelayan di Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Diy. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan, Vol 9(2), 207-217. DOI: 10.15578/ 
jsekp.v9i2.1222. 


Singh, Y. J., Santhakumar, R., Pandey, D. K., Bharati, H. 
& Roy, P. D. (2012). Adoption of Hygienic Fish 
Handling Practices by Fishermen Indian Res. J. 
Ext. Edu. Vol. 12(1), 36-38. 


Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, 
kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta 


Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan 
(Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D). 
Bandung, ID: Alfabeta. 


Suherman, A. (2010). Alternatif Strategi Pengembangan 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 
Lamongan Jawa Timur, Jurnal Saintek Perikanan, 
Vol. 5(2), 65-72. 


Suherman, A., Rosyid, A. 8 Boesono, H. (2012). 
Pelabuhan Perikanan. Semarang, ID: Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro. 


Sulistyowati 8 Karyadi. (2016). Persepsi dan Partisipasi 
Nelayan pada Pengelolaan Sumberdaya Udang. 
Agromedia, Vol 34(2), 79-87. 


133 


J. Sosek KP Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 121-134 


Sutrisno, E. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber 
Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah 
Pesisir secara Terpadu untuk Kesejahteraan 
Nelayan. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14(1). 
DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.272. 


Vibriyanti, D. (2014). Kondisi Sosial Ekonomi dan 
Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, 
Jawa Tengah. Jurnal Kependudukan Indonesia, 
Vol 9(1). doi: 10.14203/jki.v9i1.10. 


Wahyudi, A., Lubis, E., &Pane, A. B. (2017). Strategi 
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pelabuhan 
Perikanan: Kasus Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Pelabuhanratu. Jurnal Albacore, Vol 
1(2), 139-152. 


Zulham, A. (2016). Kapasitas Jaringan Sosial dan 
Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan Perikanan 
di Pulau Terdepan (Pelajaran dari Revitalisasi 
Pangkalan Pendaratan Ikan Lugu, Di Kabupaten 
Simeulue). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan, Vol 11(2), 201-208. DOI: 10.15578/ 
jsekp.v11i2.1633. 


134 


(Indeks Pengarang) 


(Author Index) 

Adrianto, A kekek kanak kakek ekk kk anak naek Ken k akan anakan ekk ena naaa kekanan 1-14 
Agusliani, Erma cuna apa 83-92 
APM: TOY it a A BAN A BA ADAM aa di iiaa 107 - 119 
Arthatiani Freshiy Yo dit E AA Aa 69 - 82 
Budan Sti Ri ea ba aa enam nan aa aa aa aan aa 47 - 56 
Dermawan, Agus... ua a rianne da A Da kaa A Al a A Sa Aa ra Pa Aa A ak Aai 15-32 
Dwiputra, Dicky S. Sanana A man Ad 47 - 56 
Fahrudin Achmad. sen nan dann An ann SAB NB A AA ana tadi 1-14 
Fatimah, SIS. sii cd ltda 57 - 67 
Febrian; TOMMI iii iii 93 - 105 
Hasan Syaa aa AAA aaa ablar 15 - 32 
Hasani: Muhammad Re. siria alada 121 - 134 
Isnastuti, Nourma L. cun oia eka nan kum man Galangan 47-56 
Koeshendrajana, SONNY Madina A NA AAA AN Bs A 15 - 32; 
107 - 119 

Kurniasari-NEndah indiana ii dae A 23-35 
107 - 119 

Kurniawan, TIKKYANO coran aora aan anon 69 - 82 
Kusumaningrum, Prameswari. B. Jaana atasan asalan 47 - 56 
Kusumastanto: TridOyo siasat anne an una 1 - 14 
Latifah, Reviana ................oooo oa 47 - 56 
bahun ES mn naa 69 - 82 
MarWanti TE: aaa 57 - 67 
Muawanah-Umit via tdi 33 - 46; 
93 -105 

MUhAMIMaAd Sen AA naa Manna UN da na ina NA ma A 83 - 92 
Mustika RINA, iii a A A A a a a 83 - 92 
Nababan, Benny O aon ea oa 1 - 14 
Narulita; Regina E: Aeon ena hee aan Na nd 47 - 56 
Prasetiyo; Didit Eden ena teen naa enda ia 15-32 
San POTE: a a on beo anna anne an an Niana aan nanas Pnb aan 33 - 46 
Soejarwo:.PErmanatA, aa dr AA keamanan 47 - 56 


93 - 105 


(Indeks Pengarang) 
(Author Index) 


Sona Lela A O 


SN aa aa A aa en en aia 


Supardi, Suprapti vecina anna An banana anna a nn nn ana 


Suryawati, SUA ea A A ia aaa 
Thifaltanti, Muthia Hina ti Basa 


Tawan, RIVan A: sekian ma MAA iia 


RN 


Widianto AMO 2. dn dn nai Ai 
Wijaya, RIZKI A; copii A anna akan AAA ad 


Wijayanto: Dian ii 


Yonvitner 


83 - 92 
15 - 32 
57 - 67 
121 - 134 
15 - 32 
69 - 82 
47 - 56 
47 - 56 
33 - 46 
93 - 105 
15 - 32 
107 - 119 
121 - 134 
15 - 32 


Alat penangkapan ikan 'arad! ........ 
Analisis ekonomi ........................... 
Budidaya Ikan ................................ 
Constant market share .................. 
Dampak langsung menanda ana en en a 
Dampak tidak langsung ................. 
Efek. penggandaan win na nana A Eee 
Ekonomi kreatif ..............oo 
Ekowisata bahari ........................... 
Jawa Tengah ses Woo. 
Kabupaten Alor .............................. 
KAWASAN menebar luka 
Keberlanjutan nenas aa ea sa nana ak 
Kecamatan MUNGAI E RN En E an IA 
Kelayakan usaha ........................... 
Keramba Jaring Apung .................. 
Kesejahteraan masyarakat ............ 
Kesejahteraan nelayan .................. 
NO 
Kinerja Colo a na aan a aa asa 
KOMOAO sa ia aaa 
Kondisi fasilitaS ..............o 
Masyarakat adat ............................ 
Minapolitan ............ooooWoo 
Nilai Pening nn AA ana na ame bambu names 
Pemasaran .......ooooom 
Pemasaran ikan Joo... moms A bumn uk antenna han 
Penerapan higienitas ..................... 
Pendaki nn an aa an an E E AAA 


Persepsi nelayan ........................... 


Perubahan kondisi sosial-ekonomi 


(Indeks Subjek) 
(Subject Index) 


1-14 
1-14 
107 - 119 
57 - 67 
33 - 46 
33 - 46 
33 - 46 
93 - 105 
93 - 105 
1-14 
33 - 46 
15-32 
1-14 
47 - 56 
83 - 92 
107 - 119 
47 - 56 
1-14 
69 - 82 
57 - 67 
15 - 32 
121 - 134 
93 - 105 
47 - 56 
15 - 32 
69 - 82 
121-134 
121-134 
69 - 82 
121 - 134 
47 - 56 


(Indeks Subjek) 


(Subject Index) 
Potensi sa aa as AA A A A A A Dong 93 - 105 
Prospek a an bana pasangkan ga mean 83 - 92 
RiSiKO'SOSial Pa na aa Aa Ri Ra aa 107 - 119 
Saluran pemasaran en Tn ena NG Bo inn Tin naa kaan Kana EN ANE TR 83 - 92 
Sistem pemasaran ane rancia 83 - 92 
Strategis Nasional ¡PPP ARO ena baal Ea na BEN an ina Da aa 15-32 
SU occore an anna ana aan Ken aan aan 69 - 82 
Sumber daya. Kan aa mantan than aan ulasan naa 1-14 
Taman Nasional aa A aa mangan 15-32 
Tingkat produksi IKAN stim ann mane ana a naa 47 - 56 
geni caca asia ai ne en pt 121 - 134 
Trend permintaan Maiden an anna RR NN NN RA On Kanan ANA Kana 83 - 92 
Una ee AR 69 - 82 
Udang BEKU son aa na ae NE an KBR NN 57 - 67 
Udang olahan Mi bebe esensi ian hama asn 57 - 67 
Udang SEDA Sedan kain A Naa mantan aan aa Bana EN AN E A E ai AAA abad 57 - 67 
WadukJatillQUE. ee Pn A Pa A NN da 107 - 119 


Wisata bahan en ió 33 - 46 


JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
Pedoman Bagi Penulis 
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UMUM 
Kertas : HVS A4 (21,0 x 29,7 cm) 
Margin : Kiri 3 cm 
Bawah, Kanan dan Atas 2 cm 
Huruf : Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi. ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau 


Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan 
yang tidak umum. 


Struktur : Judul, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan 
dan Implikasi Kebijakan, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka 


Naskah dikirim melalui Online di alamat web http://ejournal-balitbang.kkp.go.id index.php/sosek 
atau alamat ke Redaksi Pelaksana Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung Balitbang 
KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih | Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 
64711583, Email: pt.sosek@gmail.com 


PENULISAN NASKAH 


Naskah ditulis rapi dengan panjang naskah maksimum 20 halaman (termasuk gambar dan tabel) 
dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman. 


Judul 


Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan 
isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf 
Arial, kapital Bold, 12 pt, center. 


Penulis dan institusi 


Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, 
kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan 
huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center. 


Abstrak 


Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf. 
Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin 
dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt. 


Kata Kunci 
Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak. 


Pendahuluan 


Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, 
kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas. 


Metodologi 


Diuraikan secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, bagaimana data diperoleh 
dan sumbernya serta bagaimana metode analisis datanya, jika metode yang digunakan telah diketahui 
sebelumnya harus dicantumkan acuannya. 


Hasil dan Pembahasan 


Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar 
penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: 
uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan 
gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. 


Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan 


Kesimpulan diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok bahasan serta 
kemampuan mengartikulasikan temuan pokok untuk rekomendasi kebijakan, ditulis secara singkat dan 
jelas dalam dua atau tiga kalimat Pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai 
atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Bila belum, jelaskan apa penyebabnya. 


Ucapan Terima Kasish 


Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor 
penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu 
berlebihan. 


Daftar Pustaka 


Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang 
diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya 
pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau 
media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad. 
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Usaha Rumah Tangga Petambak Garam. In Koeshendrajana (eds.), PANELKANAS: Dinamika 
Perkembangan Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga. Badan Riset Kelautan dan 
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Jurnal Ilmiah : 
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Artikel dari situs internet ; 


Sahyuti. 2012. Ciri-ciri Masyarakat Adat. http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-mas- 
yarakat-adat.html. (diakses 27 Desember 2012). 


Laporan : 
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Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BRKP 


Thesis, Disertasi : 
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Tabel 


Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. 
Sumber dicantumkan di bawah tabel. 


Contoh: 


Tabel 8. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. 
Table 8. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke. 


Kategori Nilai Ekonomi/ Total Nilai/ Total Nilai/ 
Category Economic Value Total value (Rp/Tahun) Total value (Rp/Ha/Tahun) 

Nilai Guna Langsung/ Direct value 121,120,873,947 11,964,919 
Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect Value 48,361,817,303,4 4,777,419 
Nilai Pilihan/ Option value 3,074,276,220 303,692 
Nilai Keberadaan/ The existence value 2,134,333,320 210,840 
Nilai Pewarisan/ Value Inheritance 2,728,107,120 269,496 

Total/ Total 177,419,407,910 17,528,367 


Sumber/ Source : Data Primer Diolah (2015)/ Primary Data Processed (2015) 


Gambar 


Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG 
dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul. 
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Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta 
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay 


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/ 
Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016) 
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